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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
ridho dan kemudahan-Nya, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan (BBRSEKP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan, dapat menghadirkan buku dengan tema: “Inovasi Kebijakan Sosial
Ekonomi Pembangunan Kelautan dan Perikanan” sesuai dengan yang direncanakan.
Tulisan di dalam buku ini merupakan materi hasil penelitian tentang Inovasi
Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah disampaikan pada
Webinar Sosek Series yang dilaksanakan sejak Januari 2021 sampai November
2021.

Tulisan di dalam buku ini merupakan informasi tentang implementasi inovasi
kebijakan pembangunan sosial ekonomi kelautan dan perikanan dari sistem inovasi
yang terdapat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi tersebut mencakup:
(@) Inovasi Kebijakan Sosial Ekonomi pada Perikanan Tangkap; (b) Inovasi
Kebijakan Sosial Ekonomi pada Perikanan Budi Daya; (c) Inovasi Kebijakan Sosial
Ekonomi pada Pemasaran dan Daya Saing; dan (d) Inovasi Kebijakan Sosial
Ekonomi pada Pergaraman Nasional. Keempat informasi inovasi tersebut dikemas
dengan sekuensi terkait dengan tema utama buku ini.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kontributor,
editor, reviewer, dan tim sekretariat yang telah menyelesaikan pembuatan buku ini.
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan dan
berkontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Jakarta, Desember 2021

Kepala BBRSEKP

r. Rudi Alek Wahyudin
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KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dengan harapan untuk memberikan referensi dan masukan
terkait inovasi kebijakan sosial ekonomi dalam pembangunan sektor kelautan dan
perikanan. Buku ini merupakan kumpulan pengetahuan inovasi kebijakan di Sektor
Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari luar negeri, masyarakat di dalam
negeri, dan kebijakan yang dirumuskan dari hasil penelitian (lembaga penelitian
pemerintah dan universitas) dan perusahan swasta.

Tulisan kebijakan inovasi yang ditampilkan di dalam buku ini adalah inovasi
yang sedang berlaku pada pembangunan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Editor
berusaha mengemas semua tulisan menjadi pengetahuan baru untuk memahami
kendala dalam implementasi kebijakan inovasi pada Sektor Kelautan dan Perikanan
yang ditunjukkan pada berbagai tulisan di dalam buku ini. Editor mengharapkan
pembaca setelah menyimak isi buku ini dapat memperoleh knowledge tentang upaya
yang harus dibangun dalam sistem inovasi dalam pembangunan Kelautan dan
Perikanan.

Tim editor berupaya menyelaraskan semua ide dari seluruh tulisan di dalam
buku ini agar searah dengan inovasi yang diimplementasikan di dalam pembangunan
pada Sektor Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, editor telah menyunting tulisan
dalam buku ini sebaik mungkin, dengan tekad agar isi buku “Inovasi Kebijakan
Pembangunan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dapat memberi informasi
yang akurat kepada pembaca.

Pada kesempatan ini, tim editor mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang berkontribusi dan telah bekerja sama, sehingga buku ini dapat diterbitkan.
Kami yakin buku ini dapat dijadikan referensi dalam kebijakan pembangunan Sektor
Kelautan dan Perikanan. Namun, tim editor menyadari buku ini masih memerlukan
penyempurnaan sehingga kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan
penerbitan berikutnya.

Jakarta, Desember 2021

Tim Editor
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KATA PENGANTAR

Buku “Inovasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Kelautan dan
Perikanan” merupakan salah satu buku yang bisa dijadikan referensi dalam
memberikan wawasan pendekatan atau kebijakan sosial ekonomi di dalam
pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penerbit menilai informasi yang ada di
dalam buku ini merupakan kumpulan ilmu pengetahuan mengenai teknologi, cara-
cara, pendekatan baru yang memberikan nilai guna dan hasil guna di dalam
perekonomian yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu,
buku bunga rampai ini menjadi sumber pengetahuan baru bagi pembaca dan
pemangku kepentingan yang peduli dengan pembangunan pada Sektor Kelautan dan
Perikanan.

Informasi yang ada dalam buku dapat dijadikan acuan Kkebijakan
pembangunan pada berbagai program pada perikanan tangkap, perikanan budi daya,
pemasaran dan daya saing, serta kebijakan pergaraman. Selain itu, buku ini juga
memberikan informasi kepada pembaca tentang peran dan sifat spesifik dari
kebijakan inovasi yang diuraikan agar menjadi kebijakan yang efektif dan menjadi
kunci keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh sebab itu, buku ini sangat penting bagi mahasiswa, peneliti sosial
ekonomi, pelaksana program pembangunan dan para pengambil kebijakan kelautan
dan perikanan di Indonesia. Penerbit mengharapkan isi buku ini dapat dimanfaatkan
untuk penyempurnaan program sosial ekonomi pembangunan kelautan dan
perikanan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2021

Penerbit
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JUSTIFIKASI DAN KARAKTERISTIK KEBUTUHAN
KEBIJAKAN INOVASI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Armen Zulham dan Umi Muawanah

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP | Lt. 4 Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 6470092

Korespondensi Penulis: keude_bing@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Inovasi diartikan sebagai teknologi, cara-cara, pendekatan baru atau
kebijakan baru yang memberikan nilai guna dan hasil guna di dalam
perekonomian. Hal ini berarti inovasi itu harus terdifusi di dalam kegiatan
masyarakat maupun kegiatan ekonomi. Inovasi yang belum didifusikan atau belum
dimanfaatkan dalam kegiatan masyarakat tidak dapat disebutkan sebagai inovasi
(World Bank, 2010). Inovasi yang memiliki nilai guna dan hasil guna di dalam
kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat dibedakan menjadi high technology
dan low technology. Pada negara berkembang pemanfaatan high teknology
dilaporkan tidak mampu menumbuhkan lapangan kerja dan tidak efektif untuk
distribusi pendapatan dan kesejahteraan, tetapi teknologi tersebut diperlukan untuk
mempercepat produksi barang serta mempercepat prosesing produk agar ekonomis
dan efisien. Pada negara berkembang low technology maupun indigenous
knowledge ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki
kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2010).

Inovasi telah menjadi instrumen kebijakan dalam pembangunan Sektor
Kelautan dan Perikanan untuk merespon berbagai kebutuhan domestik serta
tantangan regional dan global terkait dengan aturan dan kesepakatan perdagangan,
pengelolaan sumberdaya maupun perubahan iklim. Kebijakan inovasi tersebut
menjadikan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor yang
berperan di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan struktural karena
kebijakan inovasi di dalam Sektor Kelautan dan Perikanan akan mendorong pelaku
usaha kelautan dan perikanan beradaptasi dengan berbagai aturan dan kesepakatan
tersebut, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia.
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Pengetahuan tentang kebijakan inovasi di dalam Sektor Kelautan dan
Perikanan yang digunakan penulis di dalam buku ini bersumber dari luar negeri,
berbagai sumber dari masyarakat di dalam negeri dan kebijakan yang dirumuskan
dari hasil penelitian (lembaga penelitian pemerintah dan universitas) bahkan dari
perusahaan swasta. Kebijakan yang dibahas di dalam buku ini dibagi dalam empat
bagian, yaitu inovasi kebijakan yang terkait dengan perikanan tangkap, perikanan
budi daya, pemasaran dan daya saing, serta pergaraman nasional. Kebijakan
inovasi yang berhasil diadopsi dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan
memperbaiki kesejahteraan masyarakat seperti yang dipelajari Robert (1991)
ditentukan oleh peran: inventor (tokoh yang mencetuskan ide-ide atau kebijakan
baru), entrepreneur (tokoh yang siap melaksanakan dan menerima tantangan
terkait kebijakan inovasi tersebut), fasilitator (tokoh yang mampu membantu
menyelesaikan masalah, mencari solusi terkait dengan kebijakan inovasi),
influencer (merupakan tokoh yang berpengaruh di dalam dan di luar kelompok
sasaran dan menjaga agar kebijakan inovasi tersebut berkembang di dalam
masyarakat), dan information gatekeeper (tokoh penting pemberi informasi
tentang perkembangan kebijakan inovasi yang terjadi pada kelompok sasaran dari
sisi knowledge dan peluang yang dapat dikembangkan).

Namun, perlu dicatat inovasi ada Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut
sifatnya spesifik. Kebijakan untuk mendorong keberhasilan kebijakan inovasi di
adopsi serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi maupun memperbaiki
kesejahteraan masyarakat seperti yang disimpulkan Andersson et al., (2006);
Aubert (2005); Mytelka (2004) harus memperhatikan: strategi pemilihan
teknologi, bentuk kelembagaan yang dikembangkan, legal framework, kebijakan
yang konsisten, pemilihan dan penentuan agen perubahan, reform approach dari
kebijakan inovasi tersebut, serta perilaku sosial dan budaya dari masyarakat. Oleh
sebab itu, tujuan dari tulisan prolog ini adalah memberi informasi tentang peran
dan sifat spesifik dari kebijakan inovasi yang diuraikan diatas diimplementasikan
pada Sektor Kelautan dan Perikanan. Tulisan di dalam buku ini menjadi
pengetahuan baru untuk memahami kendala dalam implementasi kebijakan
inovasi pada Sektor Kelautan dan Perikanan yang ditunjukkan pada berbagai
tulisan di dalam buku ini.

Kebijakan Inovasi pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Kebijakan inovasi yang dibahas pada berbagai tulisan di dalam buku ini
terdiri dari empat kelompok, yaitu pada: perikanan tangkap, perikanan budi daya,
pemasaran dan daya saing, serta kebijakan pergaraman. Kebijakan inovasi yang
ditampilkan cakupan bahasannya bervariasi, tetapi harapannya untuk mendorong
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pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada tingkat
lokal, regional, dan nasional.

Justifikasi dan Kebutuhan Inovasi pada Perikanan Tangkap

Inovasi kebijakan pada perikanan tangkap yang menjadi sorotan dapat
dikategorikan dalam dua bagian, yaitu inovasi yang terkait dengan pengelolaan
sumberdaya dalam rangka merespon konflik yang terjadi saat ini dan dimasa depan
serta inovasi dalam rangka implementasi kebijakan yang telah disiapkan
pemerintah. Inovasi yang pertama tersebut merupakan bentuk kelembagaan yang
targetnya adalah agar sumber daya pada perikanan tangkap laut dan perairan umum
daratan (khususnya lubuk larangan) lestari. Pada perikanan tangkap laut
kelembagaan tersebut digagas oleh pihak tertentu agar berbagai pemangku
kepentingan berperan di dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Adrianto et
al., 2021; Zamroni et al., 2021). Kelembagaan yang dikembangkan pada perikanan
tangkap laut tersebut dapat mengendalikan konflik dalam pemanfaatan sumber
daya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan mendorong terwujudnya
pertumbuhan ekonomi dalam skala daerah dan nasional. Sementara pada perairan
umum daratan kelembagaan tersebut merupakan kearifan lokal bersifat spesifik
lokasi yang efektif mengelola sumber daya perikanan (Yuliaty et al., 2021).
Kelembagaan pengelolaan sumber daya pada perairan umum daratan, karena
sifatnya spesifik lokasi hanya dapat mengembangkan perekonomian lokal dan
memberi manfaat pada berbagai pihak yang terdapat pada lokasi tersebut.

Inovasi kebijakan yang kedua adalah dalam bentuk implementasi kebijakan
pemerintah pada skala daerah atau antar daerah (nasional). Pembahasan diarahkan
untuk mempelajari respon para pelaku usaha atau pemangku kepentingan yang
terkait dengan pemanfaatan sumber daya tersebut. Respon yang dipelajari terkait
dengan implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2015 pada perairan
WPP 714 terkait dengan penangkapan tuna sirip kuning. Respons tersebut
dipelajari dalam cakupan partisipasi dari para pemangku kepentingan (Suryawati
et al., 2021); dampak pada pelaku usaha khususnya nelayan dan manfaat ekonomi
dari kebijakan tersebut (Mira et al., 2021), serta respon pengusaha terhadap
kebijakan penangkapan tuna sirip kuning pada WPP 714 serta langkah langkah
standar yang dilakukan pengusaha di dalam penangkapan tuna sirip kuning.
Inovasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan digagas oleh Hilyana et al.
(2021) sebagai instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan, melalui
pendekatan aspek sosial ekonomi di Lombok. Gagasan tersebut didasarkan pada
banyaknya permasalahan sosial ekonomi seperti: kemiskinan, rendahnya konsumsi
pangan, kualitas kesehatan, kesenjangan pendidikan, tidak setaraan gender,
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ketersediaan energi dan air bersih, serta ketersediaan lapangan pekerjaan pada
masyarakat nelayan di kawasan pesisir.

Justifikasi dan Kebutuhan Inovasi pada Perikanan Budi Daya

Perikanan budi daya merupakan kegiatan ekonomi penting yang
mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Produk hasil perikanan budi
daya merupakan produk pangan yang diperdagangkan, oleh sebab itu kegiatan
budi daya perikanan tersebut harus mengacu pada berbagai aturan nasional dan
internasional. Aturan tersebut pada dasarnya adalah untuk mendorong agar
keberlanjutan produksi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pengelolaan
perikanan budi daya menurut Desyana (2021) terdiri dari tiga dimensi, Vaitu:
dimensi lingkungan, dimensi sosial-ekonomi, dan dimensi sistem pengelolaan
yang saling berkaitan. Inovasi pengelolaan perikanan budi daya ini dikenal sebagai
pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Aquaculture - EAA) dan
merupakan kesepakatan internasional tentang perikanan yang bertanggungjawab
(Code of Conduct for Responsible Fisheries - CCRF) yang diinisiasi FAO pada
tahun 1995.

Implementasi EAA tersebut telah dicoba pada berbagai daerah di Indonesia
sejak tahun 2014 dan inovasi ini belum berjalan dengan sempurna (Desyana,
2021). Hal ini terkait dengan mengelola perilaku pelaku usaha karena terkait
dengan perilaku harga komoditas hasil budi daya. Faktor harga komoditas hasil
budi daya tersebut sangat menentukan sukses tidaknya pendekatan EAA tersebut,
karena kasus menunjukkan ketika EAA diimplementasikan oleh pembudi daya,
ternyata harga hasil budi daya tetap tidak berubah. Implementasi inovasi kebijakan
terkait EAA tersebut harus mencakup skala kawasan yang luas, sehingga biaya
sangat besar dan kendala sosial dan budaya dari masyarakat juga cukup besar.
Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2021) menyarankan
berbagai inovasi kebijakan terkait EAA tersebut harus dilakukan melalui
pendampingan yang intensif kepada pemerintah daerah sebagai regulator, pembudi
daya, dan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi EAA
tersebut.

Keberhasilan perikanan budi daya terkait juga dengan inovasi tentang
pakan, karena komponen biaya pakan dalam budi daya perikanan mencapai 70%
dari total biaya (Aya, 2017). Dengan demikian, jika bahan baku pakan di pasar
dari luar negeri meningkat (bahan baku pakan umumnya di impor), maka gejolak
harga bahan baku pakan itu akan berpengaruh pada harga pakan lokal. Fenomena
tersebut mendorong peneliti mencoba membuat inovasi formula pakan dari bahan
baku lokal (Sunarno & Syamsunarno, 2021), serta inovasi mengembangkan bisnis
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pakan mandiri pada berbagai lokasi (Wardono, 2021). Oleh sebab itu kemitraan
bisnis dalam pengembangan perikanan budi daya semakin penting. Platform
kemitraan bisnis pengembangan perikanan budi daya tidak dapat lagi dilakukan
secara konvensional, tetapi harus mulai dilakukan dengan memafaatkan teknologi
informasi digital (TIK) karena perkembangan bisnis digital (Shafitri et al., 2021).
TIK menjadi komponen ekonomi digital yang mempengaruhi perdagangan,
efisiensi rantai pemasaran sehingga memberikan keleluasaan menentukan pasar
dari usaha perikanan budi daya (Setiawan, 2018). TIK juga merubah pola
kemitraan dari model konvensional menjadi berbasis digital. Hal ini tentunya juga
mempengaruhi pola kemitraan pada sektor kelautan dan perikanan yang ada saat
ini kontrak, joint usaha, dan lainnya. Saat ini menurut Shafitri et al. (2021), terus
tumbuh perusaahaan virtual dalam bentuk e-commerce yang menawarkan
kemitraan berbasis pada TIK yang dapat dimanfaatkan oleh usaha budi daya
perikanan. Perusahaan digital tersebut merupakan perusahaan terintegrasi yang
ikut membangun TIK untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan seperti:
ARUNA, efishery atau Tani Hub Group (TaniFund, TaniHub dan TaniSupply).

Justifikasi dan Kebutuhan Inovasi Pemasaran dan Daya saing

Permasalahan pengiriman ikan dari Indonesia Timur ke Pulau Jawa sebagai
pusat pemasaran ikan telah terjadi sejak lama, karena sistem logistik yang tidak
terkoneksi. Sistem logistik yang ada saat ini membuat pengiriman ikan tersebut
harus dibayar dengan biaya yang sangat tinggi (Kariyoto, 2016; Rum, 2018;
Rumaji & Adiliya, 2019). Karena itu pemerintah pusat memprakarsai langkah
pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN), agar distribusi
ikan dari sentra produksi ke sentra konsumen/industri dapat berjalan dengan baik
dan efisien. Karena itu, implementasi MLIN harus didukung oleh pemerintah
daerah setempat. Tulisan Purnomo (2021) mencoba mengungkap kesiapan
berbagai pemerintah daerah yang terdapat di Maluku di dalam melaksanakan
MLIN. Tulisan ini melihat kesiapan pemerintah daerah tersebut merupakan salah
satu kunci utama keberhasilan MLIN.

Pada sisi lain Taryono (2021) berdasarkan studi empiris dari berbagai
sumber menunjukkan tantangan yang dihadapi MLIN adalah eksistensi sistem
logistik ikan di Indonesia. Permasalahan sistem logistik ikan nasional tersebut
mencakup kebijakan dalam mengatur moda transportasi barang yang efisien dan
ekonomis terkait dengan: integrasi antar komoditas untuk memenuhi
keseimbangan muatan (fronthaul dan backhaul), integrasi antar moda, kesiapan
infrastruktur logistik, biaya logistik, partisipasi pemerintahan (pusat dan daerah)
di dalam membangun sistem logistik tersebut.
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Kelancaran distribusi barang yang dihasilkan oleh MLIN tersebut akan
semakin terjamin jika komoditas ikan kualitas ekspor seperti tuna dan ikan pelagis
besar dan demersal yang dari MLIN tersebut memenuhi persyaratan keamanan
pangan dari pasar global. Standar keamanan pangan yang dihadapi Indonesia
bervariasi, tergantung negara tujuan (Nugroho, 2021). Karena itu, hambatan
tersebut harus diatasi untuk menjamin keamanan produk sebagai upaya
meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memperbaiki manajemen keamanan
pangan agar dipercaya pasar global. Permasalahan sertifikasi mutu ini harus ada
peran pemerintah pusat agar tidak menjadi hambatan non tarif di dalam
perdagangan yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan
udang di Indonesia. Oleh sebab itu, produk hasil perikanan Indonesia harus
memiliki Sertifikat Kelayakan Proses (SKP) atau Good Manufacturing Practices
(GMP) dan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang di
syarat pasar global.

Justifikasi dan Kebutuhan Inovasi pada Pergaraman Nasional

Data impor garam Indonesia menujukkan kecenderungan yang meningkat
dari 175.767 ton (1989) menjadi 3.077.901 ton (2021). Oleh sebab itu, berbagai
pihak mencoba melakukan terobosan untuk melakukan terobosan inovasi produksi
garam nasional sebagai program subtitusi impor. Beberapa inovasi menurut
Mahasin (2021) telah dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas
garam, dengan persyaratan teknologi tersebut mudah dan murah
diimplementasikan dengan mempertimbangkan petambak garam sebagai
subjeknya. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan secara umum menggunakan
metode evaporasi terbuka dan evaporasi tertutup, tergantung kondisi lahan dan
wilayah tempat inovasi tersebut diimplementasikan. Inovasi juga dilakukan
dengan membangun bendungan kolam laut atau yang disebut dengan Brine Pond
Seawall. Pembangunan bendungan ini dalam sejarahnya pernah diinisiasi pada
tahun 1975 dalam proyek modernisasi PN Garam (De Jonge, 2011). Di Indonesia
terdapat 11 jenis teknologi produksi garam, namun tingkat adopsinya sangat
beragam (Kurniawan et al, 2021).

Selain itu, untuk meningkatkan produksi garam dilakukan juga pendekatan
kelembagaan dengan membangun korporasi garam (lrawan, 2021). Korporasi
tersebut cakupan bisnisnya mulai dari memproduksi garam sampai ikut berperan
dalam penjualan dan pemasaran garam. Korporasi garam tersebut didampingi oleh
Agrritera. Korporasi garam Ronggolawe tersebut saat ini dimiliki oleh petani
garam dan dikelola oleh profesional. Pendampingan agrritera adalah kunci
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keberhasilan inovasi tersebut dalam membangun kelembagaan yang menempatkan
petani garam sebagai subjek dari bisnis garam tersebut.

PENUTUP

Justifikasi dan karakteristik kebutuhan inovasi pengembangan ekonomi
kelautan dan perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya,
pergaraman dinilai sejalan dengan permasalahan yang dihadapi nelayan,
pembudidaya, serta industri pergaraman di lapangan. Karaktetistik inovasi
kebijakan yang diimplementasikan merupakan representasi dari peran dan sifat
inovasi yang spesifik dan didukung oleh kebijakan penguatan pemasaran dan
peningkatan daya saing. Dukungan tersebut diperlukan untuk mencapai manfaat
ganda peningkatan produksi, pendapatan nelayan, dan perolehan devisa negara
dari ekspor komoditas dan produk perikanan. Keberhasilan ini memerlukan
fasilitasi ketersediaan dan akses teknologi, sarana produksi perikanan, permodalan
dan dukungan infrastruktur fisik dan kelembagaan pengembangan sektor kelautan
dan perikanan.

Fasilitasi dan akses tersebut diperlukan untuk implementasi kebijakan
inovasi pada penangkapan tuna sirip kuning di WPP 714, MLIN, SLIN, EAA dan
pergaraman. Karena itu implementing agency harus memahami peran dari berbagai
pihak/tokoh yang terkait dengan tujuan dari kebijakan inovasi tersebut. Tokoh-
tokoh yang berperan adalah: inventor (tokoh yang mencetuskan ide-ide atau
kebijakan baru), entrepreneur (tokoh yang siap melaksanakan dan menerima
tantangan terkait kebijakan inovasi tersebut), fasilitator (tokoh yang mampu
membantu menyelesaikan masalah, mencari solusi terkait dengan kebijakan
inovasi), influencer (merupakan tokoh yang berpengaruh di dalam dan di luar
kelompok sasaran dan menjaga agar kebijakan inovasi tersebut berkembang di
dalam masyarakat), dan information gatekeeper (tokoh penting pemberi informasi
tentang perkembangan kebijakan inovasi yang terjadi pada kelompok sasaran dari
sisi knowledge dan peluang yang dapat dikembangkan), serta komitmen dari
pemerintah pusat dan daerah di dalam melaksanakan kebijakan inovasi tersebut.
Pemahaman tersebut menjadi suatu keharusan, karena target inovasi yang
diimplementasikan pada Sektor Kelautan dan Perikanan terkait dengan perilaku
sosial budaya yang tidak seragam, sehingga penerapannya pada berbagai lokasi
memerlukan modifikasi pada komponen kebijakan tersebut maupun bentuk
kelembagaan yang harus disiapkan.
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PENDAHULUAN

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki luas wilayah perairan
yang besar relatif terhadap luas daratannya. Menurut Badan Informasi Geospasial
(2018), luas wilayah kedaulatan NKRI yang mencakup perairan pedalaman dan
perairan kepulauan adalah sebesar 3.110.000 km? dan luas wilayah laut teritorial
sebesar 290.000 km?. Sementara itu, luas wilayah berdaulat NKRI terdiri dari zona
tambahan seluas 270.000 km?, Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km? dan landas
kontinen seluas 2.800.000 km?. Total luas NKRI adalah 8.300.000 km? yang terdiri
dari luas perairan sebesar 6.400.000 km? dan luas daratannya adalah 1.900.000 km?
(BIG, 2018).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, wilayah perairan tersebut
merupakan modal dasar pembangunan yang harus dapat dimanfaatkan untuk
kesejahteraan bangsa tanpa meninggalkan kesempatan generasi mendatang untuk
mendapatkan manfaat yang sama bahkan lebih. Dalam konteks pembangunan
perikanan, maka luas laut Indonesia tersebut telah diberi koridor dalam kerangka
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) sesuai
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18/PERMEN-KP/2014.
Peraturan ini menetapkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai basis bagi
pengelolaan perikanan di Indonesia. Gambar 1 menyajikan peta WPP-NRI sesuai
dengan Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014. Seperti yang disajikan pada
Gambar 1, wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi 11 WPP yang diberi kode
sesuai dengan kode wilayah laut sesuai kaidah FAQ, yaitu Eastern Indian Ocean
(57) dan Western and Central Pacific Ocean (71). Tabel 1 berikut ini
menyajikan kerangka batasan WPP sesuai kodifikasi FAQO.
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Tabel 1. Kerangka Spasial dan Kodifikasi WPP-NRI, Wilayah Laut dan

Provinsi.
Kode Wilayah Laut Provinsi
571 Selat Malaka dan Laut Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi
Andaman Riau
572 Samudera Hindia sebalah Barat Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Sumatera dan Selat Sunda Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi
Lampung, dan Provinsi Banten
573 Perairan Samudera Hindia Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa
sebelah Selatan Jawa hingga Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
sebelah Selatan Nusa Tenggara, Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Nusa
Laut Sawu, dan Laut Timor Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
bagian Barat
711 Perairan Selat Karimata, Laut Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi
Natuna, dan Laut  Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan
China/Tiongkok Selatan Bangka Belitung, Provinsi kalimantan Barat, dan
Provinsi Kalimantan Tengah
712 Perairan Laut Jawa Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Banten,
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan
713 Perairan Selat Makassar, Teluk Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan
Bone, Laut Flores, dan Laut Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi
Bali Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat
714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi
Banda Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku,
dan Provinsi Maluku Utara
715 Perairan Teluk Tomini, Laut Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi
Maluku, Laut Halmahera, Laut Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku
Seram dan Teluk Berau Utara, Provinsi Papua Barat
716 Perairan Laut Sulawesi dan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan
sebelah Utara Pulau Halmahera  Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara
717 Perairan Teluk Cendrawasih Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi
dan Samudera Pasifik Maluku Utara
718 Perairan Laut Aru, Laut Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi

Arafuru, dan Laut Timor bagian
Timur

Maluku

Sumber: Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014
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Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebaran Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya lkan

Sebagai sebuah wilayah pengelolaan perikanan, fitur utama WPP-NRI
adalah status sumber daya ikan (SDI) baik dalam perspektif kuantitas maupun
kualitas. Dalam konteks ini, kuantitas SDI (relative stocks, RS) direpresentasikan
dalam konteks besar relatif stok SDI, sedangkan secara kualitas direpresentasikan
dalam perspektif rasio pemanfaatan ikan (functional stocks, FS). Dinamika RS
dan FS tergantung dari kualitas pendataan yang dilakukan untuk menduga kondisi
SDI di WPP-NRI. Selain itu, secara teknis juga dipengaruhi oleh perubahan jumlah
kelompok SDI dan teknik analisis pendugaan stok SDI baik dalam konteks RS
maupun FS.

Pada tahun 2017, melalui Peraturan Menteri KP No 50/KEPMEN-KP/2017
status Stok SDI (RS) WPP-NRI meningkat menjadi 12,54 juta ton dengan jumlah
kelompok SDI tetap sebanyak 9 kelompok seperti pada tahun 2016. Dalam
perspektif FS, terdapat pergeseran di mana kelompok SDI dengan kategori merah
(overfished) menurun dan dominasi diambil alih oleh kategori kuning (overfishing)
dan kelompok hijau (underfished) masih relatif marjinal (Gambar 2).
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Gambar 2. Kondisi SDI WPP-NRI pada Tahun 2017 (Kepmen KP No.
50/KEPMEN-KP/2017).

Berdasarkan potensi sumber daya tersebut di atas, makalah ini bertujuan
mendesain algoritma kelembagaan dan tata kelola pengelolaan perikanan nasional.
Korelasi antara stock dan gross value dari sumber daya perikanan per WPP
dipetakan. Selanjutnya, makalah ini menawarkan konsep makro pengelolaan
perikanan, agenda makro revitalisasi perikanan, dan algoritma dan simulasi
pengelolaan perikanan nasional dan berbasis WPP. Makalah ditutup dengan
rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan tentang pengelolaan perikanan dan
kelautan berbasis WPP-NRI.

Dinamika Temporal Fungsional Stock dan Gross Revenue di WPP-NRI.

Secara temporal tahun 2011—2017, dapat disimpulkan bahwa terjadi
peningkatan relative stocks (RS) namun terdapat perubahan dinamik dari
functional stocks (FS). Selama periode tersebut tidak dapat dikatakan bahwa
kondisi SDI membaik karena secara fungsional seluruh kelompok SDI masih
mengalami fase overfishing maupun overfished seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Dinamika Relative Stocks Functional Stocks di WPP-NRI pada Periode

2011-2017.

Sementara itu, status SDI bukan satu-satunya parameter yang harus
digunakan sebagai input dalam perspektif pengambilan kebijakan. Selain status
SDI, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah konteks keekonomian SDI.
Dalam laporan kebijakan ini maka konteks keekonomian SDI dilihat dari
perspektif gross value dari SDI berdasarkan rata-rata harga per kg dari kelompok
SDI. Gross value ini kemudian dipetakan bersama dengan status functional stocks
SDI dan basis kebijakan dapat diambil berdasarkan Matriks Functional Stocks dan

Gross Values (Box-1-1).
beberapa kelompok SDI disajikan pada Gambar 4.
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Lebih lanjut, tata kelola perikanan nasional tidak dapat dilepaskan dari
tujuan dan peran perikanan itu sendiri. Secara teoretik dan empiris, tujuan dan
peran perikanan setidaknya mencakup 6 hal, yaitu (1) perikanan bertujuan dan
berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem; (2) perikanan bertujuan dan
berperan sebagai penguat kedaulatan bangsa; (3) perikanan bertujuan dan berperan
sebagai lokomotif ekonomi nasional; (4) perikanan bertujuan dan berperan sebagai
penghasil devisa; (5) perikanan bertujuan dan berperan sebagai pengawal budaya
bangsa; serta (6) perikanan bertujuan dan berperan sebagai sumber protein bangsa
(Gambar 5).

Ind&ator Kesshatan
akosistam

Sumber Protein Pengual kedaulatan
Bangsa bangss

Lokomotif Ekonomi
Nasicnal

Penghasil Dovisa

Gambar 5. Tujuan dan Peran Pengelolaan Perikanan.

Agenda Makro Pengelolaan Perikanan

Bangsa yang berintegritas adalah bangsa yang mampu memahami sumber
daya dan kemampuan dirinya untuk kemudian memanfaatkannya demi
peningkatan kesejahteraan (prosperity) dan kebanggaan (dignity) nasional. Untuk
mewujudkan hal ini, maka semangat perubahan (changes) dapat dijadikan sebagai
semangat dasar seperti yang disampaikan oleh Evelyn Waugh yang menyatakan
“change is only evidence of life” (Kasali, 2005). Semangat perubahan yang
berusaha mengubah perilaku berkehidupan masa lalu menuju masa depan yang
penuh integritas, kebanggaan dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Sementara itu, tantangan ekonomi-politik masih tetap pada isu-isu
pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor riil. Dengan pertumbuhan
ekonomi yang diprediksi mampu mencapai angka di atas 5%, Bank Dunia memuji
keberhasilan Indonesia dalam penguatan pondasi ekonomi nasional. Namun
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demikian, beberapa isu pengelolaan (governance) ekonomi dan politik masih
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang
ditopang oleh sektor konsumsi dianggap tidak mencerminkan pertumbuhan riil
ekonomi. Dengan kondisi ekonomi makro seperti tersebut di atas, maka isu
pemulihan ekonomi yang terkait dengan pemulihan iklim investasi dan
peningkatan kesempatan kerja menjadi salah satu agenda utama. Dalam konteks
ini, sektor perikanan dan kelautan kemudian menjadi salah satu sektor yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemulihan tersebut
(Dahuri, 2004). Tugas ini tentu tidak ringan, tapi juga bukan hal yang mustahil.
Paling tidak ada 5 alasan yang mendasari optimisme sektor ini. Selain faktor
kekayaan sumber daya alam (natural resources endowment) yang dimiliki,
menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai penggerak utama (prime mover)
ekonomi nasional juga didasari oleh kenyataan bahwa, pertama, dengan semakin
meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kesadaran akan pentingnya kualitas gizi
pangan maka permintaan produk perikanan diperkirakan akan semakin tinggi.
Kedua, terkait dengan peningkatan permintaan ini, maka sektor perikanan dan
keluatan mampu menghasilkan backward and inward linkages economies dalam
struktur perekonomian nasional. Ketiga, dengan berbasis pada sumber daya alam
terbarukan (renewable resources), maka basis pembangunan berkelanjutan dapat
diwujudkan. Keempat, pengembangan sektor perikanan dan kelautan termasuk
pulau-pulau kecil dapat membantu mengatasi persoalan perbatasan dan revitalisasi
fungsi ekonomi, ekologis, budaya dan hankam dari pulau-pulau kecil dan atau
pulau terpencil (remote islands) serta menciptakan distribusi kesejahteraan antar
wilayah. Terakhir, fokus ke laut menjadikan Indonesia kembali sadar
(reinventions) bahwa secara budaya, masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan
dari wilayah pesisir dan laut (Dahuri, 2004).

Namun demikian, secara empiris harus diakui bahwa pembangunan
kelautan dan perikanan sebagai penopang utama ekonomi nasional masih
memerlukan perjuangan dan kerja keras tanpa henti (endless efforts) dari seluruh
stakeholder-nya. Upaya pembangunan sektor ini sesungguhnya dapat dimulai dari
skala lokal untuk kemudian dilakukan proses pembelajaran (lessons learned) bagi
pembangunan di level di atasnya.

Memperkuat Kerangka Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Perikanan sebagai Indikator Kelautan Perikanan bukan satu-satunya
manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan laut nasional. Laut juga memiliki
fungsi penyedia produksi dan jasa bagi sektor-sektor transportasi, pertambangan
mineral, pariwisata, pertahanan dan keamanan, serta produksi energi. Namun
demikian, sebagai sebuah sistem, perikanan dapat dijadikan indikator yang baik
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bagi pengelolaan laut (Hanna, 1999). Hal ini terkait dengan premis bahwa
perikanan merupakan sistem yang kompleks dan dinamik di mana dalam tataran
empiris melakukan sharing dengan sumber daya lain dalam konteks ruang (space)
dan karakteristik. Dengan demikian, pengelolaan perikanan secara langsung
maupun tidak akan mencakup keterkaitan dengan sumber daya lain. Persoalan
yang muncul dalam pengelolaan perikanan menjadi tanda (signals) bagi kesalahan
kebijakan kelautan yang bisa berlaku baik di level lokal, regional maupun nasional
(Hanna, 1999).

Namun demikian, pendekatan pengelolaan perikanan dan kelautan secara
komprehensif tetap diperlukan dalam konteks bahwa seluruh manfaat laut
memiliki keterkaitan ke dalam maupun ke luar antar sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya. Hal ini berarti pendekatan kebijakan kelautan (marine
policy) menjadi salah satu prasyarat di mana, dalam konteks platform ini,
perikanan menjadi salah satu indikator utamanya.

Dekonstruksi Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan, khususnya pada era post-EEZ, menghadapi
tantangan yang besar. Seperti yang ditegaskan oleh Hanna (1999), sejarah dan
evolusi pengelolaan perikanan global menunjukkan bahwa secara empiris tren
hasil-hasil pengelolaan ternyata tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkan.
Jangkauan pengelolaan perikanan (management scope) ternyata bersifat dinamik
dan variatif, bukan statis. Sementara itu, struktur pengelolaan perikanan pun
bersifat kaku (sluggish) dan bukan bersifat adaptif (adaptable). Konsekuensi dari
lemahnya pengelolaan perikanan ini adalah produksi perikanan yang terus
menurun, kehilangan nilai produktivitas ekonomi, biaya pengelolaan yang tinggi,
dan ketidakadilan distribusi kesejahteraan dari sektor ini. Tantangan seperti ini lah
yang menjadi landasan bagi platform pembangunan perikanan nasional pasca
Pemilu 2004. Keluaran yang diharapkan tentu bersifat linier dengan indikator
kesuksesan pengelolaan yaitu terwujudnya pembangunan perikanan dan kelautan
yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, dekonstruksi dan penguatan sekaligus dari
pengelolaan perikanan menjadi prasyarat penting.

Secara teoritis, pengelolaan perikanan (fisheries governance) memiliki
paling tidak 3 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu (1) jangkauan pengelolaan
(scope), (2) struktur pengelolaan; (3) persoalan biaya transaksi. Dalam konteks
jangkauan, pengelolaan perikanan terkait dengan kenyataan bahwa perikanan
memiliki multi-fungsi mulai dari fungsi ekologi, ekonomi, sosial hingga
kelembagaan. Hal ini tentu menimbulkan tantangan apakah jangkauan pengelolaan
perikanan hanya mencakup satu atau dua fungsi tersebut, atau secara komprehensif
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mencakup seluruh fungsi yang ada. Walaupun secara teoritis pengelolaan
perikanan mampu dilakukan dengan jangkauan komprehensif, namun dalam
tataran empiris diperlukan kerja keras dengan visi keberlanjutan perikanan yang
kuat dalam penyusunan strategi pengelolaan perikanan di segala level.

Sementara itu, dalam hal struktur pengelolaan, Hanna (1999)
mengindentifikasi bahwa tidak ada bentuk terbaik dari struktur pengelolaan
perikanan. Selalu ada kesenjangan (tradeoffs) antara stabilitas dan fleksibilitas,
antara otoritas dan keterwakilan, antara sosial dan individu, dan lain sebagainya.
Dalam teori kebijakan, fungsi utama dari struktur pengelolaan perikanan adalah
adanya stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusan ketika sistem atau
kondisi senatiasa harus adaptif terhadap perubahan (Nohra & Gulati, 1994). Dalam
konteks ini, maka struktur yang baik bagi pengelolaan perikanan adalah struktur
yang stabil dalam konteks representasi, distribusi autoritas pengambilan keputusan
dan informasi serta mampu memberikan batas yang jelas antara advisory roles dan
decision roles.

Dalam konteks biaya transaksi, penguatan pengeloaan perikanan perlu
memperhatikan ex-ante and ex-post cost dillema. Setiap pengelolaan memerlukan
biaya transaksi untuk menjalankan pengelolaan tersebut. Tantangan setiap
kebijakan publik adalah bagaimana meminimumkan biaya transaksi ini. Dalam
rezim yang menempatkan otoritas sebagai kendaraan utama, ex-ante cost bisa jadi
rendah, namun tinggi di ex-post cost-nya. Demikian juga sebaliknya. Sistem
perikanan yang kompleks dengan interaksi sistem alam dan manusia yang dinamis
memerlukan kebijakan pengelolaan yang mampu mengoptimalkan biaya transaksi
yaitu mengurangi besaran biaya transaksi dan pada saat yang sama mampu
menjaga keadilan dalam distribusi biaya.

Ketiga faktor ini lah yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi platform
penguatan dan dekonstruksi bagi pengelolaan perikanan dan kelautan saat ini dan
masa depan.

Agenda Makro Revitalisasi Perikanan
Perubahan Rezim Perikanan dari Quasi Open Access ke Limited Entry

Dimulai dari adagium “the Freedoom of the Sea” yang diinisiasi oleh
Grotius (1609), rezim pemanfaatan sumber daya laut dikenal sebagai rezim open
acces di mana hampir tidak ada batasan untuk melakukan akses terhadap sumber
daya perikanan di laut. Dalam konteks hukum laut, adagium ini merupakan awal
dari perdebatan konsep pengelolaan laut antara penganut mazhab laut
terbuka/bebas (mare liberum) yang dipelopori oleh Grotius dan mazhab laut
tertutup (mare clausum) yang di antaranya diiniasi oleh sekelompok pemikir
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Inggris seperti Welwood dan Selden. Seperti yang telah diidentifikasi oleh Charles
(2001), paling tidak ada dua makna dalam rezim open access ini, yaitu pertama,
bahwa sumber daya perikanan yang tidak tak terbatas ini diakses oleh hampir kapal
yang tidak terbatas (laissez-faire) yang diyakini akan menghasilkan kerusakan
sumber daya dan masalah ekonomi. Makna kedua adalah bahwa tidak ada kontrol
terhadap akses kapal namun terdapat pengaturan terhadap hasil tangkapan. Hal ini
diyakini menjadi salah satu kontributor dari overkapitalisasi terhadap kapal yang
didorong oleh pemahaman rush for the fish; siapa yang kuat dia yang menang.

Indonesia, melalui penataan hukum yang menyangkut kegiatan perikanan
maupun pengelolaan laut pada umumnya, memang menyebut adanya pembatasan
akses terhadap wilayah penangkapan ikan. Namun demikian, pengaturan ini tidak
diikuti dengan pembatasan jumlah kapal sehingga yang terjadi adalah quasi open
access atau open access dalam makna kedua menurut Charles (2001) seperti yang
telah diuraikan di atas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di laut menjadi
kontributor utama dari belum berhasilnya rezim tata kelola (governance)
perikanan Kkita. Dalam konteks ini, revitalisasi tata kelola (governance
revitalization) menjadi salah satu prasyarat utama sebagai bagian dari sebuah
konsepsi negara kelautan terbesar (ocean state) di dunia.

Salah satu titik awal dari revitalisasi tata kelola perikanan adalah secara
gradual mengubah rezim quasi open acces menjadi limited entry atau paling tidak
controlled-open acces. Rezim ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya
perikanan baik dari sisi input maupun output melalui mekanisme pengaturan use
rights. Tata pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prasyarat dari
penerapan rezim ini karena menyangkut mekanisme pemberian izin yang adil,
transparan dan efisien. Charles (2001) memperingatkan bahwa rezim pengelolaan
limited entry tidak dapat digunakan secara sendirian, namun harus dilakukan
dalam skema management portofolio dimana melibatkan tool lain seperti
quantitative allocation of inputs atau allowable catches yang dipayungi oleh
sebuah kerangka peraturan (legal endorsment) yang sesuai. Konsepsi limited entry
ini akan semakin bermanfaat dalam konteks perikanan budi daya. Tidak jarang
kegiatan budi daya yang sudah established harus kolaps karena tidak adanya
kepastian hukum, ekonomi dan politik terhadap unsur spasialnya. Konsepsi limited
entry ini dapat pula menjadi titik awal bagi pemberian hak yang jelas kepada
nelayan perikanan pantai untuk melakukan aktifitasnya melalui mekanisme fishing
right. Dalam konteks ini, pemberian hak penangkapan ikan (fishing right) harus
mempertimbangkan “kepada siapa hak tersebut diberikan”. Oleh karena itu,
definisi nelayan perlu pula direvitalisasi sehingga menghasilkan nelayan yang
profesional bukan sekedar free raiders yang menjadi ciri utama pelaku perikanan
dalam rejim open access. Fit and proper test” terhadap nelayan tidak berorientasi
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hanya kepada pertimbangan ekonomi saja, namun yang lebih penting adalah
pertimbangan komunitas sehingga menjamin keberlanjutan perikanan dari sisi
komunitas seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Kebijakan Total Allowable Effort Jumlah Nelayan

Berdasarkan karakteristik human system dalam tipologi fishery system
seperti yang disampaikan oleh Charles (2001), terdapat beberapa karakteristik
umum dari nelayan (fishers) yaitu. Pertama, nelayan berbeda menurut latar
belakang sosial seperti tingkat umur, pendidikan, status sosial dan tingkat
kohesitas dalam komunitas mikro (antar nelayan dalam satu grup) atau dalam
komunitas makro (nelayan dengan anggota masyarakat pesisir lainnya). Kedua,
dalam komunitas nelayan komersial, nelayan dapat bervariasi menurut
occupational commitment-nya seperti nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan
nelayan sambilan, atau menurut occupational pluralism-nya seperti nelayan
dengan spesialisasi tertentu, nelayan dengan sumber pendapatan beragam, dan lain
sebagainya. Ketiga, nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan perilaku di
mana dalam hal ini terdiri dari dua kelompok yaitu nelayan dengan karakteristik
profit-maximizers yaitu nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung berperilaku seperti
layaknya “’perusahaan”, dan kelompok nelayan satisficers atau nelayan yang aktif
menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

Tipologi nelayan seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas dapat
digunakan sebagai benchmark bagi penentuan pola-pola relokasi nelayan antar
wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Hal ini terkait dengan pertanyaan-
pertanyaan seperti kelompok nelayan yang mana yang akan direlokasi, dan lain
sebagainya. Lebih lanjut, informasi tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat
nelayan baik yang akan direlokasi maupun yang akan menjadi tujuan relokasi
harus diketahui dengan baik untuk menghindari kemungkinan distorsi dari tujuan
relokasi seperti potensi terjadinya konflik baik konflik vertikal maupun horisontal.

Salah satu key factor dalam dinamika sosial ekonomi nelayan adalah
informasi dan pengetahuan tentang hak (rights) karena pola relokasi nelayan tetap
harus mempertimbangkan konsep perikanan berbasis hak (right-based fisheries)
untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan komunitas nelayan sebelum dan
sesudah relokasi. Menurut Ostrom and Schlager (1996), paling tidak ada dua tipe
hak yang penting dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
termasuk sumber daya perikanan yaitu (1) use (operational-level) rights, dan (2)
collective-choice rights. Tipe hak yang pertama mengacu pada hak yang melekat
pada operasionalisasi perikanan atau dalam konteks perikanan tangkap adalah
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yang terkait dengan proses dan dinamika penangkapan ikan. Dalam tipe ini,
beberapa hak penting antara lain adalah hak akses (access rights) yaitu hak untuk
masuk (entry) ke dalam usaha perikanan tangkap baik dalam konteks daerah
penangkapan (fishing ground) atau dalam salah satu struktur usaha perikanan
seperti penyediaan bahan baku, pengolahan perikanan, dan lain sebagainya. Masih
dalam tipe hak yang pertama (use rights), hak untuk menangkap ikan dalam jumlah
tertentu (harvest rights) juga merupakan jenis hak yang penting. Walaupun secara
kontekstual berbeda, kepemilikan kedua hak (access and harvest rights) secara
bersama-sama merupakan unsur penting dalam keberlanjutan komunitas perikanan.
Tanpa pemberian hak tersebut, maka tujuan relokasi nelayan ke tempat yang baru
tidak akan tercapai sesuai harapan.

Tipe hak kedua (collective-choice rights) lebih menitikberatkan pada hak
pengelolaan perikanan (fisheries governance) yang biasanya diberikan kepada
otoritas tertentu di luar masyarakat nelayan (supra-community). Otoritas ini
biasanya adalah pemerintah lokal yang dalam konteks otonomi daerah sesuai
dengan UU No. 32/2004 pasal 18 memegang peran yang penting dalam
pengelolaan perikanan yang saat ini mengalami distorsi dengan terbitnya UU
No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan
terhadap UU No0.32/2004.

Dalam konteks relokasi nelayan, tipe hak kedua ini menjadi sangat penting
karena hak ini terkait dengan unsur ”siapa yang mengatur” sebagai pelengkap dari
konsep hak yang terkait dengan “’siapa yang diatur” seperti yang telah dijelaskan
dalam tipe hak pertama (use rights). Selain hak pengelolaan, beberapa jenis hak
penting yang masuk dalam ketegori collective-choice rights adalah hak eksklusi
(exclusion right) yaitu hak otoritas untuk menentukan kualifikasi bagi pihak-pihak
yang ingin mendapatkan hak akses (access right) maupun panen (harvest right)
dan hak alienasi (alienation right) yaitu hak untuk mentransfer dan menjual hak
pengelolaan.

Berdasarkan uraian tentang dua unsur penting dalam masyarakat nelayan
yaitu tipologi nelayan dan hak tersebut di atas, maka pola relokasi nelayan yang
harus diterapkan dalam konteks pengembangan perikanan tangkap adalah pola-
pola yang mampu menjamin keberlanjutan komunitas perikanan di tempat yang
baru. Khususnya yang terkait dengan distribusi hak yang adil antara nelayan
pendatang (yang direlokasi) dan nelayan lokal (yang menerima relokasi nelayan).
Tanpa skema ini, konflik akan sangat mudah terjadi dan pada akhirnya akan
memicu timbulnya biaya sosial (social cost) yang cukup besar.

Dalam konteks revitalisasi perikanan, pemberlakuan kebijakan relokasi
nelayan harus pula memperhatikan lokasi wilayah pengelolaan perikanan (WPP)
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sehingga relokasi nelayan dapat dilakukan dengan prinsip cost effectiveness.
Sebagai contoh, kelebihan nelayan di WPP 571 (Selat Malaka) mungkin akan lebih
tepat apabila dialihkan ke WPP terdekat yaitu WPP 711 (Laut Tiongkok Selatan)
yang notabene masih relatif dekat dan secara sosial tidak terlalu berbeda.

Selain itu, termasuk dalam strategi ini adalah kebijakan transformasi
nelayan. Kebijakan ini pada intinya bertujuan untuk memindahkan (transform)
mata pencaharian nelayan baik secara vertikal misalnya dari nelayan menjadi
pembudi daya ikan, pedagang perikanan atau pengolah ikan, jadi masih tetap
dalam Kkoridor sistem perikanan, atau dilakukan secara horisontal vyaitu
mengalihkan profesi nelayan menjadi kegiatan lain di luar sistem perikanan.

Secara teoritis, transformasi vertikal lebih dipilih sebagai salah satu
alternatif kebijakan mengingat bahwa karakteristik komunitas perikanan pada
umumnya bersifat artisanal sehingga tidak jarang kegiatan perikanan merupakan
satu-satunya pilihan hidup bagi masyarakat nelayan. Dengan memindahkan mata
pencaharian mereka yang masih masuk dalam sistem perikanan, diharapkan tidak
banyak terjadi gejolak sosial ekonomi yang timbul. Sama dengan dalam konteks
relokasi nelayan, faktor hak-hak sosial ekonomi masyarakat nelayan yang
ditransformasi harus diperhatikan sehingga keberlanjutan masyarakat ini tetap
dapat dijaga.

Kebijakan Local Fisheries Management Organization

Kebijakan ini merupakan adopsi dari salah satu bentuk pengelolaan sumber
daya perikanan yang disarankan oleh FAO melalui Code of Conduct for
Responsible Fisheries (FAO, 1985) yaitu bentuk Regional Fisheries Management
Organization (RFMO). Pada dasarnya, kebijakan ini menitikberatkan pada
kerjasama regional (level negara) dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
lintas batas seperti untuk kawasan perairan luas (large marine ecosystem) seperti
Samudera Pasifik atau Samudera Hindia.

Mengingat karakteristik sumber daya perikanan Indonesia didominasi oleh
sumber daya perikanan pelagis dan pada umumnya -khususnya ikan pelagis besar-
memiliki karakteristik sebagai transboundary species, maka kerjasama perikanan
di tingkat lokal (antar kabupaten/kota atau antar propinsi) adalah agenda penting
berikutnya. Konflik antar nelayan yang terjadi (Jawa-Kalimantan) adalah contoh
betapa konflik harus diselesaikan baik secara kultural maupun struktural. Dalam
konteks ini, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (ecosystem-based fisheries
management) menjadi sangat penting dan dapat diimplementasikan sebagai Local
Fisheries Management Organization (LFMO). Kerjasama ini bisa digunakan
untuk menentukan alokasi nelayan antar daerah, transformasi nelayan maupun
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kerjasama-kerjasama mutual lainnya seperti kerjasama teknologi perikanan baik
dalam konteks eksplorasi, eksploitasi maupun pengolahan hasil perikanan.

Skema LFMO dapat mengadopsi pola RFMO yang dikembangkan oleh
FAO. Sebagai contoh, pola-pola kerjasama antara daerah berbasis joint-fee untuk
mengelola sumber daya perikanan milik bersama dapat dilakukan dengan
semangat bahwa sumber daya perikanan harus dimanfaatkan dan dikelola secara
berkelanjutan. Salah satu kendala yang mungkin masih belum menjadikan skema
ini sebagai konsep yang operasional adalah bahwa skema ini memerlukan rezim
pengelolaan yang tegas (modified limited entry) dengan definisi nelayan dan
fishing right yang transparan dan berkeadilan.

Definisi nelayan menjadi faktor penting karena pemerintah (baik pusat
maupun daerah) masih memegang hak pengelolaan di mana salah satu
implementasinya adalah menentukan persyaratan bagi pihak-pihak yang akan
mendapatkan hak akses dan hak pemanfaatan sumber daya perikanan. Seperti yang
kita ketahui, rezim perikanan di Indonesia masih bersifat quasi open access
sehingga membuat profesi nelayan dianggap sebagai the last resort for
employment. Dengan pendefinisian nelayan yang tegas, maka profesi nelayan
dapat terjaga kemurniannya dengan tentu saja harus disesuaikan dengan
karakteristik nelayan Indonesia. Dalam konteks global, Jepang adalah negara yang
membatasi jumlah nelayan melalui pemberlakuan definisi nelayan seperti yang
tercantum dalam UU Koperasi Perikanannya. Menurut UU ini, nelayan
didefinisikan sebagai orang yang aktif menangkap ikan minimal 92 hari per tahun.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan dapat lebih optimal dengan
kejelasan profesi nelayan sebagai ujung tombak pengelolaan sumber daya
perikanan itu sendiri. Apabila proses capacity building di tingkat komunitas
nelayan ini dapat berjalan dengan baik, maka berikutnya pengaturan rezim
pengelolaan LFMO dapat dilakukan dengan basis community-centered fisheries
co-management (Berkes, 2001).

Algoritma Pengelolaan Perikanan Nasional
Kerangka Pendekatan Algoritma Pengelolaan Perikanan Nasional

Pengelolaan perikanan di negara yang memiliki luas wilayah laut lebih besar
daripada wilayah daratan seperti Indonesia memerlukan algoritma yang khas dan
sesuai dengan karakteristik sistem sosial-ekologisnya. Dalam konteks ini, maka
setidaknya ada 3 faktor utama yang menjadi penyusun algoritma pengelolaan
perikanan di Indonesia yaitu (1) kerangka pendekatan pengelolaan perikanan; (2)
struktur spasial laut menurut UNCLOS 1982; dan (3) struktur pemanfaatan sumber
daya perikanan.
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Kerangka Pendekatan Pengelolaan Perikanan

Faktor ini menitikberatkan pada determinasi pendekatan pengelolaan
perikanan di mana secara substansial terdiri dari stock/area-driven management
dan objective-driven management. Stock/area driven management adalah
determinasi pendekatan pengelolaan perikanan yang menitikberatkan status stok
SDI dan area pemanfaatan lain seperti budi daya perikanan, konservasi maupun
supply chain system sebagai input bagi tujuan pengelolaan perikanan. Sementara
itu, objective driven management menitikberatkan tujuan pengelolaan perikanan
justru menjadi dasar dari determinasi pendekatan pengelolaan. Dengan kata lain,
kelayakan status stok SDI atau area pemanfaatan lain tidak menjadi satu-satunya
input bagi pengelolaan, misalnya adalah faktor ekonomi, sosial atau kebijakan
publik.

Struktur Spasial Laut Menurut UNCLOS 1982

Faktor ini menitikberatkan struktur spasial laut sebagai dasar dari
pengelolaan perikanan. Sesuai dengan UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi
oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No.6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia maka perairan laut Indonesia terdiri dari perairan teritorial dan
kepulauan, perairan Zona Ekonomi Eksklusif, dan Laut Lepas. Dalam konteks ini,
maka rezim pemanfaatan perairan tersebut disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan
secara substansial telah diatur melalui UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Struktur Pemanfaatan Sumber Daya Perairan

Faktor ini menitikberatkan pada jenis pemanfaatan sumber daya perairan
yang dalam konteks laporan kebijakan ini adalah ekstensifikasi tidak hanya
pemanfaatan stok SDI dalam konteks perikanan tangkap, namun juga mencakup
pemanfaatan area perairan untuk pemanfaatan lain termasuk di dalamnya
konservasi perairan, marikultur dan supply chain.

Dengan demikian, algoritma pengelolaan perikanan merupakan integrasi
dari 3 faktor utama di atas dan secara diagramatik dapat dilihat pada Gambar 6.
Seperti yang disajikan pada Gambar 6, algoritma pengelolaan perikanan nasional
dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu (1) perspektif pengelolaan perikanan berbasis
WPP-NRI di mana secara spasial mencakup perairan teritorial termasuk di
dalamnya perairan kepulauan dan perairan ZEE; dan secara struktur pemanfaatan
terdiri dari konservasi, pemanfaatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan
logistik perikanan (supply-chain system); (2) perspektif pengelolaan perikanan
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berbasis perikanan tuna yang karena sifatnya mencakup hingga wilayah di luar
yuridiksi nasional (area beyond national jurisdiction, ABNJ).

Tuna Fisheries Management Plan WPP Fisheries Management Plan

Gambar 6. Struktur Pengelolaan Perikanan di Indonesia.

Algoritma Fungsional Pengelolaan Perikanan Nasional

Dari kerangka pendekatan pengelolaan perikanan yang diuraikan di atas,
maka algoritma kelembagaan pengelolaan perikanan nasional dapat disajikan
secara diagramatik pada Gambar 7. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan
bahwa algoritma pertama kelembagaan perikanan adalah dalam rangka mencapai
tujuan pengelolaan perikanan tuna di mana level pengelolaan berada pada tingkat
nasional/pusat dengan argumen bahwa tuna merupakan highy migratory species
(HMS) yang secara spasial mencakup lintas perairan mulai dari perairan teritorial
hingga laut lepas (ABNJ). Oleh karena itu, algoritma proses pengambilan
keputusan ada di tingkat pusat/nasional walaupun dalam prosesnya tetap
melibatkan unsur subnasional (WPP-NRI) karena dalam kelompok perikanan tuna
juga mencakup coasta tuna seperti tongkol dan cakalang. Dengan demikian, untuk
perikanan tuna algoritmanya adalah “national-led regional management”.
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Gambar 7. Algoritma Kelembagaan Pengelolaan Perikanan di Indonesia.

Algoritma kedua adalah kelembagaan pengelolaan perikanan berbasis WPP-
NRI. Dalam algoritma ini, proses pengambilan keputusan perangkat pengelolaan
perikanan dilakukan secara lebih terdesentralisasi dengan memberikan ruang
partisipasi lebih besar pada level WPP-NRI yang terdiri dari integrasi lintas
provinsi dan kabupaten/kota. Dalam algoritma ini, maka pemanfaatan WPP-NRI
dikembangkan menjadi pemanfaatan lebih dari satu struktur (multi-uses), tidak
hanya perikanan tangkap namun juga terbuka peluang pemanfaatan ruang laut
lainnya seperti konservasi perairan, perikanan budi daya maupun logistik
perikanan. Sesuai proses pengambilan keputusannya maka algoritma pengelolaan
perikanan berbasis WPP-NRI adalah “regional-led national management”. Pada
Gambar 7. Secara diagramatik, penjelasan di atas dapat digambarkan.

Algoritma Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Nasional

Algoritma Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Tuna

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3, algoritma pengelolaan perikanan
tuna adalah “national-led regional management”. Dengan demikian, struktur
pengelolaannya lebih kuat di tingkat nasional dengan tetap memperhatikan
masukan dari regional karena sifat perikanan tuna tidak dapat dilepaskan pula dari
unsur regional khususnya terkait dengan coastal tuna seperti perikanan tongkol,
cakalang yang secara struktural dan fungsional didominasi oleh peran perikanan
skala kecil (small scale fisheries, SSF).
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Secara struktur, kelembagaan perikanan tuna dapat berdiri sendiri atau ada
dalam bagian Komisi Nasional Pengkajian Stok lkan (Komnasjiskan) atau
lembaga sejenis yang secara hukum memiliki otoritas untuk menampung
partisipasi publik. Dalam konteks ini, Komnasjiskan adalah lembaga fungsional
yang pembentukannya didasarkan pada UU No 31 Tahun 2004 juncto UU No 45
tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam strukturnya, kelembagaan perikanan tuna
ini dapat berbentu Komisi Tuna Nasional atau Sub Komisi Tuna di bawah
Komnajiskan. Secara diagramatik, struktur kelembagaan pengelolaan perikanan
tunda dan fungsi-fungsi di dalamnya dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Komnasjiskan/NFMC
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Gambar 8. Struktur Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Tuna
(Skenario Dalam Komnasjiskan).

» Tuna Fisheries Management Commission <+
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Palicy and management measures
Pokcy and management measures

Gambar 9. Fungsi-Fungsi di Dalam Struktur Kelembagaan Pengelolaan
Perikanan Tuna.
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Algoritma Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP-NRI

Dengan algoritma “regional-led national management” maka struktur
kelembagaan pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI meletakkan partisipasi
regional sebagai input utama dalam pengambilan keputusan perikanan. Pengambil
kebijakan di tingkat nasional/pusat berperan dalam memberikan guidance
pengelolaan perikanan serta formalisasi dari perangkat pengelolaan perikanan
yang diambil.

Dalam strukturnya, kelembagaan berbasis WPP-NRI dibangun dengan
perspektif fisheries co-management (FCM) di mana pemerintah dan agen dan aktor
lain di tingkat regional menjadi kunci untuk pengambilan keputusan terhadap
tujuan pengelolaan perikanan regional. Lebih lanjut, tujuan dan perangkat
pengelolaan perikanan seperti alokasi sumber daya ikan, alokasi alat tangkap,
alokasi area pemanfaatan budi daya, konservasi dan logistik perikanan didasarkan
pada kondisi sistem sosial-ekologi WPP-NRI. Perangkat pengelolaan tersebut
kemudian diformalisasi melalui mekanisme regulasi di tingkat regional dan
diadopsi oleh pemerintah pusat/nasional.

I financial streaming Pemerintah L Komnasjiskan/
Pusat NFMC

arahan kebijakan (RPJMD, Usutan keputusan

Renstra SKPD, RPPD, di) management Formalisasi

meascres (RPP) management | arahan kebijakan (RPJMN,
measures (REP) | Renstra)

WPP Management Council

financial streaming

] o
sumberdaya sumberdaya dan monitoring B Sumberdaya
sumberdaya dan
penegakan
hukum

financial streaming

Gambar 10. Algoritma Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP-NRI.

Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan di WPP-NRI dilaksanakan oleh
sebuah council atau komisi atau bentuk lembaga lain yang diberikan kewenangan
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(otoritas) untuk mengkoordinasi kewenangan lembaga yang terkait dengan
perikanan di WPP-NRI. Dengan demikian, otoritas utama lembaga pengelola
WPP adalah mengkoordinasi eksekusi pengelolaan perikanan mulai dari
perencanaan, adopsi perencanaan, implementasi hingga evaluasi perikanan tanpa
mengurangi otorisasi/kewenangan dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Secara
diagramatik, Gambar 10, Gambar 11, dan Gambar 12 menyajikan masing-masing
kerangka kelembagaan pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI, fungsi
kelembagaan pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI dan struktur kelembagaan
pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI.

Policy and managemeant measures
Policy and management measures

Gambar 11. Algoritma Fungsi Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Berbasis
WPP-NRI.

Gambar 12. Algoritma Struktur Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Berbasis
WPP-NRI.
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Kerangka Operasionalisasi Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP-
NRI

Sesuai dengan algoritma kelembagaan pengelolaan perikanan di atas maka
secara fungsional lembaga pengelolaan WPP-NRI memiliki kewenangan untuk
koordinasi eksekusi pengelolaan perikanan di WPP-NRI.  Namun demikian,
BBRSEKP-KKP (2016) menyatakan bahwa kelembagaan pengelola WPP
sebaiknya memiliki dua fungsi yaitu controlling institution dan regulative
institution. Dalam konteks ini, maka bebarapa isu sensitif yang harus diperhatikan
dalam operasionalisasi kelembagaan pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI
adalah sebagai berikut (BBRESKP-KKP, 2016) :

1. Dualisme sistem  batasan  wilayan  formal dan informal
Dalam konteks ini, perlu diperhatikan problematika batasan
wilayah, ketidakselarasan regulasi formal dan informal seperti
misalnya (1) UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
dengan Permen KP. No. 26 Tahun 2016, mengenai kewenangan
provinsi dalam pemberian izin kapal, atau (2) Kewenangan
pengelolaan wilayah konservasi laut antara Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup dan KKP serta permasalahannya dengan
masyarakat lokal sebagai pemanfaat sumber daya laut.

2. Model kelembagaan
Model kelembagaan harus dalam konteks fisheries co-management
(FCM) sehingga peran seluruh pemangku kepentingan dapat
diakomodasi secara proporsional. Dengan keterlibatan unsur
masyarakat yang sangat terbatas, misalnya, maka efektifitas
pengelolaan perikanan akan menjadi berkurang.

3. Fungsi kontrol kelembagaan
Fungsi kontrol sebaiknya tidak hanya dilakukan kepada penegakan
kebijakan yang telah dibuat, tapi kontrol juga harus dilakukan secara
internal lembaga pengelolaan WPP-NRI. Oleh karena itu, komisi
kepatuhan perlu ditempatkan secara independen.

Kerangka Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Nasional
Batasan WPP-NRI

Pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2014 j.o UU No. 45 Tahun
2014 tentang Perikanan menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan,
meliputi: (a) perairan Indonesia; (b) ZEEI; dan (c) sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan
yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Sementara Pasal 1 Peraturan
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Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),
menyebutkan bahwa WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan
pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan,
laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Berdasarkan batasan pengertian tersebut, terdapat beberapa catatan
mengenai definisi WPPNRI tersebut, yaitu :
1. Batasan kedaulatan
Pengertian WPPNRI berdasarkan Permen KP No. 18/Permen-KP/2014,
pengelolaan kelembagaan WPPNRI hanya terfokus pada wilayah laut, dan
menafikan pengelolaan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air
lainnya. Hal ini dikarenakan, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan
air lainnya bukan merupakan bagian dari perairan pedalaman. Oleh karena
itu, semestinya sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya tetap
menjadi bagian pengelolaan kelembagaan WPPNRI.
2. Batasan hak berdaulat
Permen KP No. 18/Permen-KP/2014 lebih progresif karena menambahkan
zona tambahan dalam wilayah pengelolaan. Sebaiknya, wilayah
pengelolaan di WPPNRI menambahkan Landas Kontinen Indonesia,
karena pada rezim wilayah ini terdapat sumber daya yang khas yang perlu
dikelola, yaitu jenis ikan sedenter sebagaimana diamanatkan dalam
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Dasar Hukum dan Regulasi Kelembagaan Pengelolaan WPP-NRI

Dasar hukum yang mendukung perlunya inisasi kelembagaan Pengelolaan
Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-
NRI) adalah sebagai berikut:

1. UNCLOS (United Nations Convention on The Law of the Sea) 1982;

2. CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO) 1995;

3. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU
No. 45 Tahun 20009.

5. UU Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
7. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
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UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya
Ikan.

. Permen KP Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Logbook Penangkapan lIkan.
. Kepmen KP Nomor KEP.45/MEN/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber

Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

. Permen KP Nomor PER.12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di

Laut Lepas.

. Permen KP Nomor KEP.29/MEN/2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pengelolaan Perikanan.

. Permen KP 1/PERMEN-KP/2013 Tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan

dan Kapal Pengangkut Ikan.

. Permen KP 10/PERMEN-KP/2013 Tentang Sistem Pemantauan Kapal

Perikanan.

. Permen KP Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha
Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

. Permen KP Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia.

. Permen KP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon.
. Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan.
. Permen KP Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang
Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan lkan Dan Alat
Bantu Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

Kepmen KP Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan
Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718.

Tabel 2. Perbedaan Definisi WPP-NRI.

No

1.

2

b Peraturan Perundang- Kedaulatan Hak
Undangan Berdaulat
UU No. 31/2004 e Perairan Indonesia ZEEI

e sungai, danau, waduk, rawa, dan
genangan air lainnya

Permen KP No. e Perairan pedalaman e Zona
18/Permen-KP/2014 e Perairan kepulauan tambahan
o Laut teritorial e ZEEI
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Peraturan Perundang- Kedaulatan Hak

Undangan Berdaulat
Gap e Perairan pedalaman berbeda makna e Perlu
hukum dengan sungai, danau, menamba
waduk, rawa, dan genangan air hkan
lainnya Landas
Kontinen
Indonesia

Dekonstruksi Regulasi Kelembagaan WPPNRI

Dalam perspektif hukum, maka usulan dekonstruksi regulasi kelembagaan
WPP-NRI adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan status hukum.
Peningkatan pengaturan kelembagaan WPNNRI tidak hanya Peraturan
Menteri, akan tetapi perlu dikuatkan melalui Peraturan Presiden
sehingga mampu mengatur secara lebih luas dan mendapatkan
pengakuan dari Pemerintah Daerah;

2. Ruang Lingkup WPPNRI.
Batasan WPPNRI tidak hanya mengatur di laut, akan tetapi juga ke
perairan umum daratan, seperti sungai, waduk, danau, dan lainnya.
Selain itu juga, ke wilayah lautnya, perlu memasukan wilayah hukum
Landas Kontinen Indonesia; dan

3. Eksekutif Lembaga Pengelolaan WPP-NRI.
Pengaturan WPPNRI yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budi
daya, pengelolaan ruang laut, dan riset, maka sudah selayaknya ketua
LPP tidak hanya menjadi miliki salah satu direktorat jenderal di
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, perlu
memperhatikan wewenanga Sekretarian Jenderal dalam hal
mengkoordinasikan urusan wewenang yang lintas eselon 1.

Simulasi Kebijakan Skenario Kelembagaan Pengelolaan Perikanan
Kerangka Pikir dan Model Konseptual

Sumber daya perikanan, yang dinyatakan dalam stok sumber daya ikan,
sangat dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan melalui upaya penangkapan ikan.
Semakin besar upaya penangkapan ikan maka akan semakin mengurangi stok
sumber daya ikan. Hal ini didukung dengan anggapan bahwa semakin besar upaya
tangkap yang dilakukan maka akan semakin besar produksi atau hasil tangkapan
yang diperoleh. Semakin besarnya hasil tangkapan maka diharapkan keuntungan
yang diperoleh juga akan semakin besar. Kebijakan terhadap perikanan tangkap
akan sangat mempengaruhi upaya penangkapan ikan. Salah satu pertimbangan
adalah jumlah stok ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap berdasarkan potensi
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lestari sumber daya di suatu wilayah perikanan. Jumlah stok ikan yang
diperbolehkan untuk ditangkap (JBT) maksimal sebanyak 80% dari potensi lestari.
Kebijakan terhadap perikanan tangkap membutuhkan waktu (delay) bagi para
pelaku penangkapan ikan untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan
perikanan tangkap dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun para pemangku
kepentingan lainnya, seperti Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga
swadaya masyarakat, para pakar, pelaku industri perikanan dan pihak terkait
lainnya. Kerangka pemikiran pengelolaan WPPNRI secara sederhana dapat
digambarkan ke dalam diagram sebab akibat (causal loop diagram) berikut ini
(Gambar 12).

Model dan Simulasi Kebijakan

Kerangka pemikiran di atas membentuk suatu sistem pengelolaan WPPNRI
yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat didalam pengambilan kebijakan,
akan tetapi juga pelibatan para pemangku kepentingan yang terkait. Berdasarkan
sistem pengelolaan WPPNRI tersebut maka dibangun suatu pemodelan untuk
melihat keragaan dari sistem tersebut. Keragaan sistem dilihat dengan melakukan
simulasi dari skenario pengelolaan.

stok sumberdaya keuntungan
ikan ekonomi
- \\- 4
'\.
upava tanaka 5 o Produksi perikanan
PaX i tangkap
kebijakan
> ~-
,// \\
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Gambar 12. Kerangka Pikir Analisis Skenario Kelembagaan Pengelolaan
Perikanan Berbasis WPP-NRI.

Pemodelan pengelolaan WPPNRI dibangun menggunakan pendekatan
sistem dinamik dan simulasi diujiobakan untuk WPP 718. Sistem dinamik tidak
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ditujukan untuk memperoleh prediksi akan tetapi lebih menekankan pada trend
(kecenderungan) perilaku atau pola dari suatu model. Sistem dinamik telah
digunakan secara luas, baik dalam sistem bisnis, sistem ekologi atau sistem lainnya
(Ford, 1999). Pemodelan dilakukan menggunakan perangkat lunak Stella
Architect versi 1.2.2.

Pemodelan pengelolaan WPPNRI dilakukan dengan membangun stock and
flow model dan mengelompokkanya menjadi beberapa submodel, yaitu: submodel
stok sumber daya ikan; submodel upaya penangkapan ikan; submodel produksi
perikanan tangkap; submodel kebijakan perikanan tangkap dan submodel ekonomi
perikanan tangkap. Data inisial yang digunakan didalam pemodelan ini
berdasarkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan WPPNRI 718 yang
merupakan salah satu perairan tersubur di dunia. Hal ini tergambarkan dengan
melimpahnya sumber daya perikanan pada daerah tersebut terutama udang, ikan
demersal dan pelagis kecil (KKP 2016).

Model stok sumber daya ikan dibangun dengan pendekatan bioekonomi
Gordon-Schaefer (Seijo et al. 1998). Stok sumber daya ikan dipengaruhi oleh laju
intrinsik pertumbuhan ikan (r), potensi lestari stok ikan (K), kemampuan alat
tangkap (q) dan upaya penangkapan ikan (E). Upaya penangkapan ikan
dipengaruhi oleh stok sumber daya ikan (N), kemampuan alat tangkap (q), harga
jual ikan (P) dan biaya operasional per trip (J). Variabel E_MSY merupakan upaya
tangkap lestari berdasarkan pertumbuhan intrinsik ikan (r) dan kemampuan alat

tangkap (q).

Selanjutnya, variabel policy menyatakan apakah terdapat kebijakan atau
tidak yang dinyatakan dengan 1 (terdapat kebijakan) dan 0 (open access). Variabel
policy dan policy_efect akan mempengaruhi kebijakan terkait dengan alat tangkap
(E_policy). Variabel Central_Government merupakan peran Pemerintah Pusat di
dalam menentukan kebijakan perikanan tangkap di WPPNRI sedangkan variabel
Stakeholders merupakan peran pemangku kepentingan terkait dengan kebijakan
tersebut.

Apabila Pemerintah Pusat mengambil seluruhnya peran kebijakan di
WPPNRI maka nilai variabel Central Government adalah 1 dan variabel
stakeholders adalah 0. Jika Pemerintah Pusat berbagi peran dengan pemangku
kepentingan maka nilai variabel variabel Central_Government adalah 0,5 dan
variabel stakeholders sebesar 0,5. Variabel policy_effect merupakan pengaruh
kebijakan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan melalui variabel
Government_effect dan Stakeholder_effect. Semakin besar atau semakin kecil
peran
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Pemerintah Pusat dalam menentukan kebijakan maka akan semakin kecil
dampak kebijakan tersebut. Demikian halnya dengan pemangku kepentingan.
Apabila Pemerintah Pusat berbagi peran dengan pemangku kepentingan maka
dampak kebijakan akan semakin besar terhadap pengelolaan perikanan tangkap di
WPPNRI. Dalam pemodelan dan simulasi ini, penentuan kebijakan yang
melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan
disimulasikan dalam fungsi grafis (graphical function) seperti yang dapat dilihat
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Gambar 13. Functional Grahpic Kebijakan Pemerintah dan Pemangku
Kepentingan Dalam Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP 718.
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Hasil Simulasi dan Artikulasi Kebijakan

Dalam simulasi ini, terdapat 3 (tiga) skenario pengelolaan WPPNRI 718
yang dijadikan dasar pemodelan yaitu: (1) Skenario 1: tidak terdapat pengelolaan
perikanan tangkap; (2) Skenario 2: hanya Pemerintah Pusat mengambil peran di
dalam kebijakan perikanan tangkap; dan (3) Skenario 3: Pemerintah Pusat dan
pemangku kepentingan berbagi peran yang sama di dalam kebijakan perikanan
tangkap. Ketiga skenario pengelolaan perikanan tangkap di WPPNRI
disimulasikan selama 25 tahun yaitu dari tahun ke-0 (tahun 2016) hingga tahun
ke-25 yaitu tahun 2041. Hasil selengkapnya simulasi model disajikan pada
Gambar 14.

Dari perspektif stok sumber daya ikan (SDI), Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium)
perizinan usaha perikanan tangkap di WPPNRI diduga menyebabkan terjadinya
kecenderungan peningkatan stok sumber daya ikan. Pada tahun 2016, stok sumber
daya ikan diduga sebesar 1,1 juta ton dan cenderung meningkat hingga melebihi
JBT 2,11 juta ton pada tahun 2023 yaitu mencapai 2,23 juta ton. Pada tahun
selanjutnya, skenario 1 menyebabkan stok menjadi semakin menurun hingga
mencapai 0,01 juta ton (0,44 % dari potensi lestari) pada akhir simulasi. Skenario
2 menyebabkan adanya peningkatan kembali stok pada tahun 2028 mencapai 2,02
juta ton, akan tetapi pada tahun selanjutnya cenderung menurun hingga mencapai
0,07 juta ton (2,7 % dari potensi lestari). Skenario 3 menyebabkan terjadinya
penurunan stok akan tetapi tidak sebesar skenario lainnya. Pada akhir simulasi,
stok sumber daya ikan mencapai hingga 1,34 juta ton (50,75 % dari potensi lestari).

Sementara itu, simulasi terhadap kebijakan dan upaya penangkapan ikan,
maka jumlah upaya tangkap (alat tangkap) pada tahun 2016 diduga sekitar 8.000
alat tangkap, dimana jumlah tersebut masih berada dibawah upaya tangkap lestari
(Emsy) 200.000 alat tangkap (4 % dari Emsy). Skenario 1 menyebabkan terjadinya
peningkatan upaya tangkap hingga lebih dari 780.000 pada akhir simulasi (390 %
dari Emsy). Skenario 2 menyebabkan upaya tangkap mencapai Emsy pada tahun
2026 dan kemudian menurun hingga 133.328 pada 2029 (67 % dari Emsy). Pada
tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan upaya tangkap hingga
mencapai lebih dari 785.000 (393 % dari Emsy). Skenario 3 menyebabkan upaya
tangkap maksimum mencapai Emvsy pada tahun 2026 hingga akhir simulasi.

Dari sisi  produksi perikanan, Skenario 1 menyebabkan terjadinya
peningkatan produksi hingga mencapai 550.000 ton pada tahun 2029 dan
kemudian cenderung menurun hingga 9.000 ton pada akhir simulasi. Skenario 2
menyebabkan terjadinya kenaikan produksi hingga 384.500 ton pada tahun 2026
dan kemudian menurun hingga 134.880 ton pada tahun berikutnya.
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Gambar 14. Simulasi Kebijakan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan di WPP 718
terhadap Stok Sumber Daya lkan (A), Upaya Penangkapan lkan (B), Produksi
Perikanan (C) dan Keuntungan Ekonomi (D).

Selanjutnya, produksi kembali meningkat hingga 532.292 ton pada tahun
2033 dan kemudian menurun hingga 55.922 ton pada akhir simulasi. Skenario 3
menyebabkan terjadinya peningkatan produksi hingga mencapai 384.497 ton pada
tahun 2026 dan selanjutnya cenderung menurun hingga mencapai 267.736 ton
pada akhir simulasi. Produksi perikanan tangkap tertinggi pada akhir simulasi
dicapai oleh skenario 3

Sedangkan dari perspektif keuntungan ekonomi, Skenario 1 menyebabkan
keuntungan tertinggi dicapai pada tahun 2029 yaitu mencapai 9,4 triliun rupiah dan
kemudian menurun hingga mengalami kerugian mencapai 0,6 triliun rupiah pada
akhir simulasi. Skenario 2 menyebabkan terjadi peningkatan keuntungan
mencapai 6,7 triliun rupiah pada tahun 2026 dan menurun pada berikut mencapai
2,4 triliun rupiah. Selanjutnya, keuntungan meningkat pada tahun selanjutnya
hingga mencapai 9,16 triliun pada tahun 2033 dan kemudian menurun mencapai
0,22 triliun pada akhir simulasi. Skenario 3 menyebabkan peningkatan
keuntungan hingga mencapai 6,7 triliun pada tahun 2026 dan selanjutnya menurun
hingga 4,6 triliun pada akhir simulasi.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan WPPNRI tidak
terlepas dari peran pemangku kepentingan terkait. Kebijakan yang terlalu
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dominan dari Pemerintah Pusat tidak dapat sepenuhnya menjaga ketersediaan stok
sumber daya ikan di WPPNRI. Dibutuhkan birokrasi yang lebih panjang dan
waktu yang lebih serta pengawasan yang semakin berkurang apabila kebijakan
Pemerintah Pusat terlalu mendominasi didalam pengelolaan WPPNRI. Kebijakan
tersebut akan terlihat sangat baik dampaknya pada 10—15 tahun, seperti
terkendalinya upaya tangkap, produksi yang meningkat, stok sumber daya ikan
yang lestari dan keuntungan yang tinggi. Ketika implementasi kebijakan tersebut
dilaksanakan pada tahun ke-20 dan seterusnya, maka kondisi sumber daya ikan
akan menurun drastis, upaya tangkap yang lebih upaya lestari, produksi yang
cenderung menurun dan juga keuntungan yang menurun. Kebijakan Pemerintah
Pusat yang terlalu dominan merupakan suatu delay atau jeda untuk
ketidakberlanjutan sumber daya ikan dan ekonomi masyarakat.

Pembagian peran yang berimbang antara Pemerintah Pusat dan pemangku
kepentingan terkait di dalam kebijakan pengelolaan WPPNRI dapat dilakukan
dalam kerangka kelembagaan WPP yang kuat dan menggunakan Multi-
Stakeholder Paltform (MSP) sebagai basis operasionalisasinya. Kebijakan MSP
tidak memberikan keragaan yang lebih baik pada tahun-tahun awal
implementasinya. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi stok sumber daya ikan
yang tidak sebesar dominansi kebijakan Pemerintah Pusat. Demikian juga halnya
dengan produksi dan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Kebijakan MSP
memberikan keragaan yang jauh lebih baik dalam jangka panjang. Hal itu terlihat
pada kondisi stok sumber daya ikan yang mencapai 50 % dari potensi lestari yang
tetap terjaga serta produksi dan keuntungan ekonomi perikanan yang
berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan
perikanan dan kelautan berbasis WPP-NRI ini, maka beberapa tindakan kebijakan
yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara inklusif menetapkan struktur kelembagaan pengelolaan WPP-NRI
yang relatif paling rendah tingkat kompleksitasnya khususnya terkait
dengan bentuk WPP Management Council namun tetap memberikan
ruang kewenangan koordinasi yang kuat sehingga operasionalisasi
kelembagaan WPP-NRI dapat berjalan secara efektif.

2. Membangun Multi-Stakeholders Platform di dua skala pengambilan
keputusan penting yaitu tingkat nasional dan tingkat WPP-NRI. Multi-
Stakeholders Platform (MSP) ini perlu ditetapkan dalam kerangka regulasi
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sebagai basis legal dari operasionalisasi kelembagaaan WPP-NRI. Secara
ideal, maka MSP ini dapat dicantumkan sebagai platform utama dalam
revisi Undang-Undang yang terkait seperti UU Perikanan.

3. Membangun kerangka pembiayaan yang bersifat inklusif dan multi-donor
terkait dengan operasionalisasi kelembagaan WPP-NRI dengan tujuan
utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan WPP-NRI
berbasis pada target-target nasional (RPJMN 2020-2024) dan target global
(SDG-14).
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PENDAHULUAN

Usaha perikanan di Indonesia sebagian besar masih digerakkan oleh nelayan
skala kecil yang mencapai 75% dari seluruh pelaku usaha perikanan (Ariansyach,
2017). Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No. 18/2016
tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya lIkan,
dan Petambak Garam mendefinisikan nelayan kecil sebagai nelayan yang
menggunakan perahu berukuran <10 GT. Meskipun nelayan skala kecil
mendominasi usaha perikanan di Indonesia, ternyata gambaran mengenai nelayan
skala kecil di Indonesia masih jauh dari harapan. Nelayan skala kecil di Indonesia
sebagian besar memiliki karakteristik ketergantungan tinggi terhadap alam,
keterbatasan pendidikan (Kaplale, 2012), keterampilan dan penguasaan teknologi
alat tangkap (Suryawati, 2005), periode penangkapan yang rendah akibat dari
musim musim paceklik yang panjang sehingga berada pada kondisi ekonomi
miskin (Yonvitner et al., 2021). Tingginya ketergantungan terhadap alam
menyebabkan perlunya iklim pembangunan kelautan yang berkelanjutan (Stead,
2005).

Perdebatan mengenai sistem pengelolaan terbaik yang dapat menjamin
keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan selalu menjadi bahan yang
menarik untuk dibahas. Argumentasi Hardin mengenai tragedy of the common
yang menganggap perlu adanya limitasi terhadap common property sehingga
membutuhkan otoritas di luar masyarakat menjadi hal yang menarik untuk
dibahas. Pendapat ini menggambarkan pengabaian terhadap kemampuan dan
pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya, tidak
sedikit kajian yang mengangkat isu pengelolaan yang sudah dijalankan pada level
masyarakat lokal (Hviding & Baines,1994).

Tulisan ini bertujuan untuk membuka wawasan terkait rezim pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang selama ini sudah menjadi bagian dalam
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pengetahuan masyarakat lokal yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.
Tulisan ini tidak bermaksud menyatakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat
merupakan pengelolaan yang terbaik yang seharusnya dilakukan di negeri ini,
namun lebih bertujuan untuk membuka wawasan bahwa pengetahuan mengenai
pengelolaan sumber daya perikanan sudah ada di tengah masyarakat, berfungsi
dalam kehidupan sehari-hari. Terinspirasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa
permasalahan ekologis dan upaya pencarian jalan keluar bukan hanya
permasalahan biologi semata, namun di dalamnya terkandung permasalahan
manusia yang selama ini memanfaatkan sumber daya demi kelangsungan hidup
(Afiff & Lowe, 2007). Model pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan adalah
model pengelolaan yang tidak menghapus masyarakat pemanfaat dan melepaskan
konteks sosial dan budaya yang melekat di dalamnya. Praktek pengelolaan sumber
daya yang akan disampaikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian dari
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Paradigma Pengelolaan Sumber Daya

Hardin (1968) dengan prinsip tragedy of the common yang
menggambarkan bahwa setiap manusia akan berlomba mengeksploitasi sumber
daya. Pendapat ini melatarbelakangi lahirnya rezim pengelolaan terpusat. Rezim
ini percaya bahwa pengelolaan terpusat, dalam hal ini negara, akan menjamin
terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya secara terpusat
terjadi seiring dengan kolonialisme pada negara-negara ketiga dengan
mengeksklusi hak-hak masyarakat lokal (Peluso, 1993). Pada masa kolonialisme,
konsep pengelolaan sumber daya yang ada di tengah masyarakat lokal diabaikan.
Berlanjut pada era Orde Baru dimana kontrol dan pemanfaatan sumber daya alam
berada di bawah wewenang negara. Kontrol ini, dengan mengatasnamakan
konservasi dan keberlanjutan sumber daya, dalam pelaksanaannya tidak segan-
segan menggunakan kekerasan (Afiff & Lowe, 2007). Tindakan kekerasan
ditempuh dengan dalih kebaikan lingkungan secara global sehingga menggunakan
cara dan alat yang dianggap dapat mewujudkan kedaulatan sumber daya.

Salah satu masalah utama dari kegagalan pengelolaan perikanan terpusat
adalah melupakan manusia selaku pemanfaat. Jentoft (1989) menyatakan bahwa
pengelolaan sumber daya tidak semata-mata berada di tangan pemerintah namun
merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat pemanfaat. Pengelolaan
perikanan secara terpusat (sentralisasi) mendorong tersentralisasi pula
pengambilan keputusan, pergeseran sistem pengetahuan melalui pelabelan
saintifik sehingga berdampak melemahkan pengetahuan lokal dan kelembagaan
lokal (Satria & Matsuda, 2004).
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Permasalahan pengelolaan selama ini tidak hanya sekedar permasalahan
sentralistik, namun sistem pengelolaan yang direkomendasikan tersebut adalah
pengelolaan hasil konstruksi dari negara-negara barat yang dianggap maju
(western conservation) yang sudah terjadi sejak jaman kolonialisme (Peluso, 1993;
Ruddle, 1998). Afiff dan Lowe (2007) menyatakan bahwa berbagai upaya yang
dilakukan demi keberlanjutan sumber daya baik berupa konservasi, taman nasional
seharusnya bukan berdasarkan pengetahuan yang otoriter yang berasal dari barat,
namun melalui formulasi dialog melintasi batas ruang dan perbedaan sosial.

Pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya mulai terjadi pada masa
akhir kekuasaan Orde Barut, dimana ke-indigenous-an muncul sebagai solusi atas
berbagai masalah yang timbul akibat privatisasi perusahaan dan negara atas
penguasaan sumber daya alam Indonesia. Indigenous knowledge mulai dilirik oleh
para ilmuwan sebagai salah satu tawaran dalam upaya pengelolaan sumber daya
dan konservasi melalui pendekatan ethnoecology. Komunitas lokal (indigenous
people) memiliki pengetahuan yang rasional yang dapat berkontribusi untuk
pengelolaan dan konservasi sumber daya (Afiff & Lowe, 2007).

Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas

Praktek pengelolaan yang mengembangkan kerjasama dalam bentuk aksi
kolektif, menandakan bahwa masyarakat tidak selalu berpikir secara individual
dan tidak hanya berpikir untuk mengeksploitasi sumber daya secara maksimal
seperti apa yang diargumentasikan oleh Hardin, tetapi juga mengamankan mata
pencaharian mereka, mempertimbangkan konservasi, memelihara solidaritas
sosial (Berkes, 1989).

Keberlanjutan sumber daya tidak hanya membutuhkan pembatasan atau
pelarangan namun juga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih aktif
termasuk aksi dalam menghadapi sumber daya yang bersifat open access. Sistem
pengelolaan ini harus peka terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat lokal serta
pemahaman bahwa sumber daya dalam hal ini laut dan pesisir merupakan sumber
penghidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat lokal terhadap ketergantungan
yang tinggi kepada sumber daya mendorong adanya aturan pengelolaan sumber
daya. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh para pengambil kebijakan. Kita
harus memahami bersama bahwa pandangan tentang alam, pengetahuan, keadilan
dan konservasi merupakan konstruksi sosial sehingga tidak ada pandangan yang
seratus persen benar (Lowe, 2006). Kita mencoba melihat bagaimana konstruksi
pengelolaan sumber daya dengan menempatkan komunitas lokal sebagai
pemanfaat sumber daya dan pelaku konservasi.
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Pengelolaan sumber daya yang dikaji dalam tulisan ini adalah pengelolaan
sumber daya berbasis masyarakat (Community Based  Fisheries
Management/CBFM). Pengelolaan berbasis masyarakat menurut Ruddle (1998)
adalah rezim kepemilikan bersama dimana akses ke wilayah tertentu terbatas pada
kelompok pengguna tertentu, yang patuh pada aturan operasional yang ditentukan
dan yang dikendalikan oleh otoritas tradisional setempat. Rezim pengelolaan ini
dibentuk melalui proses panjang dan berdasarkan pengalaman manusia sebagai
anggota komunitas dalam merespon lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan kebutuhan spiritual melalui keputusan lembaga pengambil kebijakan yang
sudah dilegitimasi masyarakat. Community Based Fisheries Management (CBFM)
sebagai aksi kolektif di banyak tempat selama ini mampu menjaga keberlanjutan
sumber penghidupan, keadilan manfaat, meningkatkan kualitas perairan dan
mempertahankan identitas bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian Ruddle (1988) di Pacific Island, pengelolaan
perikanan berbasis komunitas merupakan alternatif lain dari sistem pegelolaan
terpusat. Menurutnya, model bioekonomi yang sudah dikenal secara nyata gagal
mencegah eksploitasi berlebihan yang hampir menimbulkan bencana pada stok
ikan di seluruh dunia. Community Based Fisheries Management (CBFM)
menawarkan alternatif pengelolaan modern dengan memastikan akses dan
pengelolaan yang adil dan menegakkan langkah-langkah konservasi untuk
memastikan keberlanjutan. Kendali atas sumber daya lokal kemungkinan besar
akan mengurangi masalah biaya sosial, politik, hukum, konservasi dan
pengelolaan yang akan ditangani oleh pemerintah pusat atau provinsi.
Karakteristik umum kelembagaan pengelolaan berbasis masyarakat yang
diidentifikasi oleh Ruddle (1999), menunjukkan adanya batas territorial yang jelas,
aturan, kewenangan dan sanksi bagi pelanggar. Komponen ini penting dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan berbasis
masyarakat tidak hanya berfungsi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya
namun mmelalui pengaturan secara adil oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber
daya (Bailey & Zerner, 1992). Nikijuluw (2002) mengingatkan kita bahwa
pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat merupakan proses yang di
dalamnya terdapat pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya ikannya sendiri sesuai dengan
kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya. Sistem pengelolaan ini bertujuan
mewujudkan masyarakat pesisir yang bertanggung jawab karena sistem ini
menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan wujud
kepentingannya terhadap kelangsungan sumber daya ikan sebagai mata
pencaharian hidup sehari-hari (Satria, 2015).
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Hal ini berarti sistem pengelolaan ini memiliki fungsi ekologis dan sosial
bagi masyarakat. Community Based Fisheries Management (CBFM) melihat
kontrol wilayah penangkapan ikan sebagai properti, dan mendefinisikan dengan
tepat siapa saja yang memiliki akses. Penguasaan wilayah penangkapan ikan
ditopang oleh hak pengecualian, atau akses terbatas, yang menjaga area pribadi
komunitas lokal nelayan melawan orang luar. Aturan operasional intra-grup
didukung oleh lokal otoritas yang diberdayakan untuk meminta sanksi pada
pelanggar.

Adhuri (2004) menyatakan bahwa pengetahuan pengelolaan sumber daya
memperlihatkan bagaimana komunitas lokal mengatur siapa, dimana, kapan dan
bagaimana seseorang bisa masuk, mengakses wilayah laut dan sumber daya.
Praktik ini dipercaya mampu menciptakan keberlanjutan pengelolaan sumber
daya. Beberapa pernyataan di atas mempelihatkan bahwa pengetahuan mengenai
pengelolaan sumber daya yang ada di tengah masyarakat selama ini dibangun
berdasarkan kebutuhan, terikat pada konteks, dan di dalamnya terkandung relasi-
relasi sosial yang kompleks yang tidak bisa begitu saja diabaikan dalam upaya
memahami pengelolaan sumber daya.

Masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam mengelola sumber daya
yang diyakini sebagai communal property sehingga dibangun instrumen dalam
bentuk kesepakatan atau aturan lokal yang bersifat mengikat dan mempunyai
konsekuensi hukum berupa sanksi (Kurniasari et al., 2016). Pengelolaan berbasis
masyarakat merupakan wujud dari apa yang disebut ‘pemikiran rasional’ yang
digunakan masyarakat dalam memaknai alam untuk tujuan praktis dan
pengetahuan. Tujuan praktis yang dimaksud adalah kebutuhan konsumsi sehari-
hari, pemanfaatan sumber daya hingga konservasi (Lowe, 2006).

Praktek Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBFM) di Indonesia

Community-based fisheries management dipraktekkan secara luas di
Indonesia terutama di Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, community-based
fisheries management di Indonesia diterapkan di Maluku dan Papua, Nusa
Tenggara Timur, NTB, Sulawesi Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Karakteristik
yang mendasari sistem ini adalah implementasi berdasarkan geografis yang
ditentukan daerah dan akses terkontrol, diawasi sendiri oleh nelayan lokal dan
ditegakkan oleh lokal otoritas moral dan politik. Tantangan yang dihadapi CBFM
seringkali dianggap sebagai model yang normatif, romantistik, kuno, tidak
menjawab tantangan, sehingga sulit untuk diterapkan. Padahal, pembangunan
membutuhkan dukungan modal sosial, dan CBFM menjawab kebutuhan itu.
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Pada tahun 2012, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi menghasilkan peta
kearifan lokal yang merupakan hasil riset dan kerjasama dengan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (saat itu bernama Direktorat Jenderal Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Beberapa kearifan yang tertuang dalam peta
tersebut adalah lubuk larangan dan lilifuk. Dua praktik kearifan lokal ini
merupakan contoh bagaimana masyarakat mampu mengelola lubuk dengan baik
sehingga mampu mendatangkan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial serta
menjaga keberlanjutan upaya tersebut.

Lubuk Larangan

Lubuk larangan merupakan salah satu praktik CBFM yang dipraktekkan
oleh masyarakat Minang di Sumatra Barat. Lubuk Larangan adalah model
pengelolaan perikanan yang berbasiskan masyarakat dengan cara melakukan
penutupan sementara suatu kawasan penangkapan ikan di perairan umum,
khususnya daerah aliran sungai dalam kurun waktu tertentu. Pengelolaan ini
didasari oleh pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan kecepatan aliran
sungai dan wilayah pemijahan. Pengertian lubuk larangan adalah suatu area dari
sungai yang secara alami merupakan lokasi ikan memijah atau biota perairan
lainnya, yang dilakukan penutupan (pelarangan) terhadap aktivitas penangkapan
ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat memaknai
penutupan lubuk sebagai kegiatan pemeliharaan ikan. Lama pemeliharaan ikan
ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat anggota masyarakat.
Biasanya lama pemeliharaan ikan di lubuk larangan ini lebih kurang 1 tahun Lubuk
larangan dikelola oleh masyarakat nagari melalui peraturan nagari (desa).
Penelitian dilakukan di Lubuk Larangan aliran Batang (sungai) Sinamar yang
terletak di Jorong (Dusun) lkan Banyak, Nagari (Desa) Pandam Gadang,
Kabupaten Limapuluh Kota. Tercatat ada 72 Lubuk Larangan di Kabupaten
Limapuluh Kota yang tersebar di 13 kecamatan. (Yuliaty et al., 2012).

Konsep pengelolaan sumber daya melalui Lubuk Larangan
memperlihatkan bagaimana masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman
mengenai sumber daya perikanan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-
hari. Lubuk Larangan mengandung pengetahuan yang sangat detil dalam
pengelolaan sumber daya, antara lain tentang lokasi dan waktu ikan memijah yang
kemudian mempengaruhi aturan kapan boleh dilakukan penangkapan ikan (buka
lubuk), zona pengelolaan termasuk di dalamnya aturan zona inti dan zona
pemanfaatan, siapa saja yang boleh memanfaatkan, sanksi bagi pelanggar hingga
penerima manfaat kegiatan buka lubuk.
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Zerner (2002) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai pengelolaan
sumber daya terkait aturan-aturan hak tidak dapat terlepas dari dimensi budaya
dan sosial. Saat berbicara mengenai lingkungan, hal tersebut tidak dapat berdiri
sendiri karena di dalamnya terkandung relasi sosial dan budaya yang dibangun
oleh komunitas lokal dalam waktu yang tidak sebentar. Pengetahuan terkait Lubuk
Larangan di dalamnya mengandung pengetahuan terkait food security, ekonomi,
religi hingga konservasi. Aturan zonasi pengelolaan lubuk dibuat berdasarkan
pengetahuan mengenai arus dan kedalaman air, karakter perilaku ikan.
Pengetahuan ini didasarkan pada falsafah hidup yang berbunyi alam takambang
jadi guru, yang bermakna pengetahuan yang diperoleh manusia berasal dari
perjalanan mempelajari alam dan berdasarkan pengetahuan tersebut, manusia
membuat struktur pengelolaan, aturan, dan membentuk jejaring.

Pengetahuan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat
mengandung pengetahuan tentang bagaimana mereka memaknai ruang (space)
baik daratan dan lautan (land and sea) dengan berbagai filosofi yang
melatarbelakanginya (Afiff & Lowe, 2007). Pemaknaan ruang ini lahir dari upaya
memahami sumber daya yang ada, kebutuhan kehidupan, kesadaran bahwa sumber
daya yang ada harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pengeloalaan
Lubuk Larangan memperlihatkan penerapan sistem zonasi. Lubuk Larangan Anak
Nagari ini terbagi dalam 3 zona berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Zona
tersebut adalah zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Zona inti
merupakan zona yang sama sekali tidak ada kegiatan penangkapan ikan. Zona ini
‘dikunci’ dengan mengunakan ‘uduh’ dari seorang Syech yang saat ini sudah
meninggal sehingga ‘uduh’ tidak dapat dibuka. Zona inti dipercaya merupakan
lokasi pemijahan ikan sehingga mereka percaya dengan adanya penetapan sebagai
zona inti maka kelestarian ikan terjaga.

Zona penyangga merupakan zona pemberlakukan lubuk larangan. Zona ini
juga menggunakan ‘uduh’ yang dilakukan oleh seorang dukun. Kegiatan buka
lubuk dilakukan pada zona penyanggah dengan diawali dengan pembukaaan
‘uduh’. Zona terakhir adalah zona pemanfaatan atau yang biasa disebut zona bebas
dimana masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Zona penyangga terbagi menjadi beberapa bagian terpisah yang dipisahkan
oleh zona-zona pemanfaatan (zona bebas) dan diberlakukan aturan buka tutup
lubuk, yang akan dibuka untuk keperluan-keperluan tertentu sesuai dengan
kebutuhan kelompok pengelolanya. Berdasarkan pengelolanya maka lubuk
larangan ikan banyak terbagi atas lima bagian, yaitu: (1) Larangan Inti yang
dikelola bersama sepanjang + 200 meter. Larangan ini telah ada sejak tahun 1817
dan masih berlaku sampai sekarang; (2) Larangan Masjid Al Mu’minin, dikelola
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oleh pengurus DKM Masjid Almu’minin sepanjang + 300 meter, diberlakukan
sejak tahun 1964; (3) Larangan Mushola, dikelola oleh pengurus DKM Mushola
sepanjang £ 300 meter, dibentuk pada tahun 1965; (4) Larangan Pemuda, dikelola
oleh organisasi kepemudaan sepanjang + 200 meter, dibentuk pada tahun 1968; (5)
Larangan kelompok giran (kelompok taleh), sepanjang + 150 meter, dibentuk
sekitar tahun 1990; (6) Larangan Masjid Al-Mukhlisin, dikelola oleh DKM Masjid
Al-Mukhlisin sepanjang + 300 meter, dibentuk sekitar Tahun 1990.

Pengelolaan Lubuk Larangan di dalamnya melibatkan pemerintahan desa
(nagari) yang dipimpin oleh seorang wali nagari dan kelembagaan adat yang
dipimpin oleh seorang Ninik Mamak (gelar yang diberikan kepada salah satu
mamak yang mewakili kaumnya). Wali nagari bertugas dalam hal administratif
nagari dan ninik mamak bertugas dalam aturan adat. Mereka memegang peranan
yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan publik terkait peraturan-
peraturan adat. Ninik mamak menjadi unsur penentu Bersama dengan wali nagari
dan unsur kemasyarakatan yang lain dalam musyawarah yang menentukan batas
lubuk larangan, aturan buka-tutup lubuk, siapa yang berhak dalam memanfaatkan
dan mengelola lubuk larangan, serta sanksi apa yang harus diterapkan atas setiap
pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap
aturan lubuk larangan akan dibicarakan dalam sebuah musyawarah yang
melibatkan wali nagari, ninik mamak, dan lembaga kemasyarakatan lainnya
seperti bamus dan organisasi kepemudaan.

Gambar 1. Peta Zonasi Lubuk Larangan Ikan Banyak.
Sumber: Yuliaty et al. (2012)
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Praktek pengelolaan Lubuk Larangan yang berfungsi sebagai aturan (buka
tutup lubuk), mekanisme distribusi hak dan organisasi adat yang mengatur
mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, dalam perjalanannya mengalami
dinamika perubahan. Perubahan struktur pemerintahan desa dan kepemimpinan
adat dan aturan agama terkait mistifikasi iduh’ pada lubuk (Yuliaty & Priyatna,
2014).

Lilifuk

Bentuk pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat lainnya
yang akan dibahas adalah Lilifuk. Lilifuk adalah sebuah mekanisme pengelolaan
sumber daya perikanan di lubuk (lihu) di wilayah pesisir. Pengetahuan ini ada di
tengah masyarakat suku Helong yang tinggal di Desa Bolok dan Kuanheun,
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kata Lilifuk berasal dari bahasa
Helong yaitu”Lihu” yang artinya air dalam atau air kolam.

Sejarah Lilifuk berawal dari daerah yang dinamai ‘bakaifautfoes’ atau batu
udang, lokasi tempat ikan berkumpul dan bersembunyi. Nenek moyang dari salah
satu pemilik lilifuk mengambil potongan batu tersebut, dan dengan menggunakan
ilmu yang dimiliki, mereka memanggil ikan yang berada di “bakaifautfoes’ untuk
pindah ke lilifuk. Lilifuk mengacu pada kawasan di perairan laut yang berbentuk
kolam yang tetap tergenang meskipun pada saat surut terendah dan dibawah
kepemilikan marga. Pada kondisi surut inilah, ikan terperangkap dalam kolam
tersebut. Lilifuk dianggap memiliki nilai penting secara ekologis sehingga
dilakukan pengelolaan melalui pemberlakuan sistem buka tutup. Buka tutup
Lilifuk umumnya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengen
kesepakatan. Saat Lilifuk ditutup maka semua biota yang hidup di dalam kawasan
tersebut dilarang untuk ditangkap. Selain berfungsi secara ekologis dan ekonomis
karena memberikan pemasukan bagi desa saat diadakan buka Lilifuk, Lilifuk juga
memiliki fungsi sosial yaitu merekatkan kekerabatan antar desa (Yuliaty et al.,
2013; Yulisti et al.,2014).

Penelitian dilakukan di Lilifuk Baineo yang terletak di Desa Kuanheun
Kabupaten Kupang. Aturan terkait Lilifuk diantaranya, waktu buka lilifuk
dilakukan berdasarkan kesepakatan termasuk dengan biaya yang dibebankan
kepada setiap peserta, serta penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan untuk
dipergunakan yaitu serok dan tombak yang ramah lingkungan. Pengelolaan
Lilifuk Baineo saat ini diatur melalui Peraturan Desa Kuanheun No.1 tahun 2012
tentang Perlindungan Sumber Daya Laut di Wilayah Lilifuk dengan demikian
memiliki batas wilayah yang jelas sebagai berikut :
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a. Zona Kearifan Lokal: wilayah di mana terdapat area pengelolaan
Lilifuk
b. Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan adalah suatu wilayah
perairan laut yang diperuntukkan bagi pariwisata, penelitian,
pendidikan; dan alur pelayaran. berada dalam Zona pemanfaatan
berada di sebelah Barat Desa Kuanheun dengan luas 14,742 ha atau
0,147 km?, dengan batas wilayah zona pemanfaatan sebagai berikut:
(i)  Sebelah Selatan berbatasan dengan zona perikanan
berkelanjutan tradisional dengan jarak kurang lebih 75 m dari
lingkar luar Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan
(i)  Sebelah timur berbatasan dengan zona kearifan lokal Lilifuk
Eno Loles dengan jarak kurang lebih 100m dari lingkar luar
Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan
(iii) Sebelah utara berbatasan dengan perikanan berkelanjutan
tradisional dengan jarak kurang lebih 75m
(iv) Sebelah barat berbatasan dengan area budi daya mutiara milik
PT TOM vyang juga adalah zona perikanan berkelanjutan
tradisional dengan jarak kurang lebih 10m dari lingkar luar
Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan
C. Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional adalah suatu wilayah
perairan laut Desa yang diperuntukkan bagi nelayan untuk melakukan
aktivitas penangkapan dengan menggunakan alat dan cara yang ramah
lingkungan dengan batas zona sebagai berikut:
(i)  Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah perairan Desa
Oematnunu
(i)  Sebelah timur berbatasan dengan daratan desa
(iii)  Sebelah utara berbatasan dengan zona pemanfaatan di bagian
utara-barat dan zona kearifan lokal di bagian utara-timur
(iv) Sebelah barat berbatasan dengan area budi daya mutiara milik
PT TOM yang juga adalah zona perikanan berkelanjutan
tradisional (Yuliaty et al., 2013).

Pembentukan payung hukum (Perdes) yang melindungi pengetahuan
pengelolaan sumber daya Lilifuk merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk
menghargai pengetahuan komunitas lokal. Berlakunya Perdes memastikan
masyarakat lokal mendapatkan manfaat dan keuntungan dari sebuah sistem
pengelolaan yang lahir dari pengetahuan lokal dan bukan dengan menempatkan
komunitas lokal sebagai subyek dan tidak tercabut dari akar dan tempat hidup
mereka (Pelusso, 1993). Kepastian hukum ini pun berfungsi untuk menjaga
keberlanjutan mekanisme pemanfaatan berbasis komunitas.
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Fungsi dan Tantangan Pengembangan CBFM

Fungsi CBF

Fungsi CBFM akan sesuai dengan yang diharapkan jika kinerja kelembagaan
CBFM berjalan dengan baik. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan (BBRSEKP) telah mencoba melakukan pengukuran Kinerja 3
kelembagaan CBFM pada tahun 2015, yaitu Yutut, Pengelolan Tabob, dan Lilifuk.
Kinerja kelembagaan diukur berdasarkan 9 indikator, yaitu kejelasan batas
wilayah, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, aturan disusun dan dikelola oleh
pengguna sumber daya, adanya kelembagaan lokal yang mengatur mekanisme
pengelolaan, instrumen dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, sanksi,
mekanisme penyelesaian konflik, pengakuan dari pemerintah dan ikatan atau
jaringan dengan lembaga luar. Pengukuran ini berguna untuk melihat indikator
mana yang harus dikuatkan dan indikator mana yang dapat menjadi acuan bagi
pengembangan kelembagaan CBFM di komunitas lain.

Tantangan dalam Pelaksanaan CBFM

Pelaksanaan CBFM dalam perkembangannnya memiliki berbagai

tantangan, di antaranya adalah:

a. Pertambahan dan perpindahan atau migrasi penduduk menimbulkan
terjadinya perubahan kondisi akan kebutuhan sumber daya. Kedatangan
penduduk dari luar daerah untuk menetap memiliki perbedaaan budaya
dengan masyarakat lokal dalam aturan pemanfaatan sumber daya,
terlebih jika banyak masyarakat lokal keluar dari wilayah, yang
kemudian didominasi kaum migran.

b. Globalisasi dan pembangunan. Pemahaman pengaruh pembangunan dan
globalisasi terhadap pengelolaan pernah disampaikan oleh Celia Lowe
yang menyatakan bahwa konstruksi barat terkait pembangunan dan
globalisasi seperti konservasi yang diterapkan di negara-negara dunia
ketiga adalah western conservation tanpa memperhatikan apakah itu
memberi manfaat atau tidak bagi masyarakat lokal. Pemikiran ini akan
merusak keberlanjutan pengelolaan berbasis komunitas yang sangat
menekankan keseimbangan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

¢. Masih banyak institusi CBFM yang belum diakui secara legal formal.
Ketidakyakinan instansi terhadap fungsi CBFM untuk kesejahteraan
masyarakat lokal menyebabkan sulitnya pengakuan secara formal
diwujudkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) sudah memfasilitiasi 16
Peraturan Bupati/Peraturan Walikota yang melegalkan 20 Masyarakat

“PARADIGMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN"



Hukum Adat (MHA) dari target 29 MHA di tahun 2020. Hal ini berarti,
paktek CBFM yang merupakan salah satu bagian dalam MHA bisa
berkembang. Diharapkan ke depannya akan lebih banyak lagi daerah
yang melakukan pengakuan yang sama.

d. Permasalahan mendasar dari pengakuan CBFM adalah dualisme konsep
konservasi yang dianut oleh pemerintah saat ini. Antara konservasi yang
berdasarkan CBD (The Convention on Biological Diversity) yang
menerapkan aturan global dengan konservasi berbasis pengetahuan
lokal. Permasalahan ini berpengaruh terhadap niatan politik pemerintah
dalam upaya penguatan CBFM termasuk dalam menentukan proporsi
keterlibatan pemerintah daerah dan dunia usaha (Kurniasari et al., 2016).

KESIMPULAN

Konsep CBFM dapat menjadi pandangan yang memperkaya pengetahuan
terhadap pengelolaan sumber daya. Pandangan ini mencoba mengkritisi model
pengelolaan sumber daya konvensional atau model konservasi global yang
diadopsi dari negara maju (western conservation) dengan berdalih mengedepankan
global community’s environmental will.

Permasalahan pengelolaan sumber daya berakar pada sistem pengelolaan
yang berasal dari konstruksi negara-negara barat yang dianggap maju dan
mengabaikan pengetahuan komunitas dalam mengelola sumber daya yang diyakini
sebagai communal property.

Tantangan dalam penerapan CBFM harus didahului dengan penanaman
pemahaman secara kolektif bahwa pandangan tentang alam, pengetahuan keadilan
dan konservasi itu adalah konstruksi sosial sehingga tidak ada pandangan yang
mutlak benar. Tugas ke depan adalah menghargai dan mengakui konstruksi sosial
masyarakat pendukung dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang
berkelanjutan. Konsep pengelolaan yang diterapkan nantinya memberikan manfaat
kepada komunitas pendukung atau masyarakat lokal. Pastikan komunitas lokal
secara nyata mendapatkan manfaat dan keuntungan dari sebuah sistem
pengelolaan dan bukan dengan melempar komunitas lokal dari akar dan tempat
hidup mereka.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya rajungan di Indonesia secara formal dimulai pada
pada tahun 2011 melalui Edaran (SE) Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan (Dirjen P2HPKKP) No. B.1041/P2HP/PS400/1\V/2011 tertanggal 27
April 2011, dan berlaku terhitung 1 Juli 2011. Peraturan tersebut diperbaharui pada
tahun 2014 melalui SE Dirjen P2HP-KKP No. B.I185/P2HP/HK1.155/1\/2014
tertanggal 30 April 2014 sehingga ukuran lebar karapas yang bisa menjadi bahan
baku ekspor adalah >10 cm. Namun, implementasi kebijakan ini dalam pembinaan
dan monitoringnya belum tampak secara signifikan (Zairion, 2015). Menurut
Budiarto (2015), kecenderungan produksi rajungan nasional pada periode tahun
2000-2003 mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada periode
2003-2005, yang selanjutnya diikuti dengan peningkatan kembali pada periode
2005-2010. Secara keseluruhan, pada periode 2000-2013 terjadi kecenderungan
peningkatan produksi rata- rata tiap tahunnya sekitar 11,74 %. Tingkat produksi
tertinggi rajungan pada periode 2000—2013 tepatnya terjadi pada tahun 2013,
yaitu mencapai 52.369 ton. Total produksi terendah sebesar 14.053 ton pada tahun
2000.

Perikanan rajungan memerlukan pengelolaan yang tepat mengingat banyak
nelayan kecil yang dominan menangkap rajungan dan pengupas rajungan. Jumlah
pabrik juga perlu dikendalikan agar batas tangkapan dapat tetap dikontrol.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015
menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan rajungan
(Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur. Adapun penangkapan rajungan
(Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran lebar karapas >10 cm
(di atas sepuluh sentimeter). Selanjutnya, Permen KP No. 1 Tahun 2015 diperbaiki
dengan Permen KP No. 56 Tahun 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
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Nomor 56 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran
rajungan (Portunus spp.), dengan Harmonized System Code 0306.29.10.00, di
wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak
bertelur dan ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60
(enam puluh) gram per ekor. Di beberapa negara, pengelolaan perikanan dengan
penutupan musim memiliki tujuan untuk meningkatkan kelimpahan dengan
melindungi udang dari penangkapan atau dengan melindungi induk (broodfish)
selama aktivitas pemijahan (Arendse et al., 2007). Penutupan area dan musim
penangkapan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya perikanan
yang sederhana secara konseptual, namun dalam perencanaannya memerlukan
pertimbangan baik teknis, sosial, dan ekonomi serta memerlukan kehati-hatian
dalam pelaksanaannya.

Pendekatan dengan memberlakukan penutupan area dan musim
penangkapan juga mudah dikerjakan untuk perlindungan stok pada perikanan yang
kompleks atau pada kondisi data perikanan yang buruk (poor data). Hal ini
dimaksudkan untuk melindungi spesies hasil tangkapan sampingan yang tidak bisa
dilindungi dengan cara lain, dan untuk melindungi habitat bentik yang sensitif
(Hall, 2002). Penutupan area dan musim penangkapan telah secara luas digunakan
sebagai alat manajemen perikanan dan manfaatnya telah banyak dirasakan dalam
pengelolaan sumber daya perikanan (NOAA, 1985). Penerapan aturan ini di
Perairan Texas telah menghasilkan peningkatan 30—36% standing stock udang
dan keuntungan mencapai 6—9% dari prediksi hasil tangkapan tahunan (Nichols,
1984). Penutupan musiman perikanan udang di Teluk Meksiko memberikan
peningkatan hasil dan nilai keseluruhan tercatat pada tahap tahun pertama,
penutupan musiman juga telah memberikan keuntungan dalam perikanan lobster
di perairan Florida (Everson, 1986).

Nilai manfaat rajungan yang tinggi telah menyebabkan besarnya upaya
penangkapan rajungan. Permintaan daging rajungan dari pasar ekspor
menyebabkan harga rajungan semakin tinggi di pasar domestik maupun ekspor
sehingga upaya eksploitasi sumber daya tersebut juga meningkat. Eksploitasi ini
mengakibatkan jumlah armada penangkapan yang relatif terus bertambah, cara
penangkapan yang kurang memperhatikan tahapan hidup rajungan, serta
penggunaan alat tangkap yang tidak selektif. Strategi pengelolaan yang
memperhatikan daya dukung rajungan harus menjadi acuan agar pemanfaatan
sumber daya rajungan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Strategi pengelolaan
ini juga perlu memperhatikan karakteristik siklus hidup rajungan dan sosial
ekonomi nelayan penangkap rajungan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan
untuk menggambarkan beberapa hal: Pertama, isu dan strategi dalam pengelolaan
rajungan di Indonesia; Kedua, konsep pendekatan open closed season dalam
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pengelolaan rajungan; dan Ketiga, tantangan dalam implementasi pendekatan open
closed season.

Isu dan Permasalahan dalam Pengaturan Rajungan

Isu pemanfaatan perikanan rajungan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu, isu
sumber daya, isu sosial ekonomi, dan isu tata kelola. Isu sumber daya perikanan
rajungan meliputi: 1) degradasi stok sumber daya rajungan di alam, 2) adanya
penangkapan rajungan bertelur dan ukuran rajungan minimal yang boleh
ditangkap, 3) degradasi habitat penting rajungan, 4) adanya hasil tangkapan
rajungan yang tidak dilaporkan atau terdata, 5) belum optimalnya penelitian atau
kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran, dan siklus hidup rajungan
secara spasial dan temporal. Isu terkait sosial ekonomi meliputi; 1) tuntutan pasar
yang semakin meningkat terhadap produk yang mensyaratkan ukuran minimal
yang boleh ditangkap dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur, 2) akses
nelayan terhadap pembiayaan kepada nelayan penangkap rajungan, 3) kesadaran
masyarakat terhadap penggunaan alat tangkap rajungan yang ramah lingkungan
masih rendah. Sementera itu, isu tata kelola meliputi; 1) pengetahuan dan
kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, dan stakeholder lainnya tentang
pentingnya kelestarian rajungan bagi keberlanjutan usaha, 2) penegakan hukum
yang belum optimal terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait
perikanan rajungan termasuk salah satunya belum diimplementasikannya harvest
control rule dengan baik, serta 3) keterlibatan nelayan penangkap rajungan dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan rajungan.

Pada pertengahan tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan pengelolaan rajungan bersama
dengan kepiting dan lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No.12 Tahun 2020. Hasil observasi di lapangan menunjukkan hasil tangkapan
nelayan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Ukuran lebar karapas rajungan hasil
tangkapan nelayan masih banyak yang berukuran <10 (sepuluh) cm atau beratnya
di bawah 60 (enam puluh) gram per ekor, selain itu juga masih banyak rajungan
yang bertelur. Secara umum, ada 2 (dua) kelompok nelayan rajungan jika dilihat
dari aspek pemasaran, yaitu: 1) kelompok nelayan yang terikat dengan pedagang
pengumpul atau mini plant dan 2) kelompok nelayan yang bebas atau tidak terikat
oleh pedagang pengumpul atau miniplant. Pada kelompok pertama, nelayan harus
menjual hasil tangkapannya baik rajungan maupun daging rajungan kepada
pedagang pengumpul/mini plant. Hal ini sebagai konsekuensi dari fasilitas yang
diberikan oleh pedagang pengumpul, misalnya pinjaman uang maupun input
produksi. Kelompok kedua memiliki kebebasan dalam menjual hasil tangkapan
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rajungan atau daging rajungan kepada pedagang pengumpul yang membeli dengan
harga tinggi. Harga beli yang diterima oleh nelayan sudah memberikan
keuntungan bagi mereka.

Nelayan penangkap rajungan sadar adanya fenomena penurunan produksi
rajungan, ukuran rajungan dan kualitas rajungan di wilayahnya. Metode nelayan
dalam melakukan menangkap rajungan yang tidak selektif dapat mengakibatkan
berkurangnya hasil tangkapan rajungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Pada akhirnya, pedagang pengumpul atau pengolah rajungan mencampur semua
jenis daging. Hal ini telah berakibat pabrik atau eksportir daging rajungan
membelinya dengan harga root, yaitu harga rata-rata daging rajungan yang
diberlakukan untuk semua jenis daging, dan tidak membedakan jenis daging.
Fenomena ini disebabkan oleh 2 hal: Pertama, ukuran rajungan yang tertangkap
semakin kecil yang menyebabkan daging yang dihasilkan semakin sedikit; Kedua,
eksportir semakin kesulitan untuk memenuhi target produksi yang diberikan oleh
pembeli atau buyer.

Inovasi Konsep Open Closed Season (OCS)

Konsep model sosial ekonomi OCS dalam pengelolaan rajungan
mempertimbangkan 5 (lima) modal utama yaitu fisik, manusia, finansial, alam, dan
sosial. Kelima modal utama tersebut mempunyai variabel masing-masing yang
berbeda. Variabel yang merupakan modal fisik adalah input produksi, transportasi
publik dan pelayanan dasar. Modal manusia terdiri dari usia, tingkat pendidikan,
jumlah anggota keluarga, pengalaman kerja dan jenis pekerjaan. Modal finansial
terdiri dari variabel kelembagaan ekonomi, tren pendapatan, usaha penangkapan,
dan tren harga. Modal alam terdiri dari kelembagaan tata kelola, tren produksi,
penangkapan dan alat tangkap, daerah penangkapan dan musim penangkapan.
Terakhir, modal sosial terdiri dari variabel persepsi, kelembagaan sosial,
organisasi masyarakat, dan kelompok usaha. Variabel-variabel tersebut digunakan
untuk mengukur tingkat keberlanjutan usaha rumah tangga pada penangkapan
rajungan. Lima modal di atas juga akan digunakan untuk menentukan lokasi dan
waktu pelaksanaan OCS dan alat tangkap yang direkomendasikan untuk
menangkap rajungan. Ini merupakan kebijakan inti dari pendekatan OCS ini yaitu
mencari formula waktu pelaksanaan dan lingkup dari OCS pengelolaan rajungan
(Gambar 1).
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Gambar 1. Konsep Model Sosial Ekonomi Pengelolaan Rajungan dengan
Pendekatan Open Closed Season.

Waktu pelaksanaan OCS untuk pengelolaan rajungan perlu dilakukan
dengan membatasi ruang lingkup dari OCS ini. Penentuan lokasi dan waktu
pelaksanaan OCS pada riset ini dilakukan dengan pendekatan sistem dinamis. Ada
2 hal utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu penangkapan
ditutup sementara, yaitu: musim puncak penangkapan dan musim pemijahan
rajungan. Apabila waktu musim puncak penangkapan rajungan berbeda dengan
waktu pemijahan, maka waktu penutupan sebaiknya dapat dilakukan pada musim
pemijahan. Namun, pada saat musim pemijahan bersamaan dengan musim puncak
penangkapan, maka pendekatan yang kita lakukan perlu kehati-hatian terutama
multi efek yang akan ditimbulkan khususnya pada aspek ekonomi.

Pengelolaan perikanan dengan penutupan musim memiliki tujuan untuk
meningkatkan kelimpahan dengan melindungi sumber daya dari penangkapan atau
dengan melindungi induk selama aktivitas pemijahan (Arendse et al., 2007). Selain
melindungi sumber daya, tujuan lain kebijakan penutupan musim dan area
penangkapan adalah meningkatkan produksi tangkapan, meningkatkan
pendapatan nelayan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat pesisir secara luas.
Penutupan area dan musim telah secara luas digunakan pada komoditas udang,
sardine, lobster dan komoditas lainnya, baik pada usaha perikanan skala kecil
(small-scale fisheries) maupun pada usaha perikanan skala besar (Bavinck et al.,
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2008; Rola et al., 2018; Owusu & Andriesse, 2020). Beberapa hasil dari kebijakan
open closed dalam perikanan menunjukan hasil positif karena tujuan tercapai,
beberapa menunjukan hasil yang negatif karena tujuan tidak tercapai, dan terjadi
gejolak dalam masyarakat. Penerapan open closed memerlukan kerjasama, tidak
hanya dari pemerintah, tetapi juga kepada nelayan, asosiasi nelayan dan entitas
masyarakat lain yang terkait dengan kebijakan. Peran pengawasan oleh pemerintah
terhadap kebijakan yang diterapkan juga menjadi salah satu faktor penting.

Di Indonesia sendiri, kebijakan atau pengaturan perikanan berbasis open
closed season telah dilakukan. Pada skala nasional, kebijakan penutupan aktivitas
perikanan berdasarkan lokasi dan musim telah dilakukan di Perairan Laut Banda,
Perairan Arafura terhadap alat tangkap trawl. Pada skala lokal, istilah OCS dapat
dimaknai dalam berbagai istilah kearifan lokal seperti sasi dan awig — awig pada
masyarakat perikanan yang berada di wilayah tengah dan timur Indonesia (Evans
et al., 1997). Lama atau durasi waktu penutupan sangat tergantung kepada
komoditas perikanan yang akan dilakukan intervensi. Di laut Banda, penutupan
dilakukan selama 4 bulan. Pada perikanan skala kecil, waktu penutupan cukup
bervariasi antara 1 minggu hingga 1 tahun. Pengaturan open closed berbasis
masyarakat pada skala kecil relatif lebih berhasil dibandingkan dengan pengaturan
berbasis skala nasional.

Pada komoditas rajungan, kebijakan/pengaturan penangkapan dengan
pendekatan OCS diyakini perlu mempertimbangkan waktu pemijahan komoditas
itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian berbasis biologi dan ekologi
yang menunjukan bahwa musim pemijahan berbeda—beda sesuai dengan
karakteristik lokasi. Selain waktu pemijahan, informasi puncak penangkapan
rajungan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan informasi penting untuk
dipertimbangkan. Hasil wawancara terhadap nelayan, persepsi terhadap musim
puncak rajungan adalah pada bulan Januari hingga bulan Mei. Sementara bulan
Juni hingga bulan Desember merupakan periode musim paceklik bagi nelayan.
Penerapan closed season perikanan pada komoditas rajungan dapat dilakukan pada
saat musim paceklik rajungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerugian yang
akan diterima oleh masyarakat nelayan.

Musim paceklik juga berkaitan dengan kondisi angin dan lingkungan laut,
nelayan seringkali mendefinisikan musim angin barat sebagai masa paceklik.
Beberapa informasi musim angin barat di Pantai Utara Jawa dimulai dari bulan
November - Januari. Pada saat itu, hasil tangkapan relatif lebih sedikit
dibandingkan dengan bulan — bulan lainnya. Rajungan akan mengalami masa
puncak penangkapan pada saat pada saat musim angin barat selesai, yaitu pada
pertengahan bulan April. Potensi waktu closed season dapat dilakukan antara
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bulan Agustus hingga September. Nelayan juga harus menempuh jarak yang lebih
jauh untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam satu trip penangkapan, seperti
yang terjadi di Betahwalang-Demak yang menempuh jarak semakin jauh menuju
fishing ground setiap tahunnya (Abidin et al., 2014).

Pada aspek ekonomi, waktu penutupan dapat dilihat berdasarkan indikator
produksi, harga dan nilai produksi. Produksi yang tinggi, namun tidak disertai
dengan peningkatan nilai produksi dapat menjadi indikasi awal dilakukannya
kebijakan penutupan. Bulan Mei dan bulan November — Desember dapat menjadi
indikasi awal penutupan closed season. Ihsan et al. (2019) menegaskan bahwa
perlindungan terhadap reproduksi rajungan dapat dilakukan pada waktu-waktu
kritis reproduksinya. Oleh karena itu, kriteria yang menjadi pertimbangan
penetapan waktu closed season untuk penangkapan rajungan adalah musim
pemijahan, musim iklim (musim barat), musim paceklik, produksi pada saat
puncak musim penangkapan (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Penetapan Waktu Closed Season untuk Penangkapan

Rajungan.

Kriteria Komoditas Rajungan
Musim pemijahan Februari-Juni dan September-Desember
Musim iklim (Musim November-Januari
barat)
Musim paceklik = Mei (awal musim paceklik)

= Agustus-September (puncak musim paceklik)
Produksi total:
1. Mei (1 Bulan)
1. Produksi tinggi —nilai 5 j,1i — Oktober (4 Bulan)
rendah
2. Produksi dan nilai 3. November-Desember (2 Bulan)
produksi rendah
(Paceklik agregat)
3. Produksi rendah — nilai

tinggi
Skenario (Pilihan) = S-1: Mei (awal musim paceklik)
kebijakan closed season = S-2: Juli — Oktober (Paceklik Agregat)
(waktu penangkapan) = S-3: November-Desember (Awal Musim

Penangkapan — Produksi rendah, tetapi memiliki
nilai yang tinggi (kualitas rajungan baik)
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Alat tangkap yang digunakan dalam pengelolaan rajungan perlu
mempertimbangan spesifikasi dan karakter alat tangkap tersebut. Faktor ramah
lingkungan dan tidak bersifat destruktif menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan
rajungan. Spesifikasi alat tangkap juga terkait kepentingan menjaga kualitas
rajungan yang ditangkap dan daging yang ada di dalamnya, serta ukuran rajungan.
Kualitas rajungan dan daging rajungan akan sangat berpengaruh terhadap harga
jual maupun ekspor rajungan yang faktanya sudah mengalami penurunan kualitas.
Penurunan kualitas daging rajungan telah menyebabkan adanya praktek
penyampuran daging rajungan yang tidak membedakan berdasarkan jenis atau
bagian daging. Akibatnya, saat ini pembelian daging rajungan dihargai sama yang
disebut “root”.

Kebijakan buka tutup musim penangkapan perlu diikuti oleh kebijakan
pendukungnya, Vaitu: sosialisasi, fasilitasi, insentif, dan jaring pengaman.
Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan tata cara pegelolaan secara buka tutup
musim penangkapan. Sosialisasi juga digunakan sebagai alat edukasi masyarakat
terutama nelayan dan pengolah agar memahami sistem pengelolaan buka tutup ini,
sehingga mereka dapat mengikuti aturan-aturan yang ada dalam pengelolaan open
closed season. Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada nelayan
dan pelaku usaha rajungan yang terdampak dari penutupan musim penangkapan.
Fasilitasi terhadap pelaku usaha bisa berupa kemudahan perizinan usaha bagi
nelayan yang ingin menggunakan alat tangkap ikan maupun usaha perikanan
lainnya. Insentif dilakukan untuk memberikan keringanan terhadap pelaku usaha
agar tetap bertahan ketika musim penutupan penangkapan rajungan. Insentif dapat
berupa pemberian kredit dengan bunga rendah, pemberikan sembako selama
musim penutupan, maupun menyediakan lapangan pekerjaan lainnya. Jaringan
sosial bisa dimasukkan ke dalam skema kebijakan pendukung untuk memastikan
pelaku usaha tetap aman secara perekonomian dan kebutuhan keluarga. Jaring
pengaman dapat berupa asuransi, penguatan kelembagaan ekonomi seperti
koperasi, BUMDES, BUMD. Keempat kebijakan pendukung di atas bersifat
optional, artinya, penerapan kebijakan pendukung tersebut tidak harus dilakukan
secara bersamaan.

Tantangan dalam Implementasi Konsep OCS

Pengurangan upaya penangkapan menyebabkan menurunnya jumlah
produksi rajungan dalam jangka pendek, namun menunjukkan peningkatan
produksi dalam jangka panjang. Dinamika perubahan pendapatan dari usaha
penangkapan rajungan menunjukkan pola yang sama dengan dinamika total
produksi. Berdasarkan hukum supply-demand, yaitu ketika jumlah produksi
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menurun, maka harga rajungan akan mengalami peningkatan. Asumsinya bahwa
ketika dilakukan pengurangan upaya penangkapan sebesar 25%, maka harga
rajungan mengalami peningkatan sebesar 10% dari harga dasar ~. Dengan
demikian, pengurangan upaya penangkapan juga menyebabkan terjadinya
peningkatan pendapatan dari pelaku usaha penangkapan rajungan.

Menurut Chiaravalloti et al. (2021), pemahaman terhadap musim
penangkapan dapat berkontribusi pada keberhasilan adaptasi adaptasi secara
sosial-ekologis. ~ Penerapan  model  pengelolaan  rajungan  dengan
pendekatan OCS membutuhkan dukungan kelembagaan yang komprehensif dari
hulu ke hilir. Menurut Johnston et al. (2011), metode pengaturan penangkapan
digunakan untuk menentukan jumlah upaya penangkapan dan membantu
keberlanjutan perikanan rajungan pada distribusi alaminya. Kelembagaan yang
dimaksud dimulai dari kelembagaan produksi, pengawasan, keuangan, dan
pemasaran rajungan. Skema kelembagaan yang diusulkan agar model OCS dapat
berjalan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya rajungan, keadilan
berusaha bagi pelaku usaha, dan keberlanjutan usaha memerlukan peran aktor
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skema Kelembagaan Penerapan Model Pengelolaan Rajungan
dengan Pendekatan Open Closed Season.

Jenis Indikator Aktor/

kelembagaan Fungsi kelembagaan Stakeholders
Kelembagaan Supply sarana prasarana = Peningkatan = DJPT
produksi penangkapan yang ramah produksi = DJPRL
lingkungan » Peningkatan = BRSDMKP
Penetapan zonasi penangkapan  pendapatan = Dinas KP Kab
» Peningkatan = Penyuluh

Peningkatan kapasitas nelayan

Sosialisasi aturan pelarangan
rajungan bertelur dan berat <

nilai tambah  perikanan
= Bappeda
= Dinas Koperasi

60 gram
Pe_ngelolaan limbah cangkang . ﬂla:ar;aL;;]M
rajungan
Perlindungan ekosistem
mangrove
Kelembagaan Penegakan » Peningkatan = PSDKP
pengawasan aturan administrasi penggunaan  tingkat = DJPT
alat tangkap yang ramah kepatuhan = Dinas KP Prov
lingkungan, ukuran rajungan pelaku = Pokmaswas
yang ditangkap, dan daerah usaha
penangkapan.
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Jenis Indikator Aktor/

kelembagaan Fungsi kelembagaan Stakeholders

Penegakan jual beli
rajungan undersize

Kelembagaan Kemudahan akses permodalan = Peningkatan = DJPT
keuangan Memutus ketergantungan produksi = LPMUKP
nelayan dengan tengkulak dan = Perbankan
renternir = Dinas Koperasi
Penyaluran kredit, keringanan = Jaminan dan UKM
bunga bank, pembebasan pendapatan *® Koperasi
pajak pada = Bumdes
saat closed
season diberl
akukan
Kelembagaan Standarisasi harga rajungan = Jaminan = DJPDSKP
pemasaran susuai dengan kualitas, jenis pasar = BKIPM
dan bagian daging rajungan. = Keadilan = Perusahaan/
Efisiensi rantai pemasaran berusaha = eksportir
Memutus hubungan patron bagi pelaku = Asosiasi
klien yang bersifat eksploitasi  usaha
KESIMPULAN

Isu dan pemanfaatan perikanan rajungan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu isu
sumber daya, isu sosial ekonomi, dan tata kelola. Isu terkait pemanfaatan sumber
daya rajungan meliputi: degradasi stok dan habitat, penangkapan rajungan
bertelur, dan unreported fishing. Isu sosial ekonomi meliputi: tuntutan pasar
terhadap ukuran minimal, akses nelayan terhadap pembiayaan, kesadaran terhadap
penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Sementara itu, kendala tata kelola
meliputi: pengetahuan dan kesadaran nelayan, pengepul, mini plant, dan
stakeholder tentang kelestarian rajungan, penegakan hukum belum optimal,
keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan.

Model dasar sosial ekonomi pengelolaan rajungan dibentuk dengan proses
dan tahapan penyusunan model mulai dari definisi, penyusunan tahapan,
penyusunan variabel sampai dengan solusi kebijakan. Konsep model yang
dibentuk mencakup paket kebijakan inti dan kebijakan pendukung agar
implementasi model dapat dilakukan secara menyeluruh.

Pendekatan open closed season ini dapat digunakan sebagai salah satu alat
untuk mengelola penangkapan rajungan, tetapi memerlukan kondisi tertentu, yaitu:
(1) implementasi aturan pengelolaan yang ada; (2) penegakan hukum dari aturan
eksisting; (3) open closed season harus disertai dengan pengendalian pasar
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(demand side) sebagai key driven dari pendekatan open closed season yang
dasarnya adalah supply side management; (4) prototipe dilanjutkan ke tahap desain
detil dan implementasi; (5) mempersiapkan 4 (empat) kelembagaan pendukung
keberhasilan pendekatan OCS tersebut, yaitu: kelembagaan produksi,
kelembagaan pengawasan, kelembagaan keuangan, dan kelembagaan pemasaran.
Kelembagaan tersebut harus mempunyai fungsi yang jelas dan indikator
keberhasilan yang terukur; (6) Model OCS ini akan dapat mencapat target jika
dilaksanakan dengan melibatkan banyak stakeholder baik internal KKP,
pemerintah daerah, perbankan, swasta, asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya.
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PENDAHULUAN

Laut Banda merupakan salah satu wilayah perairan potensial untuk industri
perikanan di Indonesia. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Kepmen KP) Nomor 50 Tahun 2017, estimasi potensi sumber daya perikanan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714
adalah sebesar 788.939 ton. Pada kelompok perikanan pelagis besar potensinya
adalah sebesar 304.293 ton. Tingkat pemanfaatan sumber daya tuna ini mencapai
0,78, yang berarti telah berada pada kondisi fully exploited. Kondisi tersebut serupa
dengan kondisi pemanfaatan sumber daya pada 10 tahun ke belakang (Sukresno &
Suniada, 2008).

Sumber daya perikanan di Laut Banda dieksploitasi menggunakan berbagai
jenis tangkap. Di antara alat-alat tangkap tersebut adalah purse seine, gillnet
oceanik, pancing cumi, tuna longline, pole and line (huhate), pancing tonda
maupun hand line. Informasi mengenai karakteristik pemanfaatan sumber daya
perikanan, komposisi hasil tangkapan, musim penangkapan, Laut Banda relatif
cukup banyak. Namun, informasi tersebut pada umumnya terbatas pada pelaku
usaha perikanan skala besar (kapal berukuran lebih dari 30 GT), yang
berkewajiban melaporkan aktivitas penangkapannya dan hasil tangkapan pada
pengelola pelabuhan perikanan.

Masih banyak informasi yang harus diungkap. Hal ini mengingat bahwa
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tuna terbesar di dunia, sehingga
kebijakan pengelolaan yang tepat dan efektif, yang sangat bergantung pada
kelengkapan informasi, sangat diperlukan. Sebagai catatan, total produksi sebesar
7.7 juta ton, yang berarti setara dengan 16% dari produksi dunia (data tahun 2015)
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(KKP, 2015). Di antara aspek kebijakan yang perlu diperhatikan dalam sumber
daya jenis ini adalah kontinuitas rekrutmen, yang dikaitkan dengan kesempatan
bagi ikan untuk melalui siklus hidupnya dengan baik, tanpa ada gangguan berarti
pada salah satu tahapannya. Sebagaimana dilaporkan oleh Hidayat et al. (2014),
salah satu contoh gangguan seperti itu misalnya adanya penangkapan ikan
madidihang menggunakan pancing tonda, di mana ikan yang tertangkap dan
didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari masih tergolong ikan
muda. Dengan demikian, kehati—hatian dalam pemanfaatan sumber daya jelas
sangat relevan agar ikan tidak punah (Hidayat et al., 2014). Laporan senada
disampaikan oleh Nugraha dan Chodrijah (2010), yang mengamati pendaratan
tangkapan tuna Laut Banda di Pelabuhan Benoa, yang didominasi oleh tuna ekor
kuning (madidihang) dan tuna mata besar.

Prinsip kehati-hatian yang disuarakan oleh para peneliti kemudian
ditandaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui
pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 4
Tahun 2015. Permen tersebut berisi larangan penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714. Alasan
pemilihan WPPNRI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda adalah
bahwa perairan tersebut merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang
strategis di Indonesia, di mana tuna melewati fase pemijahan (breeding ground)
dan bertelur (spawning ground). Karenanya, mengingat besarnya potensi sumber
daya ikan di WPPNRI 714 yang mencapai 431.069 ton/tahun (KKP, 2016),
peraturan tersebut sangat relevan.

Permen KP ini merupakan peraturan pertama yang mempertimbangkan
dimensi lokasi dan waktu pemijahan ikan. Disebut lokasi karena termuat dalam
Lampiran Permen KP No. 4 Tahun 2015, titik koordinat yang berada pada 126 —
132° BT dan 4 — 6° LS di Laut Banda, dan pada dimensi waktu bulan Oktober—
Desember untuk penangkapan lkan Tuna Sirip Kuning (yellowfin tuna/Thunnus
albacares/madidihang).

Sistem buka tutup musim penangkapan ikan di WPP 714 dimaksudkan
untuk memastikan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Menurut Adam (2016),
eksploitasi sumber daya yang ada perlu dilakukan secara hati-hati. Penggunaan
alat tangkap yang ramah lingkungan harus tetap dipertahankan, sedangkan yang
tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Muawanah (2018) menambahkan bahwa
pendekatan Kkonservasi beberapa bagian wilayah mempunyai konsekuensi
ekonomi dan sumber daya, baik positif maupun negatif.

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dan berperan dalam
pemanfaatan sumber daya ikan tuna di laut Banda? Bagaimana posisi dan perannya
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dalam merespon kebijakan pemberlakuan larangan penangkapan ikan tuna sirip
kuning di laut Banda? Terkait pertanyaan tersebut, makalah ini dimaksudkan untuk
menyampaikan hasil kajian yang difokuskan pada: 1) identifikasi pemangku
kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya ikan tuna di laut Banda; 2)
mendeskripsikan kekuatan dan sikap pemangku kepentingan terhadap tujuan
pelarangan penangkapan tuna sirip kuning di laut Banda; dan 3) mendeskripsikan
pola keterhubungan antar pemangku kepentingan dengan tujuan pelarangan. Hasil
kajian memberikan gambaran model hubungan antar pemangku kepentingan
dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tuna di Laut Banda.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di Pulau Banda. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan mixed method yang memadukan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif dalam semua tahapan proses penelitian untuk
mendapatkan gambaran secara holistik tentang karakteristik dari pemangku
kepentingan dalam pemberlakukan kebijakan pelarangan penangkapan tuna sirip
kuning di laut Banda.

Studi ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (wawancara
mendalam, diskusi kelompok terfokus dan pengamatan langsung). Analisis data
menggunakan metode MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts Tactics,
Objectives and Recommendations) (Arcade et al., 1999; Bendahan et al., 2003)
untuk menganalisis secara mendalam hubungan kekuasaan antar aktor, daya saing
aktor, dan sikap aktor terhadap tujuan. Model ini telah banyak digunakan dalam
berbagai bidang penelitian (Bousset et al., 2007; Unep, 2009; Esparciaet al., 2014;
Isa & Mangifera, 2017; Panagiotopoulou et al., 2017, Boumaour et al., 2018;
Yunardi et al., 2019; Wardono et al., 2019; Mafruhah et al., 2020; Ariyani et al.,
2020) dari berbagai negara dan juga wilayah di Indonesia yang menyampaikan
masalah penelitian yang berbeda.

Cara kerja Mactor didasarkan pada pengaruh antar aktor (inter-actor
influence) yang dibedakan sebagai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung,
dan pengaruh potensial (Fauzi, 2019), serta adanya kemungkinan para aktor untuk
mempengaruhi aktor lain secara langsung dan tidak langsung dengan tujuan
(Ramirez, 1999; Lakner et al., 2018). Tahapan analisis Mactor dimulai dari
menentukan aktor sistem, menentukan seperangkat tujuan, mendeskripsikan
hubungan kekuasaan aktor dan menggambarkan sikap (tingkat resistensi) aktor
terhadap tujuan yang diukur (Rees & MacDonell, 2017).

Deskripsi Lokasi Penelitian

Banda Neira atau Banda Naira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda,
dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
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Kecamatan Banda merupakan kecamatan yang dinilai dapat mewakili perairan
Laut Banda untuk pemanfaatan ikan tuna sirip kuning. Secara administratif luas
wilayah Kecamatan Banda 172 km?. Kecamatan Banda terdiri dari 12 pulau,
dengan 7 pulau yang dihuni. Secara geografis, Kecamatan Banda dibatasi oleh
Selat Seram di sebelah utara, Kepulauan Teon Nila Serua di sebelah selatan, serta
laut Banda di sebelah timur dan barat.

Penduduk Kecamatan Banda berjumlah 20.711 orang dengan komposisi
pria 50,2% dan wanita sebesar 49,8%. Jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai
5.665 KK. Dengan demikian, rata-rata satu keluarga didiami oleh 3 sampai 4
orang. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 20,11 % pada tahun 2018 (BPS,
2019). Nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk di
Kecamatan Banda. Tercatat 3.278 orang yang berprofesi sebagai nelayan utama,
dan 2.262 orang sebagai buruh nelayan (Anak Buah Kapal/ABK) pada tahun 2018.

Armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan
Banda didominasi oleh perahu tanpa motor yang mencapai hampir 48%, dan hanya
13% armada perahu atau kapal motor. Itu pun didominasi oleh kapal ukuran di
bawah 5 GT (51,9%) (Gambar 1). Adapun alat penangkapan ikan yang banyak
digunakan oleh nelayan adalah pancing tonda. Jumlahnya mencapai 48,2% dari
total jumlah alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kecamatan
Banda (Gambar 2).

—

>~ 10-19
GT

\

20-30 GT

Gambar 1. Sebaran Armada Penangkapan lkan yang Digunakan Nelayan
di Kecamatan Banda, 2018.
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Gambar 2. Sebaran Alat Penangkapan Ikan di Kecamatan Banda, 2018.

Kebijakan Pelarangan Penangkapan Tuna Sirip Kuning di Laut Banda

Implementasi merupakan bagian penting proses kebijakan sebagai penentu
keberhasilan penerapannya. Implementasi kebijakan ialah indikator keberhasilan
suatu kebijakan sanggup dilaksanakan/diterima oleh masyarakat. Pada umumnya
kebijakan dijadikan sarana menyelesaikan masalah menggunakan berbagai
alternatif solusi (Kartodihardjo, 2017).

Potensi sumber daya pada suatu wilayah, merupakan kekayaan yang
dikuasai negara dan perlu dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33, Ayat (3), Bab X1V,
Undang-Undang Dasar 1945: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 4 Tahun 2015
tentang Larangan Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia 714. Permen ini dibentuk dalam rangka melindungi daerah
pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) di WPP 714,
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Identifikasi Aktor dan Tujuan Pelarangan Penangkapan Tuna Sirip Kuning
di Laut Banda

Tahap pertama dalam melakukan analisis MACTOR adalah melakukan
identifikasi aktor. Hasil analisis menunjukkan adanya 15 (lima belas) aktor terkait
dengan pemanfaatan sumber daya perikanan tuna di Laut Banda baik secara
langsung maupun tidak langsung. Aktor-aktor tersebut berasal dari kelompok
pemerintah, swasta, akademisi/peneliti, pelaku utama dan masyarakat (Tabel 1).
Kemudian, masing-masing aktor didefinisikan untuk memberikan batasan dari
aktor yang telah teridentifikasi.

Tabel 1. Aktor yang Berpartisipasi dalam Kebijakan Pelarangan
Penangkapan Tuna Sirip Kuning di Laut Banda.

No Aktor/pelaku/ Variabel Penjelasan
stakeholder Aktor

1. Direktorat Sumber Daya SDI DJPT Unit kerja pemerintah pusat yang

lkan DJPT menangani pengelolaan sumber daya
ikan

2. Dinas Kelautan dan DKP Prov Unit kerja pemerintah yang menangani
Perikanan Propinsi bidang kelautan dan perikanan di
Maluku Propinsi Maluku

3. Cabang Dinas KP DKP Gugusl Unit kerja pemerintah di Propinsi
Propinsi Gugus Pulau 1 Maluku untuk gugus pulau 1

4. UPTD Pelabuhan PPP Banda Unit kerja pemerintah propinsi yang
Perikanan Pantai Banda ditempatkan di Banda

5. Pengawasan Sumber PSDKPAmbon  Unit kerja pemerintah yang menangani
Daya Kelautan dan bidang pengawasan sumberdaya
Perikanan Ambon kelautan dan perikanan di Maluku

6.  Satuan Kerja PSDKP Banda  Unit kerja pemerintah yang menangani
Pengawasan Sumber bidang pengawasan sumberdaya
Daya Kelautan dan kelautan dan perikanan di Banda

Perikanan Banda

7. Taman Wisata Perairan ~ TWP Banda Unit kerja pemerintah pusat yang
Laut Banda menangani pengelolaan kawasan
konservasi perairan laut Banda

8. Kantor Camat Banda Camat Banda  Unit kerja pemerintah yang berwenang

secara administratif di Kecamatan
Banda
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Aktor/pelaku/ Variabel Penjelasan

stakeholder Aktor
9.  Sekolah Tinggi STP Hatta Perguruan Tinggi di Pulau Banda yang
Perikanan Hatta Sjahrir memiliki ketertarikan dalam

pengembangan kelautan dan perikanan

10. PT.MPM Perusahaan Perusahaan yang bergerak dalam
MPM bidang produksi dan pengelolaan tuna
beku
11. PT. Harta Samudra Perusahaan HS  Perusahaan yang bergerak dalam
bidang produksi dan pengelolaan tuna
beku
12.  Nelayan Purse Seine Nelayan PS Pelaku utama penangkapan ikan di

Laut Banda yang menggunakan alat
tangkap purse seine

13. Nelayan Hand Line Nelayan HL Pelaku utama penangkapan ikan di
Laut Banda yang menggunakan alat
tangkap hand line

14. Masyarakat pemerhati Masyarakat Masyarakat pemerhati lingkungan yang

lingkungan memanfaatkan sumber daya ikan laut
Banda
15. Yayasan Alam Lestari LINI Bali Organisasi nirlaba yang berbasis di Bali
Indonesia dengan misi utama untuk mendukung

konservasi dan pengelolaan sumber
daya laut pesisir melalui sains,
pendidikan, dan pemberdayaan
masyarakat pesisir. Salah satu
lokasinya adalah Banda dengan fokus
komoditas yellow fin tuna.

Sumber: Data primer diolah, 2019

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan
dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 4
Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP RI 714. Hasil analisis
menghasilkan 7 tujuan yang berhasil dirumuskan dan merujuk pada dimensi
ekonomi, sosial dan lingkungan (Tabel 2).
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Tabel 2. List Tujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan (Permen KP) No. 4 Tahun 2015.

Variabel Penjelasan
Tujuan
1. Peningkatan Ekonomi Ekonomi Lokal  Peningkatan ekonomi lokal
Lokal melalui pemerataan

pendapatan di masyarakat

2. Pendapatan Nelayan Income Peningkatan pendapatan rumah
tangga nelayan di Banda

3. Serapan tenaga kerja Labour Kegiatan penangkapan ikan di
laut Banda merupakan sumber
mata pencaharian sebagian
besar penduduk Banda

4. Kalender kerja nelayan Calendar Kegiatan penangkapan ikan di
laut Banda merupakan
pencaharian utama nelayan
Banda

5. Lokasi pemijahan ikan Spawning Pemanfaatan wilayah laut
untuk pemijahan sumber daya
ikan

6.  Peningkatan hasil Produksi Peningkatan produksi ikan
tangkapan hasil tangkapan nelayan di
Banda

7. Ukuran dan Jenis lkan Size Fish Membaiknya kualitas
ekosistem SDKP

Sumber: Data primer diolah, 2019
Relasi Antar Aktor

Hasil analisis Mactor yang pertama adalah peta pengaruh dan
ketergantungan aktor. Pengaruh aktor menggambarkan kemampuan aktor untuk
mempengaruhi aktor lain, desain, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan
suatu proyek. Sumber-sumber kekuatan pengaruh aktor ditentukan oleh
kepemilikan sumber daya material, posisi sosial, dan pengetahuan para aktor
terhadap masa depan suatu sistem (Tronvoll, 2017).
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Gambar 3. Pengaruh dan Ketergantungan Antar Aktor dalam Kebijakan
Pelarangan Penangkapan Tuna Sirip Kuning di Laut Banda.
Berdasarkan kekuatannya, aktor diposisikan dalam peta pengaruh dan
ketergantungan aktor dan dibedakan menjadi aktor dominan (pengaruh tinggi),
aktor yang didominasi (ketergantungan tinggi), aktor yang terisolasi (rendah
pengaruh dan ketergantungan), dan aktor relay (tinggi pengaruh dan
ketergantungan) (Elmsalmi & Hachicha, 2014).

Relasi antar aktor berdasarkan besaran kepentingan dan pengaruh terkait
kebijakan pelarangan penangkapan tuna sirip kuning di Laut Banda disajikan
secara visual pada Gambar 3. Secara umum, kepentingan dan pengaruh dibagi
menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu: subyek, pemain kunci, pengikut lain, dan
pendukung/penonton. Hasil penelitian terkait pemetaan kepentingan dan pengaruh
stakeholder untuk keberlanjutan tuna di Banda terbagi dalam 3 kuadran yaitu :
subyek, pemain kunci, dan pengikut lain.

Hasil identifikasi aktor kemudian diberi nilai skor untuk mengetahui
pengaruh dan ketergantungan antara aktor satu dengan yang lain yang dituangkan
dalam Matrix of Influences and dependences between actors (MDI). Dari Gambar
3, diperoleh pengelompokan aktor sebagai berikut:
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1. Kelompok Subyek, yaitu kelompok yang mempunyai pengaruh yang besar
kepada pelaku yang lain, namun sulit untuk dipengaruhi. Aktor pada kelompok
ini terdiri dari: KKP yang diwakili oleh Direktorat Sumber Daya lkan DJPT,
Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Sjahrir, Yayasan LINI Bali dan Masyarakat.

2. Kelompok Pemain Kunci yang terdiri dari : DKP Propinsi, PPP Banda, Camat
Banda, PSDKP Ambon, TWP Laut Banda, Nelayan Hand Line dan Perusahaan
MPM. Kelompok ini mempunyai pengaruh yang besar tetapi dapat diintervensi,
sehingga aktivitas dari kelompok ini dapat mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan pelarangan penangkapan tuna sirip kuning di Laut Banda.

3. Kelompok Pengikut Lain yang terdiri dari: Nelayan Purse Seine, PSDKP
Banda, Perusahaan HS, dan DK Gugus Pulau 1. Kelompok ini tidak
mempunyai pengaruh kepada yang lain tetapi sangat tergantung dari input
pengaruh dari yang lain.

Tingkat kompetitif (Competitiveness) antar aktor pelaksanaan kebijakan
pelarangan penangkapan tuna sirip kuning di Laut Banda dapat dilihat pada
Gambar 4.
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Gambar 4. Histogram dari Matriks Pengaruh dan Ketergantungan Antar Aktor
dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Laut Banda.
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Gambar 5. Histogram Mobilitas Aktor terhadap Tujuan Pemberlakuan Permen KP
No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan
di WPP RI 714.

Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa Yayasan LINI memiliki pengaruh
tertinggi sehingga daya saing mereka tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa
Yayasan LINI memiliki peran sentral dalam pengembangan masyarakat nelayan
tuna di Banda. Aktor dengan pengaruh terendah dan ketergantungan tinggi adalah
cabang dinas kepulauan.
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Gambar 6. Peta dan Grafik Konvergensi Orde Pertama antar Pemangku
Kepentingan.

Derajat mobilisasi dari tujuan pemberlakuan Permen KP No. 4 Tahun 2015
tentang Larangan Penangkapan lkan di WPP RI 714, yang paling banyak
menggerakan para pemangku kepentingan adalah peningkatan ekonomi lokal
diikuti dengan kalender kerja nelayan. Hal ini sesuai kondisi di lapangan bahwa
kegiatan penangkapan ikan merupakan satu-satu sumber pencaharian masyarakat
di kawasan Banda.

Matriks konvergensi pada orde pertama menunjukkan konvergensi
sederhana antara aktor yang ada identifikasi beberapa aktor jumlah posisi bersama
yang mereka miliki pada tujuan. Konvergensi di antara para pelaku dalam
pengelolaan sumber daya tuna di Laut Banda menunjukkan nilai-nilai kuat di
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, Yayasan LINI Bali, PSDKP Banda,
Perusahaan MPM, SDI DJPT dan PPP Banda yang menunjukkan posisi penting
dari para aktor ini karena mereka memiliki tingkat kepentingan bersama yang
tinggi. Stakeholder dengan konvergensi terendah adalah perusahaan Harta
Samudera. Stakeholder lainnya yang juga konvergensinya rendah adalah camat,
nelayan hand line dan masyarakat pemerhati lingkungan. Konvergensi rendah
terkait dengan tingginya daya saing, yang membuat mereka merasa bahwa tidak
perlu terhubung dengan pihak luar untuk diberdayakan. Peta dan grafik
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konvergensi antar pemangku kepentingan pada orde pertama disajikan pada
Gambar 6.

Matriks konvergensi pada orde kedua menunjukkan hubungan antar aktor
terhadap tujuan. Konvergensi rata-rata akan menghitung intensitas antara aktor
dengan tujuan dan kemauan yang sama menunjukkan kemungkinan aliansi
intensitas dengan hierarki tujuan atau preferensi antara aktor. Hasil analisis dari
orde kedua menunjukkan ada jaringan konvergensi yang sangat kuat antara
PSDKP Ambon, DKP Propinsi, SDI DJPT, Stasiun PSDKP Banda dan PPP Banda.
Hal ini menegaskan bahwa unit kerja pemerintah dapat menguatkan perannya
dalam melakukan pengawasan dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan
sumber daya ikan tuna di Laut Banda (Gambar 7).

Matriks konvergensi adalah matriks berbobot yang mempertimbangkan
aktor, tujuan dan daya saing masing-masing aktor. Pengaruh dan ketergantungan
aktor sebagai tertimbang. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda punya jaringan
yang kuat dengan pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat pusat, daerah dan
masyarakat sekalipun. Sementara aktor lain memiliki jaringan moderat dan lemah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa PPP Banda adalah aktor yang dapat diterima
oleh semua pihak dan sebagai pendorong aliansi di antara para pemangku
kepentingan.
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Gambar 7. Peta dan Grafik Konvergensi Orde Kedua antar
Pemangku Kepentingan.

KESIMPULAN

Aktor KKP yang diwakili oleh Direktorat Sumber Daya Ikan DJPT, Sekolah
Tinggi Perikanan Hatta Sjahrir, Yayasan LINI Bali dan Masyarakat merupakan
influence stakeholder dengan tingkat pengaruh paling tinggi. Keempatnya
memiliki pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang rendah terhadap aktor
lain. Keempat aktor tersebut mewakili unsur pemangku kepentingan yang
beragam, yaitu pemerintah pusat, akademisi, dan masyarakat. Oleh karenanya,
keempat aktor tersebut menjadi actor kunci untuk melakukan perbaikan pada
sebagian besar variabel-variabel penting di atas agar dapat mendorong
pelaksanaan kebijakan pelarangan penangkapan tuna sirip kuning di laut Banda.

Upaya tersebut akan semakin kuat jika keempat aktor tersebut membangun
aliansi atau kerja sama yang efektif dengan aktor penting lainnya, yaitu PSDKP
Ambon, DKP Propinsi, Stasiun PSDKP Banda dan PPP Banda yang bergerak pada
pengawasan dan penegakan hukum. Variabel yang paling efektif untuk
memobilitasi para aktor untuk membangun aliansi tersebut adalah penguatan peran
dalam melakukan pengawasan dan penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya
ikan tuna di Laut Banda.
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Implikasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian utama adalah perlunya
mempertimbangkan peran dan pengaruh para aktor dalam perencanaan sampai
pelaksanaan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan tuna di laut Banda yang
didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sehingga dapat berjalan secara
optimal dan berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan adalah mendorong
terjalinnya hubungan antar aktor kunci untuk bekerja sama membangun koordinasi
dan sinergi pengelolaan sumber daya ikan tuna yang efektif. Selain itu, para aktor
kunci juga harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas
implementasi kebijakan tersebut apabila telah ditetapkan.
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PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Larangan Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) 714. Area WPPNRI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo
dan Laut Banda, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di
Indonesia karena sebagai area pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur
(spawning ground) dari komodtas jenis ikan tuna. Estimasi potensi sumberdaya
ikan di WPPNRI 714 mencapai 431.069 ton/tahun (KKP, 2016).

Permen KP Nomor 4 Tahun 2015 tersebut diimplementasikan atas dasar
keinginan pemerintah untuk menerapkan penangkapan ikan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu poin utama dari penangkapan yang
berkelanjutan adalah melarang penangkapan pada area pemijahan dan bertelur.
Selain itu, KKP kembali menggalakkan penangkapan ikan berkelanjutan lewat
sertifikasi Fair Trade United States of America (FTUSA) atau biasa juga disebut
dengan sertifikat ecolabel. Salah satu titik penilaian dalam sertifikat ini adalah
penggunaan alat tangkap pancing ulur dalam penangkapan tuna (Affandi, 2014).
Alat tangkap ini merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan nelayan di
Laut Banda.

Kebijakan larangan penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh KKP
merupakan bagian dari peraturan yang membatasi eksploitasi sumber daya ikan
(SDI). Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan “buka tutup” musim
penangkapan ikan, artinya jenis ikan tuna sirip kuning dilarang ditangkap pada
bulan Oktober dan Desember pada batasan wilayah yang ditetapkan di sekitar Laut
Banda (Adam, 2016). Penangkapan ikan tuna sirip kuning pada titik koordinat
126-132° BT (Bujur Timur) dan 4-6° LS (Lintang Selatan). Hal itu dilakukan
karena wilayah tersebut merupakan daerah pemijahan (breeding ground) dan
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daerah bertelur (spawning ground),untuk mencegah terjadinya penangkapan
berlebihan (over exploitation) (Saputra, et al., 2016).

Kebijakan pelarangan penangkapan ikan tuna merupakan salah satu
implementasi dari pola buka tutup musim penangkapan ikan, yang merupakan
salah satu rezim pengelolaan perikanan di Indonesia. Article 6.2 Code of Conduct
for Responsible Fisheries (CCRF) (FAO, 1995) mengamanatkan bahwa
pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan
ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini
dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan,
pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun salah satu
implementasi CCRF tersebut, pemerintah pusat dalam hal ini KKP, pemerintah
daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI
714 (KKP, 2016).

Sistem buka tutup musim penangkapan ikan di WPP 714, untuk memastikan
pengelolaan perikanan berkelanjutan. Menurut Adam (2016), eksploitasi sumber
daya yang ada perlu dilakukan secara hati-hati. Penggunaan alat tangkap yang
ramah lingkungan harus tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak ramah
lingkungan harus dihentikan. Muawanah (2018) menambahkan bahwa pendekatan
konservasi beberapa bagian wilayah mempunyai konsekuensi ekonomi dan
sumber daya, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil penelitian Adam (2016), tidak ada perbedaan antara
pendapatan per kapita nelayan saat sebelum ada pelarangan dan sesudah ada
pelarangan. Pada satu sisi, jumlah hari melaut nelayan untuk komoditas ikan tuna
sirip kuning semakin pendek akibat implementasi aturan ini. Pada sisi lain,
pendapatan per kapita nelayan mengalami peningkatan karena adanya peningkatan
produksi perikanan tangkap pada tahun 2015. Implementasi aturan ini tidak hanya
memiliki dampak ekonomi, tapi juga sosial. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini
adalah untuk menilai kinerja usaha perikanan tangkap sebelum dan sesudah
implementasi Permen KP No. 4 tahun 2015 di WPP 714.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, dimana lokasi yang dipilih adalah
Banda Neira yang merupakan salah lokasi WPPNRI 714 dan merupakan salah satu
wilayah yang terdampak akibat penerapan Permen KP No.4 tahun 2015. Lokasi
WPPNRI 714 yang dipilih adalah Ambon, Banda Neira dan pulau terdekat lainnya
dengan sistem zonasi pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning di laut
Banda.
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Jenis data yang dikumpulkan dalam riset ini adalah data primer dan data
sekunder. Sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif.
Pengumpulan data primer melalui pendekatan survei dengan metode wawancara
terhadap stakeholder maupun nelayan secara terstruktur. Data sekunder
dikumpulkan melalui studi pustaka, laporan penelitian, statistik dan sebagainya
yang terkait dengan pengelolaan perikanan tuna yang berada di Laut Banda. Target
stakeholder yang diwawancara di antaranya adalah Direktorat Sumberdaya lkan
(SDI) — DJPT KKP, Direktorat Perizinan — DJPT KKP, Direktorat Pelabuhan
Perikanan — DJPT KKP, Pelabuhan Perikanan di lokasi penelitian, industri
perikanan tangkap yang relevan terhadap pemanfaatan perikanan tuna. Nelayan
yang diwawancara terdiri atas nelayan skala kecil berukuran kurang dari 10 GT
yang berada di Banda Neira.

Karakteristik Pengelolaan Perikanan Tuna Sirip Kuning

Pengelolaan perikanan tuna tidak hanya mencakup batasan wilayah, karena
tuna memiliki sifat mampu melakukan migrasi jarak jauh dengan kemampuan
renang 20,46 m/detik atau 73.656 km/jam dan mampu melintasi batas wilayah
perairan suatu negara (Kantun & Mallawa, 2018). lkan madidihang merupakan
spesies yang bermigrasi jauh (highly migratory species) yang distribusinya berada
di perairan tropis dan subtropis dan melimpah pada kolom permukaan dengan
kisaran suhu 15-31° C (Collette & Nauen, 1983).

Spesies ini dapat ditemukan di Samudera Atlantik, Hindia dan Pasifik,
namun tidak ditemukan di Laut Mediterania (FAO, 1994). Di Indonesa,
penyebaran ikan tuna sirip kuning (madidihang) di Indonesia meliputi perairan
Samudera Hindia (barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara),
Selat Makasar, Laut Flores, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut Arafura, Laut
Banda, perairan sekitar Maluku dan Samudera Pasifik (Uktolseja et al., 1991;
Widianto & Nikijuluw, 2004). lkan tuna sirip kuning (Thunnusalbacares)
mengarungi samudera dengan bergerombol, dan perenang cepat karena bentuk
tubuhnya yang dinamis. Umur maksimum tuna sirip kuning (Thunnusalbacares)
berkisar 6-8 tahun (Wijaya, 2012). Musim pemijahan pada bulan April hingga Juli
(Andamari 2012).

Pada penelitian ini, kebijakan pelarangan penangkapan ikan saat musim
pemijahan ikan. Beberapa hasil penelitian tentang musim pemijahan ikan
madidihang telah dilakukan di berbagai perairan. Menurut Itano (1995), musim
pemijahan ikan madidihang di perairan Hawai terjadi pada bulan April —
September. Di perairan Pasifik musim pemijahan pada bulan Juli, Agustus, dan
September (Kikawa, 1962). Di perairan Pasifik sebelah timur, musim pemijahan
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terjadi pada bulan Januari - Maret (Joseph, 1963), di perairan dekat Kepulauan
Hawai musim pemijahan berlangsung pada bulan Juni — Desember (Richard &
Simmons, 1971), dan musim pemijahan ikan madidihang di laut Andaman
berlangsung pada bulan November - April (John, 1995). Puncak musim pemijahan
di Samudera Hindia terjadi pada bulan April dan Agustus. Musim pemijahan ikan
madidihang di perairan Teluk Tomini diperkirakan berlangsung mulai bulan
Desember. Pada saat pemijahan, panjang pertama kali matang gonad (Lm) ikan
madidihang adalah 94,8 cm FL atau pada kisaran 89,2 -100,9 cm FL (Mardlijah &
Patria, 2012).

Pada penelitian ini, nelayan yang diwawancarai adalah nelayan yang
menggunakan alat tangkap tuna long line, karena 98 persen nelayan menggunakan
alat tangkap ini. Rawai tuna (tuna longline) merupakan salah satu jenis alat tangkap
penting untuk menangkap tuna di Samudra Hindia. Alat tangkap ini relatif ramah
lingkungan dibandingkan alat tangkap yang lain seperti Pukat tarik (trawl) maupun
pukat cincin (purse seine) (Barclay & Cartwright, 2007). Perikanan longline sering
diartikan sebagai perikanan tuna longline karena tujuan utama penangkapan
dengan alat ini adalah ikan dari jenis tuna walaupun dalam kenyataannya
tertangkap juga ikan-ikan yang lain. Hasil tangkapan selain jenis tuna adalah
setuhuk (Makaira sp.), pedang (Xiphias gladius), layaran (Istiophorus sp.), cucut
(Carcarinidae), dan ikan-ikan lainnya (Ayodhyoa, 1981).

Permasalahan dan Isu Pokok

Pada tahun 2015, Kementerian Kelautan Mengeluarkan Peraturan Mentri
nomor 4 yang melarang penangkapan ikan tuna sirip kuning di WPP 714. Namun,
aturan ini mendapat penolakan dari beberapa stakeholder karena merasa dirugikan
dengan penerapan aturan ini. Stakeholder tersebut adalah Pemerintah Daerah
Propinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan nelayan yang melakukan
penangkapan ikan tuna di sekitar Laut Banda. Gubernur Maluku, Murad Ismail,
menyatakan protesnya terhadap kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri
Susi di wilayahnya. Murad menilai kebijakan tersebut telah merugikan masyarakat
Maluku.

Pokok permasalahan tersebut adalah Maluku memiliki potensi perikanan,
akan tetapi tidak memiliki kontribusi terhadap PAD daerah dan kehidupan
masyarakat. Jika dilihat dari data time series distribusi Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) sektor pertanian, termasuk salah satunya sektor perikanan di
Kabupaten Maluku Tengah (yang membawahi Kecamatan Banda) mengalami
penurunan. Misalnya pada tahun 2014 sebesar 26,78 persen, dan tahun 2017 hanya
sebesar 24,23 persen.
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Gambar 1. Perkembangan Produksi Perikanan, Tahun 2011-2017.
Sumber: BPS Maluku, 2019

Sebaliknya, dilihat dari data produksi perikanan, terdapat peningkatan,
dimana pada tahun 2012, sebesar 99.876 ton , sedangkan pada tahun 2017 sebesar
133.130 ton. Penurunan PDRB sektor perikanan, padahal produksi peningkatan
meningkat, hal ini disebabkan karena peningkatan produksi subsektor perikanan
tidak melibatkan tenaga kerja lokal dan kecilnya nilai tambah sub sektor perikanan.

DISTRIBUSI PDRB (%)

Gambar 2. Perkembangan Distribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian Tahun
2010-2017.
Sumber: BPS Maluku, 2011-2017
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Berdasarkan hasil wawancara, kapal besar yang menangkap tuna di WPP
714 banyak menggunakan ABK dari Jawa dan Sulawesi, sedangkan rata-rata kapal
besar hanya melakukan penangkapan di WPP 714, akan tetapi lokasi pabrik
pengolahnya berada di Bali, Surabaya, Bitung dan Jakarta. Alhasil, nilai tambah
subsektor perikanan bukan dinikmati oleh Provinsi Maluku, karena Maluku hanya
menjadi wilayah penangkapan ikan. Terlebih lagi, pemerintah teah menerbitkan
aturan pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning di WPP 714 yang memicu
kekhawatiran masyarakat yang melakukan penangkapan ikan tuna sirip kuning di
Laut Banda, termasuk Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Perikanan di Maluku Tengah, 2011-2017.

Kecamatan 2011 (Ton) 2012 (Ton) 2015 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (Ton)

Banda 11.719 9.563 16.128 16.328 16.458
Tehoru 6.869 7.392 10.231 10.331 10.431
Telutih 5.620 5.110 6.117 6.217 6.217
Amahai 7.731 8.994 13.682 13.582 13.682
Kota Masohi 11.840 9.343 10.835 10.935 10.935
Teluk

Elpaputih 2.808 3.646 4.114 4.214 4214
Teon Nila 182

Serua 113 161 282 282
Saparua 10.115 9.567 13.784 13.784 6.084
Saparua 0

Timur 0 0 7.929
Nusalaut 2.415 4.233 5.447 5.547 5.617
Pulau 7517

Haruku 6.293 6.492 7.619 7.655
Salahutu 12.520 13.783 17.218 16.118 16.215
Leihitu 12.231 9.340 12.149 12.329 12.428
Leihitu Barat 2.037 5.605 6.199 6.280 6.280
Seram Utara 1.270 3.717 4.296 4.396 4.496
Seram Utara

Barat 1.678 2.391 3.239 3.339 3.339
S(_eram Utarg 400

Timur Kobi 85 316 500 500
S(_eram Uta_ra 267

Timur Seti 57 225 367 367

Sumber: DKP Maluku Tengah, 2011—2017
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Perubahan yang terjadi sebagai dampak pelarangan ikan tuna sirip kuning
baru dirasakan masyarakat pada Oktober 2018. Saat itu, nelayan resah dengan
tidak adanya kapal pengangkut. Ketidakhadiran kapal pengangkut disebabkan
tekanan implementasi peraturan pelarangan penangkapan ikan tuna ini. Namun,
ketiadaan kapal pengangkut hanya berlangsung selama satu minggu, setelahnya
kapal mulai beroperasi kembali karena pertimbangan sumber mata pencarian
nelayan Banda. Berdasarkan data dari kapal angkut, pada grafik di bawah ini
terlihat bahwa produksi ikan tuna cenderung mengalami penurunan pada bulan
larangan penangkapan ikan tuna (Bulan Oktober). Pada bulan Agustus dan
September meningkat lagi karena masuk musim puncak penangkapan ikan, dan
mulai turun lagi pada bulan Oktober. Pada bulan oktober 2019, produksi tuna ikan
sirip kuning mengalami penurunan karena kapal angkut tidak berani secara terang-
terangan masuk ke wilayah Banda yang disebabkan implementasi aturan tersebut.

Saat waktu pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning di WPP 714
merupakan musim paceklik ikan. Artinya, jika aturan ini diimplementasikan untuk
nelayan kecil sekali pun, analisis benefit-cost yang dihasilkan adalah yang bukan
terbesar nilai kerugiannya. Dilihat dari data sekunder maupun dari data primer,
musim penangkapan ikan puncak terjadi pada bulan Agustus, September. Pada
bulan April dan Mei terdapat banyak ikan meskipun tidak sebanyak pada bulan
Agustus. Bulan pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning, termasuk musim
paceklik ikan, adalah Bulan Oktober dan Bulan November. Pada bulan Oktober,
nelayan sering mendapatkan ikan tuna sirip kuning yang memiliki ukuran telur
yang besar. Saat musim puncak, hasil tangkapan berkisar 13 ekor, musim sedang
mencapai 5 ekor, dan musim paceklik 3 ekor.

Jika dilihat pada tabel di bawah ini, berdasarkan data produksi kapal angkut
yang diperoleh dari PSDKP, musim puncak ikan terjadi pada bulan Agustus,
September. Pada bulan April dan Mei terdapat banyak ikan meskipun tidak
sebanyak pada bulan Agustus. Pada bulan pelarangan penangkapan ikan tuna sirip
kuning, termasuk pada musim paceklik ikan, adalah Bulan Oktober dan Bulan
November.

Berdasarkan wawancara dengan UPT Dinas Provinsi, Pelabuhan Perikanan
Pantai di Banda Neira, aturan ini baru efektif setelah Oktober 2018. Hal ini
disebakan karena nelayan gelisah dengan ketidakhadiran kapal pengangkut pada
bulan Oktober 2018. Pada tabel di bawabh ini, terlihat bahwa pada saat waktu awal
pelarangan (Oktober) data ikan tuna sirip kuning yang dijual ke kapal pengangkut
pada tahun 2014 mencapai 21.900 kg, pada tahun 2016 menurun jadi 12.320 kg,
dan meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar 14.303 kg.

“DAMPAK IMPLEMENTASI PERMEN NO.4 TAHUN 2015
TERHADAP KINERJA USAHA PERIKANAN TANGKAP"



140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

22014 =2015 =2016
PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN TUNA KAPAL

PENGANGKUT DI KEC. BANDA NEIRA (TON)

e

K

11 “ il
&§

E
E
B
B -
E H
gt
H E
D

N
N

2017 =2018 =2019

%, Y

Gambar 3. Musim Penangkapan Ikan Berdasarkan Data Sekunder.
Sumber: PSDKP Neira, 2014-2019

Tabel 2. Produksi Per Bulan 2014-2019 Tuna Sirip Kuning.

Tahun
2014 2015 2016 2017
Januari 30.200 10.000 40.000 47.742 8.642 136.584
Februari 33.000 15.000 12.000 23.165 66.399 17.621 167.185
Maret 23.700 6.040 20.500 19.797 32560  40.801 143.398
Apri 85.500 14.450 3.750 18.129 83.365 19.156 224.350
Mei 81.800 30.050  42.650 46.084 96.722 29.187 326.493
Juni 10.850 15.000 55.000 11.747 2.770 62.667 158.034
Juli 37.000 50.000 7.396 39.921 31.883 166.200
Agustus 83.000 129.096  103.289  24.959 340.344
September 40.000 60.000 100.759  77.722 101.205 379.686
Oktober 21.900 12.320 14.303 41.177 22.717 112.417
November 35.466 14.774 50.240
Desember 61.411 19.016 80.427
Jumlah 416.750 110.740 301.686 471,887 625.457 358.838 2,285,358

Sumber: PSDKP Neira, 2014-2019.
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Gambar 3. Produksi Kapal Angkut April-September 2018
Tuna Sirip Kuning.
Sumber: Data diolah, 2019

Hal ini bisa disimpulkan bahwa selama periode 2015 -2017 peraturan ini
tidak diimplementasi sama sekali. Implementasi aturan ini baru efektif setelah
ketidakhadiran kapal angkut pada Oktober 2018. Hal ini bisa dilihat dari data pada
tabel di atas. Akan tetapi, setelah ketidakhadiran kapal angkut, nelayan memiliki
jalur pemasaran lain, yaitu melalui juragan darat, atau kongsi beberapa nelayan
untuk menjual langsung ke Ambon atau ke Seram.

Perubahan yang terjadi sebagai dampak pelarangan ikan tuna sirip kuning
baru dirasakan masyarakat pada Oktober 2018. Saat itu, nelayan mengalami
keresahan dengan ketidakhadiran kapal pengangkut. Ketidakhadiran kapal
pengangkut disebabkan tekanan implementasi peraturan pelarangan penangkapan
ikan tuna ini. Namun, ketidakhadiran kapal pengangkut ini hanya berlangsung
selama seminggu, setelah itu kapal pengangkut mulai beroperasi kembali atas
dasar pertimbangan sumber mata pencarian nelayan Banda.

Berdasarkan data dari kapal angkut, pada grafik di bawah ini terlihat bahwa
produksi ikan tuna cenderung mengalami penurunan pada bulan larangan
penangkapan ikan tuna (Bulan Oktober). Pada bulan Agustus dan September
meningkat karena masuk musim puncak penangkapan ikan, dan mulai turun lagi
pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober 2019, produksi tuna ikan sirip kuning
turun karena kapal angkut tidak berani secara terang-terangan masuk ke Banda
yang disebabkan implementasi aturan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan di Laut Banda, pada bulan
Oktober sering ditemukan ikan tuna sirip kuning yang memiliki ukuran telur yang
besar. Saat musim puncak, hasil tangkapan berkisar antara 13 ekor, musim sedang
mencapai 5 ekor , dan musim paceklik 3 ekor.
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Tabel 3. Produksi dan Nilai Produksi Nelayan per Trip Berdasarkan Musim
Ikan di Kecamatan Banda, Tahun 2019.

Musimikan ~ Jumlah Bulan Jumlah Harga Nilai Produksi

Season Trip Per Produksi Per  Jual Per Trip (Rp/Kg)
Bulan Trip (Kg) (Rp/Kg)

Musim 25 Trip April, Juli, 13 Ekor (32 80% > 332,8 X 53.000 =
Puncak (Jumat Agustus, Kg/ Ekor) >  53.000 17.638.400
Libur) September 416 Kg 20% > 83,2 X 17.500 =
80% > Grade 17.500 1.456.000
A Dan B Total : 19.094.400
20% -> Grade
CDanD
Musim 15 Trip Januari, 5 Ekor (28 80% > 112 X 53.000 =
Sedang Februari, Kg/ Ekor > 53.000 5.936.000
(Peralihan) Mei, 140 Kg 20% > 28 X 17.500 =
Desember 80% > Grade 17.500 490.000
ADanB Total : 6.426.000
20% -> Grade
CDanD
Musim 5 Trip Maret, Juni, 3 Ekor (50 80% > 120 X 53.000 =
Paceklik Oktober, Kg/Ekor ) 53.000 6.360.000
November 150 Kg 20% > 30 X 17.500 =
80% > Grade 17.500 525.000
ADanB Total : 6.885.000
20% > Grade
CDanD

Sumber: Data primer diolah, 2019

Countof B
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Gambar 4. Frekuensi Kapal Angkut Berdasarkan Bulan.
Sumber: PSDKP Satker Banda, 2014-2019

Sama halnya dengan data sekunder, data primer mengindikasikan musim
puncak terjadi pada April, Juli, Agustus, dan September, sedangkan musim
paceklik adalah Maret, Juni, Oktober, dan November. Dengan demikian, terdapat
dua bulan pelarangan penangkapan ikan tuna yang termasuk pada musim paceklik
ikan, yaitu Oktober dan November.
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Nelayan Banda keberatan bahwa kapal angkut hanya tidak hadir di Pulau
Banda (selama periode Oktober - November). Pada periode tersebut, kapal angkut
masih beroperasi ke Pulau Buru, Pulau Seram, yang merupakan pulau terdekat
dengan Kecamatan Banda. Menurut nelayan Banda, banyak nelayan Seram juga
menangkap hasil tangkapan di Kecamatan Banda.

Kinerja Perikanan Tangkap Tuna Sirip Kuning Sebelum dan Sesudah
Implementasi Permen No.4 Tahun 2015. Pada tabel di bawah ini, terlihat ada
beberapa aspek perubahan dari sektor perikanan tuna sirip kuning di Banda Neira.
Aspek itu meliputi jumlah kapal pengangkut, jumlah UPI, produksi, jumlah alat
tangkap, jumlah cold storage, jumlah kapal angkut, Akan tetapi, perubahan
tersebut tidak disebabkan oleh implementasi pelarangan aturan penangkapan ikan
tuna sirip kuning di WPP 714. Perubahan tersebut terjadi karena banyaknya
jumlah kapal 1 GT untuk menangkap tuna sirip kuning (handline).

Tabel 4. Kinerja Usaha Penangkapan Tuna Sirip Kuning di Banda Neira

2014-2019.
2015-2019
1. Jumlah kapal 4 unit 8 unit
pengangkut/
2. Tujuan pemasaran Buru, Seram Timur, Buru, Seram Timur,
Benoa, Ambon Benoa, Ambon
3. Jumlah UPI di Maluku N/A 60 unit (kapasitas
11.810 ton)
4. Produksi (SKAI) 21.900 ton 36.864 ton
5. Jumlah kapal 1 GT 258 unit 412 unit
(handline)
6. Kapal angkut Tidak ada informasi 6
7. Variasi alat tangkap ikan  Handline, dan jarring Handline, jarring
dasar dasar, pursein.
8. Bentuk Produk Gelondongan Loin
9. Harga Jual (Rp/Kg) Rp11.000 — Rp20.000 Rp55.000 - 59.000
10  Coldstorage - 2 unit

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber data

Pada tahun 2014 jumlah kapal ukuran 1 GT yang menggunakan alat tangkap
handline baru sekitar 258 unit. Pada tahun 2019, penggunaan alat tangkap tersebut
meningkat menjadi 412 unit. Peningkatan tersebut terjadi karena pada awalnya
nelayan hanya memiliki satu kapal, namun seiring dengan akumulasi keuntungan
yang diperoleh menambah investasi yang dimiliki. Dahulu nelayan hanya memiliki
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satu kapal handline, kemudian seiring waktu pada tahun 2019 meningkat menjadi
4. Bahkan, ada nelayan handline yang hanya memiliki ukuran kapal 1 GT,
menambah kapal yang menggunakan alat tangkap purseine yang notabene ukuran
kapalnya lebih besar (5 GT).

Menurut hasil wawancara dengan Parman (30 tahun), nelayan di Kampung
Baru, daya tarik untuk menambah jumlah kapal bukan karena hasil tangkapan yang
banyak, akan tetapi karena harga yang lebih bagus. Pada tahun 2010 sampai tahun
2014, harga ikan tuna sekitar Rp9.500- 12.500. Pada tahun 2019, harga ikan tuna
sirip kuning untuk grade A mencapai Rp56.000. Saat musim ikan di tahun 2014,
hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning bisa mencapai 25-30 ekor. Namun
demikian, perolehan ikan tuna sirip kuning pada musim puncak di tahun 2019
hanya mencapai 15 ekor.

Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan Banda
bervariasi, dengan target penangkapan jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, dan
demersal. Perkembangan jumlah alat penangkapan ikan di Kecamatan Banda,
dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 2014 ke
2015-2017 untuk beberapa alat penangkapan ikan (Tabel 5). Penggunaan API
pancing ulur untuk penangkapan ikan tuna mengalami penurunan jumlah alat
tangkap dari tahun 2014 hingga 2017. Namun demikian, berdasarkan informasi
dari responden, pada periode 2018 - 2019 terdapat peningkatan kembali
penggunaan alat tangkap tersebut sebanyak 163 unit menjadi 412 unit.

Peningkatan jumlah alat tangkap terjadi karena penambahan armada
penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pancing ulur dari 1 unit kapal menjadi 4
unit kapal. Hal ini karena terjadi peningkatan keuntungan yang diperoleh nelayan
sehingga menambah investasi usaha penangkapan ikan. Jenis usaha penangkapan
ikan tuna di Kecamatan Banda mulai tahun 2015 hingga saat ini memiliki prospek
yang baik karena perubahan bentuk ikan tuna yang dijual (dari gelondongan ke
loin) sehingga berpengaruh terhadap harga jual ikan (dari Rp30.000 per kg menjadi
Rp57.000 per kg).

Perubahan tidak hanya terjadi pada jumlah kapal yang menggunakan
handline, akan tetapi juga terjadi pada produksi. Pada tahun 2014, berdasarkan data
yang dikeluarkan oleh SDKP Banda Neira (Data SKAI), produksi hanya 21.900
ton. Namun demikian, pada tahun 2019 data produksi ikan tuna sirip kuning
mencapai 36.864 ton. Selain itu, perubahan juga terjadi pada proses pemasaran.
Pada tahun 2014 belum terdapat coldstorage, namun pada tahun 2019 sudah
terdapat dua coldstorage. Hal yang sama berlaku juga pada penambahan UPI. Pada
tahun 2019 sudah terdapat banyak UPI jika dibandingkan pada tahun 2014 yang
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hanya sedikit. Selain itu, terdapat penambahan kapal angkut baik yang ke Benoa
dan Ambon.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Alat Penangkapan lkan di Kecamatan
Banda, Tahun 2013-2018.

Jenis API Tahun (unit)

2014 2015 2016 2017
Pukat Pantai 23 31 31 31
Pukat Cincin 9 9 9 9
Jaring Insang Hanyut 152 152 152 152
Jaring Insang Lingkar 24 24 24 24
Jaring Insang Tetap 44 76 76 76
Bagan Perahu 17 21 21 21
BaganTancap - 3 3 3
Sero 12 12 12 12
Rawai Tetap 6 6 6 6
Huhate 23 54 54 54
Pancing Tonda 877 997 997  1.003
Pancing Ulur 258 249 249 249
Pancing Tegak 321 226 226 226
Pancing Cumi 25 25 25 25
Pancing lainnya 12 12 12 12
Bubu 99 99 99 99

Pengumpul Rumput Laut 7 7 7 7
Pengumpul Kerang 2 2 2 2
Pengumpul Teripang 2 2 2 2
Pengumpul Kepiting 2 2 2 2
Jala Tebar 5 5 5 5
Gar Tom lainnya 72 98 98 98

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, 2015-2018

Peningkatan produksi ikan tuna sirip kuning tidak hanya terjadi di
Kecamatan Banda, namun juga terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Misal pada
tahun 2014, produksi ikan tuna hanya 15.832 ton, pada tahun 2017 sudah mencapai
16.583 ton. Kecamatan Banda Neira merupakan salah satu kecamatan di Maluku
Tengah sebagai penghasil ikan tuna sirip kuning terbesar.

KESIMPULAN
Implementasi dari Permen KP No.4 Tahun 2015 mengenai pelarangan

penangkapan ikan tuna sirip kuning di Laut Banda mengakibatkan beberapa
dampak pada kinerja usaha perikanan tangkap di Kecamatan Banda. Adapun
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dampak tersebut bisa dilihat dari indikator jumlah unit handline, produksi, harga,
bentuk produk dan nilai tambah. Dampak pada jumlah unit handline terjadi pada
tahun 2014 yang terlihat dari jumlah kapal ukuran 1 GT yang menggunakan alat
tangkap handline baru sekitar 258 unit. Pada tahun 2019, jumlah kapal ini
meningkat menjadi 412 unit. Pada tahun 2014, awalnya nelayan hanya memiliki
satu kapal handline, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4 unit. Berdasarkan
data yang dikeluarkan olen SDKP Banda Neira (Data SKAI), terdapat dampak
pada jumlah produksi ikan tuna sirip kuning. Hal ini ditunjukkan dengan
peningkatan jumlah produksi pada tahun 2014 sejumlah 21.900 ton meningkat
menjadi 36.864 ton pada tahun 2019. Selanjutnya, dampak juga terjadi pada harga
dimana pada tahun 2010 sampai tahun 2014 harga ikan tuna berkisar Rp9.500 -
12.500, sedangkan pada tahun 2019 harga ikan tuna sirip kuning untuk grade A
mencapai Rp56.000. Hal ini disebabkan perubahan bentuk produk yang dijual.
Awalnya, tuna dijual dalam bentuk gelondongan, kemudian berubah menjadi loin.
Dengan demikian, ada nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
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PENDAHULUAN

Laut Banda (3,47° LS - 7,65° LS dan 122,42° BT - 131,47° BT), (£ 0,54
juta km?) termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
(WPP RI) 714. Wilayah ini dikenal sebagai tempat utama penangkapan ikan untuk
spesies pelagis termasuk tuna dan jumlah tangkapannya yang berkontribusi
sebanyak 4,3% terhadap tangkapan nasional (Satrioajie et al., 2018, Suyadi et al.,
2018). Sekitar 2.000 kapal penangkap ikan tuna yang menggunakan berbagai
peralatan (purse seine, handline, troll line, longline, dan pole and line) beroperasi
di daerah ini dan menangkap sekitar 17.000 ton spesies tuna dan sejenis tuna per
tahun (Suman et al., 2016, Satrioajie et al., 2018). Namun, perikanan tuna Maluku
sebagian besar terdiri dari nelayan handline artisanal yang menggunakan kapal
kecil kapasitas 1-2 GT (Bailey et al., 2016). Perikanan skala kecil ini
berpenghasilan rendah dengan tangkapan harian 0-3 ikan per nelayan (Bailey et
al., 2016). Bagi para nelayan ini, tuna di Laut Banda merupakan sumber penting
nutrisi, pendapatan, dan ketahanan pangan (Kawarazuka & Béné, 2010, Foale et
al., 2013).

Pada 6 Januari 2015, PermenKP No. 4/2015 tentang Larangan Penangkapan
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 diterbitkan (KKP,
2015). Pada pasal 2 dan lampiran peraturan tersebut menyatakan bahwa
penangkapan ikan dilarang di bagian-bagian WPP RI 714, khususnya di daerah-
daerah yang terletak di dalam 126-132° BT dan 4-6° LS selama bulan Oktober
hingga Desember. Hal ini dikarenakan daerah ini dianggap sebagai tempat
berkembang biak dan tempat pemijahan bagi tuna sirip kuning (Thunnus
albacares). Daerah terlarang ini hampir seluas 130.000 km?, yaitu sekitar 20% dari
total luas Laut Banda (Satrioajie et al., 2018).

Peraturan baru ini tentu saja merupakan langkah progresif oleh Pemerintah
Indonesia untuk melindungi perairan nasional, keanekaragaman hayati dan
pengelolaan perikanan. Namun demikian, peraturan ini berpotensi menimbulkan
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kebingungan tentang definisi harfiah, spasial, dan spesies di daerah tertutup

tersebut, dikarenakan ada ketidakkonsistenan. Pembahasan Permen KP No. 4

tahun 2015 ini, antara lain:

1. Judul Permen KP tersebut cenderung disalahtafsirkan karena memberi kesan
bahwa peraturan tersebut melarang semua penangkapan ikan di seluruh WPP
RI 714 sepanjang tahun. Namun demikian, penjelasan telah dicantumkan pada
peta lampiran pasal 2.

2. Tidak ada penyebutan penutupan perikanan berbasis waktu di bagian utama
teks. Hal ini membuat ketidakjelasan apakah dugaan tempat pemijahan (126—
132° BT dan 4-6° SL) ditutup sepanjang tahun atau hanya selama periode
pemijahan.

3. Tidak ada kejelasan apakah Permen KP bermaksud untuk melarang kegiatan
penangkapan ikan oleh semua armada, baik kapal industri besar maupun kapal
skala kecil.

Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) bersama
mitra strategisnya, IPNLF, mencoba menyampaikan ringkasan kebijakan terkait
Permen KP No. 5 Tahun 2015 ini ke KKP pada tahun 2019 (AP2HI & IPNLF,
2018). Hingga akhirnya dengan adanya Permen KP terbaru No. 26 Tahun 2020,
pengelolaan WPP 714 ini semakin tertata dengan jelas dalam hal spasial, spesies,
temporal serta dari segi armada.

Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)
merupakan asosiasi industri yang menjembatani anggotanya yang merupakan
perusahaan industri perikanan dengan mengedepankan keberlanjutan perikanan
dan ekosistemnya. Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), AP2HI
menyampaikan reaksi yang timbul dari anggotanya terkait pembatasan-
pembatasan khususnya di WPP 714 selama ini. Upaya ini juga akan mendukung
tujuan pengelolaan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 3 untuk:

a) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil

b) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudi daya ikan, dan tata
ruang.

c) Dengan adanya penyampaian ini, pemerintah diharapkan dapat mengkaji
kembali peraturan yang sudah ditetapkan ini.

Pandangan Industri Perikanan Tuna Berkelanjutan terhadap Permen KP
No. 4 Tahun 2015

Kelembagaan AP2HI diresmikan pada tahun 2014. Asosiasi ini merupakan
perkumpulan yang terdiri dari 50 perusahaan penangkapan, perusahaan
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pengolahan dan perusahaan pengalengan dari seluruh Indonesia yang berdedikasi
mendukung perikanan tuna dan cakalang Huhate (Pole & Line) dan Pancing Ulur
(Handline). Selain itu, AP2HI memiliki visi sebagai pelopor utama pemanfaatan
tuna dan cakalang berbasis ekosistem untuk masyarakat dan usaha.

Permen KP No. 4/2015 yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015 oleh
Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, menimbulkan reaksi dari
asosiasi industri perikanan tangkap karena cakupan wilayah penutupan WPP 714
ini cukup luas, memiliki pengertian yang multitafsir dan ditujukan kepada semua
orang. Hal ini tentunya akan memberikan dampak besar terutama kepada nelayan
skala kecil yang biasa beroperasi di wilayah tersebut yang dapat menjurus pada
kategori IUU Fishing.

Berdasarkan pengamatan asosiasi industri terhadap perubahan peraturan
yang ada, pada dasarnya, asosiasi industri mendukung setiap peraturan yang
ditetapkan pemerintah sebagai usaha untuk mengelola perikanan agar tetap terjaga
keberlanjutan dan ekosistemnya. Namun, sebagai bentuk Precautionary Approach
potensi ITUU Fishing dari penerapan Permen KP No. 4 Tahun 2015 ini, anggota
terkait membuat kebijakan untuk tidak mengambil suplai ikan dari kapal skala
kecil pada periode tertentu yang disebutkan di dalam Permen. Kemudian, secara
internal anggota AP2HI menerapkan mekanisme sebagai berikut:

1. Enforcement Code of Conduct, AP2HI memiliki mekanisme audit kode etik
yang harus dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Mekanisme kode etik ini
salah satu tujuannya untuk memastikan anggota AP2HI tidak terlibat dalam
praktek-praktek 1UU Fishing.

2. Vessel tracking system deployment, AP2HI menyebarkan alat pelacak kapal
untuk melihat pergerakan kapal selama beroperasi. Contoh gambaran
pergerakan kapal anggota AP2HI ada di Gambar 1.

3. Observer deployment, AP2HI bekerja sama dengan KKP dalam pelaksanaan
program Observer (pemantau). Observer ditugaskan diatas kapal anggota
untuk memantau aktivitas penangkapan ikan.

4. MSC Certificate eligibility, AP2HI sebagai pemegang sertifikat MSC
Fishery wajib memastikan anggotanya memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan AP2HI untuk menjual produknya sebagai produk yang sesuai
dengan syarat sebagai produk MSC.

Asosiasi industri juga mengirimkan Policy Brief dan rekomendasi kepada
pemerintah karena sangat terdampak terhadap penerbitan Permen KP No. 4 Tahun
2015 ini.
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Gambar 1. Salah Satu Contoh Kegiatan Pemantauan Armada
Kapal Anggota AP2HI.

Selain reaksi dari asosiasi industri terkait penerbitan Permen KP No. 4
Tahun 2015 tersebut diatas, AP2HI juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa
pengaturan WPP 714 ini akan mengalami tantangan, yaitu:

1. Perlu enforcement dari pemerintah

2. Perlu harmonisasi untuk target program lumbung ikan nasional karena di
satu sisi pemerintah menargetkan produksi tangkapan, di sisi lainnya
menerapkan hambatan perikanan untuk beroperasi

3. Dampak sosial ekonomi yang terjadi di lingkungan tersebut, terutama untuk
nelayan tuna skala kecil yang bergantung pada kegiatan penangkapan ikan.

Perusahaan anggota AP2HI yang mengambil suplai ikan dari WPP 714 ini,
ada 22 perusahaan anggota dengan 456 armada PL dan 1.486 armada HL. Jumlah
orang yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung, ada 4.817
orang dari armada PL dan 6.107 orang dari armada HL. Perusahaan anggota
AP2HI dan armada yang terkait dengan penutupan WPP 714 ditunjukkan pada
Gambar 2 dan Gambar 3.
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Gambar 3. Armada kapal One-by-One yang terkait dengan WPP 714.

Selain melakukan penyesuaian melalui mekanisme internal menghadapi
Permen KP No. 4 Tahun 2015, AP2HI gencar mempromosikan perikanan tangkap
pole & line (PL) dan handline (HL) tuna sebagai perikanan One-by-One, yaitu
perikanan tangkap yang secara tradisional ramah lingkungan dan selektif, sehingga
terlepas hambatan yang dialami perikanan ini, harapan untuk memperoleh akses
pasar yang lebih baik tetap ada.

KESIMPULAN

Dari hasil reaksi yang timbul, beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan
untuk mendukung tujuan pengelolaan pemerintah dan pengakuan atas upaya
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penerapan perikanan berkelanjutan oleh industry, tercermin dari aktivitas yang
dilakukan selama ini sebagai berikut:

1. Management measures: untuk mencapai tujuan pengelolaan, upaya
penangkapan berkelanjutan (sustainable harvest) dari perikanan tradisional
dan terbukti menangkap secara selektif seharusnya masih bisa ditoleransi

2. Sustainable harvest yang ditoleransi harus mampu menyediakan evidence
based operasi seperti hasil dari tracking device, observer dan lainnya

3. Sustainable harvest perlu mendukung riset pemerintah dengan adanya
scientific data collection

4. Sustainable harvest dapat membantu enforcement and surveillance di
lapangan seperti melaporkan Tindakan pelanggaran yang terjadi di laut

5. Perlu adanya juga penguatan forum pengelolaan perikanan di level daerah
agar bisa berbagi data dalam mendukung pengelolaan perikanan dan
pengaturan yang lebih baik dari pemerintah.
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PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya
konsumsi pangan, kualitas kesehatan yang rendah, kesenjangan pendidikan, peran
gender, ketersediaan energi dan air bersih, serta ketersediaan lapangan pekerjaan,
inovasi dan daya saing serta kesenjangan, masih melekat dengan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Pulau Lombok Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Hilyana et al., 2021). Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
umumnya mengandalkan penghidupan sebagai nelayan. Dari laman Satu Data
Kementerian Kelautan dan Perikanan (http://satudata.kkp.go.id), jumlah nelayan
Indonesia awal tahun 2020 sekitar 1.459.874 orang . Jika merujuk hasil penelitian
Anna (2019), sebanyak 11,34 persen di antaranya merupakan nelayan dengan
kehidupan di bawah garis kemiskinan. Bahkan, jumlah tersebut diperkirakan lebih
tinggi lagi hingga 25 persen dari total angka kemiskinan nasional berdasarkan data
Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 . Kerentanan penghidupan
nelayan makin diperparah dengan berbagai potensi bencana alam dan implikasi
perubahan iklim global terhadap ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir.
Tren naik-turunnya suhu Permukaan Laut (SPL) akan berpengaruh terhadap hasil
tangkapan nelayan.

Dokumen RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024
menganalisis bahwa kenaikan permukaan air laut dapat mengakibatkan
tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budi daya di wilayah
pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca
ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan
budi daya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Berdasarkan kajian
BAPPENAS pada tahun 2019, sektor kelautan dan pesisir termasuk dalam 4
(empat) sektor prioritas kebijakan pembangunan ketahanan iklim 2020-2025
bersama-sama dengan sektor air, pertanian, dan kesehatan. Keempat sektor
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tersebut diperkirakan menyumbang kerugian ekonomi Indonesia sebesar Rp102,3
triliun pada tahun 2020 dan meningkat 12,76% hingga menjadi Rp115,4 triliun
tahun 2024. Hasil penelitian Saputra et al. (2017) memperlihatkan terjadinya
penurunan hasil tangkapan ikan lemuru setiap bulannya di Selat Bali selama
sepuluh tahun terakhir. Demikian juga analisis terhadap data BPS (2015-2020)
menunjukkan bahwa hasil tangkapan nelayan di sepanjang Selat Alas-NTB
menurun 14%-22% untuk spesies ikan seperti kerapu, pari, baronang, cakalang,
dan tuna dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan hasil tangkapan
berakibat pada menurunnya pendapatan nelayan dan pada akhirnya semakin
memperkuat situasi dan kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Inti permasalahan kemiskinan adalah terletak pada apa yang disebut
Chambers (1989) sebagai 5 (lima) dimensi dari devripation trap (perangkap
kemiskinan), meliputi: (1) kemiskinan itu sendiri (poverty); (2) kelemahan fisik
(physical weakness); (3) keterasingan atau kadar isolasi (isolation) secara
geografis dan sosiologis; (4) kerentanan (vulnerability) dalam situasi darurat; (5)
ketidakberdayaan (powerlessness). Kelima dimensi tersebut saling berkaitan satu
sama lain sehingga menjadi semacam ‘perangkap kemiskinan’ yang berbahaya dan
bahkan mematikan peluang berkembang bagi keluarga miskin. Perspektif dari
Chambers (1989) ini membantu dalam memahami tentang bentuk-bentuk dan
faktor-faktor penyebab dari kondisi kemiskinan sebagai hasil dari ‘pemiskinan’
atau ‘memiskinkan’. Kemiskinan bukan hanya dilihat dari ketidakmampuan
ekonomis (pendapatan) dalam memenuhi kebutuhan, melainkan juga kerentanan
hidup akibat dari rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, minimnya
partisipasi sosial dan politik serta ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas
hidupnya sendiri.

Penjelasan atas berbagai situasi dan kondisi serta peta persoalan di atas
menjadi tantangan bagi peningkatan peran sektor sumber daya perikanan dan
kelautan sebagai modal pembangunan masa depan. Saat ini, Indonesia sedang
berada pada fase menyongsong peralihan konsep dan praktik pengelolaan sumber
daya laut dari tradisional-subsisten menuju pemanfaatan bagi pertumbuhan sosial
ekonomi dengan fokus pada keberlanjutan ekosistem laut (Diz et al., 2019). Sektor
perikanan dan kelautan diposisikan sebagai kunci penentu keberhasilan bagi
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya “SDGs 14” yakni
kehidupan di bawah air.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penulisan makalah
ini adalah: (1) Membahas pendekatan sosial ekonomi pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan dalam perspektif pengentasan kemiskinan masyarakat
nelayan atau komunitas pesisir di Pulau Lombok; dan (2) Merumuskan reorientasi
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pendekatan atau kerangka kerja sosial ekonomi secara komprehensif, operasional
dan komprehensif dalam pengentasan kemiskinan komunitas pesisir di masa
depan.

Karakteristik Kemiskinan Komunitas Pesisir Pulau Lombok

Beberapa karakteristik yang terlihat dari komunitas pesisir dan pulau-pulau
kecil di Pulau Lombok (Hilyana et al., 2018) antara lain:

1. Pendapatan rata-rata komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat
harian dan/atau mingguan dan tidak menentu jumlahnya karena
pendapatan sangat tergantung oleh musim maupun status masyarakat
pesisir sebagai nelayan, pegaram dan pembudi daya;

2. Tingkat pendidikan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil relatif rendah,
hampir 95% pendidikan Sekolah Dasar dan tidak bersekolah sehingga
tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain meneruskan pekerjaan
sebagai nelayan atau pegaram;

3. Komunitas nelayan dan pegaram lebih banyak berhubungan dengan pasar
yang tidak stabil bahkan kadang bersifat barter dengan barang lain, seperti
kebutuhan pokok. Hal ini mengakibatkan nilai ikan dan garam bersifat
tidak stabil;

4. Permodalan usaha pegaraman membutuhkan investasi yang besar apabila
dilakukan secara industrialisasi sehingga dapat mengharapkan
produktivitas yang tinggi dan harga yang lebih layak;

5. Income nelayan dan petani garam adalah harian dan mingguan. Petani
garam baru dapat panen setelah produksi 7-13 hari sehingga pendapatan
petani garam bersifat mingguan, sedangkan nelayan melaut setiap hari
sehingga pendapatannya diperoleh secara harian.

Karakteristik mata pencaharian telah dilakukan secara turun temurun oleh
komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Walaupun pada musim tertentu
pendapatan relatif tinggi, namun pada musim berikutnya pendapatan sangat kecil
bahkan tidak ada karena tidak melakukan aktivitas ekonomi akibat faktor alam.
Pada saat pendapatan tinggi, cenderung dimanfaatkan untuk keperluan rumah
tangga dan tidak melakukan saving untuk berjaga-jaga, dan pada saat pendapatan
rendah mereka tetap bertahan hidup dengan cara menjual barang-barang berharga
atau hutang-piutang dengan bunga yang sangat tinggi (Hilyana et al., 2018).
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Hubungan patron klien tidak terlalu nampak pada komunitas pegaram,
karena penjualan produk dilakukan secara leluasa tanpa merasa terikat dengan
pembeli khusus. Beberapa kasus seperti di Pemongkong Kabupaten Lombok
Timur, pasar yang relatif jauh dan keterbatasan akses pasar menyebabkan kesulitan
menjual produk garam dengan harga yang kompetitif karena harga ditentukan
pembeli. Unsur-unsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang
garam berskala besar serta nelayan pemilik lahan tambak. Mereka yang berpotensi
menjadi klien adalah petani buruh yang hanya menerima upah angkut dan petani
garam yang kurang memiliki modal. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi
di dalam aktivitas pranata ekonomi dan kehidupan sosial di kampung atau di
dusun. Para patron memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam
kehidupan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil.

Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Lombok menunjukkan
beberapa ciri seperti sikapnya cenderung lugas, spontan, tutur kata yang digunakan
cenderung menggunakan bahasa Sasak (tidak halus), pola hidup subsisten, dan
mobilitas ekonomi dan sosial cenderung terbatas. Dalam menghadapi atau
menyelesaikan masalah cenderung tidak suka berbelit-belit. Corak berkehidupan
sosialnya cenderung egaliter. Mereka lebih menghormati tokoh-tokoh informal
seperti Tuan Guru daripada pejabat pemerintah.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga

Beberapa faktor penyebab kemiskinan rumah tangga dalam komunitas
pesisir khususnya di Pulau Lombok (Basuki, 2014) antara lain: 1) Masih terjadi
tumpang tindih penanggung jawab program penanggulangan kemiskinan wilayah
pesisir yang cenderung menyimpang dari tupoksi instansi yang bersangkutan; 2)
Adanya program-program bersifat jangka pendek untuk menanggulangi masalah
spesifik yang bersifat sementara dikategorikan sebagai program penanggulangan
kemiskinan; 3) Program-program yang diorientasikan untuk pelayanan publik
(program reguler) dimasukan dalam program penanggulangan kemiskinan; 4)
Terdapat program dimana target group, jangka waktu pelaksanaan dan alasan
pelaksanaan program sama sekali tidak berhubungan dengan kebijakan
penanggulangan kemiskinan.

Potensi Kerentanan dan Kohesi Sosial
Kohesi sosial merupakan kekuatan yang berlaku pada setiap anggota suatu

masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan
dalam kelompok, bersifat kompak serta selalu ingin menjadi bagian dari
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kelompok, umumnya saling suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan
setia di dalam mengejar tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan
konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses (Mitchell, 1994).

Kohesi sosial petani garam terkait dimensi sosial rasa memiliki antar satu
dengan lainnya. menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari
masyarakat atau kelompok petani garam. Dalam konteks kohesi petani garam
dalam jaringan kohesi internal yang dinilai dalam pertukaran informasi antar
masyarakat petani garam terdapat hubungan sosial yang sangat erat, termasuk
jaringan komunikasi antar petani garam dihubungkan oleh pertukaran informasi.
Norma-norma sosial yang terdapat di komunitas petani garam dan dipertahankan
olen mayoritas masyarakat setempat adalah kepercayaan masyarakat tentang
perilaku dan sikap yang normal yang umum berlaku di berbagai komunitas pesisir
seperti norma kegotong royongan, penghormatan terhadap tokoh atau pemimpin
serta respon dalam menerima inovasi baru.

Tren Migrasi dan Permasalahan Demografi

Tren masuk atau keluar yang berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi
komunitas pesisir terutama pegaram tergambar bahwa hubungan sosial yang
terbentuk dengan luar desa relatif terbatas (Steyn, 2017). Umumnya pegaram
melakukan hubungan sosial dan mobilitas ekonomi terbatas pada saat menjual
hasil produksi garam, sementara mobilitas sosial di luar aktivitas kepentingan jual
beli jarang dilakukan. Hasil wawancara pada saat Focus Group Discussion
menggambarkan bahwa hanya 17% nelayan dan 5% pegaram yang melakukan
mobilitas ekonomi keluar desa dan luar kecamatan, sedangkan sisanya masing-
masing 83% dan 95% melakukan aktivitas dan mobilitas ekonomi di dalam desa.

Kesetaraan Gender Pada Pola Mata Pencaharian

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, atau pertanian dalam arti luas seperti
pertanian, kehutanan, perikanan dan tambak garam, kontribusi perempuan di
sektor ini sangat signifikan, baik dalam proses produksi maupun pascapanen.
Peran tersebut mampu memberikan sumbangan yang besar bagi penghasilan
keluarga dan kegiatannya sebagaimana direpresentasikan melalui: (1) bekerja di
lahan sendiri, (2) sebagai buruh tani, (3) bekerja di luar sektor pertanian, seperti
berdagang, serta (4) pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan, yaitu pekerjaan
mengurus rumah tangga (Sajogyo, 1987). Kasus di pesisir Pulau Lombok, peran
perempuan sangat signifikan dalam ekonomi keluarga. Lebih ekstrem lagi,
perempuan dari keluarga tani berlahan sempit berperan sebagai penghasil nafkah
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utama dalam rumah tangga, bahkan bertanggung jawab atas kehidupan
keluarganya.

Jumlah dan curahan waktu perempuan dalam kegiatan rumah tangga
umumnya sejajar dengan curahan tenaga kerja laki-laki. Pembagian peran dan
kerja dilakukan karena perempuan merupakan penanggung jawab pekerjaan
domestik (pengaturan rumah tangga) yang membutuhkan waktu yang lebih
banyak. Pekerjaan rumah tangga tersebut dilakukan sebelum dan sesudah
melakukan pekerjaan mencari nafkah. Peran ganda seperti ini berdampak pada
mobilitas tenaga kerja perempuan menjadi terbatas.

Secara kuantitatif, peran ganda perempuan akan sangat besar apabila
kegiatan pencaharian nafkah dilakukan di lahan kering dengan komoditas utama
hortikultura yang memerlukan ketekunan, ketelitian dan kesabaran, seperti yang
terjadi di Pulau Lombok. Peran perempuan di sektor perikanan lebih besar
dibanding laki-laki, khususnya pada kegiatan pemanfaatan hasil, pasca tangkap
dan pemasaran, namun akses dan kontrol sumber daya lebih didominasi oleh laki-
laki.

Ketidakadilan gender dalam masyarakat pedesaan secara faktual sangat
menonjol. Untuk pekerjaan yang sama, perempuan sering memperoleh upah yang
lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki (Rokhimah, 2014). Selain
itu, laki-laki lebih mendominasi sektor publik (Afandi, 2019), sedangkan
perempuan hanya berada di sektor domestik yang secara ekonomis dianggap
kurang strategis.

Kinerja dan Perspektif Mata Pencaharian.

Wilayah pesisir di pulau Lombok memiliki potensi yang relatif besar (baik
secara kuantitatif maupun kualitatify yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan produk dan jasa, sehingga perlu dilakukan upaya pemanfaatan
melalui pengembangan mata pencaharian alternatif (Hilyana et al., 2018). Jenis-
jenis mata pencaharian yang dapat dikembangkan di kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil relatif beragam:

1. Aktivitas di Bidang Pertanian

Potensi sumber daya pertanian di lokasi survei. Yang sebagian besar
topografi wilayahnya berupa lahan datar, memiliki komoditi pertanian
yang dapat dikembangkan yaitu padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-
kacangan. Sumber daya pengembangan komoditi pertanian, olahan hasil
menjadi produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi juga dapat dilakukan
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antara lain pengolahan umbi-umbian menjadi keripik, pengolahan jagung
menjadi marning, dan lain sebagainya.

Aktivitas di Bidang Peternakan

Keberadaan hewan ternak seperti sapi, kambing dan unggas cukup
potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat. Kepemilikan ternak
merupakan simbol kesejahteraan, prestise dan strata sosial dalam
masyarakat. Selain petani, sumber mata pencaharian masyarakat adalah
peternak. Masyarakat menganggap ternak sebagai tabungan dan juga
menjadi kebutuhan utama pada upacara adat terutama acara perkawinan.

Aktivitas di Bidang Perikanan Tangkap

Areal penangkapan di Provinsi NTB seluas 29.159,0 km?, potensi
produksi 185.518,5 ton, potensi lestari 129.863 ton, tingkat pemanfaatan
99.553,7 ton (76,66%) dan lokasi penangkapan Laut Jawa, Laut Flores,
Samudera Hindia, Selat Lombok, Selat Alas dan Selat Sape.

Aktivitas di Bidang Budi Daya Laut dan Payau

Budi Daya Laut

Potensi pengembangan budi daya laut dan budi daya air payau seluas
128.146,40 hektar dengan potensi produksi sebesar 943.790 ton.
Pemanfatan baru mencapai 10.79%. Komoditas yang dikembangkan
antara lain budi daya rumput laut, lobster, kakap kerapu, bawal bintang,
dan kerang mutiara.

Budi Daya Tambak Udang dan Garam
Potensi pengembangan budi daya air payau berupa tambak udang dan
pengembangan usaha garam.

Tabel 1. Potensi dan Peluang Peningkatan Pendapatan Keluarga pada

Komunitas Pesisir di Pulau Lombok tahun 2021.

Pertanian, Peternakan, Pengembangan integrated
Konservasi, Perikanan tangkap, farming system berbasis
Perikanan Budi daya Laut, pertanian, peternakan dan
Teluk Jor Perikanan Budi daya Tambak perikanan dibarengi pengolahan
(tambak udang dan tambak produk berbagai komoditi yang
garam), Pengolahan Hasil diusahakan yang memenuhi
Perikanan, Buruh dan Jasa standar dan kebutuhan pasar.
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Kawasan

Teluk Serewe

Pemongkong

Sekaroh

Potensi

Pertanian, Peternakan,
Konservasi, Perikanan tangkap,
Perikanan Budi daya Laut,
Perikanan Budi daya Tambak
(tambak udang dan tambak
garam), Pengolahan Hasil
Perikanan, Buruh dan Jasa

Pertanian, Peternakan,
Konservasi, Perikanan tangkap,
Perikanan Budi daya
Lautrumputlaut, lobster, kerapu,
teripang dan kerangmutiara,
Perikanan Budi daya Tambak
(tambak udang dan tambak
garam), Pengolahan Hasil
Perikanan, Buruh dan Jasa

Pertanian, Peternakan,
Konservasi, Perikanan tangkap,
Perikanan Budi daya Laut
rumput laut, lobster, kerapu,
teripang dan kerrang mutiara,
Perikanan Budi daya Tambak
(tambak udang dan tambak
garam), Pengolahan Hasil
Perikanan, Buruh dan Jasa

Mata Pencaharian Alternatif

Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta

pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.

Pengembangan integrated
farming system berbasis
pertanian, peternakan dan
perikanan dibarengi pengolahan
produk berbagai komditi yang
diusahakan yang memenuhi
standar dan kebutuhan pasar.
Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta
pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.

Pengembangan integrated
farming system berbasis
pertanian, peternakan dan
perikanan dibarengi pengolahan
produk berbagai komoditi yang
diusahakan yang memenuhi
standar dan kebutuhan pasar.
Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta
pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.

Pengembangan integrated
farming system berbasis
pertanian, peternakan dan
perikanan dibarengi pengolahan
produk berbagai komditi yang
diusahakan yang memenuhi
standar dan kebutuhan pasar.
Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta
pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.
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Kawasan

Potensi

Mata Pencaharian Alternatif

Pertanian, Peternakan,
Konservasi, Perikanan tangkap,

Pengembangan integrated
farming system berbasis
pertanian, peternakan dan
perikanan dibarengi pengolahan
produk berbagai komditi yang

;il:wlt()ang Perikanan Budi daya lobster, diusahakan yang memenuhi
Pengolahan Hasil Perikanan, standar dan kebutuhan pasar.
Buruh dan Jasa Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta
pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.
Pengembangan integrated
farming system berbasis
Pertanian, Peternakan, perFanian, pfaternakgn dan
. . perikanan dibarengi pengolahan
Konservasi, Perikanan tangkap, oroduk berbagai komditi yang
Teluk Perikanan Budi daya Laut diusahakan yang memenuhi
Gerupuk rumput laut, lobster, kerapu, dan

standar dan kebutuhan pasar.
Pelatihan manajemen usaha,
akuntansi sederhana serta
pengembangan sistem pasar
baik offline maupun online.

abalon, Pengolahan Hasil
Perikanan, Buruh dan Jasa

Sumber: Hasil FGD, 2021.
Reorientasi Pendekatan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Reorientasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta
pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang penting. Beberapa
alasan pentingnya reorientasi tersebut antara lain kebijakan pembangunan masa
lalu yang tidak tepat sasaran dan mengejar pertumbuhan, ketidakadilan dan
ketidakmerataan, bersifat sentralistik, kurang memberdayakan masyarakat pesisir
menuju kemandirian, serta tuntutan adanya pengelolaan pemerintahan yang baik
(good governance), dan tuntutan globalisasi seperti ABK (Anggaran Berbasis
Kinerja). Oleh karena itu, output dan outcome harus sangat terukur. Hasil analisis
menggambarkan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang dinilai efektif
dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi adalah menciptakan peluang bagi
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain peningkatan pendapatan dan
pengurangan beban pengeluaran melalui program peningkatan kesempatan kerja
yang lebih luas dan variatif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas sosial.
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Permasalahan kemiskinan komunitas pesisir bukan sekedar masalah
pendapatan dan pengeluaran kebutuhan yang tidak memadai, namun juga pada:
keterbatasan akses pendidikan dasar; pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup (25
juta mengalami buta huruf, 50 juta mengalami gangguan kesehatan tanpa akses ke
pelayanan kesehatan); tidak adanya akses air bersih, sanitasi, transportasi,
infrastruktur pada sebagian komunitas nelayan; serta persepsi bias terhadap
perempuan, konflik sosial dan agama serta bencana alam. Kemiskinan masyarakat
di kawasan pesisir Pulau Lombok disebabkan beberapa permasalahan yang
diakibatkan oleh Human System yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan
kemampuan daya beli. Kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka
kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan
rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan
mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi.

Permasalahan lainnya adalah natural system yang menyangkut dua
paradoks (Kitchen & Marsden, 2009) dalam komunitas pesisir yaitu komunitas
masyarakat miskin di tengah kekayaan sumber daya alam serta terjadinya
degradasi lingkungan di tengah masyarakat yang memiliki nilai-nilai kearifan
tradisional. Kondisi ekosistem pesisir yang mengalami degradasi akan
mempengaruhi kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir lainnya.

Pengembangan Manusia dan Kesetaraan Gender

Kecenderungan pembangunan yang berjalan saat ini telah berorientasi
gender, artinya peran perempuan dalam komunitas petani garam relatif besar. Hal
ini tercermin dari pengambilan keputusan secara ekonomi pada usaha garam
sebagian besar ditentukan oleh perempuan petani garam. Namun demikian,
ditinjau dari aspek perolehan akses (peluang), partisipasi aktif perempuan petani
garam dalam pelaksanaan dan keikutsertaan dalam penentuan kebijakan
pembangunan relatif kecil. Hal ini diindikasikan dari keterlibatan perempuan
pegaram dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
hampir tidak ada. Dengan demikian, perencanaan pembanguan desa tidak
melibatkan peran perempuan. Oleh sebab itu, masih terdapat penilaian bahwa
kedudukan dan peran perempuan masih berada pada posisi termarjinalkan,
tersubordinasi atau bahkan diperlakukan secara diskriminatif.

Di bidang ekonomi, kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang
kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga halnya dengan akses terhadap
berbagai sumber daya strategis seperti teknologi, informasi pasar, kredit dan modal
kerja. Hal ini berakibat pada tingkat pengangguran perempuan yang jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, upah yang diterima pekerja
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perempuan seringkali jauh lebih rendah dari laki-laki. Banyak perempuan bekerja
pada jenis-jenis pekerjaan yang marjinal, seperti buruh angkut garam dengan
perolehan upah yang relatif rendah. Selain itu, pekerja perempuan petani garam
tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Dalam kegiatan usaha
garam, Kkontribusi perempuan sangat signifikan, baik dalam proses produksi,
maupun pascaproduksi garam. Peran tersebut mampu memberikan sumbangan
yang besar bagi penghasilan keluarga.

Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan management system yang ditemukan dalam
komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu dekade terakhir antara lain: 1)
Masyarakat pesisir telah meninggalkan pengetahuan tradisional dan kearifan
budaya lokal yang pada masa lampau mampu mengkonstruksi sistem kelembagaan
sosial yang mapan; 2) Masyarakat telah “minded pada uang”; 3) Berbagai pola
pertukaran dan partisipasi sosial yang dahulunya berbentuk natural telah
tergantikan oleh uang. Orientasi budaya dan gaya hidup masyarakat telah bergeser
ke arah kosmopolit yang berbasis pasar (Silvano & Begossi, 2005); 4) Disamping
itu, pola-pola kolektif sosial telah ditinggal dan diganti dengan pola-pola
individual komersial (Gutierrez et al., 2011). Masyarakat telah kehilangan patron
sosial dan asas saling percaya antar anggota masyarakat dalam suatu ikatan
kelembagaan. Selain itu, kekompakan sosial (social cohesiveness) semakin rendah
akibat makin kompleksnya komposisi dan struktur anggota sistem sosial.

Rekonstruksi sosial yang bertumpu pada sistem interaksi sosial relatif sulit
dikarenakan pergeseran berbagai modal sosial dasar. Berbagai pendekatan
pemberdayaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil (Basurto et al., 2013). Hal ini dapat dilakukan dengan
cara menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir dalam menentukan
kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya agar mampu
menciptakan kemandirian yang permanen.

Pemberdayaan masyarakat pada komunitas pesisir dilakukan berdasarkan
karakteristik dan kebutuhan kelompok, bersifat bottom up dan open menu, serta
harus langsung menyentuh kelompok sasaran. Selain itu, pemberdayaan ini juga
dilakukan melalui recovery ekosistem hulu — hilir sehingga menghasilkan produk
perikanan yang berkualitas. Peningkatan produksi (hasil tangkap dan budi daya)
dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait olahan perikanan perlu
mempertimbangkan kualitas yang berstandar SNI. Disamping itu, dibutuhkan
dukungan pemasaran bagi produk hasil olahan perikanan dan pengembangan
sentra produk perikanan dalam rangka membangun brand dan image pasar. Selain
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itu, juga dibutuhkan regulasi dan sosialisasi penggunaan hasil produk perikanan
untuk konsumsi hotel, restoran, dan sentra kuliner.

Peningkatan investasi sektor perikanan juga memegang peranan sentral
melalui inkubasi bisnis maupun akselerasi bisnis. Aspek strategis lain yang perlu
dipertimbangkan adalah: (1) Partisipasi, pentingnya memasukkan pandangan
golongan miskin dalam membuat keputusan tentang kesempatan dan hambatan
yang dihadapi; (2) Analisis Kemiskinan Partisipatori (PPA = Participatory
Poverty Assessment), dengan menggunakan data rumah tangga. Participatory
Poverty Assessment (PPA) mencoba mengukur tingkat dan bentuk dasar
kemiskinan serta mengidentifikasi kebijakan, pengeluaran publik, dan soal-soal
kelembagaan yang menghambat pengurangan kemiskinan secara efektif; (3)
Analisis Belanja Pemerintah (PER = Public Expenditure Review). Public
Expenditure Review (PER) memeriksa pola pengeluaran pemerintah di berbagai
sektor (Ratnadila, 2018). Public Expenditure Review (PER) suatu negara
menyediakan informasi bagaimana pemerintah mengumpulkan dan mengeluarkan
uang, membaca prioritas anggaran, serta peningkatan peran swasta dalam
penanggulangan kemiskinan (Yi Kao et al., 2014). Hal ini dilakukan melalui
mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) serta peningkatan iklim
investasi yang kondusif untuk menjamin terciptanya peluang kerja dan usaha.

KESIMPULAN

Pemberdayaan komunitas pesisir memerlukan beberapa pendekatan, antara
lain melalui strategi penanggulangan pemberdayaan mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasannya. Selain itu, diperlukan
paparan yang menguraikan dengan jelas siapa mengerjakan apa, dimana dan
bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan. Disamping itu,
perlu kebijakan strategis tentang perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan
masyarakat, peningkatan kapasitas dan peningkatan perlindungan dan jaminan
sosial. Pemberdayaan dilakukan tidak sebagai program derma (charity),
melainkan sebagai upaya memperkuat potensi dan kapasitas komunitas pesisir dan
nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar peningkatan pendapatan
rumah tangga nelayan dan pembudidaya/pegaram dimanfaatkan untuk memenuhi
standar kehidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Dari sisi fasilitas,
perlu adanya pengembangan infrastruktur lokal seperti kelembagaan masyarakat
lokal, struktur pendidikan dan pelatihan lokal, dan struktur sumber-sumber
permodalan. Penanggulangan kemiskinan akan efektif jika program dan perbaikan
pada indikator ekonomi makro langsung menjangkau dan mendampingi nelayan.
Nelayan kecil bukanlah kelompok yang tidak memiliki apa-apa, namun mereka
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adalah kelompok yang memiliki serba keterbatasan sehingga kepercayaan diri
merupakan titik masuk utama dalam membantu nelayan keluar dari kemiskinan.
Kelompok afinitas merupakan instrumen efektif untuk menumbuhkan confidence
sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Hal ini dapat diupayakan dengan adanya
peningkatan kemampuan dalam mengelola kredit dan pemenuhan kelayakan untuk
mendapatkan pelayanan dari perspektif perbankan. Selain itu, pelayanan keuangan
mikro harus dibarengi proses penguatan kapasitas dan pemberdayaan secara
kontinu.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan perikanan di Indonesia tujuannya adalah keberlanjutan
produksi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang demikian terdiri dari
tiga dimensi, yaitu dimensi lingkungan, dimensi sosial-ekonomi, dan dimensi
sistem pengelolaan. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan. Pengelolaan
perikanan budi daya dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to
Aguaculture - EAA) merupakan kesepakatan internasional tentang perikanan yang
bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries - CCRF) yang
diinisiasi FAO (1995). Pada CCRF terdapat ketentuan perikanan yang bertanggung
jawab yang harus dilaksanakan, yaitu analisis risiko importasi, sertifikat kesehatan
dan karantina, cara budi daya ikan yang baik, keamanan pangan dan sebagainya.
Penerapan kesepakatan terkait CCRF tersebut dilakukan secara bertahap di seluruh
negara anggota FAO melalui komitmen agar keberlanjutan usaha perikanan dapat
terwujud. Penerapan EAA diharapkan dapat memberi dampak positif dan
mengendalikan dampak negatif perikanan budi daya terhadap lingkungan dan
mendorong peningkatan nilai manfaat.

Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) merupakan salah satu bentuk
kebijakan inovatif untuk mengintegrasikan kegiatan perikanan budi daya dengan
aspek lingkungan yang lebih luas sehingga keseimbangan relasi aspek sosial
dengan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai (FAO,
2010). Permasalahan yang muncul dalam implementasi EAA adalah di dalam: (a)
meningkatkan pengelolaan lingkungan, (b) meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan (c) meningkatkan tata kelola dalam pengembangan perikanan
budi daya. Oleh sebab itu, implementasi EAA dilakukan dengan
mengkonsolidasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terintegrasi
mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan, yang didukung integrasi lintas
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sektor dalam pengelolaan sumber daya. Melalui upaya ini, diharapkan dapat
terbangun peran serta dan kerja sama yang maksimal antar pemangku kepentingan,
baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pengelolaannya. Pemerintah
Indonesia mendukung pembangunan sektor perikanan budi daya berkelanjutan
tersebut. Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) telah diterjemahkan sebagai
Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE), yang diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Akuakultur dengan Pendekatan Ekosistem
(ADPE). Peraturan ini menjelaskan mengenai prinsip dasar ADPE, siklus
penerapan ADPE dan petunjuk teknis penerapan ADPE mulai dari persiapan,
pelaksanaan, hingga mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Penerapan EAA di Indonesia belum efektif dilakukan sejak diperkenalkan
FAO maupun setelah terbit peraturan. Secara global, Brugere et al. (2018),
mengemukakan hasil tinjauannya mengenai 10 tahun penerapan EAA bahwa
pengarusutamaan EAA dalam proses perencanaan telah meningkatkan
kesadartahuan terhadap pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam akuakultur
dan membantu mengarahkan sektor ini menuju akuakultur berkelanjutan. Namun,
pendekatan ini memiliki resonansi dan adopsi yang cukup bervariasi pada setiap
kelompok. Penekanan pada Rencana Tata Ruang sebagai bagian dari upaya
implementasi EAA dan kaitannya yang erat dengan blue growth memberikan
peluang yang besar bagi masa depan pendekatan ini, meskipun kemampuannya
dalam menangani masalah tata kelola yang lebih kompleks cukup terbatas.
Penerapan EAA di Indonesia tujuannya antara lain: (a) Melaksanakan prinsip-
prinsip perikanan budi daya yang bertanggung jawab dalam suatu kawasan
sehingga dapat memberikan dampak positif secara maksimal, baik secara
ekosistem, teknis, ekonomis, sosial maupun budaya (b) Membangun integrasi
lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan perikanan budi daya; dan (c)
Menjadikan produk perikanan budidaya yang dihasilkan kawasan yang
menerapkan EAA diterima di pasaran global.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini didasarkan pada observasi
pelaksanaan penerapan Ecosystem Approach to Aquaculture — EAA pada
beberapa lokasi budi daya perikanan di Indonesia. Data diperoleh dari kegiatan
monitoring pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Yayasan WWF Indonesia.
Kegiatan dilakukan pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017
bertujuan untuk menyempurnakan isi dari Pedoman Umum EAA di Indonesia.
Tujuan tulisan ini adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan
implementasi Ecosystem Approach to Aquaculture di Indonesia. Bahan untuk
menyusun tulisan ini didasarkan pengamatan proses pelaksannaan EAA di
Indonesia yang dilakukan sejak 2014.
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Perkembangan Ecosystem Approach to Aquaculture di Indonesia

Inisiasi persiapan perangkat kerja dan perangkat hukum untuk adopsi EAA
di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2014 oleh Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya secara kolaboratif bersama Yayasan WWF Indonesia.
Adapun proses dalam rangka penyusunan Pedoman Umum EAA di Indonesia yang
dilaksanakan sejak 2014 adalah sebagai berikut:

1. Workshop Nasional | tentang EAA 2014

Kegiatan workshop yang diselenggarakan bulan November 2014 di Bogor
diselenggarakan secara terkoordinasi antara Direktorat Kawasan dan
Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian
Kelautan dan Perikanan Rl bersama Yayasan WWF Indonesia. Workshop
ini merupakan sosialisasi awal inisiatif adopsi EAA secara nasional
kepada publik. Dalam proses menggali masukan telah diidentifikasi
berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam adopsi EAA di Indonesia,
khususnya hal-hal penting yang perlu masuk dalam pengembangan
Pedoman Umum EAA maupun dalam skema (indikator) penilaian EAA.

2. Workshop Nasional Il tentang EAA 2015
Kegiatan yang dilaksanakan bulan September 2015 di Bogor ditujukan
untuk membahas dan mendapatkan masukan lebih lanjut terkait dengan
rencana adopsi EAA di Indonesia. Workshop telah menghasilkan
kesepakatan tentang substansi yang penting untuk dimasukkan dalam
daftar indikator penilaian EAA maupun Pedum EAA, serta kesepakatan
rencana uji coba penilaian EAA di beberapa lokasi.

3. Uji lapang rancangan indikator penilaian EAA 2015-2016

Uji lapang draft indikator penilaian EAA di Purwakarta — Jabar dilakukan
pada bulan Desember 2015, dan Uji lapang draft indikator penilaian EAA
di Pesawaran — Lampung dilaksanakan pada bulan Maret 2016.

4. Workshop Nasional EAA 111

Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2017 di
Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan bertujuan untuk
penyempurnaan isi Pedoman Umum EAA. Beberapa poin tindak lanjut
yang disepakati dalam workshop tersebut antara lain: Penyempurnaan dan
finalisasi konsep Pedum EAA; Pelaksanaan konsultasi publik dalam
penyusunan rancangan peraturan tentang adaptasi EAA di Indonesia, yang
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dalam penyelenggarannya akan dikoordinasikan dengan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dan Kemenko Maritim; Penyusunan naskah
akademis dan izin prakarsa untuk pengajuan Rancangan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang adaptasi EAA di Indonesia; Penyusunan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan KKNI
berkaitan dengan EAA; Kegiatan akan dikoordinasikan dengan BRSDM
KKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dengan melibatkan
para pakar dari perguruan tinggi; Sosialisasi peraturan terkait EAA kepada
para pemangku kepentingan dilakukan di beberapa lokasi pada tahun
2018; Uji coba implementasi dan penilaian EAA pada beberapa lokasi
terpilih sebagai pilot project dilaksanakan pada tahun 2018.

Persiapan perangkat kebijakan EAA di Indonesia melalui tahapan yang
meliputi: (1) Penyusunan pedoman umum (Pedum) dan Pedoman Teknis (Juknis)
EAA,; (2) Penetapan peraturan tingkat pusat untuk mendukung implementasi EAA
di Indonesia. Pada tahap awal, aspek legal EAA di Indonesia diusulkan dalam
bentuk peraturan (keputusan) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya-KKP. Pada
tahap selanjutnya, legalitas EAA akan ditingkatkan dalam bentuk peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Selanjutnya, proses ini diteruskan
dengan (3) Sosialisasi EAA ke berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat
maupun daerah, untuk penyamaan persepsi tentang pentingnya adopsi EAA guna
memudahkan penerapannya di Indonesia; (4) Penetapan peraturan daerah untuk
implementasi  EAA di daerah, khususnya bagi daerah yang bersedia
mengimplementasikan EAA; (5) Uji coba penerapan dan penilaian EAA di
beberapa lokasi terpilih (pilot project) kabupaten/kota, terutama daerah yang
potensial (memiliki kegiatan) perikanan budi daya cukup besar; dan (6) Penerapan
EAA secara menyeluruh untuk semua daerah di Indonesia.

Prinsip dan Tujuan Ecosystem Approach to Aquaculture

Prinsip dan tujuan EAA di Indonesia dikembangkan dari 3 prinsip utama,
sebagaimana digambarkan dalam skema pada Gambar 1, yang terdiri prinsip
keberlanjutan ekosistem, prinsip kesejahteraan berkeadilan, dan prinsip tata kelola
terintegrasi.

Prinsip 1. Keberlanjutan Ekosistem
Pengembangan dan pengelolaan perikanan budi daya harus dilakukan

dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi dan jasa lingkungan secara menyeluruh,
sehingga tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan perikanan
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Gambar 1. Prinsip Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).

budi daya perlu memperhatikan tiga hal, yaitu: (a) pengembangan perikanan budi
daya harus dapat menghadapi tantangan fungsi dan jasa lingkungan lainnya dalam
suatu kawasan, (b) perencaaan produksi dan keterkaitan antar sektor perlu
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pembudi daya, dan
(c) pengelolaan perikanan budi daya perlu mempertimbangkan keterkaitan jasa
lingkungan, terutama lingkungan yang bersifat khusus di suatu kawasan budi daya
tertentu.

Prinsip 2. Kesejahteraan Berkeadilan

Pengembangan perikanan budi daya harus dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keseimbangan antar pemangku
kepentingan. Prinsip ini untuk meyakinkan bahwa pengembangan perikanan budi
daya dapat dilakukan dalam keseimbangan keuntungan bagi berbagai kepentingan.
Keseimbangan ini termasuk produksi pangan, keamanan, keselamatan sebagai
komponen utama kesejahteraan.
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Prinsip 3: Tata Kelola Terintegrasi

Pengembangan budi daya perikanan harus dilakukan terintegrasi secara
lintas sektor, lintas kebijakan maupun tujuan pembangunan. Prinsip ini
mengungkapkan hubungan antara kegiatan budi daya perikanan dengan sistem
yang lebih luas terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan maupun sosial.
Prinsip ini juga mengandung pengertian keterkaitan hubungan antara kegiatan
perikanan budi daya dengan sektor produksi yang lain dalam penggunaan energi
maupun sumber daya secara umum. Prinsip ini disebut juga sebagai pembangunan
berbasis multisektoral atau sistem perencanaan dan pengelolaan secara terpadu.

Siklus Implementasi Ecosystem Approach to Aquaculture

Dalam implementasi EAA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dirjen
Nomor 154/PER-DJPB/2019 dilakukan dalam suatu rangkaian proses yang
berkesinambungan, dimulai dari tahap Pra-EAA yang terdiri atas: (1) Sosialisasi
EAA, dan (1) Penilaian awal atau Pre-assessment EAA; tahap Peralihan yang
terdiri atas: (lll) Pembentukan dan Pembiayaan Tim Pengelola EAA, (1V)
Penetapan Kawasan, dan (V) Pengembangan dan Penentuan Rencana Kerja; tahap
Implementasi yang terdiri atas: (V1) Pelaksanaan Rencana Kerja yang dilakukan
sesuai rekomendasi dari laporan Penilaian awal; dan tahap Post-EAA yang meliputi
proses (VII) Monitoring dan Evaluasi.

Keterangan

Implementas/ Post-EAA
| S saal EAN " m an dan Perrbsayasn Tim Pengeloda V1. Folsksanann Rescona Kerje VI Mortionng can Eseluasl

I e aumsaurrarn N Pwratipen Salas Camanen

V. Perentian Wiapeow Roncens <era

© Yoymman WAT indirmes

Gambar 2. Siklus Implementasi Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).
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Apabila dalam proses Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan setiap tahun
menunjukkan hasil yang kurang sesuai dan perlu perbaikan lebih lanjut, dimana
tujuan EAA di daerah belum tercapai, maka dalam implementasi EAA perlu
dilakukan peninjauan ulang dan adaptasi terhadap rencana kerja. Proses
selanjutnya mengikuti siklus tersebut hingga penilaian performa EAA
menunjukkan nilai baik/hijau.

Penilaian Kinerja Ecosystem Approach To Aquaculture

Berdasarkan pedoman EAA yang telah diterbitkan oleh FAO dan Peraturan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019, prinsip EAA
diuraikan lebih lanjut dalam parameter dan indikator Kinerja pengelolaan
sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Prinsip 1. Keberlanjutan Ekosistem

1. Budi Daya Perikanan yang memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kegiatan yang harus dilakukan meliputi 4 kegiatan, seluruh hasil kegiatan
harus tercatat dan menjadi acuan untuk evaluasi. Kegiatan tersebut adalah:

a. Kegiatan kajian dan atau keberadaan peraturan terkait carrying
capacity (baku mutu/daya dukung lingkungan) sesuai dengan
perundangan yang berlaku, termasuk penerapannya dalam kawasan
budi daya.

b. Kualitas air buangan (dan sedimen) di lingkungan kawasan budi daya
(meliputi kadar organik dan nonorganik, termasuk residu antibiotik)

c. Kuantitas dan kualitas air (sumber air) budi daya (mengacu pada
permen LH No.28 tahun 2019 tentang trophic level dan PP No 82 tahun
2001 tentang Kkriteria mutu air berdasarkan kelas air.

d. Ancaman/sumber pencemaran eksternal (yang berasal dari kegiatan
nonbudidaya).

2. Proses Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Kesesuaian praktik budi daya dengan standar pembudidayaan ikan, terutama
penerapan CBIB dan CPIB meliputi:

a. Benih ikan yang dibudidayakan tidak mengganggu lingkungan
(status ikan budi daya: asli, introduksi, nonGMO) .

b. Legalitas, kuantitas dan kualitas pakan yang dipergunakan dalam
aktivitas budi daya ikan.
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Legalitas obat—obatan (termasuk bahan kimia dan biologi) yang
dipergunakan dalam budi daya perikanan

Insidensi dan atau wabah penyakit yang terjadi di kawasan budi daya
perikanan

Modifikasi lingkungan yang telah dilakukan untuk pengembangan
kawasan budi daya perikanan (konversi habitat khusus untuk
penggunaan budi daya)

3. Upaya pengelolaan lingkungan, tergantung skala usaha perikanan

a.

Penerapan Amdal (Andal, UKL, UPL) di kawasan pembudidayaan
ikan (penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen dan
kepatuhan)

Kegiatan monitoring lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan
(penilaian dilakukan terhadap program dan pelaksanaannya,
termasuk frekuensi, pelaku dan kesesuaian kegiatan yang dilakukan)
Tindakan perbaikan lingkungan yang telah dilakukan di kawasan
pembudidayaan ikan dan/atau DAS dan/atau kawasan sumber air
untuk pembudidayaan ikan (seperti: restocking, penyedotan lumpur,
penghijauan/rehabilitasi ekosistem).

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan habitat
penting/ekosistem khusus (mangrove, lamun, terumbu karang) yang
telah dilakukan.

Prinsip 2. Kesejahteraan dan Pemerataan

1. Aspek Sosial meliputi

Aspek sosial meliputi 3 hal yaitu: tenaga kerja, peningkatan pendidikan dan
konflik sosial. Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

a. Tenaga kerja yang bekerja pada unit pembudidayaan ikan, meliputi:

b.

= Kompetensi tenaga kerja pada unit pembudidayaan ikan
(keterkaitan dengan kemampuan untuk mengadopsi ketentuan
budi daya berkelanjutan, dan pengaruhnya terhadap
kesejahteraan).
= Pelibatan tenaga kerja lokal (keterkaitan dengan konflik sosial)
= Jaminan kesehatan tenaga kerja pada kegiatan pembudidayaan
ikan, antara lain BPJS.
Upaya peningkatan pendidikan bagi tenaga kerja/pembudidaya dan
masyarakat umum, meliputi:
= Peningkatan kapasitas tenaga kerja/pembudidaya
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=  Kontribusi kegiatan perikanan budidaya terhadap peningkatan
pengetahuan bagi masyarakat sekitar

c. Konflik sosial yang diakibatkan oleh kegiatan budi daya perikanan.

Konflik ditinjau dari jumlah insiden dan tingkat penyelesaian konflik

yang dipicu oleh kegiatan perikanan budi daya, baik internal maupun

eksternal. Penyebab konflik pada sektor ini umumnya antara lain

diakibatkan oleh terganggunya akses masyarakat terhadap sumber
daya, pencemaran, tata guna lahan dan sebagainya.

2. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi meliputi berbagai indikator sebagai berikut:

® o0 o

Aksesibilitas pembudidaya ikan terhadap modal

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)

Pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan

Saving rate rumah tangga pembudidaya ikan

performa hasil analisis usaha budi daya perikanan pada kawasan tertentu,
meliputi : B/C ratio, NPV dan IRR Keberlangsungan usaha pembudidaya
ikan, antara lain dengan melihat

Prinsip 3. Tata Kelola Terintegrasi

1. Keberadaan peraturan yang mendukung keberlangsungan perikanan budi
daya, antara lain:

a. Keberadaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW atau
zonasi perairan pada kawasan pembudidayaan ikan

b. Perizinan usaha perikanan (yang dilaksanakan berdasarkan
RTRW)/Zonasi)

Mekanisme pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan

(peraturan) yang berkaitan dengan perikanan budi daya

Penilaian terhadap berlangsungnya prinsip partisipatif (co-management),

yaitu pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan yang terkait

dengan keberlangsungan perikanan budi daya.

Keberadaan dan efektivitas kelembagaan yang dapat

mewadahi/menyalurkan aspirasi pembudidaya untuk keberlangsungan

budi daya.

Kepatuhan dan upaya penegakan hukum dalam kegiatan perikanan budi

daya.
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6. Sinergisitas/sinkronisasi program dan kegiatan yang memberikan
dukungan bagi keberlanjutan budi daya perikanan.

7. ldentifikasi keberadaan program dan kegiatan yang dapat menghambat
kegiatan budi daya perikanan

8. Monitoring dan Evaluasi terhadap tata kelola yang dilakukan oleh
kelembagaan.

Penilaian EAA dilakukan sebagai upaya untuk mengukur tingkat
implementasi EAA pada suatu kawasan, melalui penilaian performa masing-
masing indikator.  Penilaian dilakukan pada level kabupaten/kota, dengan
mengevaluasi seluruh kawasan yang ada di daerah tersebut kemudian dilakukan
penilaian rata-rata secara proporsional. Jika EAA telah mendapatkan legitimasi
untuk diterapkan secara penuh di Indonesia, penilaian EAA dilakukan oleh tim
independen yang mendapat penugasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai akan menghasilkan scoring yang
menunjukkan tingkat implementasi atau performa pengelolaan EAA pada suatu
daerah (kawasan).

Nilai yang tinggi mencerminkan kepedulian dan komitmen pemerintah
daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengintegrasikan berbagai aspek
dalam pengembangan kegiatan perikanan budidaya. Hasil penilaian EAA yang
baik dapat menjadi daya tarik bagi pemasaran produk perikanan yang dihasilkan
olen daerah yang bersangkutan, sekaligus memberikan kepastian arah
pembangunan yang merupakan hal penting bagi dunia usaha perikanan budi daya.
Pelaksanaan penilaian EAA di tingkat kabupaten/kota dilakukan melalui kegiatan:
1. Telaah terhadap dokumen yang berkaitan dengan substansi masing-masing

indikator yang tersedia pada institusi di tingkat pemerintah daerah (SKPD dan

lembaga terkait).

2. Interview terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun lembaga
terkait secara langsung.

3. Interview kepada pembudi daya dan/atau perusahaan pembudidayaan.

4. Observasi dan uji teknis di lapangan /kawasan pembudidayaan ikan, baik
perairan tawar, payau maupun laut, yang dapat dilakukan secara sampling,
antara lain:

a. mengambil sample dan/atau mengukur parameter kualitas air pada badan
air pasokan, badan air penerima limbah budidaya maupun pada media
pembudidayaan ikan.

b. mengevaluasi kondisi habitat tertentu di kawasan pembudidayaan ikan.

¢. mengevaluasi praktik pembudidayaan ikan di kawasan yang bersangkutan.
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5. Melakukan analisis laboratorium terhadap sample dan analisis ekonomi hasil
sampling yang didapatkan dari lapangan.

6. Melakukan evaluasi performa masing-masing indikator EAA pada masing-
masing kawasan pembudidayaan ikan, melalui scoring dan membuat nilai
rata-rata setiap indikator dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dari hasil
penilaian.

7. Membuat catatan hasil evaluasi, berupa saran dan masukan tentang tindakan
dan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemda dan/atau seluruh stakeholder
terkait di kawasan penilaian EAA, untuk bahan perbaikan Kkinerja
implementasi EAA di daerah tersebut.

8. Menyampaikan dan mendiskusikan hasil penilaian EAA dengan Pemda yang
bersangkutan untuk mendapatkan konfirmasi dan atau tindaklanjut
seperlunya.

Hasil penilaian kinerja implementasi EAA selanjutnya disajikan dalam peta
digital yang menampilkan warna, dengan notasi:

a. Warna hijau, mengindikasikan sebagian besar indikator penilaian
menunjukkan nilai “baik” yang berarti implementasi EAA di
kawasan/wilayah/daerah yang bersangkutan dinilai telah berjalan sesuai
dengan (atau melebihi) standar yang ditetapkan

b. Warna kuning, mengindikasikan sebagian besar indikator penilaian
menunjukkan nilai “sedang”, dan/atau terdapat keseimbangan antara
indikator yang berkinerja baik dengan yang berkinerja buruk. Kondisi ini
menunjukkan bahwa implementasi EAA di daerah (kawasan) tersebut dinilai
masih perlu ditingkatkan.

c. Warna merah, mengindikasikan bahwa sebagian indikator penilaian EAA
menunjukkan nilai “buruk”, yang berarti kinerja implementasi EAA di
kawasan (daerah) tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga
diperlukan perbaikan secara mendasar.

Penyajian peta untuk tingkat kabupaten mencantumkan Kkinerja
implementasi EAA untuk masing-masing wilayah/kawasan, sedangkan peta
tingkat provinsi menggambarkan kinerja implementasi EAA di tingkat
kabupaten/kota, dan peta nasional diharapkan dapat menggambarkan kinerja
implementasi EAA untuk masing-masing provinsi. Peta yang disajikan
diharapkan dalam bentuk peta digital yang dapat mencantumkan gambaran umum
dan gambaran EAA di daerah yang bersangkutan dan informasi khusus tentang
hal-hal yang menjadi catatan untuk masing-masing daerah (kawasan) penilaian.
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Implementasi Ecosystem Approach to Aquaculture

Sejak EAA pertama kali diperkenalkan di Indonesia, implementasi EAA di
berbagai wilayah terbagi dalam berbagai tipe dan level. Pertama, implementasi
konsep EAA secara khusus, yang dilakukan secara parsial oleh berbagai pihak
yaitu pemerintah, NGO, universitas/lembaga penelitian secara individual maupun
kolaborasi. Implementasi ini pada umumnya dilakukan dengan mengikuti siklus
EAA dan menerapkan sebagian konsep dengan mengikuti siklus EAA, yang
meliputi Penilaian Awal (Pre-assessment) hingga pengembangan Rencana Aksi
(Action Plan). Tindak lanjut dari hasil Pre-assessment maupun Action Plan ini
ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah terhadap EAA. Kedua, penerapan
sebagian konsep/prinsip EAA tanpa secara khusus, dimaksudkan atau mengikuti
siklus implementasi EAA, contohnya: pengembangan pengelolaan 140 kawasan
(Zonal Management), penghijauan, dan lain lain. Berbagai konsep dan kegiatan
yang berlangsung saat ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain dapat
mendukung perwujudan EAA.

Penetapan Kawasan EAA yang tersinergi dengan rencana tata ruang atau
zonasi merupakan unsur penting dalam EAA. Aguillar-Manjarrez et al. (2017)
menjelaskan berbagai masalah yang dapat muncul dari kurangnya perencanaan
tata ruang dan pengelolaan akuakultur, yaitu mencakup isu penyakit ikan,
lingkungan, produksi, konflik sosial, pascapanen dan pemasaran, risiko
pembiayaan, dan berkurangnya resiliensi terhadap perubahan iklim dan ancaman
eksternal lainnya. Hal-hal penting yang tercakup dalam Prinsip Tata Kelola,
meliputi sinergitas antar program dan partisipasi masyarakat, merupakan bentuk
manajemen bersama (co-management) yang fundamendal dalam penerimaan dan
dukungan terhadap program EAA. Co-management dipahami sebagai solusi
dalam meningkatkan tata kelola perikanan budi daya, dengan melibatkan operator
bisnis yang memiliki modal dan pengaruh yang besar, selain pemerintah dan
pelaku perikanan (Sugimoto et al., 2016).

Pembelajaran dari Uji Penerapan Ecosystem Approach to Aquaculture

Pelaksanaan EAA di Indonesia diinisiasi oleh Direktorat Kawasan dan
Kesehatan Ikan (KKI)-DJPB dan didukung oleh Yayasan WWF Indonesia pada
2014-2017. Pra-EAA yang mencakup Sosialisasi dan Pre-assessment dilakukan di
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kampar, Riau dengan
rincian sebagai di bawabh ini.

“Desyana”

| 3




141 |

Tabel 1. Uji Coba Implementasi EAA, di Indonesia.

Lokasi
Kawasan

Budi Daya

Gambaran Lokasi

Kecamatan Suppa dan
Lanrisang dengan masing-

Komoditas

Pemangku
Kepentingan
Utama

masing luasan lahan Pembudi
budidayal.595,22 ha dan daya rumput
3.804,34 ha merupakan laut
kecamatan yang menyumbang Dinas
produksi udang yang tinggi Kelautan &
Kecamatan untuk Propinsi SuIaV\_/eS| Perikanan:
. Selatan. Metode budi daya Dinas
Lanrisang udang yang ada di Lanrisang Udang ;
dan Suppa ) Windu dan Lingkungan
Kabupaten dgn Suppa sebagian b_egar Vannamei Hidup;
Pinrang dllakukgn_secara tradisional Dinas
dan tradisional plus dengan Pengelolaan
tambahan pakan. Budi daya Sumber
umumnya dilakukan dengan Daya Air
polikultur dengan bandeng. Bappeda
Sumber air berasal dari muara UPI
laut yang bercampur dengan NGO
aliran air dari lahan pertanian
di darat
Pembudi
daya rumput
laut
Dinas
Kelautan &
SKS;;?atan B_udi daya rumput laut _ Rumput laut Pe:\rikanan;
Kabupaten dllakl_Jkan di laut dengan sistem Cottoni . D_mas
Pinrang longline hlir(;?jls-mgan
Dinas
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
Bappeda
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Lokasi Pemangku

Kawasan Gambaran Lokasi Komoditas  Kepentingan
Budi Daya Utama
e Pembudi
daya ikan
e Dinas
Perikanan
Waduk Koto Panjang dibangun * Bappeda,
Desa pada tahun 1996 dengan luasan e Dinas
Merangin  12.500 ha. Budi daya dilakukan kan Mas PUPR,
dan Koto di Waduk Koto Panjang e Dinas
) . dan Ikan .
Gadang, dengan Sistem Keramba Jaring Nila Lingkungan
Kab. Apung (KJA). Pada akhir 2018, Hidup
Kampar jumlah unit KJA sebanyak e Dinas
1.190 unit Pariwisata
e PLN
Sumbagut
Sektor
Pembangkita

n Pekanbaru

Sumber: Hasil survei (2014-2017)

Pelaksanaan Pre-assessment EAA di kawasan tersebut menjadi
pembelajaran dalam peninjauan dan penyempurnaan indikator EAA oleh DJPB.
Hasil Pre-assesment EAA dilakukan DJPB bersama Yayasan WWF Indonesia,
para ahli di Pinrang Sulawesi Selatan, dan di waduk Kotopanjang. Hasil pre-
assessment tersebut dapat dipelajari pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji Pre-assessment EAA di Kawasan Budi Daya Udang dan
Budi Daya Ikan Air Tawar 2014 — 2017.

Prinsip Nilai Hasil Assessment
Lokasi 1: Kawasan Budi Daya Udang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan
Prinsip 1: (+) Praktik budi daya sesuai dengan daya dukung
Keberlanjutan lingkungan
Ekosistem 1.8

(+) Kawasan budi daya sesuai dengan Rancang Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
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Prinsip Hasil Assessment

(+) Penyediaan benih yang cukup dan berkualitas
baik

(+) Penggunaan pakan dengan baik

(+) Penggunaan obat untuk penyakit udang yang
terdaftar dengan cara yang sesuai

(+) Penggunaan obat untuk penyakit udang yang
terdaftar dengan cara yang sesuai, pendataan dan
penanganan penyakit udang dengan baik

(+) Petambak aktif dalam kegiatan budi daya yang
baik, dibuktikan dengan adanya sertifikat perikanan
budidaya

(+) Telah ada kegiatan perbaikan lingkungan melalui
pembibitan dan penanaman mangrove

(-) Masih terjadi pencemaran lingkungan ke perairan
alami berdasarkan hasil pengukuran BOD, kadar
klorofil a, total N dan Total P, meskipun kadar
pencemarannya rendah

(-) Kebutuhan air untuk kegiatan budi daya belum
sepenuhnya terpenuhi, sebab adanya pendangkalan
di muara sungai

(-) Hanya sebagian petambak dengan sumber benih
yang tertelusur, yaitu yang berasal dari hatchery dari
Pinrang, Barru maupun Takalar

(-) Masih adanya indikasi penggunaan pestisida,
meski dalam jumlah kecil

(+) Petambak menyimpan investasi sebesar 20 — 30%
untuk siklus berikutnya

Prinsip 2, (+) Petambak mudah memperoleh modal dari
Kesejahteraan sesamanya petambak atau jaringan keluarga
Sosial 2,8

(-) Petambak masih kurang yang memiki tabungan

(-) Petambak belum terkoneksi dengan jaminan
sosial untuk pembudi daya udang, yang dalam hal ini
kartu KUSUKA
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Prinsip Hasil Assessment

(-) Petambak belum terkoneksi dengan Bank atau
Lembaga keuangan formal

(+) Inisiasi program telah ada yang dipelopori oleh
UPI, PT ATINA berbasis ecofarm di Lanrisang dan

?raltgs:ge?o:la juga yang dipelopri oleh pemda, Minapolitan di
yang Baik 1.8 Suppa

(-) Pelaksana program — program perbaikan budi
daya dalam Kawasan masih didominasi oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Pinrang

Lokasi 2: Kawasan Budi Daya lkan KJA di Waduk Koto Panjang, Provinsi

Riau

(+) Kajian Zonasi telah dilakukan didukung oleh
PLTA Kotopanjang

(+) Tersedia studi (kajian) tentang Amdal tahun 1998
dan Revisi

Zonasi yang dilakukan olenh BPP-PSPL Unri tahun
2006

(+) Tersedia produktivitas  primer  waduk
Kotopanjang tahun 2007

(+) Tersedia studi daya dukung lingkungan oleh Tim

Prinsip 1 PSPL IPB pada tahun 2013

Keberlanjutan

Ekosistem 21 (+) Jumlah KJA yang ada (eksisting) masih di bawah

daya dukung lingkungan

(+) Kualitas air waduk Kotopanjang masih
memenuhi

kriteria kesesuaian untuk kegiatan budi daya ikan
mas dan ikan nila

(+) Secara umum kuantitas air waduk memenubhi
persyaratan untuk kegiatan budi daya ikan dalam
KJA

(+) Terdapat pencegahan ikan budi daya lolos ke
perairan

(+) Kuantitas benih terpenuhi
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Prinsip Hasil Assessment

(+) Penggunaan pakan yang teregistrasi KKP dan
memenuhi juknis KKP serta memiliki nilai FCR
normal

(+) Tidak ada penggunaan antibiotik

(+) Pembudi daya aktif melakukan pencegahan
penyakit

(1) RTRW Kabupaten Kampar masih dalam proses
penyelesaian, sedangkan RTRW sebelumnya sudah
kadaluarsa

(1) Waduk Koto Panjang diperuntukkan untuk
kawasan budi daya pertanian dalam draft RTRW

(-) Zonasi pemanfaatan perairan waduk Kotopanjang
belum ditetapkan dalam bentuk peraturan

(-) Sebagian besar belum memiliki CBIB

(+) Lebih dari 90% tenaga kerja yang bekerja di unit
KJA adalah masyarakat lokal

(+) Sebagian besar telah mendapat bimbingan dan
pembinaan dari Dinas Perikanan

(+) Semua pemilik usaha KJA (pembudidaya ikan)
bersedia menerima masyarakat yang akan melakukan

magang
ireIg:jIShféraan (+) Tidak terjadi konflik sosial antar masyarakat
Sosial 1,9 pembudidaya

dengan masyarakat non pembudi daya

(+) Pembudi daya ikan menggunakan sebagian
keuntungan usahanya untuk mengembangkan unit
usahanya

(+) Tidak ada kesulitan dalam hal pemasaran

(-) Pada umumnya pembudi daya ikan dan tenaga
kerjanya belum memiliki sertifikat kompetensi budi
daya ikan
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Prinsip Hasil Assessment

() Pemda belum memprogramkan jaminan sosial
terhadap kemungkinan kegagalan usaha budi daya
ikan dalam KJA di Kotopanjang

(-) Sebagian besar pekerja belum diikutkan dalam
program penjaminan kesehatan (BPJS) ataupun
jaminan ketenagakerjaan

(-) Terdapat potensi konflik antara pembudi daya
ikan dengan pihak PLTA berkaitan dengan zonasi
penempatan KJA

(-) Seluruh unit pembudidayan ikan yang telah ada
tidak (belum) memiliki izin lokasi maupun izin usaha

(-) Aksesibilitas modal dari perbankan terkendala
status dan perizinan usaha yang belum dimiliki
maupun agunan.

(+) Bappeda telah mengkoordinasikan program dan

kegiatan

yang ditujukan untuk menunjang kelancaran kegiatan
Prinsip 3 : budi daya perikanan di perairan waduk Kotopanjang
Tata Kelola
yang Baik 1,45 (-) Berdasarkan legalitas formal, sampai saat ini

belum terbentuk badan pengelola  waduk
Kotopanjang yang ditetapkan oleh pemerintah

() Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan
kawasan akuakultur belum dilakukan secara
terintegrasi

Sumber: hasil monitoring (2014-2017)
KESIMPULAN

Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) merupakan sebuah kebijakan
inovasi untuk membangun perikanan budi daya dengan tujuan tercapai
keseimbangan antara aspek lingkungan dengan aspek sosial ekonomi dalam
menghasilkan produksi. Dasar penerapan EAA di Indonesia adalah peraturan dan
pembelajaran dari berbagai proses inisiasi EAA di berbagai lokasi. Dalam
memperkuat dasar hukum dan mendorong eksistensi program terkait dalam
rencana strategis pusat dan daerah, maka kebijakan perlu dibangun pada level yang
lebih tinggi. Pemerintah (Pusat dan Daerah) perlu menetapkan kawasan/sentra
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budi daya yang memiliki kesamaan ekosistem dengan pengaturan luas kawasannya
didasarkan pada batas administratif. Penerapan EAA dapat mengurangi resiko
lingkungan, sosial, dan ekonomi di suatu daerah.

Pemerintah bersama lembaga riset perlu melakukan penilaian awal (pre-
assessment) sebagai acuan untuk melakukan perbaikan/peningkatan status
penerapan EAA, yang diikuti dengan koordinasi dalam menetapkan rencana upaya
penerapan ADPE. Pemerintah perlu mendeklarasikan kawasan EAA yang sudah
dinilai baik untuk upaya pencapaian tujuan manfaat yang diinginkan. Peran aktif
pemerintah  selaku  koordinator  merupakan  kunci  sukses  dalam
melibatkan/menggerakkan para pembudi daya ikan dan anggota masyarakat
lainnya untuk mewujudkan kawasan akuakultur yang ADPE
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PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah berkelanjutan menjadi isu utama
dalam melaksanakan pembangunan. Prinsip konsep pembangunan berkelanjutan
adalah pembangunan yang mengintegrasikan manfaat ekologi, ekonomi, dan
sosial. Pembangunan bidang perikanan merupakan salah satu sektor andalan dalam
perekonomian Indonesia. Pembangunan perikanan pada dasarnya mengatur
sumber daya manusia maupun sumber daya ikan melalui pengelolaan perikanan.
Pada tingkat global, pengelolaan perikanan mengacu kepada Code of Conduct for
Responsible Fisheries (CCRF) Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO-PBB) tahun 1995 yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan
harus menjamin “’kualitas”, “keanekaragaman” dan “ketersediaan” sumber daya
ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan akan datang
(sustainability) (Hughes, 2021). Prinsip utamanya adalah pengelolaan perikanan
secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan interaksi dinamis antara
komponen ekosistem abiotik dan biotik sebagai sebuah kesatuan fungsi dan proses,
pemanfaatan dan perumusan kebijakan. Pengelolaan perikanan yang bertanggung
jawab menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan pembangunan
perikanan berkelanjutan (Adrianto, 2005). Penerapan tata laksana perikanan
bertanggung jawab dilakukan salah satunya melalui pendekatan ekosistem.
Pendekatan ekosistem merupakan sebuah rezim yang disepakati dalam dunia
internasional  dalam  mengimplementasikan ~ pembangunan  perikanan
berkelanjutan. Pada perikanan budidaya, pendekatan ekosistem dikenal sebagai
Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).

Ide perikanan budi daya berkelanjutan dicetuskan lebih dari 30 tahun silam,
dengan asumsi budi daya ikan akan menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber
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protein hewani dan adanya kecenderungan stagnasi produksi perikanan tangkap.
Produksi perikanan budi daya meningkat lebih dari 6 kali lipat dibandingkan 30
tahun lalu. Sebagai aktivitas ekonomi, peningkatan produksi tentu akan berimbas
pada meningkatnya pengaruh negatif perikanan budi daya secara sosial, ekonomi
dan lingkungan tidak hanya merugikan sektor lain, tetapi juga budi daya itu sendiri.
Oleh karena itu, muncul pandangan publik bahwa perikanan budi daya merupakan
aktivitas ekonomi eksploitatif yang membutuhkan energi dan sumber daya tinggi,
serta berpotensi menghasilkan limbah di setiap rantai produksinya. Pada
kenyataannya, pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan di Indonesia
masih berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai (Tabel 1). Pada tahun
2009, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) memiliki visi Indonesia sebagai
produsen terbesar perikanan budi daya dengan peningkatan target produksi sebesar
353% dari tahun 2009 hingga 2015 (Rimmer et al., 2013). Hal yang sama juga
dikatakan Bappenas (2014) bahwa pembangunan perikanan masih fokus pada
pengembangan aspek ekonomi semata.

Umumnya pengelolaan perikanan budi daya, umumnya akan terbentur
antara aspek ekologi dan sosial ekonomi (Putri et al., 2014). Penekanan aspek
ekonomi pada perikanan budi daya akan menghasilkan kerusakan lingkungan.
Sebagai contoh, adanya peningkatan pasar ekspor udang di Indonesia menjadi
salah satu faktor konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak di pesisir
Indonesia (Mayudin, 2012; Junaedi, 2016, Witomo, 2018). Padahal, mangrove
juga menjadi faktor pendukung keberhasilan usaha budi daya tambak dan memiliki
banyak manfaat lain (Mugsith et al., 2018; Song et al., 2021). Sebaliknya,
penekanan aspek ekologi pada usaha budi daya dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah, meningkatkan biaya operasional usaha budi daya bahkan
dapat meningkatkan inefisiensi usaha budi daya. Sebagai contoh, pada lahan
tambak terdapat persepsi pembudi daya tambak bahwa penanaman mangrove pada
pematang tambak dapat menyebabkan kebocoran air tambak dan kerusakan
pematang. Meskipun demikian, terdapat pula upaya menyeimbangkan antara
kepentingan ekonomi maupun ekologi, seperti misalnya penggunaan silvofishery
pada budi daya tambak (Pardona et al., 2016). Selain itu, meskipun telah banyak
kebijakan pemerintah terkait pengelolaan budi daya yang memperhatikan
lingkungan, namun implementasi oleh stakeholder masih berjalan lambat.

Salah satu upaya menyeimbangkan konflik kepentingan adalah dengan
menggunakan konsep pengelolaan perikanan budi daya melalui pendekatan
ekosistem/Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). Terdapat tiga prinsip dasar
konsep tersebut yaitu, (1) keberlanjutan ekosistem, (2) kesejahteraan berkeadilan;
dan (3) tata kelola (governance)/sinergitas. Pada prinsip keberlanjutan ekosistem,
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Tabel 1. Produksi dan Target Produksi Perikanan Budi Daya Komoditas
Udang Indonesia.

Tahun Tahun

Informasi Satuan 2020 2024 %
Volume produksi Ribu.ton 1.028 2.000 95
Nilai produksi Rp. Milyar 72.000 140.000 94
Volume ekspor Ribu.ton 327 1.003 207
Nilai ekspor Ribu.USD 2.878.075 8.829.612 207

Sumber: Paparan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP 2021

dikembangkan parameter (1) kesesuaian kawasan akuakultur dengan daya dukung
lingkungan, (2) keberlanjutan pengelolaan kawasan akuakultur, (3) pengelolaan
lingkungan pada kawasan akuakultur. Pada kesejahteraan berkeadilan,
parameternya adalah (1) aspek sosial, (2) aspek ekonomi. Pada tata kelola,
parameternya adalah (1) kelembagaan, (2) peraturan. (3) kepatuhan/penegakan
hukum, (4) partisipasi masyarakat, (5) sinerginas SKPD dan (6) monitoring dan
evaluasi.

Inisiasi EAA telah dilakukan sejak tahun 2014, sedangkan implementasi
pendekatan ekosistem telah diuji cobakan tahun 2017. Pendekatan ekosistem pada
perikanan budi daya urgent dilakukan karena berkaitan dengan ketelusuran produk
budi daya pada perdagangan internasional yang menuntut keberlanjutan sumber
daya dan lingkungan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing produk
perikanan, EAA pada perikanan budi daya menekankan aspek pengelolaan
ekosistem berbasis kawasan atau klaster budi daya laut, payau maupun sungai,
bukan pada individu pembudi daya. Meskipun demikian, penggunaan EAA pada
pengelolaan perikanan budi daya khususnya pada budi daya tambak payau (udang
dan bandeng) saat ini cukup minim. Kurniati et al. (2018) telah menggunakan
prinsip EAA dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pengelolaan
perikanan budi daya tambak ikan bandeng di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di tiga lokasi sentra produksi budi
daya tambak udang, yaitu Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Selatan dan
Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui survei wawancara
kepada 180 orang responden pembudi daya tambak. Pemilihan responden
dilakukan dengan cara metode purposive sampling yaitu pada pembudi daya yang
memiliki lahan berkisar antara 0.5 — 2 Ha dengan komoditas udang vaname dan
windu. Analisis penelitian menggunakan teknik analisa deskriptif. Penelitian ini
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bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pengelolaan perikanan budi daya, dan
menganalisis penilaian prinsip pendekatan EAA pada perikanan budi daya tambak.

Peta Pengelolaan Perikanan Budi Daya

Definisi terkait pengelolaan perikanan sebagaimana tercantum dalam
Undang — Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang —
Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah “semua upaya, termasuk
proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi
serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan,
yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah
disepakati”. Definisi pengelolaan perikanan tersebut, pada dasarnya lebih sesuai
diaplikasikan pada perikanan tangkap. Pada perikanan tangkap, eksploitasi sumber
daya harus memperhatikan daya dukung lingkungan (Nugroho & Budianto, 2021).

Pengelolaan perikanan budi daya relatif lebih kompleks dibandingkan
perikanan tangkap. Dilihat dari karakteristik perairannya, budi daya ikan dapat
diaplikasikan pada perairan tawar, perairan payau dan perairan laut. Perikanan
budi daya memiliki jenis atau metode usaha budi daya yang sangat beragam
minapadi, organik akuakultur, bioflok, silvofishery, dan lain sebagainya (Rustam
et al., 2020). Perikanan budi daya juga terbagi berdasarkan skalanya yaitu skala
tradisional/ekstensif (mengandalkan alam untuk input produksi), semi intensif
(penambahan input produksi minimal) dan intensif (input produksi secara ekslusif)
(Widjaja & Kadarusman, 2019). Beragamnya perairan, metode maupun skala
menyebabkan sifat usaha budi daya yang berbeda. Terdapat usaha budi daya yang
menekankan pada aspek ekonomi semata, terdapat pula usaha budi daya yang
menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan ekologi. Bagi masyarakat, penekanan
aspek ekonomi bertujuan untuk memperoleh pendapatan, bagi pemerintah dapat
memberikan pendapatan melalui ekspor. (Rimmer et al., 2013).

Dalam rangka meningkatkan kontribusi perikanan budi daya terhadap
pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan sejumlah program atau kebijakan
akselerasi. Hingga saat ini, setidaknya terdapat enam jenis kebijakan/program
yang telah atau sedang berjalan, di antaranya minapolitan, technopark, klasterisasi
budi daya, ekonomi biru, perencanaan berbasis zonasi maupun yang terbaru terkait
kampung ikan (Gambar 1).

Dalam konteks keberlanjutan usaha budi daya, metode budi daya dan
program kebijakan, perlu melakukan suatu standarisasi perikanan budi daya agar
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keberlanjutan usaha perikanan budi daya dapat terjamin (Gambar 1). Lebih lanjut,
standarisasi sangat berkaitan dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan budidaya (SIMKHP).

Metode Budi Daya

| Polikultur / | | Bioflok | Integrated Multi Trophic Aquaculture
(IMTA)

’ Recirculating Aquaculture ‘

| Minapadi | | Yumina |
|OrganikAkuakuItur| | Silvofishery |

Program / Kebijakan
] Mina Politan \ Technopark ’ Klasterisasi Budi \

’ Ekonomi Biru H Kampung lkan HPerencanaanZonasi‘

Memastikan Keberlanjutan
Us
STANDARISASI PADA PERIKANAN BUDI DAYA
| Produk Hasil Budi daya | | Manajemen Proses Produksi |
Audit Budi daya || Sarana Budi daya || Kompetensi Pekerja |)

~

Jenis

4 Standarisasi Hulu Standarisasi Hilir R

Individu CPIB: Pembenihan Supplier |
| »| Kt

‘ Kelompok ‘ CBIB : Budi daya UPI / Processing

S

Gfand
| Seafood Import Monitoring Proaram (SIMP) |

| Good Aauaculture Practices | | Best Aquaculture Practice |
| Asian Seafood Improvement Colloborative (ASIC) | | Biosecurity |

Pasar / Market | .

Gambar 1. Peta Pengelolaan Perikanan Budi Daya di Indonesia.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jaminan keamanan mutu produk perikanan budi daya dapat dilihat di pasar
domestik dan ekspor. Beberapa aturan nasional terkait hal tersebut adalah
1. UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Pangan
Peraturan BSN Nomor 14 tahun 2019 tentang Standar Nasional Sektor
Perikanan
6. Kepmen KP Nomor 2 tahun 2007 tentang Cara Berbudidaya lkan Yang
Baik (CBIB)
7. Permen KP Nomor 19 tahun 2010 tentang pengendalian SIMKHP, dan
lain sebagainya.
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Beberapa persyaratan negara pembeli (buyer) di pasar internasional, antara

lain:
1. Codex Alimanterius Commission (FAO-WHO) Food Hygiene, Fish &
Fishery Product
FAO Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF)
Aquatic Animal Health Code
Aturan Uni Eropa 852 terkait Good Hygienic Practice
Aturan Uni Eropa Nomor 83 tahun 005 tentang Feed Hygiene, dan lain
sebagainya.

akrw

Konsep EAA merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan
ekonomi dan ekologi. McGraw dan Rust (2019) menyatakan bahwa pendekatan
ekosistem pada perikanan budi daya merupakan sebuah metode sistem dalam
mengelola budi daya dengan penekanan terhadap (1) spesifik area budi daya, (2)
mempertimbangkan ketahanan (resilient) dan keberlanjutan sebuah ekosistem, (3)
mempertimbangkan interaksi dinamis antara komponen fisik, biologi, ekonomi
dan sosial, dan (4) pengelolaan yang bersifat adaptive terhadap perubahan-
perubahan yang ada. Adopsi pengelolaan pendekatan EAA pada perikanan budi
daya telah diinisiasi pada tahun 2010 melalui pemahaman terkait konsep EAA
pada dokumen yang dikeluarkan oleh FAO-PBB (Soto et al., 2008; Soto et al.,
2009; FAO, 2010). Pada tahun 2014 telah disusun indikator EAA, hingga diadopsi
pada tahun 2016 pada pengelolaan budi daya. Pada tahun 2019, telah dikeluarkan
kebijakan atau sebuah petunjuk teknis pengelolaan kawasan akuakultur dengan
pendekatan ekosistem melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Nomor 154/Per-DJPB. Pendekatan ekosistem pada perikanan budi daya Secara

ilustrasi, diperlihatkan pada Gambar 2 berikut.
2019
e Telah dijadi

= kebijakan berupa

2016‘1'f6£|_8 peraturell(n g
- e P juk teknis
- Adopsi indikator EAA—
2014 - 2016 : S akuakultur dengan
< __pengelolaan budi pendekatan

=
engei_rgbang daya ekosistem
an.awal * Telah dikembangkan | pe .t ran Direktur

_,.//i/nfdikator pg;nduan'penila(ijan Jenderal Perikanan
EAA e Pilot project pada Budidaya No

beberapa lokasi budi
154/Per-DJPB/2019
* Penyusunan daya perikanan / /
modul

Gambar 2. Roadmap Pengelolaan Perikanan Budi Daya Berbasis Pendekatan
Ekosistem.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
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Pendekatan ekosistem pada pengelolaan perikanan budi daya merupakan
sebuah alat (tools) diagnosa bagi pengelola budi daya dalam memutuskan pilihan
atau prioritas perencanaan usaha budi daya ke depan. Pendekatan ini merupakan
salah satu solusi dalam menerapkan budi daya berkelanjutan dan ramah
lingkungan (Yudiastuti et al., 2018). Beberapa potensi manfaat dari penerapan
EAA adalah

1.

o~ wbd

Meningkatkan daya saing produk (ramah lingkungan dan sosial) dan
merangsang investasi

Meningkatkan kualitas lingkungan

Potensi penurunan biaya sertifikasi (integrasi kawasan)

Umpan balik kebijakan/rekomendasi pengelolaan

Menjamin keberlanjutan usaha akuakultur melalui eksistensi kawasan
akuakultur.

PRINSIP KEBERLANJUTAN PRINSIP KESEJAHTERAAN PRINSIP TATA KELOLA
EKOSISTEM BERKEADILAN TERINTEGRASI
—
Kesesuaian Daya Kelembagaan (15%)
Dukung (40%)
-
. i e Lembaga Formal
o Kesesuaian dengan tata o Penyerapan tenaga kerja
ruang o Kompetensi tenaga kerja
* Kawasan tidak . Jamir?an sosial 2 1 Peraturan (15%)
mencemari lingkungan o Konflik sosial

Kebutuhan air .
Kedekatan dengan o Kesesuaian RTRW

sumber pencemar e Izin Usaha

e Benih ikan ramah o Status lahan

lingkungan o Akumulasi asset — {
e Pemenuhan kebutuhan o Aksesibilitas modal

benih o Aksesibilitas pasar
* Legalitas pakan o Pasar bersaing Sempurna .
o Legalitas obat o Pendapatan e Partisipasi dalam tata ruang
e Penanganan Wabah « Rasio Menabung budi daya

penyakit Rasio Keuntungan Usaha
e Alih fungsi lahan / * g Sinergitas SKPD (15%)

{

enegakan hukum

o Kepatuhan terhadap hukum

Persyaratan AMDAL
Monitoring

lingkungan
o Perlindungan Habitat

o Sinergitas peraturan

e Monev Pengelolaan
Kawasan

Gambar 3. Prinsip, Paramater, Indikator dan Bobot Pengelolaan Perikanan

Berbasis Pendekatan Ekosistem.
Sumber: Perdirjen Budidaya Nomor 154 Tahun 2019.
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Dalam pendekatan ekosistem terdapat 3 prinsip, 11 parameter dan 32
indikator. Melalui alat tersebut dapat diberikan penilaian pada indikator yang telah
disusun. Apabila pada salah satu indikator menunjukan nilai rendah, maka
diperlukan dukungan kebijakan maupun program untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Gambar 3 menunjukan secara lebih rinci alat yang dimaksud, semakin
besar bobot parameter menunjukan semakin tinggi tingkat kepentingan. Parameter
maupun indikator telah disusun dengan cukup lengkap dan dapat diadopsi dalam
pengelolaan perikanan budi daya di Indonesia.

Kelompok Usia Responden(%) ' Tingkat Pendidikan Responden (%)
18- 24 th I Tdk Sekolah
g £
Z g SMP
2 2
35-44th
SN".\ _
Pengalaman Usaha Respnden (%) Pendapatan Bulanan Responden (%)
o E o 5
‘ 1-30 57
S-10Th 37
E £
g 2 3-5n 16
2 2
10-15Th
5-Th 6

Gambar 4. Informasi Umum Responden Perikanan Budi Daya Tambak.
Sumber: Data Primer Diolah (2019)




Persepsi terhadap Pengelolaan Perikanan Budi Daya

Pengelolaan perikanan budi daya pada dasarnya adalah mengelola perilaku
manusia dalam hal ini petambak pembudi daya. Persepsi pembudi daya turut
dipengaruhi oleh karakteristik pembudi daya itu sendiri, seperti usia, tingkat
pendidikan, pengalaman usaha, hingga pendapatan responden. Sebagian besar
pembudi daya termasuk ke dalam kategori umur produktif. Minat usia muda
kepada usaha budi daya tambak udang rendah diperlukan regenerasi pembudi daya
agar usaha budi daya dapat terus berjalan. Sebagian besar pembudi daya telah
memenuhi wajib sekolah dasar 9 tahun yang mana pendidikan dapat
mempengaruhi faktor adopsi teknologi budi daya maupun program—program
kebijakan pengelolaan budi daya. Pengalaman usaha juga menjadi faktor penentu
tingkat adopsi budi daya maupun penerapan program-—program kebijakan
pengelolaan budi daya. Pendapatan bulanan menunjukan sebagian besar pembudi
daya menerima pendapatan bersih berkisar antara 1 — 3 juta per bulan.

Gambar 5 menunjukan informasi terkait persepsi pembudi daya tambak
terhadap isu pengelolaan pada usaha budi daya. Secara umum, pembudi daya di
tiga lokasi memperoleh pemahaman yang baik bahwa perikanan budi daya
memerlukan sebuah sistem pengelolaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk
memberikan hasil yang maksimal baik secara ekonomi maupun secara lingkungan.
Hal yang menarik bahwa pembudi daya juga memberikan respon yang positif
(dapat berkompromi) bahwa konservasi dan zonasi pada usaha budi daya bisa
dilakukan. Namun, disisi lain pembudi daya juga menolak pandangan bahwa usaha
budi daya termasuk ke dalam kategori merusak lingkungan.

1. Paham tentang pengelolaan budidaya
2. Usaha Budidaya harus dikelola

3. Sumberdaya harus dijaga

14—
is
i3
4. Konservasi pada lingkungan budidaya [SWSI5E 81
[ V/ S

5. Usaha budidaya berbasis zonasi

6. Usaha budidaya merusak lingkungan T ST

7. Seleksi terhadap usaha budidaya NS
8. Pelibatan dalam pengelolaan budidaya G 74
[ S —

9. Dokumen legal dalam budidaya 4
10. Sertifikasi dalam tenaga kerja e 3 335}

- 20 40 60 80 100
B Tidak Setuju M Netral ® Setuju

Gambar 5. Persepsi Pembudi daya Tambak terhadap Pengelolaan Perikanan Budi
Daya.
Sumber: Data Primer Diolah (2019)
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Hal yang menarik pula bahwa aspek teknis pengelolaan (pengurusan
dokumen maupun sertifikasi—sertifikasi) bagi pembudi daya dinilai netral hingga
kurang disetujui. Bagi pembudi daya, faktor tersebut berpotensi meningkatkan
biaya operasional usaha budi daya tambak yang akhirnya dapat menurunkan
keuntungan usaha budi daya

Penilaian terhadap Indikator Pengelolaan Budi Daya Berbasis Ekosistem

Hasil penilaian pembudi daya tambak terhadap prinsip dan parameter
pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem ditampilkan pada Gambar 6. Pada
prinsip keberlanjutan ekosistem, beberapa hal penting adalah, (1) Lokasi budi daya
tambak umumnya telah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota maupun Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). (2) Sumber pencemar usaha
budi daya umumnya berasal dari wilayah hulu (daratan) dan antar pembudi daya
(pakan udang). (3) Wabah penyakit dan sertifikasi CBIB pada sebagian besar
pembudi daya masih menjadi kendala. Wabah penyakit udang telah menjadi
permasalahan utama pembudi daya (Utojo & Tangko, 2008) (4) Pembudi daya
telah melakukan penanaman mangrove hilir sungai sebagai upaya perlindungan
terhadap ekosistem oleh pembudi daya, seperti penanaman mangrove hilir sungai,
dan (5) Pembudi daya belum banyak melakukan analisis dampak dan monitoring
lingkungan. Perlu dicatat bahwa prinsip keberlanjutan ekosistem masih dimaknai
sebagai peningkatan biaya operasional usaha budi daya oleh pembudi daya.

Beberapa hal penting terkait dengan prinsip kesejahteraan berkeadilan,
yaitu, (1) Usaha budi daya tambak udang masih merupakan primadona ekspor,
sehingga status lahan, akses modal dan akses pasar masih cukup mudah dan
terbuka lebar. (2) Kebiasaan menabung pada pembudi daya relatif masih rendah,
(3) Harga komoditas produk udang saat ini masih dikontrol oleh pelaku usaha
pemasaran atau suplier, (4) Pada setiap subsistem usaha, usaha budi daya
memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, dan (5)
Kompetensi tenaga kerja dan jaminan sosial para pekerja budi daya masih rendah.
Padahal, ini merupakan salah satu amanat dari UU Nomor 27 tahun 2016 tentang
pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Catatan penting
terhadap prinsip ini bahwa parameter ekonomi masih menjadi pertimbangan utama
pembudi daya dibandingkan dengan parameter sosial.

Pada prinsip tata kelola terintegrasi, beberapa kendala yang masih ditemui
yaitu, (1) Belum adanya lembaga formal pengelolaan perikanan budi daya tambak,
(2) Peraturan izin usaha belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pembudi daya, (3)
Peraturan daerah terkait RTRW bersifat dinamis, berarti bahwa zonasi pada

“Wijaya ef al.”

[=




|

kawasan akuakultur masih belum memiliki legitimasi yang kuat. Kawasan
akuakultur berpotensi akan berubah fungsi apabila secara ekonomi tidak
menjanjikan di masa mendatang. Meskipun demikian, beberapa hal positif yang
ada di antaranya, (1) pelanggaran hukum terhadap usaha budi daya jarang terjadi,
(2) partisipasi dalam pengelolaan dapat melibatkan masyarakat, (3) peraturan
perundangan pada tingkat pusat maupun daerah telah terjalin dengan baik. Catatan
penting terhadap prinsip ini bahwa istilah terintegrasi dalam pengelolaan budi daya
sangat mudah disampaikan namun sulit diimplementasikan oleh pembudi daya.
Hal ini terkait dengan biaya transaksi (transaction cost) yang tinggi jika
menerapkan konsep terintegrasi.
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Gambar 6. Hasil Penilaian Pembudi Daya Tambak terhadap Pengelolaan
Perikanan Budi Daya Berbasis Pendekatan Ekosistem.
Sumber: Data Primer Diolah (2019)
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KESIMPULAN

Pengelolaan perikanan budi daya melalui pendekatan ekosistem relatif baru
berkembang. Bagi penulis, pendekatan tersebut potensial diterapkan untuk
menjawab permasalahan usaha budi daya di Indonesia. Meskipun demikian,
terdapat upaya dalam mengimplementasikan pendekatan ekosistem, diantaranya:

1. Diperlukan peningkatan pemahaman tentang konsep dan penerapan
pengelolaan budi daya dengan pendekatan ekosistem kepada pemerintah daerah
sebagai regulator.

2. Diperlukan sosialisasi pelaksanaan konsep pengelolaan perikanan budi daya
“tambak udang” berbasis ekosistem (EAA) tidak hanya kepada pembudi daya
tetapi juga kepada pelaku pada semua level usaha.

3. Diperlukan pemahaman yang utuh terhadap karakteristik sosial ekonomi pada
setiap daerah yang akan diterapkan implementasi EAA.

4. Diperlukan pendampingan dan monitoring pelaku usaha perikanan tambak
udang secara reguler

Tantangan dalam implementasi pendekatan ekosistem diantaranya:

1. Biaya operasional perubahan kawasan tambak perlu didukung dengan anggaran
pemerintah daerah dan pusat

2. Pengelolaan berbasis kawasan sulit diaplikasikan, karena terkendala status
kepemilikan lahan pada lahan budi daya eksisting.

3. Belum adanya kepastian peningkatan pendapatan/keuntungan apabila pembudi
daya mengimplementasikan EAA.

Bagaimana pun juga, implementasi pendekatan ekosistem tergantung dari
orientasi pembudi daya yang mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai tujuan
utama. Jika implementasi pendekatan ekosistem dapat memberikan manfaat yang
lebih besar dari pengelolaan eksisting, maka adopsi konsep pendekatan ekosistem
oleh pembudi daya menjadi lebih mudah.
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PENDAHULUAN

Usaha perikanan budi daya adalah kegiatan ekonomi yang efektif memberi
kontribusi terhadap pasokan ikan, lapangan kerja, pendapatan masyarakat,
pendapatan negara dari ekspor dan menjaga ketersediaan ikan di wilayah yang
minim sumber daya (Philips et al., 2015; Rimmer et al., 2013; dan Subasinghe et
al., 2009). Perikanan budi daya di Indonesia sangat potensial karena tersedia 13,78
juta hektar area yang terdiri dari budi daya laut, budi daya payau dan budi daya air
tawar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, volume produksi
perikanan budi daya menunjukkan tren peningkatan sebesar 7,12% per tahun
selama periode 2015-2018. Komoditas unggulan perikanan budi daya meliputi:
udang, bandeng, lele, gurame, kerapu, nila, patin, bandeng, kepiting/rajungan dan
rumput laut (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2020).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) mengoptimalkan potensi perikanan budi daya melalui strategi
pengelolaan kawasan berkelanjutan, peningkatan produksi perikanan budi daya,
peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan, dan harmonisasi regulasi dan
integrasi lintas sektor. Dengan demikian, perikanan budi daya diharapkan mampu
menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan nilai tambah serta
menyediakan sumber protein hewani (Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2020). Selanjutnya, untuk pengembangan perikanan budi daya perlu dilakukan
dalam kerangka bisnis perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir (on farm to off
farm).

Industri perikanan budi daya merupakan bisnis berkaitan dengan relasi ke
belakang (backward linkages) dan ke depan (forward linkages). Relasi bisnis ke
belakang meliputi relasi dengan penyedia input dan sarana produksi dan penyedia
permodalan. Relasi bisnis ke depan (forward linkages) berkaitan dengan industri
pengolahan dan pemasaran serta distribusi/logistik. Relasi ke depan dan ke
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belakang tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat kemitraan
bisnis antar pelaku usaha pada bisnis perikanan dan mengikuti perkembangan
bisnis digital.

Kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang
membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha
tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik
(Sulistiyani, 2017). Beberapa bentuk kerjasama yang teridentifikasi diantaranya
usaha mandiri, corporate, kontrak, micro finance, join ventures,
cooperative/korporasi, certification.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) mempengaruhi
model bisnis kemitraan saat ini. Teknologi informasi komunikasi (TIK) menjadi
komponen ekonomi digital yang mempengaruhi perdagangan global, memotong
rantai pemasaran sehingga memberikan keleluasaan keterlibatan pasar dalam
sebuah usaha (Setiawan, 2018). Teknologi informasi komunikasi (TIK) juga
merubah pola kemitraan dari model konvensional menjadi berbasis digital. Hal ini
tentunya juga mempengaruhi pola kemitraan pada sektor kelautan dan perikanan.

Kemitraan menjadi salah satu isu di sektor perikanan untuk bersaing dengan
pasar domestik dan pasar global. Pornparnomchai dan Rajchamaha (2021)
menekankan, kemitraan dapat digunakan untuk mengakses pasar, permodalan dan
pengembangan teknologi. Selain itu, ditambahkan oleh Hatanaka (2010) bahwa
kemitraan pada dasarnya pembagian pekerjaan dan tanggung jawab yang adil.
Pada tataran implementasi, dalam kemitraan seringkali ditemukan ketidaksetaraan
dalam bisnis karena fenomena patron klien yang menyebabkan ketidaksempurnaan
informasi; subordinate union of partnership dua pihak atau lebih dengan status
yang tidak seimbang dalam posisi kuat-lemah sehingga tidak ada sharing peran
atau fungsi yang seimbang, pihak-pihak yang bermitra belum siap dan tidak
berjalannya fungsi pasar seperti yang pernah dipelajari oleh Sulistiyani (2017) dan
Azahari (2000).

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan dan mengatasi
kendala-kendala tersebut di atas, maka diperlukan kemitraan bisnis dalam bentuk
kelembagaan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi
relasi bisnis pada usaha perikanan budi daya dan menganalisis pola dan faktor
berpengaruh pada kelembagaan kemitraan. Di samping itu, tulisan ini juga
membahas perspektif ekonomi digital dalam konteks adaptasi baru pola kemitraan
perikanan budi daya. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian Model Penerapan
Kemitraan Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan dan Pengembangan
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Pasar Hasil Perikanan tahun 2019, Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan tahun 2020-2021, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Analisis dilengkapi dengan studi literatur terkait dengan kemitraan usaha
pada sektor kelautan dan perikanan. Lokasi pengambilan data dilakukan pada
sentra produksi perikanan budi daya air tawar dan sentra produksi budi daya air
laut. Lokasi sentra budi daya air tawar dengan komoditas udang di Kabupaten
Aceh Tamiang di tahun 2020-2021, nila di Kabupaten Klaten pada tahun 2019,
dan lele di Kabupaten Boyolali tahun 2010. Sementara itu, lokasi sentra budi daya
laut dengan komoditas rumput laut berada di Kabupaten Nunukan di tahun 2018.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Relasi Bisnis dalam Kemitraan Perikanan Budi Daya

Relasi bisnis dalam perikanan budi daya menjadi salah satu syarat dalam
menjalankan bisnis perikanan budi daya. Kemitraan antar pelaku pelaku usaha
pada umumnya menjadi sarana untuk meningkatkan nilai aset usaha, sharing biaya
operasional dan mendapat jaminan pasar. Relasi bisnhis pada kajian akan dijelaskan
berdasarkan relasi bisnis eksisting ke belakang (backward linkage on farm) dan ke
depan (forward linkage off farm) di lokasi kajian.

Relasi bisnis backward linkage usaha budi daya terkait dengan input
produksi pakan untuk semua komoditas kecuali rumput laut, mayoritas
mempunyai ikatan dengan pemilik modal (Tabel 1). Hal ini disebabkan dalam
usaha budi daya ikan, pakan mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan dan
merupakan komponen terbesar yang mencapai 60%-70% biaya operasional
(Hardini & Gandhy, 2021). Di samping itu, harga pakan ikan relatif mahal karena
bahan penyusun seperti tepung ikan dan sebagian besar bungkil kedelai diimpor
(Melati et al., 2012)

Berbeda halnya dengan benih ikan, terdapat 2 relasi bisnis yang terjalin
dengan penyedia benih yaitu bebas (tidak terikat) dan terikat. Bebas dalam arti
pembudi daya tidak mempunyai ikatan dengan penyedia input benih atau pemilik
modal dan bebas membeli pada penyedia input benih. Pada relasi jenis ini,
penyedia input benih pada umumnya tidak menerima transaksi dengan sistem
bayar tunda. Menurut responden, jika pembelian benih tidak semahal
dibandingkan harga pakan, transaksi jual beli benih ikan dilakukan dengan sistem
tunai. Hadijah et al. (2015) menegaskan bahwa harga benih yang murah menjadi
salah satu kekuatan untuk pengembangan usaha budi daya ikan.

Pembudi daya yang mempunyai kemampuan modal terbatas pada umumnya
bergantung pada pemilik modal untuk penyediaan benih ikan. Benih ikan akan
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dibayarkan setelah panen. Berbeda halnya dengan benih ikan, bibit rumput laut
berasal dari hasil panen pembudidaya sendiri dan digunakan secara terus menerus.
Pembudidaya tidak mengetahui kualitas bibit yang digunakan. Menurut Radiarta
et al. (2016), kualitas rumput laut yang baik berasal dari bibit unggul hasil kultur
jaringan atau seleksi varietas. Dengan demikian, kawasan sentra produksi bibit
rumput laut diperlukan sebagai penyedia bibit rumput laut yang berkualitas.

Perkembangan usaha budi daya ikan dapat salah satunya dipengaruhi oleh
faktor permodalan. Modal responden kajian ini bersumber dari pembudi daya
sendiri dan mayoritas dari pemilik modal seperti pedagang pengumpul. Pada
sektor kelautan dan perikanan, akses permodalan dari lembaga formal sulit
diperoleh (Nadjib, 2013). Masyuri (2014) menjelaskan bahwa lembaga keuangan
formal menilai sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang usaha yang
berisiko tinggi dan berpendapatan rendah sehingga dianggap tidak mampu
mengembalikan pinjaman modal. Kondisi demikian juga terjadi pada negara
berkembang lainnya seperi dikemukakan oleh Kleih et al. (2012), lembaga
keuangan formal mempunyai keengganan untuk memenuhi kebutuhan usaha
perikanan skala kecil terutama di Afrika Selatan. Hal ini disebabkan tingginya
risiko usaha, kurangnya keterampilan pelaku usaha, usaha perikanan belum
memenuhi skala ekonomi, pembudi daya tidak memiliki agunan, kurangnya
literasi keuangan dan tidak adanya jaminan pasar. Oleh karena itu, pembudi daya
memilih mengakses pedagang pengumpul dalam hal pembiayaan usaha.

Tabel 1. Relasi Bisnis Eksisting Perikanan Budi Daya Pada Beberapa Lokasi

Kajian.
Relasi Bisnis
Input dan Sarana Produksi Pengolahan,
: REINMERETE
Pakan Benih Modal Tégﬁ%a e dan
J Distribusi
- Dikerjakan
sendiri;
. - Sendiri - Anggota
Mayorit -Bebas/ - pedagan K_husus keluarga; - Patron
as - - Tidak -
Udang atron tidak g ada - Tenaga Klien
ﬁlien terikat pengum ikatan kerja - Langgan
pul terampil
- Tidak
terampil
i ?gg:'g’ - Khusus - Dikerjakan
Mayorit g - Tidak sendiri
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Relasi Bisnis
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Sumber: Data Sekunder, 2021(diolah)

Relasi bisnis lainnya adalah tenaga kerja baik pada proses persiapan lahan
ataupun proses pembesaran. Industri kelautan dan perikanan pada dasarnya
mampu menyerap tenaga kerja. Pada umumnya tidak ada ikatan dalam
penggunaan tenaga kerja pada masa persiapan lahan. Pembudi daya sudah
mempunyai tenaga kerja langganan dan biasanya tenaga kerja tersebut sudah
mempuyai spesialiasi untuk persiapan lahan. Sebagai contoh, pembudi daya udang
di Kabupaten Aceh Tamiang membangun kemitraan dengan tenaga kerja yang
berasal dari daerah Gebang Kabupaten Langkat yang memiliki keterampilan
khusus dalam persiapan lahan. Komoditas rumput laut di Kabupaten Nunukan
mayoritas dikerjakan oleh pekerja perempuan dengan sistem pembayaran harian
dan borongan.

Tenaga kerja pada usaha budi daya skala kecil mayoritas menggunaan
tenaga kerja tidak terampil. Bahkan, pada masa pemeliharaan ikan, kegiatan budi
daya ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga. Pada pengelolaan
usaha komoditas ikan ekonomis tinggi seperti udang, pembudi daya menggunakan
teknologi semi intensif maupun intensif dibantu oleh tenaga kerja terampil. Budi
daya udang yang mempunyai teknologi intensif mempunyai risiko tinggi sehingga
memerlukan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil
produksi (Pokrant & Reeve, 2003; Lan, 2013).

Relasi bisnis ke depan dalam budi daya ikan adalah dengan pelaku usaha
pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Relasi ini bersifat patron
klien dan langganan dengan harapan adanya jaminan pasar. Hubungan patron klien
di lokasi budi daya digunakan untuk pembiayaan pakan dan benih ikan. Hubungan
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timbal balik tentunya membawa konsekuensi bagi kedua pelaku usaha.
Konsekuensi bagi pedagang pengumpul adalah penyediaan modal usaha,
sedangkan kewajiban bagi pembudi daya adalah menjual hasil panen kepada
pedagang pengumpul. Sebagaimana disampaikan oleh Scott (2019), patron dan
klien merupakan bentuk asuransi sosial yang melindungi dan menuntut adanya
kepatuhan dan kesetiaan.

Pola dan Faktor Berpengaruh terhadap Kelembagaan Kemitraan

Relasi bisnis dalam perikanan budi daya perikanan memiliki konsekuensi
mengikat antar pelaku usaha yang bermitra dan membentuk pola kemitraan. Pola
kemitraan yang dominan terjadi di masyarakat adalah patron klien antara pembudi
daya dengan pemilik modal, dalam hal ini pedagang pengumpul. Pola ini dapat
dilakukan secara individu maupun tergabung dalam kelompok bersama dengan
pedagang pengumpul. Bentuk kemitraan patron klien berupa penyediaan benih,
pakan dan pemasaran hasil produksi. Pembudi daya mempunyai kewajiban
menyediakan lahan budi daya, tenaga kerja dan bertanggung jawab selama proses
produksi. Pedagang pengumpul mempunyai hak untuk menerima, memasarkan
hasil produksi dan menentukan harga beli ikan dari pembudi daya. Menurut
Kurniasari dan Priyatna (2014), pola relasi dalam produksi tersebut berfungsi
secara ekonomi dan jaminan sosial di masyarakat. Selanjutnya, kesepakatan dalam
relasi antara pedagang pengumpul dengan pembudi daya dilakukan tanpa
perjanjian tertulis.

Kemitraan lain yang teridentifikasi di lokasi kajian adalah kemitraan antara
kelompok pembudi daya dengan instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). Kemitraan ini menjadi upaya pemberdayaan masyarakat dari
pemerintah setempat. Pada kasus kemitraan dengan BUMDes Tirta Mandiri, relasi
yang terjalin dengan kelompok pembudi daya ikan (POKDAKAN) menjadi salah
satu unit usaha BUMDes. Sistem bagi hasil berlaku dalam kemitraan ini dengan
rincian 50% BUMDes dari hasil penjualan, 40% kelompok, 5% operasional dan
5% kas rukun warga (Shafitri et al., 2019). Namun, perjanjian terkait sistem bagi
hasil tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara BUMDes Tirta
Mandiri dengan POKDAKAN.

Pelaku usaha perikanan budi daya juga mempunyai kerjasama dengan pihak
swasta seperti pabrik pakan dan perusahaan penyedia benih ikan. Pabrik pakan
melakukan kemitraan dengan pengusaha penyedia input pakan (agen desa) dan
pedagang pengumpul, dan kelompok pembudi daya ikan dengan harga yang telah
ditentukan oleh pabrik pakan. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan
mempunyai kewajiban memberikan pendampingan teknis budi daya ikan. Di lain
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pihak, penyedia benih pakan bermitra dengan kelompok pembudi daya dengan
benih yang telah di produksi oleh perusahaan tersebut. Kemitraan pada perusahaan
penyedia benih ikan dilakukan secara formal dengan perjanjian tertulis. Oleh
karena pangsa pasar perusahaan tersebut adalah ekspor, maka cara budi daya ikan
harus mengikuti peraturan dari perusahaan seperti ketelusuran induk dan benih
ikan, dokumentasi proses produksi dan hasil panen (Shafitri et al., 2019)

Keberlanjutan kemitraan bisnis dipengaruhi oleh faktor kunci. Berdasarkan
hasil penelitian, fakor-faktor dominan yang mempengaruhi keberlanjutan
kemitraan yaitu kemampuan membangun Kkepercayaan, adanya proses
perencanaan, pelaksanaan yang memperhatikan proses sosial, serta jaminan pasar
dan harga. Calanni et al. (2015) menyebutkan bahwa kepercayaan dan sumber
daya menjadi faktor pendorong dalam kemitraan budi daya laut. Leach et al.
(2013) menambahkan dalam prespektif praktik, pihak-pihak yang bermitra dapat
saling mendorong terciptanya kepercayaan dengan memperhatikan aspek
struktural dan sosial berdasarkan prinsip-prinsip berbisnis.

Kemitraan yang disusun berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang
memperhatikan proses sosial dapat menumbuhkan penerimaan sosial (lisensi
sosial). Penerimaan sosial (lisensi sosial) anggota atau kelompok yang bermitra
mendorong keberlanjutan usaha dan meminimalkan potensi konflik. Lisensi sosial
erat kaitannya dengan kepercayaan antar pihak yang bermitra agar memahami dan
terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan (Vince & Haward, 2017).
Perencanaan dan pengaturan dapat dilakukan pada subsistem produksi seperti
perencanaan musim tanam, pola budi daya, sistem panen, penggunaan teknologi
budi daya ikan dan pergerakan permintaan pasar yang mudah diakses oleh
perusahaan mitra.

Faktor terpenting lainnya yaitu jaminan pasar dan transparansi harga.
Menurut Saptana et al. (2005), hal terpenting dalam kemitraan bisnis bagi pembudi
daya adalah jaminan pasar dan harga, sedangkan bagi perusahaan mitra adalah
jaminan hasil poduksi yang sesuai dengan permintaan pasar baik dari volume,
komoditas, kualitas dan kuantitas. Pergerakan harga hasil budi daya sangat dinamis
sehingga akan mempengaruhi proses kegiatan budi daya ikan, seperti komoditas
yang dibudidayakan, kuantitas dan kualitas benih, penggunaan pakan, dan waktu
produksi. Adanya jaminan pasar dan harga, maka kemitraan bisnis tetap berlanjut
untuk meminimalkan risiko usaha pembudi daya serta menjamin pasokan
perusahaan mitra. Selama faktor-faktor tersebut masih melandasi kerjasama, maka
kemitraan yang dijalin akan terus berlangsung.
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Ekonomi Digital dalam Adaptasi Baru Pola Kemitraan Perikanan Budi Daya

Sektor perikanan saat ini memasuki era ekonomi digital. Kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara perlahan mengubah relasi antar
pelaku usaha perikanan budi daya. Perubahan ini akan mengubah proses bisnis dari
hulu-hilir, sosial dan kelembagaan (Rijswijk et al., 2019). Seiring perkembangan
teknologi, kemitraan dapat diterapkan melalui aplikasi teknologi perikanan. Saat
ini perusahaan virtual dalam bentuk e-commerce terus bertumbuh dan
menawarkan kemitraan yang berbasis pada TIK, seperti ARUNA, efishery atau
Tani Hub Group (TaniFund, TaniHub dan TaniSupply). Perusahaan digital
tersebut merupakan perusahaan terintegrasi yang ikut membangun TIK untuk
mendukung sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perikanan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber
daya perikanan.

Model kemitraan yang ditawarkan adalah pembiayaan usaha dan pemasaran
hasil perikanan secara terintegrasi sehingga pembudi daya akan mendapat
kepastian pasar, pembayaran tepat waktu dan harga yang bersaing. TaniGroup
menyediakan layanan keuangan, pemasaran hasil perikanan dan distribusi hasil
perikanan berbasis teknologi. Komoditas yang disasar oleh TaniGroup tidak hanya
pertanian dalam skala luas, namun juga industri pangan dan usaha mikro lainnya.
Sementara itu, ARUNA bergerak pada komoditas kelautan dan perikanan, layanan
pemasaran dan distribusi perikanan.

Kemitraan berbasis teknologi merupakan transformasi dari rantai nilai
tradisional menjadi rantai pasok yang modern dan efisien. Kemitraan ini berupaya
meningkatkan efisiensi agar disparitas harga antara produsen dan konsumen dapat
diturunkan dari 100% - 200% menjadi 30%-50% (TaniHubgroup, 2020). Pembudi
daya dapat memanfaatkan akses kemitraan berbasis teknologi untuk peningkatan
produksi perikanan, akses pendanaan, akses pemasaran dan memperkuat ikatan
sosial (Kusnadi & Adi, 2021).

Pemanfaatan TIK dalam kemitraan merupakan kemitraan formal dan
diawasi oleh institusi yang berwenang. Sebagai contoh, TaniFund dalam
penyelenggaraan pendanaan permodalan usaha berbasis teknologi finansial, sistem
Peer to Peer Lending (P2P Lending) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, P2P
lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian
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pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem
elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman P2P sebagian besar tidak menggunakan agunan, transaksi
pinjaman dilakukan lebih cepat, lebih mudah hanya menggunakan gawai, dan
dokumen disimpan dalam bentuk dokumen elektronik (Yuharnita, 2021).
Pendanaan dalam bentuk P2P lending, memungkinkan untuk diakses pembudi
daya ikan karena kendala agunan dalam permodalan melalui perbankan. Bentuk
kerjasama ini merupakan kerjasama formal dan aturan main dituangkan dalam
perjanjian tertulis. Dampak perjanjian ini menuntut perubahan perilaku pembudi
daya ikan dari budaya tidak tertulis menjadi budaya tertulis. Hal ini berkaitan
dengan tranparansi data dan informasi yang disanpaikan oleh para pihak yang
bermitra.

Adopsi kemitraan berbasis teknologi oleh pembudi daya tidaklah mudah.
Proses adopsi teknologi digital pertanian dipengaruhi oleh data dan informasi yang
tidak mudah diakses; kurangnya integrasi antar sistem teknologi; pengetahuan dan
keterampilan yang terbatas dalam penggunakan teknologi digital; dan belum
tersedianya infrastruktur telekomunikasi di wilayah pedesaan (Sarangi, 2018).
Salemink et al. (2017) (dikutip dalam Janc et al., 2019) menambahkan bahwa
ketidaksetaraan digital dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti tingkat
pendidikan, keterampilan dan sikap. Sementara itu, penggunaan TIK mewajibkan
pelaku usaha mampu mengoperasikan aplikasi serta mempunyai gawai yang
memenuhi spesifikasi dan kemampuan membeli kuota (Prayoga, 2015).

Kusnadi dan Adi (2021) menyebutkan, TIK dapat mendorong kelancaran,
kecepatan, transparan, akuntabel pertukaran data dan informasi serta inklusi
keuangan. Hasil penelitian Mahalakshmi dan Krishnan (2012) menunjukkan
e-marketing pada usaha budi daya udang di India memberikan transparansi dalam
operasional dan fungsi bisnis budi daya ikan serta terjadi peningkatan kualitas
layanan pemasaran, sehingga memberikan dampak sosial ekonomi dan dapat
memperpendek saluran pemasaran.

Persaingan pasar menuntut pembudi daya ikan dapat memproduksi hasil
perikanan sesuai permintaan pasar. Dalam memenuhi tuntutan pasar, pembudi
daya pada setiap sub sistem agribisnis dapat menggunakan teknologi digital untuk
meningkatkan produksi dan kualitas produk perikanan mulai dari penggunaan
pakan, vitamin dan obat-obatan, rekomendasi pupuk berdasarkan kondisi tanah,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pemanfaatan informasi cuaca, penentuan
dan perkiraan hasil produksi, penyortiran dan pengujian sample pascapanen serta
pemilihan jalur distribusi (Mahalakshmi & Krishnan, 2012; Sarangi, 2018)
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Oleh karena itu, untuk menjawab semua hal diatas, maka pemangku
kepentingan di sektor kelautan dan perikanan memanfaatkan teknologi seperti
block chain, artificial intelligence (Al) dan internet of things (Dhenuvakonda &
Sharma, 2020). Start-up berbasis teknologi di sektor kelautan dan perikanan
merupakan hal baru, namun, berdasarkan hasil kajian Megawanto et al. (2020),
start-up menjadi salah satu variabel penting dalam sistem perikanan (tangkap)
nasional dan akan bertumbuh serta memberikan dampak positif dalam
pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu menciptakan
ekosistem usaha yang mampu menarik pelaku-pelaku usaha muda atau kaum
millenial yang kreatif untuk mengembangkan ide inovatif di sektor kelautan dan
perikanan.

KESIMPULAN

Kemitraan pada sektor perikanan terjadi secara alamiah, tidak terintegrasi
dan masih terjalin secara parsial. Pada umumnya kemitraan antar pelaku usaha
tidak didasari perjanjian tertulis dan berpotensi terjadi cedera janji. Kepercayaan
menjadi dasar kemitraan yang terjalin. Pola kemitraan ini membentuk ikatan
patron Klien, karena pembudi daya bermitra dengan pemilik modal, dalam hal ini
pedagang pengumpul, untuk pembiayaan investasi dan operasional.

Perkembangan teknologi menuntut para pihak yang bermitra beradaptasi
dengan penggunan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kemitraan
bisnis budi daya ikan secara terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar pembudi daya
mampu memproduksi hasil perikanan sesuai dengan kebutuhan pasar, memperluas
jaringan pasar dan akses permodalan. Alih teknologi dapat berjalan dari pemilik
teknologi ke pembudi daya dan dapat merubah dari budaya tidak tertulis menjadi
budaya tulis atau terdokumentasi.

Literasi pembudi daya terhadap TIK masih rendah yang disebabkan
terbatasnya kondisi sosial ekonomi pembudi daya. Pengembangan literasi digital
dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya pembudi daya dengan
metode pelatihan interaktif dan disesuaikan dengan perilaku pembudi daya.
Peningkatan infrastruktur jaringan komunikasi diperlukan untuk mengaktifkan
penggunaan internet dalam mengakses informasi tentang kemitraan bisnis
perikanan budi daya. Kemitraan bisnis perikanan budi daya melibatkan berbagai
pihak yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga pendidikan/penelitian.
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PENDAHULUAN

Sebagai negara perairan, Indonesia mempunyai kelimpahan sumber daya
ikan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar perairan memiliki budaya
atau mengkonsumsi ikan tertentu sebagai hidangan utama. Jenis ikan yang
digunakan sebagai budaya masyarakat antara lain adalah belida (Chilata lopis),
patin sungai (Pangasius pangasius) (Subagja et al., 2003) di Sumatera Selatan,
serta gabus (Chana strata) (Saputra et al., 2021) dan betok (Anabas testudinues)
(Mustakim et al., 2009) di Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat “priangan”,
menyajikan ikan dalam suatu jamuan adalah suatu kehormatan. Keterbatasan
sediaan ikan di alam mendorong masyarakat untuk mendirikan kolam di sekitar
rumahnya dan atau tempat lainnya seperti Beje di Kalimantan Selatan, pagong
alam dan keramba di Kalimantan. Masyarakat mengisi benih ikan pada saat
berlimpah di alam dan memberi makanan seadanya serta memanennya bila
ukurannya telah sesuai. Bardach et al. (1972) mencatat bahwa masyarakat
“priangan” dicatat sebagai pemula budi daya ikan air tawar. Dari mulai sebagai
tradisi, budi daya ikan dipandang sebagai suatu usaha yang menguntungkan.

Usaha perikanan budi daya yang berkelanjutan membutuhkan kecukupan
sediaan benih ikan berkualitas. Pembentukan benih ikan berkualitas ini
membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang relatif mahal. Penurunan
populasi ikan asli seperti belida merupakan akibat dari tangkap lebih dan atau
bahan cemaran (Musthapia & Sunarno, 2006) serta pertumbuhannya yang lambat
(Sunarno & Syamsunarno, 2015) sehingga menyebabkan penurunan budi daya
ikannya. Keberhasilan pembenihan ikan asli belum menjamin keunggulan benih
ikan yang dihasilkan. Pemerintah mengintroduksikan berbagai jenis ikan seperti
nila, mas, patin Bangkok, dan lele dumbo sebagai upaya mempercepat
perkembangan budi daya ikan di Indonesia.
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Selain kualitas benih, pertumbuhan ikan dalam suatu wadah budi daya
membutuhkan asupan nutrien. Sediaan nutrien di wadah budi daya berasal dari
alam (pakan alami) dan atau dari luar (pakan buatan). Semakin meningkat
intensitas usaha budi daya, semakin meningkat kebutuhan nutriennya. Pada
kondisi ini, pakan buatan merupakan sumber nutrien bagi pertumbuhan ikan.
Perkembangan usaha budi daya ikan mendapat dukungan dari industri pakan ikan.
Keberlanjutan industri pakan mengandalkan bahan utama pakan dari impor. Impor
bahan baku ini mempengaruhi harga jual pakan bilamana terjadi pelemahan nilai
tukar rupiah terhadap mata uang asing (US$) seperti yang terjadi sejak akhir tahun
1990an. Peningkatan harga pakan yang tidak diikuti peningkatan harga jual ikan
menyebabkan pengurangan keuntungan usaha budi daya ikan air tawar karena
curahan biaya produksi hingga 70% berasal dari pakan (Aya, 2017). Harga pakan
yang tidak kompetitif dengan harga jual ikan air tawar akan mengurangi
keuntungan para pembudi daya dan bahkan akan mengancam penutupan usahanya
(Widiyati & Sunarno, 2011). Hal ini akan berdampak terhadap penurunan
penyediaan ikan domestik.

Target produksi budi daya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
sebesar 8.79 juta ton tahun 2024, dan program kampung perikanan budi daya air
tawar akan sulit dicapai (KKP, 2020). Produksi budi daya ikan air tawar
berkontribusi nyata terhadap penyediaan ikan nasional. Pengembangan pakan
mandiri berbasis bahan lokal merupakan salah satu upaya penekanan harga pakan
yang kompetitif bagi usaha budi daya. Oleh karena itu, tulisan ini mengulas
keunggulan pakan mandiri berbahan baku lokal untuk mendukung pengembangan
usaha perikanan budi daya air tawar secara berkelanjutan. Pengertian pakan
mandiri di sini adalah pakan buatan masyarakat yang diformulasikan berdasarkan
berbagai bahan baku lokal untuk mendapatkan kandungan nutrisi pakan yang
sesuai kebutuhan ikan [SNI] dan harga jual kompetitif, minimal lebih murah
Rp2.000 per kg dari pakan komersial, sedangkan batasan bahan baku lokal adalah
bahan baku yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pakan yang diperoleh
dari sekitar lokasi pembuatan pakan dengan harga ekonomis (Wijaya et al., 2021).

Perkembangan Pakan Mandiri

Sejarah

Industri pakan ikan berkembang sejak pertengahan tahun 1980-an seiring
dengan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya ikan (tambak udang,
kolam air deras, keramba jaring apung) di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pabrikan
pakan tersebut berdiri di lokasi yang berdekatan dengan konsumen. Budi daya ikan
air tawar yang menggunakan ikan lokal di Sumatera dan Kalimantan memandang
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penggunaan pakan komersial relatif mahal dan kurang ekonomis karena rendahnya
kualitas benih ikan asli seperti ikan jelawat (Sunarno et al., 2019). Semenjak
introduksi ikan patin Bangkok pada pertengahan tahun 1980-an di Indonesia, budi
daya ikan patin lokal dalam keramba digantikan patin Bangkok sejak awal tahun
1990-an dan terus berkembang dengan menggunakan lahan gambut di Sumatera
dan Kalimantan (Sunarno & Marson, 2012). Selanjutnya, pembudi daya patin
memandang harga pakan komersial relatif mahal, menggunakan pakan komersial
sebagai pakan awal (fase benih) saja dan selanjutnya pakan mandiri hingga panen.
Meskipun saat ini pabrikan pakan telah didirikan di Sumatra, pembudi daya tetap
menggunakan pakan komersial pada awal pemeliharaan benih dan selanjutnya
menggunakan pakan mandiri dengan alasan mahalnya harga pakan komersial.
Pakan mandiri merupakan pilihan bagi pembudi daya ikan bilamana harga pakan
tidak kompetitif dan atau membuat pakan yang tidak dibuat oleh pabrikan seperti
pakan induk.

Hasil survei Sunarno et al. (2013) menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar,
Riau, memiliki mesin pengolahan pakan mandiri minimal sebanyak 40 unit yang
memproduksi pakan basah sebanyak 2 ton per hari mesin pada tahun 2013
(Gambar 1). Setiap pembudi daya patin mempunyai 1-2 unit mesin pakan. Pada
saat survei, produksi patin per hari adalah 40 ton, jika konversi pakan 2,5, produksi
pakan mandiri per hari sekitar 100 ton. Bahan baku utama pakan adalah ikan rucah
basah dan dedak yang komposisinya menggunakan harga pakan berkisar Rp3.000
— 3.500 per kg (tahun 2013). Kasus pakan mandiri untuk budi daya patin di
Kabupaten Kampar, ditemui juga di wilayah lainnya di Sumatra dan Kalimantan.
Mesin pakan yang digunakan mempunyai tipe yang sama dan bahkan pembudi
daya di Kampar mengklaim bahwa mereka yang menemukan prototipe mesin
pakan tersebut. Mesin pakan tersebut sebagian besar berasal dari pembelian para
pembudi daya. Kualitas pakannya pun relatif sama karena bahan baku yang
dijadikan adonan adalah ikan rucah basah dan dedak. Harga pakan menjadi dasar
pembuatan campuran tersebut.

Pelonjakan harga pakan terjadi setelah terjadinya krisis moneter dan
keuangan tahun 1998 di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
mengatasi pelonjakan harga pakan tersebut antara lain melalui kemudahan impor
bahan baku. Namun, harga pakan komersial terus meningkat, dan tidak kompetitif
dengan harga jual ikan air tawar. Para pembudi daya air tawar memohon bantuan
mesin pembuatan pakan ikan. Pemerintah, terutama KKP, memberi bantuan mesin
pakan berdasarkan pengajuan pembudi daya tersebut. Tipe mesin pakan yang
diberikan kepada para pembudi daya adalah seperti halnya yang digunakan di
Kabupaten Kampar. Menurut Sunarno et al. (2012), usaha pembudi daya lele di
Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta terancam tutup akibat mahalnya harga
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pakan lele yang tidak sebanding dengan harga jual ikannya. Selanjutnya, bantuan
mesin pakan kurang dioptimalkan dikarenakan minimnya pengetahuan dalam

Gambar 1.Pakan Mandiri di Kabupaten Kampar, Riau
(foto: koleksi pribadi).

mengoperasikannya. Revitalisasi mesin pakan di Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi DI Yogyakarta, merupakan salah satu upaya untuk mengoptimumkan
bantuan mesin pakan tersebut (Sunarno, 2012). Kompleksitas masalah pakan
mandiri ini mendorong KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya untuk
memberikan perhatian khusus terhadap pakan mandiri.

Program Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)

Sejak tahun 2015, program Gerpari diluncurkan Ditjen Perikanan Budidaya
sebagai bentuk keseriusan KKP untuk mengatasi masalah harga pakan, terutama
ikan air tawar. Hingga saat ini, bantuan unit pengolahan pakan telah tersebar di 28
propinsi (KKP, 2020). Mesin pakan yang menghasilkan pakan basah sudah
ditinggalkan menjadi pakan kering dan atau pakan apung. Bantuan bahan baku dan
sarana pendukung lainnya bahkan juga diberikan. Unit Pelaksanaan Teknis di
bawah Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai satu unit pengolahan pakan ikan
yang kapasitasnya lebih besar daripada yang dikelola pembudi daya, diharapkan
dapat menjadi pembina bagi pakan mandiri yang di bawah wilayah kerjanya.
Bimbingan teknis bagi calon penerima bantuan pakan mandiri menambah
pengetahuan pembudi daya untuk menghasilkan pakan berkualitas. Inovasi para
pelaku pakan mandiri untuk mengatasi masalah mesin pakan telah tumbuh. Hal ini
memberi harapan peningkatan produksi pakan mandiri. Namun, tahun 2017,
kontribusi pakan mandiri terhadap produksi pakan nasional baru mencapai 2%.
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Data ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi mesin pakan (200-300 kg per
jam) yang tersebar di pembudi daya belum tercapai.

Faktor Penghambat Pakan Mandiri

Faktor penyebab dari lambatnya perkembangan pakan mandiri ini diduga
karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelola pakan mandiri umumnya masih menyatu dengan pembudi daya
ikan. Hal ini menyebabkan terpecahnya perhatian terhadap pakan mandiri.
Pengelolaan pakan mandiri secara profesional yang diamati di beberapa
tempat menghasilkan peningkatan produksi dan kualitas pakan mandiri.
Secara umum, kandungan protein pakan mandiri yang diambil sampelnya
masih di bawah 20%.

b. Ketersediaan dan kualitas bahan baku yang beragam. Pelaku pakan mandiri
terus berupaya mendapatkan berbagai bahan baku. Umumnya, bahan baku
yang ditawarkan tidak didukung oleh kandungan nutriennya dan bentuknya
pun belum halus (Gambar 2). Sementara, pelaku pakan mandiri tidak
mampu untuk menganalisis kandungan bahan baku tersebut. Vitamin dan
mineral jarang digunakan dalam pembuatan formulasi pakan. Hal ini akan
mempengaruhi perhitungan formulanya dan kualitas pakan.

Berbagai bahan baku yang digunakan pelaku pakan mandiri

Gambar 2. Bahan Baku yang Sering Ditemui di Pakan Mandiri
(foto: koleksi pribadi).
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¢. Pembuatan formula pakan umumnya masih menggunakan manual (Square
Method). Metode ini hanya tepat digunakan jika bahan baku tidak banyak
jumlahnya (2 atau 3 jenis). Sementara, kurang beragamnya penggunaan
bahan baku tersebut akan sulit mendapatkan harga bahan baku yang
ekonomis. Pembuatan formula secara tepat sesuai dengan kebutuhan nutrisi
ikan membutuhkan akurasi data proksimat dan kehalusan bahan baku.

d. Pencampuran adonan bahan baku secara manual. Pencampuran bahan baku
akan menentukan keseragaman kualitas pakan yang dihasilkan. Secara
ekonomis, pencetakan pakan sekitar 1 ton per hari disarankan. Proses
pencampuran bahan baku tersebut tidak didukung oleh mesin pencampuir.
Hal ini menyebabkan proses pencampuran bahan secara manual,
menggunakan skop atau cangkul (Gambar 1).

e. Pencetakan adonan bahan baku. Berbagai mesin pencetak pakan hingga kini
telah beredar (Gambar 3), pakan pelet kering, pakan pelet basah dan pakan
apung. Proses pencetakan pakan ini tidak melalui proses pemasakan, kecuali
pakan basah. Pakan basah mempunyai bentuk sederhana, namun
berkapasitas lebih tinggi dari mesin lainnya. Pengeringan pakan basah
masih menggunakan bantuan sinar matahari (Gambar 4). Jika terlalu lama
proses pengeringan tersebut, pakan akan berkurang kualitasnya. Hasil
cetakan pakan ini umumnya tidak dilakukan uji laboratorium sehingga
kualitas pakannya belum diketahui secara benar.

f. Bangunan penyimpanan bahan baku dan pakan. Pelaku pakan mendiri
umumya belum mempunyai bangunan khusus untuk proses penyimpanan
bahan baku dan pakan serta proses pencetakannya. Kondisi demikian
menunjukkan bahwa pakan mandiri belum memenuhi persyaratan Cara
Pembuatan Pakan Secara Baik dan Benar.

g. Ketersediaan suku cadang mesin pengolahan pakan, terutama alat cetakan

(dies) dan rolers yang terbatas atau tidak ada di pasaran.

N

Pakan tenggelam kering ~ Pakan tenggelam basah Pakan apung

Gambar 3. Berbagai Tipe Mesin Pencetakan Pakan yang Ditemui
di Pakan Mandiri.
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Pencetakan pakan pelet basah Pengermgan di bawah
matahari

Gambar 4. Pengeringan Pakan Basah Dengan Menggunakan Matahari.

Potensi Pengembangan Pakan Mandiri

Hingga saat ini, pakan mandiri telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pembudi daya telah mempunyai pengalaman dalam pembuatan pakan mandiri,
terutama bagi mereka yang melakukan budi daya patin di Sumatera dan
Kalimantan. Pelaku pakan mendiri sudah terdaftar kelembagaannya secara hukum.
Meskipun kualitas pakan yang dihasilkan belum sesuai dengan kebutuhan ikan,
harga pakan mandiri masih layak dan menguntungkan bagi usaha budidaya ikan
air tawar. Kualitas pakan mandiri ini dapat ditingkatkan antara lain melalui
sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Iptek Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal

Iptek pakan dilakukan melalui serangkaian riset di laboratorium. Riset
tersebut mengacu kepada kebutuhan nutrien, bahan baku lokal dan perbaikan
kualitasnya melalui bioteknologi, subsitusi tepung ikan dan atau tepung bungkil
kedele serta kecernaan bahan baku tersebut dan besaran penggunaannya dalam
formula pakan. Hasil-hasil riset laboratorium ini dijadikan sebagai dasar
pembuatan formula yang diujikan secara langsung di pembudi daya ikan (Gambar
5).

Kebutuhan Nutrien

Riset kebutuhan nutrien merupakan riset dasar dan sudah banyak dilakukan untuk
ikan budi daya seperti nila, mas, lele dumbo dan patin bangok. Data dan informasi
dari berbagai macam jurnal terkait dengan kebutuhan nutrien dapat dijadikan
acuan (Halver & Hardy, 2002; NRC, 2011; Suhli et al., 2016; Andriani et al., 2019;
Fahmi et al., 2019). Pelaku pakan mandiri membutuhkan data kebutuhan nutrien
sebagai dasar pembuatan formula pakan. Cara lainnya adalah menggunakan SNI
pakan buatan untuk budidaya ikan intensif (ikan lele dumbo-SNI: 01-4087-1996
Revisi 2006; mas - SNI: 01-4266-1997 Revisi 2006; nila - SNI 01-7242-2006;
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patin-SNI 7548: 2009). Kecuali ikan gurami, SNI pakan ikan tersebut ditunjukkan
untuk induk, benih dan pembesaran secara intensif (Sunarno et al., 2012).

KEBUTUHAN NUTRISI IKAN

-

KECERNAAN BAHAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM FORMULA PAKAN
(INDUK, BENIH, PEMBESARAN)

- -
APLIKASI PAKAN BERKUALITAS & EKONOMIS
- -
KEBERLANJUTAN USAHA BUDIDAYA IKANAIR TAWAR

Gambar 5. Diagram alur riset pakan di Balai Riset Perikanan Budi Daya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor.

Bahan Baku Lokal

Bahan baku pakan ikan secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua,
yaitu hewani dan nabati (Lim et al., 2008). Bahan baku tersebut sudah dalam
bentuk olahan yang mudah ditemui di pasar dan belum diolah. Persyaratan bahan
baku dapat digunakan sebagai bahan pakan ikan adalah berasal dari hasil samping
kegiatan manusia, mengandung nutrien dan mudah dicerna ikan, tidak
mengandung racun atau zat anti nutrien, dapat dibuat bentuk tepung dan
ketersediaan berlimpah serta harganya ekonomis. Sebagai negara tropis, Indonesia
mempunyai bahan dari air dan daratan yang berpotensi digunakan sebagai bahan
baku pakan. Pelaku pakan mandiri masih terbatas pengetahuannya terkait dengan
bahan baku pakan tersebut. Tepung ikan dan atau ikan rucah serta dedak sudah
tidak asing lagi, padahal setiap bahan yang merupakan hasil dari kegiatan manusia
berpotensi digunakan sebagai bahan baku pakan. Bahkan, gulma air eceng gondok
(Sunarno, 2012), hama padi keong mas (Syamsunarno & Sunarno, 2016) dan biji
karet (Syamsunarno & Sunarno, 2014) setelah diolah dapat digunakan sebagai
bahan baku pakan ikan. Bahan lainnya adalah karkas lalat tentara hitam (black
soldier flyer) yang mudah berkembang biak dengan berbagai media (Huda et al.,
2020a; Huda et al., 2020b), rumput laut (Liu et al., 2016; Murugaiyan et al., 2012;
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Suryaningrum et al., 2017; Putri et al., 2017) sebagai pengganti dedak padi, daun
indigofera (Pangentasari et al., 2018) dan tepung darah (Samsudin et al., 2016).
Kandungan serat kasar bahan baku yang dapat menurunkan kecernaan bahan
tersebut sehingga kandungan serat kasarnya dapat diturunkan melalui proses
fermentasi (Melati & Sunarno, 2016; Melati et al., 2014) dengan bantuan mikroba
penghasil enzim selulotik (Mulyasari et al., 2015a; Mulyasari et al., 2015b;
Mulyasari et al., 2016)

Berdasarkan kandungan nutrien dan fungsinya, mengelompokan berbagai
ragam bahan baku untuk pakan mandiri ini menjadi dua bagian, yaitu bahan baku
utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama adalah bahan baku yang telah
teruji secara ilmiah mengandung nutrien mikro yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan (daging dan gonad) ikan. Bahan baku penunjang berfungsi sebagai
penyedia energi pakan ikan (Tabel 1). Bahan baku penunjang ini dapat dipilih
sesuai dengan ketersediaan dan harganya, dan dimasukan ke dalam pembuatan
formula.

Pembelian bahan baku tidak bisa dilakukan dalam secara kecil atau
kebutuhan harian, melainkan minimal untuk kebutuhan 3 bulan. Mengacu kepada
kapasitas mesin pakan yang beredar saat ini adalah 200-300 kg per jam atau 1,2 —
1,8 ton per hari (6 jam operasional mesin dan 25 hari kerja), pembelian bahan baku
sesuai dengan kebutuhan formulasi berkisar 90-135 ton per 3 bulan. Gudang bahan
baku seluas 200 m? dapat mendukung penyimpanan bahan baku tersebut.

Tabel 1. Fungsi Bahan Baku Sebagai Penyusun Formula Pakan lkan

Air Tawar.

No  Fungsi Jenis bahan

A Bahan Utama

1 Sumber asam amino penting Tepung ikan CP>50% dan bungkil kedele

2 Sumber asam lemak penting Minyak ikan, minyak jagung, minyak sawit

3 Sumber vitamin dan mineral Vitamin dan mineral komersial

B Bahan Penunjang

1 Sumber protein bahan hewani/nabati dengan CP>20%
[tepung ikan CP< 50%, keong mas, magot,
indigofera, daun singkong dll]

2 Sumber serat - karbohidrat Bahan nabati dengan CP < 20% [dedak,
jagung]

3 Sumber perekat tapioka, sagu, gandum

Pembuatan Formula Pakan

Pembuatan formula pakan membutuhkan perhitungan yang cermat untuk
mendapatkan kandungan nutrien sesuai dengan kebutuhan ikan dan sekaligus
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mendapatkan harga pakan sesuai dengan yang ditargertkan. Informasi akurat
mengenai kandungan nutrien bahan baku dan harga menjadi penting. Bahan baku
yang akan dibeli dianalisis terlebih dahulu. Sebagai rujukan adalah bahan baku
utama tidak ada pilihan dan bahan penunjang dapat dipilih dari berbagai macam
bahan (Tabel 1). Dasar pemilihannya untuk bahan penunjang adalah harga protein
per kg bahan. Untuk mendapatkan harga ekonomis, formulasi pakan disusun atas
minimal 8 jenis bahan baku (Sunarno et al., 2012; Sunarno et al., 2017) dan dalam
penyusunannya tidak dapat menggunakan metode Pearson’s Square (Segi empat
Pearson), melainkan dengan program software (WinFeed atau Linear
Programing, atau menggunakan progam excel). Selain membutuhkan informasi
dasar ilmu nutrisi dan fisiologi ikan, pembuatan formula pakan ini juga
membutuhkan naluri. Hal ini menimbulkan tingkat kesulitan bagi para pelaku
pakan mandiri. Campur tangan dari para ahli nutrisi di lembaga riset dan atau
perguruan tinggi terhadap pembuatan formula pakan menjadi penting. Secara
sederhana, pelaku pakan mandiri dalam pembuatan formula mengacu kepada
kandungan air maksimum 12% agar pakan dapat disimpan, dan kandungan abu
dan air masing-masing tidak boleh melebihi 13 dan 8%.

Pembuatan dan Penyimpanan Pakan

Pembuatan pakan merupakan suatu proses berurutan yang dimulai dari (1)
penerimaan bahan yang kualitasnya sesuai pesanan; (2) penyimpanan bahan; (3)
penyortiran dari benda asing; (4) penepungan bahan; (5) penimbangan bahan
sesuai dengan formula; (6) pencampuran berbagai bahan menjadi adonan; (7)
pemasakan adonan; (8) pencetakan pakan; (9) pengeringan dan pendinginan; (10)
pengarungan pakan; dan (11) penyimpanan pakan. Urutan proses ini perlu
mendapat perhatian bersama dan dilakukan bertahap agar mendapatkan kualitas
pakan secara prima. Proses produksi ini sesuai dengan kapasitas mesin pakan 200-
300 kg/jam dan membutuhkan bangunan sekitar 300 m2. Bangunan tersebut juga
dapat digunakan sebagai gudang pakan.

Analisis kandungan nutrien pakan perlu dilakukan dan setelah itu dilakukan
uji coba pakan kepada jenis ikan yang sesuai dengan pakan di lapangan.
Pertumbuhan, tekstur daging, dan konversi pakan serta analisis ekonominya dapat
dijadikan sebagai parameter ujinya. Pakan komersial digunakan sebagai
pembandingnya. Aplikasi pakan berbasis bahan baku lokal secara langsung dengan
melibatkan pelaku utama dilakukan secara langsung di sentra-sentra produksi budi
daya ikan air tawar.
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Aplikasi Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal

Merespon keluhan yang dihadapi para pembudi daya ikan air tawar terkait
pakan murah, riset nutrisi dan teknologi pakan sejak 2011 hingga 2021 secara
intensif dilakukan secara langsung di berbagai lokasi di Jawa Bali, Sumatera, dan
Kalimantan (Gambar 6). Kegiatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan
terkait dengan budi daya ikan air tawar, yaitu dinas terkait, para penyuluh, pembuat
pakan, pelaku bahan baku, pembudi daya ikan, dan atau Unit Pembenihan Rakyat,
Balai Benih Ikan. Tahapan penelitian adalah koordinasi internal/eksternal, survei
bahan baku dan lokasi penelitian (pembuatan pakan dan uji coba pakan), pemilihan
lokasi yang melibatkan dinas terkait dan para penyuluh, pengadaan bahan baku
dan ikan, sosialisasi, pengolahan kolam atau wadah pemeliharaan ikan, pembuatan
pakan, pemeliharaan ikan, dan panen (show case). Hasil dari kegiatan aplikasi
formula pakan adalah rekomendasi bahan baku lokal yang digunakan dalam pakan,
revitalisasi mesin pakan, pembentukan kelompok pakan mandiri (POKPARI),
rekomendasi formula pakan untuk pembesaran ikan lele dumbo, nila (Samsudin et
al., 2016), dan patin Bangkok (Sunarno et al., 2016), dan pembenihan ikan lokal
(ikan baung dan ikan dewa) serta prosedur operasional pembuatan pakan (SOP).

A

Gambar 6.Lokasi Aplikasi Formula Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal
di Jawa-Bali, Sumatera dan Kalimantan 2011-2021.

Semula, pemangku kepentingan di setiap lokasi menyatakan bahwa bahan
baku pakan sulit diperoleh dan ketersediaannya bersifat musiman. Berdasarkan
hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh lebih dari 8 (delapan) jenis bahan baku
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yang tersedia dan dapat digunakan dalam pembuatan formula pakan. Bahan baku
tersebut pada umumnya belum berbentuk tepung. Bahan baku utama (tepung ikan
lokal, bungkil kedele, minyak ikan dan minyak CPO) hanya mudah diperoleh di
Jawa-Bali dan Sumatra. Namun, bahan-bahan tersebut sulit diperoleh di
Kalimantan, melainkan diambil dari Jawa melalui jalur laut (Surabaya dan
Semarang). Meskipun demikian, bahan baku tersebut masih ekonomis karena
harga jual ikan nila dan lele di Kalimantan lebih mahal dari Jawa dan Sumatra. Hal
serupa ditemui di pelaku pakan mandiri di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera
Selatan sebagai lumbung budi daya ikan mas. Hasil analisis proksimat berbagai
bahan baku yang dijumpai telah memenuhi syarat untuk pembuatan pakan ikan
(Tabel 2).

Tabel 2. Kandungan Proksimat Sampel Bahan Baku (dalam % berat basah)
dari Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan.

Protein Lemak

BalanBay Kasar  Kasar

1 Tepung ikan 7,42 40,53 4,44 39,30 0,57 15,16
lokal
Tepung ikan BS 11,91 12,67 1,71 31,48 24,28 29,86
Tepung ampas 10,50 24,14 7,48 61,42 4,17 2,79
teri

4 Tepung bungkil 8,95 44,10 1,20 7,35 2,40 44,95
kedele

5 Tepung bungkil 6,23 20,22 10,42 6,76 12,77 49,83
kelapa kopra

6  Tepung bungkil 6,16 17,12 8,52 3,35 12,10 58,83
kelapa sawit

7  Tepung jagung 9,52 6,71 4,78 0,44 11,18 76,89
BS

8  Onggok 9,79 0,10 0,36 1,95 0,11 97,48
Biji Karet 15,00 21,22 33,11 14,69 4,78 26,20

10  Ubi kayu 8,28 0,64 0,49 0,05 0,09 98,82

Sumber:Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan lkan BRPBAT PP (2019)

Kualitas pakan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu bahan baku, pembuatan
formula dan proses pembuatan pakan, masing-masing menyumbang 25,45 dan
30%. Hasil aplikasi pakan formula di berbagai lokasi tersebut, sebagai contoh di
Kabupaten Kampar, Riau (Gambar 7), membuktikan bahwa kelompok pakan
mandiri Mutiara Tani Kampar yang mempunyai unit pembuatan pakan berupa
penepung, pencampur dan pencetak pakan langsung kering dapat mencetak pakan
berkualitas dan ekonomis berbasis bahan baku lokal, (2) konversi pakan ikan patin
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berkisar 1,1-1,3, dan (3) harga pakan sekitar Rp4.000 — 5.000 (tahun 2013)
(Sunarno et al., 2013). Kelompok Pakan Mandiri tersebut saat ini telah mendapat
sertifikat Cara Pembuatan Pakan lkan yang Baik dan Benar serta mendaftarkan
merek pakan tersebut.

Paeri ikan patin mengunakan pakan berbasis bahan baku lokal di Kabpaten
Kampar, Riau

Gambar 7. Panen Ikan Patin Dari Hasil Aplikasi Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal
di Kabupaten Kampar (foto: koleksi pribadi)

Pakan Mandiri dan Keberlanjutan Usaha Budi Daya lkan

Berdasarkan potret pakan mandiri dan hasil aplikasi formula pakan berbasis
bahan baku lokal, menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pengelola pakan
mandiri, informasi terkait dengan ketersediaan bahan baku, pembuatan formula
dan proses pembuatan pakan. Secara umum, pakan mandiri dikelola secara
menyatu oleh kelompok pembudi daya ikan. Pakan yang dihasilkan hanya terbatas
sesuai dengan kebutuhan kelompok saja dan tidak dijual secara komersial. Hal ini
menyebabkan pembelian bahan baku yang relatif terbatas dan kapasitas mesin
belum dimanfaatkan secara optimal. Analisis bahan baku sebelum dimasukan ke
dalam formula jarang digunakan karena dipandang mahal dan menyebabkan
rendahnya kualitas pakan yang dihasilkan. Rendahnya kualitas pakan ini akan
bertambah jika proses pembuatan pakan tidak sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Namun demikian, pakan mandiri telah tersebar di sentra-sentra budi
daya ikan air tawar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan kekuatan
untuk mendukung secara nyata pembangunan perikanan budi daya air tawar di
Indonesia. Sepanjang harga pakan mandiri tidak ekonomis, pakan mandiri
merupakan pilihan yang tepat bagi usaha budi daya ikan air tawar dan penyediaan
ikan domestik untuk ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, pakan mandiri
dapat membuat pakan ramah lingkungan untuk keberlanjutan usaha budi daya air
tawar (Syamsunarno & Sunarno, 2016).

Percepatan produksi budi daya ikan air tawar melalui penetapan kampung-
kampung ikan akan terwujud dengan mengoptimalkan pakan mandiri yang berada
dalam dan atau dekat dengan kawasan tersebut. Target produksi budi daya ikan
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(benih dan konsumsi) dalam kawasan akan menentukan berapa banyak pakan
mandiri yang akan terlibat. Mengacu kepada kapasitas mesin pakan yaitu sebesar
200-300 kg per jam atau 1,2 — 1,8 ton per hari atau 120-180 ton per 4 bulan (panen)
dan konversi pakan ikan lele (1), nila (1,3) dan patin Bangkok (1,3), maka hasil
panen dari ikan tersebut masing-masing sebesar 120-180 ton lele, 92 — 138 ton nila
atau patin. Berdasarkan hasil kajian, produksi pakan mandiri sesuai dengan target
produksi tersebut adalah layak. Bangunan yang diperlukan adalah 200 dan 300 m?,
masing-masing untuk proses pembuatan pakan dan gudang bahan baku dan pakan.
Kelemahan pakan mandiri adalah belum mempunyai bangunan sesuai dengan
fungsinya, kerja sama dengan laboratorium uji untuk analisis bahan dan pakan,
kerjasama dengan tenaga ahli nutrisi dan teknologi pakan dan serta tidak
lengkapnya alat untuk proses produksi.

KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai perhatian besar untuk peningkatan budi daya ikan
air tawar sebagai upaya strategis penyediaan ikan untuk pemenuhan kebutuhan
domestik. Kampung budi daya ikan telah dicanangkan KKP di beberapa lokasi.
Sepanjang industri pakan mengandalkan bahan impor, harga pakan komersial akan
terus meningkat sementara harga ikan air tawar relatif tidak berubah. Kondisi
demikian memungkinkan bagi pakan mandiri berbasis bahan baku lokal untuk
berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian terget produksi budi daya air
tawar.

Beberapa rekomendasi untuk pengembangan pakan mandiri adalah:

a. Penetapan kampung budi daya ikan air tawar disesuaikan dengan
ketersediaan pakan mandiri di sekitarnya.

b. Pendirian sentra-sentra gudang bahan baku untuk menjaga kualitas dan
kesinambungan pasokan bahan baku, terutama bahan baku utama di
beberapa titik yang strategis. Penentuan titik-titik gudang bahan baku
ini membutuhkan kajian khusus.

c. Pengelola pakan mandiri dipisahkan dengan kelompok budi daya ikan
untuk peningkatan kinerja pakan mandiri.

d. Kerjasama dengan laboratorium uji dan lembaga riset atau perguruan
tinggi untuk penilaian bahan baku dan pembuatan formula pakan

e. Dukungan pemerintah pusat dan daerah secara sinergis untuk
penyediaan sentra gudang bahan baku, penyediaan workshop mesin
pakan dan kemudahan akses modal usaha dengan modal terjangkau.
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PENDAHULUAN

Produksi perikanan dunia diperkirakan akan tumbuh 36,7% pada tahun 2030
(Food and Agricultural Organisation [FAO], 2020), sedangkan target produksi
akuakultur nasional menurut Resntra DJPB akan mencapai 22,65 juta ton
(termasuk rumput laut) pada tahun 2024. Jumlah produksi tersebut membutuhkan
pakan ikan dan udang sebanyak 12-13 juta ton ([KKP] Kementerian Kelautan dan
Perikanan, 2020). Tantangan utama pengembangan usaha budi daya di Indonesia
yaitu ketersediaan benih berkualitas, ketersediaan pakan dengan bahan baku lokal,
dukungan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang pro pembudi daya (Novriadi,
2015). Pertumbuhan perikanan budi daya yang cepat membutuhkan teknologi yang
intensif, terutama pakan, benih dan lahan (Bosma & Verdegem, 2011).
Intensifikasi usaha budi daya dapat dilakukan dengan optimalisasi ketersediaan
input pakan dan benih. Benih dan pakan merupakan input utama dalam usaha
perikanan budi daya, dengan share total biaya mencapai 90 persen dari total biaya
usaha budi daya ikan (Rahmani et al., 2011). Peningkatan produksi yang tinggi
harus dapat ditunjang dengan ketersediaan benih yang berkualitas dan pakan
mandiri yang memenuhi standar. Kecukupan dan ketersedian dua input utama
tersebut mempunyai aspek strategis secara nasional karena akan mendukung
kebijakan pemerintah dalam kedaulatan, yaitu kemandirian pakan ikan. Prinsip
budi daya modern mendorong pengembangan pakan ikan yang mengandung lebih
sedikit bahan baku ikan untuk menghindari kurangnya stok ikan global dan untuk
mengurangi biaya (Da Silva et al., 2016). Menurut Rimmer et al. (2013), upaya
perluasan produksi akuakultur memerlukan intensifikasi dan segmentasi produksi,
perluasan areal, dan/atau diversifikasi produksi. Kemungkinan besar, kelanjutan
pengembangan budi daya perikanan di Indonesia merupakan kombinasi dari ketiga
strategi tersebut, dengan pengaruh relatif masing-masing tergantung pada sektor
produksi dan permintaan pasar.
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Kebutuhan pakan ikan nasional lebih banyak dipenuhi oleh pakan ikan
komersial yang sebagian besar bahan bakunya diperoleh dari impor. Hal tersebut
mengakibatkan tingginya harga pakan komersial. Mengatasi hal tersebut,
pemerintah berupaya mendorong penurunan harga pakan dengan memenuhi
kebutuhan pakan ikan dengan bahan baku lokal. Indonesia sangat kaya akan bahan
baku pengganti tepung ikan sehingga ketergantungan akan tepung ikan impor
harus dikurangi melalui optimasi substitusi tepung ikan atau bahan baku pakan
berbahan baku lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan
program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) sebagai salah satu alternatif mengatasi
permasalahan pakan di Indonesia. Gerpari merupakan salah satu dari tujuh
program unggulan KKP tahun 2015-2019 dalam mencapai perikanan budi daya
yang tangguh dan mandiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan
sudah melaksanakan inisiasi program pakan mandiri sejak tahun 2015. Kegiatan
yang diberi nama Gerakan Pakan lkan Mandiri (Gerpari) itu bertujuan untuk
mendorong aktif penggunaaan bahan baku alternatif lokal dengan kualitas dan
harga yang bersaing.

Ketergantungan tepung ikan impor dapat dikurangi melalui optimalisasi
substitusi tepung ikan atau bahan baku pakan impor dengan bahan baku lokal.
Pabrik pakan ikan mandiri diharapkan dapat memunuhi sekitar 30% dari
kebutuhan pakan ikan nasional.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan perikanan budi
daya adalah membuat kebijakan Gerakan kemandirian pakan ikan (Gerpari)
terutama dilaksanakan di sentra-sentra produksi budi daya perikanan. Potensi
bahan baku lokal untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku pabrik pakan ikan
mandiri perlu dioptimalkan. Program Gerpari bertujuan untuk meningkatkan
kemandirian pakan melalui produksi pakan ikan mandiri berbasis masyarakat.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk dapat memproduksi pakan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan
kelimpahan bahan baku lokal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pakan ikan mandiri saat
ini adalah (1) identifikasi ketersediaan bahan baku terkait lokasi dan jumlah serta
jenis yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan mandiri; (2) meskipun sudah
teridentifikasi, bagaimana pasokan bahan baku tersebut untuk produksi pakan
masih belum dapat diketahui; dan (3) problem mekanisasi, pengolahan bahan baku
tidak mungkin dilakukan dengan tangan, namun diperlukan bantuan mesin untuk
pengolahan secara masif.
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Permasalahan pabrik pakan ikan mandiri yaitu kurangnya input produksi
terutama ketersediaan dan kontinuitas bahan baku pakan, permasalahan teknis dan
nonteknis (Rasidi & Haryadi, 2016). Perlu proses pendampingan teknologi yang
intensif dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi agar dihasilkan produksi
pakan ikan berkualitas tinggi. Pemilihan lokasi pabrik pakan, spesifikasi mesin dan
peralatan yang memenubhi standar perlu mendapat perhatian yang serius (Rasidi &
Haryadi, 2016).

Saat ini, pengembangan pakan ikan mandiri sebagai alternatif pengganti
pakan ikan komersial pada perikanan budi daya di Indoneia dianggap sangat
penting. Pakan mandiri bisa menjadi alternatif untuk menekan biaya produksi
pakan yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perikanan budi daya di
Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan dan kendala
bisnis pakan ikan mandiri di Indonesia.

Tren Perikanan Budi Daya Indonesia

Perikanan budi daya menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan
baru. Kondisi eksisting rumah tangga perikanan berjumlah 1,68 juta RTP
(Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2020). Selama tahun 2011-2018,
produksi perikanan budi daya naik dari 7,278 juta ton di tahun 2011 menjadi
17,248 juta ton di tahun 2019, dengan total rata-rata pertumbuhan 14,16% ([KKP],
2018) (Gambar 1).
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Gambar 1. Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia
Tahun 2011-2018 dalam Ton.
Sumber: ([KKP], 2018) diolah

Gambar 1 menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi perikanan budi daya
Indonesia sebesar 14,16% per tahun. Tingginya pertumbuhan produksi perikanan
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harus didukung oleh ketersediaan input yang mencukupi dari segi jumlah dan
kualitas. Pemerintah telah menetapkan target produksi yang akan dicapai pada
tahun 2024 sehingga diperlukan strategi kebijakan untuk mendukung tercapainya
target produksi tersebut. Peningkatan produksi ikan secara nasional yang sangat
tinggi harus diimbangi dengan pemenuhan input utama berupa benih dan pakan
ikan. Kedua input tersebut menjadi berkontribusi terhadap biaya produksi 60-80%
dari total biaya.

Berbagai alternatif sumber bahan baku nabati dan hewani, yang saat ini
digunakan industri pakan ikan, tergantung pada harga relatif dan penerimaan
konsumen, dan prospek organisme sel tunggal untuk menggantikan minyak ikan.
Dengan insentif ekonomi dan peraturan yang tepat, transisi menuju bahan pakan
alternatif dapat dipercepat (Naylor et al., 2009).

Pengembangan perikanan budi daya melalui empat hal yaitu: a) mendorong
budi daya ke arah spesies yang lebih rendah konsumsi pakan seperti ikan dengan
diet herbivora atau omnivora, b) meningkatkan manajemen pakan dan efisiensi
dalam sistem perikanan budi daya dan mengembangkan pengganti bahan pakan
yang bersumber dari ikan, ¢) mengembangkan sistem budi daya ikan terpadu yang
menggunakan beberapa spesies untuk mengurangi biaya dan limbah sekaligus
meningkatkan produktifitas, dan d) mempromosikan praktik budi daya yang ramah
lingkungan dan pengelolaan sumber daya.

Keragaan Pabrik Pakan Ikan Mandiri di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini fokus untuk terus
menurunkan harga pakan yang beredar di pasaran. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah meningkatkan produksi pakan mandiri yang dilakukan
masyarakat. Peningkatan produksi pakan mandiri diharapkan mampu mengurangi
ketergantungan terhadap produksi pakan industri. Kebutuhan pakan nasional saat
ini masih bergantung pada produksi pakan ikan industri. Harga pakan yang masih
tinggi menyebabkan biaya produksi perikanan budi daya menjadi lebih mabhal,
dimana sekitar 60-70 persen biaya produksi budi daya dihabiskan untuk pakan.

Upaya peningkatan produksi pakan mandiri diharapkan mampu mengurangi
biaya produksi pakan. Penurunan share pakan mandiri sebesar 20 persen dari 70
persen biaya pakan akan memberikan dampak yang cukup besar. Usaha
peningkatan pakan mandiri dilakukan dengan mendorong untuk melakukan
inovasi dengan potensi alam vyang tersedia. Pemanfaatan pakan mandiri
difokuskan untuk budi daya ikan air tawar karena saat ini konsumsi pakan untuk
budi daya air tawar masih lebih banyak.
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Beberapa hal yang menjadi penghambat upaya peningkatan produksi
perikanan Indonesia antara lain: (i) ketergantungan yang tinggi terhadap bahan
baku pakan impor yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudi daya;
(if) pembudi daya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudi
daya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan
sendiri; (iii) kurangnya pemanfaatan dan penyediaan pakan alami sebagai
alternatif pakan buatan; dan (iv) masih banyaknya peredaran obat ikan tidak
berizin dan masih lemahnya pengawasan peredaran obat.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan mendorong penerapan
total akuakultur yaitu penerapan teknologi di semua rantai nilai produksi budi daya
mulai hulu sampai hilir, seperti benih, induk, pakan, sarana dan prasarana, dan
lain-lain. Gerakan Pakan ikan mandiri (Gerpari) bertujuan meningkatkan efisiensi
biaya pakan dalam proses produksi usaha pembudidayaan ikan. Pada tahun 2015-
2019, Direktorat Perikanan Budidaya telah melaksanakan kegiatan Gerpari,
meliputi: (i) penyediaan mesin pembuat pakan ikan sebanyak 484 paket; (ii)
penyediaaan bahan baku pakan ikan sebanyak 767 paket; (iii) penyediaan roda 3
sebanyak 378 paket; (iv) penyediaan sarana budi daya pakan alami ([KKP]
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Gerpari bertujuan untuk membantu pembudi daya ikan dapat bangkit dan
bersaing dalam pengembangan usaha. Gerpari ditekankan pada usaha budi daya
ikan air tawar seperti budi daya nila, ikan mas, lele, patin dan lain-lainya. Program
Gerpari berupaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan impor,
dengan lebih memanfaatkan bahan baku lokal. Pemerintah melalui DJPB akan
mendorong pembentukan Kelompok Pakan Mandiri. Gerpari diharapkan mampu
menekan ketergantungan terhadap pakan komersial, dimana biaya pakan
merupakan biaya yang terbesar. Kegiatan gerakan pakan ikan mandiri berbasis
pada kelompok pembudi daya ikan, khususnya Pokdakan untuk budi daya air
tawar. Pembinaan akan lebih fokus sehingga menghasilkan produk pakan yang
berkualitas. Kelompok Pakan Mandiri nantinya dapat dibagi ke dalam beberapa
zona seperti Zona | untuk sentra sumber bahan baku pakan, Zona Il untuk produksi
pakan mandiri, dan Zona Ill untuk penyimpanan. Penggunaan pakan berkualitas
rendah tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Hal ini menyebabkan berkurangnya
produktivitas budi daya ikan dan peningkatan limbah organik dari pakan dan feses
dalam lingkungan. Masalah tersebut diatasi dengan penggunaan pakan ramah
lingkungan dengan harga kompetitif (Syamsunarno & Soenarno, 2016).

Penggunaan bahan baku lokal diharapkan menjadi pendorong perusahaan
pakan ikan untuk mengurangi pemakaian bahan baku impor. Bahan impor akan
menyebabkan harga pakan mahal sehingga memberatkan pembudi daya. Gerpari
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muncul sebagai solusi. Pengelola pakan mandiri adalah kelompok-kelompok
pakan di luar pembudi daya sehingga diharapkan akan muncul lapangan kerja baru
di sentra-sentra perikanan budi daya. Hal ini akan berefek cukup besar bagi
perekonomian daerah. Penggunaan bahan lokal untuk mproduksi pakan
diharapkan akan meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan pembudi daya ikan.
Gerpari menggunakan pakan komersial hingga di bawah 60 % sehingga pembudi
daya dapat melakukan usahanya dengan lebih optimal dan menguntungkan. Bahan
baku pakan ikan dapat berasal dari nabati maupun hewani. Bahan nabati antara
lain: jagung, dedak halus, bungkil kacang tanah, sawit dan jagung, dan eceng
gondok. Bahan hewani antara lain: tepung ikan, tepung darah ternak.

Produksi tepung ikan dan minyak ikan dunia berfluktuasi sesuai dengan
perubahan tangkapan spesies tersebut, khususnya ikan teri, yang mempengaruhi
kelimpahan stok (Food and Agricultural Organisation [FAQ], 2020). Pengurangan
pasokan yang progresif dan lonjakan permintaan didorong oleh industri akuakultur
yang berkembang pesat, yang meningkatkan harga tepung ikan dan minyak ikan
(Food and Agricultural Organisation [FAQ], 2020). Akibatnya, semakin banyak
tepung ikan dan minyak ikan yang dihasilkan dari produk sampingan ikan. Saat ini
diperkirakan bahwa produk sampingan digunakan untuk memproduksi hingga 25—
35 persen dari total volume tepung ikan dan minyak ikan (Food and Agricultural
Organisation [FAQ], 2020). Semakin terbatasnya peningkatan pasokan bahan baku
yang berasal dari ikan utuh (khususnya, pelagis kecil) akan meningkatkan sebagian
produksi tepung ikan yang berasal dari produk sampingan (by product), dengan
nilai gizi berbeda, lebih rendah protein, namun lebih kaya mineral dan asam amino
dibandingkan dengan tepung ikan yang diperoleh dari ikan utuh (Food and
Agricultural Organisation [FAQ], 2020).

Ketersediaan bahan baku lokal yang memenuhi kebutuhan industri pakan
ikan komersial masih sangat terbatas. Hal tersebut mendorong produsen pakan
untuk mengimpor bahan baku pakan. Tren impor tepung ikan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan baik volume maupun nilainya. Namun demikian, pada
tahun 2020 nilai dan volume impor tersebut menurun tajam. Hal ini diduga karena
pengaruh pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktifitas budi daya
(Gambar 2 dan Gambar 3) (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021).
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Gambar2. Pangsa Impor Komoditas Tepung Ikan Pelet Berdasarkan Volume
(Kg/Tahun).
Sumber: (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021), diolah

Sebagai bahan baku utama pakan ikan di Indonesia, sebagian besar tepung
ikan diimpor dari empat negara besar penyuplai tepung ikan yaitu Chile, Vietnam,
Amerika dan Tiongkok.
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Gambar 3. Tren Pangsa Impor Komoditas Tepung Ikan Berdasarkan
Nilai (USD/Tahun).
Sumber: (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021), diolah
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Faktor lain penyebab tingginya harga pakan adalah belum adanya industri
pakan pada sentra-sentra perikanan budi daya sehingga pakan harus didatangkan
dari daerah lain. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya transportasi. Kebijakan
untuk mendorong pembuatan pakan ikan secara mandiri memiliki banyak
kelebihan. Dengan kekayaan hasil alam dan limbah industri di Indonesia, banyak
bahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan. Selain
itu, kemandirian pembudi daya akan meningkat karena tidak lagi bergantung pada
pakan pabrikan. Keunggulan utama yaitu dapat menekan biaya produksi karena
pembudi daya dapat mengatur bahan baku yang digunakan sesuai ketersediaan
serta harga yang berlaku di daerahnya. Namun demikian, beberapa kelemahan dan
tantangan yang sering ditemukan antara lain: terbatasnya pengetahuan pembudi
daya mengenai teknologi produksi pakan mandiri, rendahnya kuantitas, kualitas
serta kontinuitas bahan baku lokal alternatif yang digunakan, tidak tersedianya
sarana dan prasarana yang diperlukan, efisiensi produksi yang berimplikasi pada
efisiensi biaya produksi, serta rendahnya kualitas pakan yang dihasilkan.

Pakan ikan mandiri diarahkan untuk memanfaatkan berbagai alternatif
bahan baku lokal yang tersedia di sekitar pembudi daya. Bahan baku yang
melimpah sepanjang waktu akan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga
murah sehingga dapat menekan biaya. Pertimbangan lainnya adalah tidak bersaing
dengan bahan pangan bagi manusia sehingga tidak membahayakan ketahanan
pangan masyarakat sekitar. Selain itu, pakan mandiri tidak menggunakan bahan
baku yang dimanfaatkan industri atau sektor lain, misalnya bahan baku pakan
ternak.

Bahan baku lokal dapat berasal dari nabati maupun hewani. Bahan baku
nabati antara lain: jagung, dedak halus, bungkil kacang tanah, minyak nabati
(kelapa sawit dan jagung), hijauan (azola, turi, lamtoro, talas, singkong, kacang
dan eceng gondok. Bahan baku hewani antara lain tepung ikan (berasal dari ikan
rucah atau limbah industri pengolahan ikan); tepung darah (berasal dari limbah
pemotongan hewan dengan kandungan protein kasar yang tinggi, namun miskin
isoleusin, kalsium dan fosfor; pemakaian maksimum 5%); tepung keong mas,
kadar protein sekitar 57,58% dengan kandungan asam amino tinggi dan
merupakan alternatif terbaik pengganti tepung ikan; protein sel tunggal (algae)
mempunyai kandungan protein 30-80% sehingga dapat dijadikan alternatif
pengganti sumber protein tepung ikan.

Upaya pemanfaatan bahan baku pakan lokal mengalami kendala karena
tingginya kandungan serat kasar, rendahnya kandungan protein, keseimbangan
asam amino yang rendah, dan adanya zat anti nutrisi. Salah satu cara pengolahan
yang dapat dilakukan adalah fermentasi. Teknologi fermentasi dapat dihasilkan
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perbaikan dan peningkatan nilai nutrisi bahan baku pakan lokal sehingga dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk bahan baku pakan ikan (Pamungkas, 2011).

Saat ini, beberapa alternatif bahan baku lokal masih dalam taraf
pengembangan, antara lain magot atau larva dari serangga yang dapat diproduksi.
Melihat besarnya kebutuhan pakan ikan dan mahalnya harga pakan ikan pabrikan
membuat usaha pembuatan pakan ikan mandiri skala industri rumahan (home
industry) dinilai cukup menjanjikan dan dijadikan sebagai solusi para pembudi
daya untuk mengurangi biaya pakan yang sangat tinggi. Pembudi daya ikan dapat
mengembangkan pembuatan pakan ikan mandiri menjadi usaha kelompok maupun
komersial, dengan memperhatikan peraturan Peredaran Pakan Ikan dari Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usaha pakan
skala industri rumahan cukup prospektif, selama mampu menjamin ketersediaan.

Model Bisnis Pengembangan Pabrik Pakan Mandiri

Pabrik pakan merupakan industri yang memerlukan penguasaan teknologi
yang relatif sulit dikuasai oleh masyarakat pelaku usaha. Pabrik pakan
memerlukan keahlian dalam hal permesinan, formula pakan dan penyediaan bahan
baku. Karakteristik pembudi daya benih kebanyakan hanya dilakukan oleh
perorangan dan dilakukan dalam skala kecil. Usaha pembudi daya biasanya juga
dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pakan ikan mandiri saat
ini adalah (1) bagaimana sistem pasokan bahan baku untuk produksi pakan
mandiri; dan (2) problem mekanisasi, diperlukan mesin dengan kualitas dan
jumlah yang memadai. Sebagian besar produk bahan baku diproduksi
menggunakan unit pengolahan dengan metode tradisional yang berdampak pada
permasalahan kualitas produk bahan baku sehingga teknik pengolahannya harus
ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional (Rahim et al., 2017).
Efektivitas penghematan biaya perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi
dan mengurangi dampak lingkungan. Kesadaran konsumen yang lebih besar akan
masalah keamanan pangan mengharuskan industri pakan untuk lebih
memperhatikan ketertelusuran bahan pakan dan teknologi pengolahan pakan (Nur,
2007).

Investasi pakan mandiri menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga
menimbulkan risiko usaha yang tinggi. Ketidakpastian tersebut terkait dengan
harga input (bahan baku), harga output dan produksi. Model yang dikembangkan
akan menerapkan pengelolaan yang meminimalkan risiko yang dihadapi oleh para
pelaku usaha. Pengembangan model memasukan unsur risiko harga input, harga
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output dan risiko output (Wardono et al., 2017). Tujuan memasukkan unsur risiko
adalah agar pelaku usaha bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan
risiko yang dihadapi. Adanya unsur risiko dalam perhitungan model investasi ini
diharapkan mampu memberikan jalan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan
bisnisnya. Kemudian, dilakukan analisis kepekaan model tehadap risiko-risiko
yang mungkin terjadi. Model investasi pakan mandiri merupakan salah satu kunci
untuk peningkatan produksi perikanan budi daya dan sekaligus sebagai salah satu
faktor penentu keberhasilan dalam bidang kedaulatan pakan.

Kondisi eksisting pabrik pakan ikan mandiri belum menguntungkan.
Berdasarkan simulasi, usaha pabrik pakan mandiri mampu memberikan
keuntungan dengan syarat adanya kontinuitas produksi (jumlah hari kerja per
tahun), terpenuhinya bahan baku, dan kenaikan tingkat produksi dari 35% (kondisi
saat ini) menjadi 50% dari kapasitas terpasang (Wardono et al., 2017).

Melihat kemampuan dan keragaman permasalahan yang dihadapi, salah satu
model pengembangan pabrik pakan secara mandiri dapat dilakukan dengan
pendekatan model kluster (Wardono et al., 2015). Model Kluster dilakukan dengan
adanya spesialisasi masing-masing subkegiatan yaitu spesialisasi penyedia bahan
baku, spesialisasi produksi dan formula, spesialisasi pengguna/pemanfaat,
spesialisasi workshop/perbengkelan. Model pengembangan pakan ikan mandiri
dengan pendekatan Kluster dalam kawasan tertentu melibatkan berbagai subsistem
dengan spesialisasi dalam proses produksi pakan. Spesialisasi tersebut meliputi
subsistem penyedia bahan baku pakan; subsistem formulator dan produksi pakan
(untuk induk, benih dan pembesaran) yang memenuhi SNI, subsistem pemasaran,
subsistem workshop dan perbengkelan, dan subsistem jejaring usaha. Spesialisasi
menciptakan inovasi baru pada setiap subsistem sehingga subsistem-subsistem
tersebut lebih efektif dan efisien. Spesialisasi ini mampu menghindari terjadinya
persaingan antar para pelaku usaha karena setiap subsistem memiliki fungsi yang
berbeda-beda. Pengembangan pabrik ikan mandiri berdasarkan potensi sumber
daya lokal mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya subsektor
perikanan budi daya.

Contoh upaya penggunaaan pakan ikan mandiri adalah di Philipina. Upaya
peningkatan penggunaan pakan ikan mandiri di Philipina dilakukan dengan
strategi: a) meningkatkan teknologi pakan buatan untuk pembudi daya skala kecil,
dengan fokus khususnya pada penggunaan bahan baku lokal; b) peningkatan
formulasi pakan untuk efisiensi konversi pakan yang lebih baik dan untuk
meminimalkan dampak lingkungan; ¢) program pemerintah  seperti
pengelompokan pabrik pakan dan pembudi daya ikan; dan d) promosi yang lebih
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intensif terhadap penggunaan pakan ikan berbahan baku lokal (Sumagaysay-
Chavoso, 2007).

Pengembangan pakan ikan mandiri mampu mensinergikan antar subsistem
perikanan budi daya dari hulu ke hilir (perbenihan, pembesaran, pemasaran,
pascapanen dan kuliner). Pakan ikan mandiri mampu meningkatkan nilai tambah
usaha perikanan budi daya sekaligus sebagai sumber multiplier effect baik ke hulu
dan ke hilir. Beberapa strategi yang dilakukan untuk memperkuat peranan
kelembagaan pakan ikan mandiri antara lain: Program Pengembangan SDM
kelompok sasaran; Program Pengembangan Kelembagaan Kelompok, dengan
pembentukan koperasi perikanan atau kelompok sebagai wadah usaha masyarakat
perikanan; kerjasama dengan pemda dan pihak swasta dan pelaku usaha;
pengembangan usaha produktif; dan penyediaan informasi tentang IPTEK yang
tepat guna. Pendekatan strategi di atas dapat mendorong terwujudnya kemandirian
pakan sehingga mendorong peningkatan usaha perikanan budi daya yang
kompetitif, menguntungkan, dan mampu menjadi penggerak perekonomian
lokal/wilayah.

Beberapa contoh pengembangan pakan ikan di beberapa negara sebagai
berikut. Industri pakan ikan di Mesir melibatkan aktor yang sedikit. (El-Sayed,
2014) menyebutkan bahwa value chain sektor pakan ikan di Mesir hanya
melibatkan empat stakeholder utama yaitu penyedia bahan, produsen pakan,
pedagang pakan, dan pembudi daya. Hal yang paling utama adalah bahwa industri
pakan ikan di Mesir hampir memiliki kesamaan dengan di Indonesia, yaitu
sebagian besar bahan pakan berasal dari impor. Sebanyak 90% pakan ikan yang
diproduksi berasal dari 50 pabrik pakan ikan sektor swasta yang memproduksi dua
jenis pakan yaitu pelet dan pakan ekstrusi. Sebanyak 85% pakan yang dihasilkan
memiliki formulasi protein kasar sebesar 25%, sedangkan 10% pakan ikan
komersil dihasilkan dari 9 pabrik yang memproduksi pelet yang tak satu pun
menghasilkan pakan ekstrusi dengan kualitas yang pakan yang rendah.

Pendirian pabrik pakan ikan komersial membutuhkan biaya yang mahal dan
rumit. Hal ini membutuhkan biaya modal yang besar untuk penyediaan
infrastruktur awal dan set up mesin, biaya operasional pabrik yang salah satunya
meliputi tenaga kerja terampil, dan manajemen profesional untuk mendirikan dan
menjalankan perusahaan.

Lebih lanjut El-Sayed (2014) menyebutkan bahwa ada 6 faktor yang yang
mempengaruhi bisnis pakan pada sektor akuakultur di Mesir, yaitu :

1. Ketergantungan pada bahan baku impor

2. Keterbatasan kapasitas produksi pakan berkualitas

3. Siklus produksi yang tergantung musim
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4. Terbatasnya kesempatan untuk menambah tenaga kerja
5. Terbatasnya akses kredit
6. Terbatasnya akses pelatihan

Beberapa langkah strategis untuk meningkatkan usaha pakan yaitu:

1. Mengurangi ketergantungan harga bahan baku pakan yang mahal
Meningkatkan kapasitas produksi pakan berkualitas
Menambah peluang kerja pada sektor bisnis pakan
Meningkatkan akses kredit
Meningkatkan akses pelatihan
Memperkuat hukum dan kebijakan lingkungan hidup

o gk~ wN

Berkembangnya perikanan air tawar perlu didukung oleh ketersediaan
bahan baku pakan ikan yang dijual secara komersial, atau biasa disebut dengan
pelet, secara memadai. Lebih dari separuh biaya produksi ikan air tawar adalah
pengadaan pelet. Tingginya kebutuhan pelet telah mengakibatkan terjadinya
asymmetric price, yaitu mudahnya harga pelet naik namun sulit untuk turun.

Efisiensi biaya produksi budi daya perikanan dapat ditingkatkan dengan
menurunkan komponen penggunaan pakan. Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya menetapkan kebijakan Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari), yaitu gerakan
pakan ikan mandiri yang menggunakan bahan baku lokal. Untuk itu,
pengembangan pakan mandiri yang dilakukan oleh Kelompok Pembuat Pakan
Ikan Mandiri/Pokdakan perlu dilakukan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pembudi daya ikan dengan
tersedianya pakan untuk pembudi daya ikan air tawar dengan jumlah dan harga
yang rendah.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 67/PER-
DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Pakan lkan Mandiri
Tahun 2015 ditujukan kepada Kelompok Pembuat Pakan Ikan Mandiri/Pokdakan
melalui fasilitasi bantuan bahan baku pakan lkan. Pemanfaatan mesin pembuat
pakan ikan oleh Kelompok Pembuat Pakan lkan Mandiri/Pokdakan pada
umumnya belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan
kemampuan SDM, ketersediaan bahan baku, teknologi, dan produksi pakan ikan
mandiri yang belum maksimal. Pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri dapat
meningkatkan ketertarikan dan pemahaman terhadap usaha budi daya ikan
(Zubaidah et al., 2020).

Agustina (2009) menemukan bahwa sektor peternakan pangsa pakan
terhadap total biaya produksi mencapai 70%, sementara itu biaya bahan baku
mencapai 85-90% dari total pakan. Di sisi lain, 83% produksi pakan dialokasikan
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untuk unggas, 7% untuk budi daya ikan, 6% untuk babi, 1% untuk pakan ternak
lainnya. Tingginya pangsa pakan terhadap biaya produksi pada usaha ternak di
Indonesia mengindikasikan bahwa produk pakan memiliki prospek yang
menjanjikan selaras dengan berkembangnya industri pakan sebagai pendukung
dari pembangunan dalam dunia peternakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa struktur pasar dari industri pakan ternak di Indonesia merupakan oligopoli
longgar dimana penggabungan empat perusahaan terbesar memiliki pangsa pasar
rata-rata sebesar 41,33 persen (Agustina, 2009). Nilai rata-rata Minimum
Efficiency Scale industri pakan ternak Indonesia pada tahun 1981-2005 yaitu
sebesar 16,61 persen yang mengindikasikan tingginya hambatan masuk pasar.
Dengan market share tersebut, perusahaan memiliki market power atau telah
mampu mempengaruhi pasar pakan ternak di Indonesia. Hasil penelitian tersebut
mengindikasikan bahwa pabrik pakan ikan mandiri akan sulit bersaing dengan
industri pakan pabrikan. Upaya peningkatan jumlah jam operasional pabrik pakan
mandiri dan peningkatan optimalisasi kapasitas mesin merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan bahan baku (Wardono et al., 2017). Lebih lanjut, faktor
risiko yang umum dihadapi pada usaha pembuatan pakan lkan mandiri yaitu:
keberlanjutan produksi, kapasitas produksi dan penerimaan kas. Kontinuitas
produksi selama setahun berada pada kisaran 50-75%, dengan rata-rata hari
produksi 180 hari. Jumlah produksi berkisar 35-80% dari kapasitas produksi
terpasang dengan rata-rata produksi 575 kg/produksi. Ketidakpastian
keberlanjutan produksi mempengaruhi jumlah hari kegiatan produksi dalam
setahun dibandingkan dengan potensi maksimum hari kerja dalam satu tahun.
Risiko ketidakpastian ini disebabkan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal
di antaranya adalah kurang lancarnya pasokan bahan baku dan permintaan yang
rendah. Faktor internal meliputi kerusakan mesin, kemampuan merawat mesin,
dan modal.

Pakan merupakan input utama dalam usaha budi daya ikan, baik dari segi
kuantitas maupun harga (Robb & Crampton, 2013). Peningkatan permintaan ikan
turut meningkatkan permintaan pakan ikan. Hal ini perlu diimbangi dengan
perubahan pergeseran budi daya dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi.
Intensifikasi bersifat lebih praktis yakni berupa perubahan pakan dari pelet/pakan
komersil, namun tetap berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya
dan menurunkan biaya untuk pembudi daya. Perusahaan pakan memiliki tanggung
jawab yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan prinsip tersebut sehingga
pakan yang dihasilkan memiliki potensi maksimum untuk mencapai pertumbuhan,
kelangsungan hidup, kualitas, efisiensi. Penyimpanan pakan pada bisnis budi daya
harus bisa mempertahankan kualitas pakan (dalam kondisi kering dan aman).
Menurut (Robb & Crampton, 2013), peran perusahaan hanya pada pencapaian visi
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untuk menjual pakan yang menghasilkan keuntungan sehingga seringkali model
bisnis untuk perusahaan seolah berhenti di titik penjualan. Perusahaan pakan skala
besar umumnya memiliki ahli gizi yang mampu mengembangkan pakan untuk
meningkatkan kualitas atau harga pakan. Pelatihan yang dilakukan oleh staf teknis
dapat dikoordinasikan dengan pemerintah setempat atau ahli. Peran perusahaan
pakan untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan, hamun,
perusahaan pakan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan produk-
produk yang dijualnya untuk mendukung pertumbuhan usaha konsumen
pakan/pembudi daya.

Dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi pada pabrik pakan ikan
mandiri diperlukan kebijakan yaitu: 1) Mempertimbangkan kembali berapa biaya
investasi terutama pengadaan bangunan dan pengadaan tanah dan mesin.
2) Meningkatkan kinerja usaha pakan ikan, antara lain dengan meningkatkan
produksi yang mendekati kapasitas mesin, dan meningkatkan kontinuitas jumlah
hari kerja produksi pakan ikan per tahun. Keputusan strategi mana yang akan
diterapkan tergantung strategi bisnis pelaku usaha dalam menghadapi berbagai
kondisi yang terjadi dilapangan.

KESIMPULAN

Pabrik pakan ikan mandiri sudah semakin banyak berkembang di Indonesia.
Usaha pakan ikan mandiri yang dilakukan sendiri maupun berkelompok masih
menghadapi berbagai kendala. Masalah utama pada usaha pakan ikan adalah tidak
terpenuhinya kontinuitas usaha dan rendahnya produktifitas pabrik pakan ikan
mandiri karena tidak terjaminnya ketersediaan bahan baku secara kontinyu.
Penerapan model bisnis pada usaha pabrik pakan mandiri diharapkan mampu
meningkatkan kinerja pabrik pakan. Perbaikan model ini dilakukan dengan
strategi: menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya; menciptakan dan
menangkap peluang baru dan memadukan keseluruhan sistem untuk mengejar
diferensiasi dengan biaya murah namun dengan kualitas yang baik. Penerapan
Model Bisnis perlu disertai dengan perbaikan identifikasi yang lebih spesifik
terkait dengan karakteristik ekosistem usaha, SDM (ahli mesin dan formula) dan
manajemen  pengelolaan. Pengembangan pakan ikan mandiri perlu
mempertimbangkan beberapa hal: (1) jumlah biaya investasi yang dibutuhkan
terutama untuk pengadaan bangunan dan pengadaan tanah dan mesin;
(2) meningkatkan kinerja usaha pakan ikan, antara lain dengan meningkatkan
produksi mendekati kapasitas mesin terpasang, dan meningkatkan kontinuitas
jumlah hari kerja produksi pakan ikan dalam setahun. Keputusan strategi mana
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yang akan diterapkan bergantung pada strategi bisnis pelaku usaha dalam
menghadapi berbagai kondisi yang terjadi di lapangan.
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PENDAHULUAN

Perikanan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat Indonesia. Di antara sumber protein lainnya, perikanan menempati
posisi teratas dengan kontribusi 12,65%, disusul kacang-kacangan 8,77%, daging
5,91%), serta telur dan susu 5,89% (Umaroh & Vinantia, 2019; Ariani et al., 2018;
Fabiosa, 2005; Hafizah et al., 2020). Hal ini tidak mengherankan karena ikan
merupakan bahan makanan yang memasok protein dengan harga yang relatif
murah. Sebagai gambaran, rata-rata harga ikan yang dikonsumsi sebagian besar
masyarakat seperti bandeng, cakalang, gurami, ikan layang, lele lele, nila, patin,
dan tongkol berturut-turut adalah Rp23.400, Rp29.000, Rp20.100, Rp23.300,
Rp25.300, Rp30.900, Rp24.800, dan Rp26.300 (Direktorat Sistem Logistik, 2021).
Sementara itu, harga rata-rata daging sapi adalah Rp129.950/kg, ayam
Rp36.800/kg, dan telur Rp11.900/kg (Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
2021). Meski ikan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan pokok, data tersebut
secara jelas menggambarkan bahwa terganggunya pasokan hasil perikanan ke
konsumen akan mengganggu kondisi pasokan pangan masyarakat.

Kendala klasik pengiriman ikan dari sentra produksi dalam negeri Indonesia
Timur ke lokasi konsumen utama Pulau Jawa adalah jarak yang jauh dan sistem
logistik yang tidak terkoneksi. Sistem logistik yang ada saat ini membuat jarak
tersebut harus dibayar dengan biaya yang sangat tinggi (Kariyoto, 2016; Rum,
2018; Rumaji & Adiliya, 2019). Sebagai ilustrasi, seperti dikutip dari sebuah studi
(Iskandar, 2019), tarif angkutan laut dari Indonesia bagian timur ke Pulau Jawa
senilai  USD1782 per peti kemas 40-cuft. Angka ini dapat dikaitkan dengan
temuan yang membandingkan biaya logistik di antara negara-negara Asia,
menunjukkan inefisiensi. Biaya logistik di Indonesia adalah sekitar 14% dari total
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biaya produksi, dibandingkan best practice di Jepang yang hanya 4,88 persen
(Fahmiasari, 2015).

Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah memprakarsai rencana
pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN), dengan harapan
bahwa distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra konsumen dapat berjalan
dengan baik dan efisien. Wacana-wacana awal perkembangan MLIN dimulai
sebelum tahun 2010 (Suryawati & Tajerin, 2015; Hikmayani & Suryawati, 2016)
dan dilanjutkan dengan langkah yang lebih konkrit pada tahun 2021 (BKPM,
2021). Dokumen terkait menyebutkan bahwa di antara tujuan penting
pembangunan MLIN adalah mengintegrasikan kawasan ekonomi, dengan
penekanan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan (Talib, 2018;
Bawole & Apituley, 2011; Mahmud, 2021; Oesman, 2020). Dalam rancangannya,
tujuan tersebut dikemas dalam sejumlah kegiatan antara lain membangun
pelabuhan terpadu di ibu kota Provinsi Maluku, yang diproyeksikan menjadi hub
yang menghubungkan pelabuhan satelit di kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
Ikan-ikan yang ditampung di ibu kota provinsi ini kemudian akan ditangani atau
diolah untuk kemudian dikirim ke berbagai tujuan pasar, domestik maupun
internasional. Rancangan ini tentunya menuntut kesiapan tidak hanya ibu kota
Maluku yang akan menjadi pusat kegiatan, melainkan juga seluruh kabupaten dan
kota terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan penelitian dalam
makalah ini adalah bagaimana kondisi kabupaten dan kota tersebut dalam
menghadapi tantangan yang ada terkait dengan perkembangan MLIN.

Latar belakang tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, dan
hasilnya dituangkan dalam makalah ini. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini
adalah: (i) menilai indeks kesiapan kabupaten-kabupaten dan kota di Maluku
sehubungan dengan program MLIN, yang mencakup dimensi-dimensi terkait, (ii)
mengidentifikasi faktor-faktor pengungkit terkait indeks kesiapan tersebut, (iii)
melakukan sintesis kesiapan penerapan program MLIN.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2021.
Metodologi yang digunakan adalah analisis multidimensi dengan mengikuti
Teknik Rapfish yang dikembangkan oleh Pitcher dan Preikshot, dan Kavanagh
(Pitcher & Preikshot, 2001; Kavanagh, 2001). Rapfish yang pada awalnya untuk
perbandingan antar perikanan, kemudian berkembang mencakup dimensi yang
tidak digunakan pada aplikasi awal, saat ini aplikasinya merambah ke bidang lain
seperti kedokteran hewan, lingkungan, dan pertanian (Pitcher et al; 2013;
Sidabalok et al; 2019; Rahardjanto et al; 2017; Oryzanti et al; 2019). Mengacu
pada premis tersebut, pendekatan Rapfish diadaptasi dalam penelitian ini untuk
mengukur tingkat kesiapan lokasi pendukung program MLIN. Dalam hal ini,
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dimensi yang dipertimbangkan adalah dimensi ekologi, ekonomi, sosial,
kelembagaan, dan teknologi. Tingkat kesiapan dikatakan ‘tidak siap' jika skor
ordinasi di bawah 50, dikatakan 'kurang siap' jika skor ordinasi lebih dari 50 tetapi
kurang dari 65, dikatakan 'cukup siap' jika skor ordinansi sama dengan 65 tetapi
kurang dari 75, dan dikatakan 'sangat siap' jika skor ordinasi lebih besar atau sama
dengan 75. Tahapan dan segala ketentuan lainnya dilakukan sesuai dengan
terbitnya (Pitcher & Preikshot, 2001).

Data untuk analisis penskalaan multidimensi ini diperoleh melalui
penyebaran kuesioner kepada responden, yang diminta untuk memberikan
penilaiannya terhadap kondisi objektif atribut-atribut dimensi yang dievaluasi.
Responden adalah pejabat Dinas Perikanan yang memiliki pemahaman terhadap
materi yang dicakup oleh kuesioner dan dipilih secara purposive dari sebelas
kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku. Tanggapan dari responden
kemudian diinput ke dalam software Rapfish untuk mendapatkan ordinasi poin dan
atribut Leverage .

Ordinasi Indeks Kesiapan Berdasarkan Rapfish Dimensional Scaling

Hasil analisis skala multidimensi, secara umum menunjukkan bahwa jika
indeks kelima dimensi tersebut dirata-ratakan, kesiapan 11 kabupaten dan kota
berkisar dari ‘tidak siap’ hingga ‘cukup siap’ (Gambar 1). Satu kabupaten
dikategorikan 'belum siap', satu kabupaten dikategorikan 'kurang siap', dan 9
kabupaten/kota dikategorikan ‘cukup siap'.

Maluku Barat Daya

Buru Selatan Kepulauan Tanimbar
750
594
Maluku Tenggara Seram Timur
730 65
Maluku Tengah ' 730 “%% . Kota Tual
19 14
Buru e 708 Kepulauan Aru
Kota Ambon Seram Barat

Gambar 1. Rata-rata Indeks Kesiapan Sebelas Kabupaten dan Kota

di Maluku.
Keterangan:
Tidaksiap  : indeks< 50 Cukupsiap 65 <indeks < 75
Kurangsiap : 50 <indeks<65 Sangatsiap : indeks>75
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Jika dilihat secara detail per dimensi, ada beberapa kabupaten/kota yang
memiliki dimensi dengan kategori 'kurang siap'. Kesebelas kabupaten/kota
menunjukkan indeks kesiapan yang dikategorikan 'cukup siap' atau bahkan 'sangat
siap' untuk dimensi ekologi, ekonomi dan sosial. Sementara itu, untuk dimensi
kelembagaan dan infrastruktur, sejumlah kabupaten/kota terindeks 'kurang siap' atau
bahkan 'tidak siap'. Di bawah ini adalah tampilan detil pada masing-masing dimensi.

Dimensi Ekologi

Gambar 2 merangkum hasil penapisan Rapfish dari dimensi ekologi. Pada
gambar tersebut terlihat bahwa untuk dimensi ekologi, satu kabupaten berindeks

'tidak siap’,

tiga kabupaten/kota berindeks 'kurang siap', empat kabupaten/kota

berindeks ‘cukup siap', dan dua kabupaten / kota terindeks 'sangat siap'.
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Gambar 2.

Keterangan:
SBRU

BURU
ARUK
TNBR
ABON
TUAL

Level Kesiapan

Hasil Ordinasi MDS Menggunakan Software Rapfish Program MLIN
2021: Dimensi Ekologi.

= Kabupaten Buru ESRM = Kabupaten Seram Timur
Selatan

= Kabupaten Buru WSRM = Kabupaten Seram Barat

= Kabupaten Kep. Aru SWKU = Kabupaten Maluku Barat Daya

= Kabupaten Tanimbar CMKU = Kabupaten Maluku Tengah

= Kota Ambon SEKU = Kabupaten Maluku Tenggara

= Kota Tual
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Gambar 3. Hasil Ordinasi MDS Menggunakan Software Rapfish Program MLIN
2021: Dimensi Ekonomi.

Dimensi Ekonomi

Gambar 3 merangkum hasil asesmen Rapfish untuk dimensi ekonomi. Pada
gambar tersebut ditunjukkan bahwa untuk dimensi ekonomi, tiga kabupaten/kota
berindeks 'kurang siap', dua kabupaten/kota berindeks ‘cukup siap', dan enam
kabupaten/kota berindeks 'sangat siap'.

Dimensi sosial.

Gambar 4 merangkum hasil asesmen Rapfish dari dimensi sosial. Pada
gambar ini ditunjukkan bahwa untuk dimensi sosial, satu kabupaten berindeks
'kurang siap’, satu kota berindeks ‘cukup siap’ dan sembilan kabupaten/kota
berindeks 'sangat siap'.

Dimensi kelembagaan.

Gambar 5 merangkum hasil asesmen Rapfish untuk dimensi kelembagaan.
Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa untuk dimensi kelembagaan, dua
kabupaten/kota berindeks 'tidak siap’, lima kabupaten/kota berindeks 'kurang siap’,
satu kabupaten/kota berindeks 'cukup siap’, dan tiga kabupaten/kota berindeks
'sangat siap'.
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Gambar 5. Hasil Ordinasi MDS menggunakan Software Rapfish:
Dimensi kelembagaan.

Dimensi Teknologi.

Gambar 6 merangkum hasil asesmen Rapfish dari dimensi teknologi. Pada
gambar tersebut ditunjukkan bahwa untuk dimensi teknologi, lima kabupaten/kota
berindeks 'tidak siap’, tiga kabupaten/kota berindeks 'kurang siap’, satu kabupaten
berindeks 'cukup siap', dan tiga kabupaten/kota berindeks 'sangat siap'.
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Gambar 6. Hasil Ordinasi MDS menggunakan Software Rapfish Program MLIN
2021: Dimensi Teknologi.

Analisis Leverage

Setiap dimensi, terdapat atribut yang dikategorikan sebagai atribut Leverage
. Atribut tersebut memiliki sifat sensitif, artinya intervensi kecil pada atribut
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tersebut akan membawa perubahan signifikan pada dimensi yang bersangkutan.
Gambar 7, 8, 9, 10 dan 11 menunjukkan sensitivitas atribut untuk dimensi ekologi,
ekonomi, sosial, kelembagaan dan teknologi.

Ukuran ikan yang ditangkap
Perubahan jumlah tangkapan
Jangkauan migrasi ikan

Perubahan level trofik

Atribut

Keanekaragaman hasil tangkapan

Status Ekspoitasi

r T T

0 2 4 6 8 10

Perubahan Root Mean Square pada Ordinasi ketika Atribut Dipilih
Dihapus (Skala Sustainability 0—100)

Gambar 7. Hasil Analisis Leverage Program MLIN 2021: Dimensi Ekologi.

Terkait investasi MLIN
Kualitas tangkapan
Distribusi hasil tangkapan ikan
Daya saing usaha

Peluang pasar

Perubahan kepemilikan

Tenaoa keria perikanan . —————————
Pendapatan nelayan

PDRB Perikanan
Keuntungan

Atribut

Perubahan Root Mean Square pada Ordinasi ketika Atribut Dipilih
Dihapus (Skala Sustainability 0—100)

Gambar 8. Hasil Analisis Leverage Program MLIN 2021: Dimensi Ekonomi.
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Dimensi Ekologi.

Gambar 7 menyajikan hasil analisis Leverage Rapfish dari Dimensi
Ekologis. Pada gambar ini diidentifikasi bahwa tiga atribut yang paling sensitif
adalah: (i) jangkauan migrasi ikan, (ii) ukuran ikan yang ditangkap, (iii)
keanekaragaman hasil tangkapan.

Dimensi Ekonomi.

Gambar 8 menyajikan hasil analisis Leverage Rapfish Dimensi Ekonomi.
Pada gambar tersebut diidentifikasi tiga atribut yang paling sensitif yaitu: (i) daya
saing usaha, (ii) peluang pasar, (iii) distribusi hasil tangkapan ikan.

Dimensi Sosial.

Gambar 9 menyajikan hasil analisis Leverage Rapfish dari Dimensi Sosial.
Pada gambar ini diidentifikasi bahwa tiga atribut yang paling sensitif adalah: (i)
pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, (ii) tingkat pendidikan, (iii)
partisipasi pelaku usaha

Pengaruh Norma Sosial

Tingkat Ketergantungan

Keterlibatan anggota keluarga
Pemasukan dari perikanan
Partisipasi pelaku usaha
Konflik kepentingan;

Tingkat penidikan

’ I5_engjetahuén masya}akat ttg Ii_ngkungani

Atribut

Rumah tangga perikanan|

Penambahan pelaku usaha

Hubungan sosial

T T T T

0o 1 2 3 4 5 6 7 8

Perubahan Root Mean Square pada Ordinasi ketika Atribut yang
Dipilih Dihapus (Skala Sustainability 0—2100)
Gambar 9. Hasil Analisis Leverage Program MLIN 2021: Dimensi Sosial.

Dimensi Kelembagaan.

Gambar 10 menyajikan hasil analisis Leverage Rapfish dari dimensi
kelembagaan. Dalam gambar ini diidentifikasi bahwa tiga atribut yang paling
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sensitif adalah: (i) pengaturan hak milik, (ii) lembaga keuangan, (iii) lembaga
konseling

=

=1
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Penanganan IUU Fishing
Pengawasan institusi
Lembaga konseling
Lembaga keuangan
Pengaturan hak milik
Aturan bidang perikanan
Pelaksanaan peraturan

Penyediaan pekerjaan alternatif
0 2 4 6 8
Perubahan Root Mean Square pada Ordinari ketika Atribut yang
Dipilih Dihapus (Skala Sustainability 0—2100)

Gambar 10. Hasil Analisis Leverage Program MLIN 2021: Dimensi Kelembagaan.

Atribut Leverage
Pabrik es

Infrastruktur air bersih
Infrastruktur jalan

Infrastruktur sistem informasi
Infrastruktur pelabuhan

Atribut

Teknologi distribusi

Teknologi penanganan

T T T

0 1 2 3 4
Perubahan Root Mean Square pada Ordinasi ketika Atribut yang

Dipilih Dihapus (Skala Sustainability 0—100)
Gambar 11. Hasil Analisis Leverage Program MLIN 2021: Dimensi Teknologi.

Dimensi Teknologi.

Gambar 11 menyajikan hasil analisis Leverage Rapfish menurut dimensi
teknologi. Pada Gambar 11 diidentifikasi bahwa tiga atribut yang paling sensitif
adalah: (i) infrastruktur sistem informasi, (ii) infrastruktur jalan, (iii) infrastruktur
pelabuhan.
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Sintesis

Wacana mengubah Provinsi Maluku dari daerah potensial menjadi lumbung
ikan nasional ditanggapi serius oleh pemerintah. Baik pejabat pusat maupun
daerah telah melakukan upaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam
konteks ini. Pembangunan infrastruktur, khususnya terkait rencana pelabuhan
terpadu di ibu kota provinsi, sedang dilakukan secara masif, dengan kucuran dana
yang besar dari berbagai kementerian. Grand design dan dokumen terkait lainnya
seperti analisis kelayakan dan master plan juga telah tersedia.

Hasil analisis tentang kesiapan kabupaten/kota terkait menunjukkan
perlunya kehati-hatian di tengah upaya atau tindakan masif tersebut. Kehati-hatian
ini didasarkan pada hasil penelitian yang menegaskan adanya keragaman antar
kabupaten dan kota mengenai kesiapan mereka dalam merespon rencana dan
tindakan tersebut. Hasil analisis multidimensi secara sepintas menunjukkan bahwa
rata-rata kabupaten dan kota tersebut masuk dalam kategori 'cukup siap', namun
tidak demikian jika kita mengamati hasil per dimensi. Kabupaten Maluku Barat
Daya adalah contoh kasus, kabupaten yang baru terbentuk ini rata-rata
dikategorikan 'cukup siap' tetapi berkinerja buruk pada dimensi teknologi. Hal ini
merupakan situasi yang kurang menguntungkan bagi kelanjutan rencana
pembangunan MLIN, yang tentunya membutuhkan back-up total dari seluruh
kabupaten/kota terkait di semua dimensi yang relevan.

Sejumlah petunjuk diberikan oleh analisis Leverage , di mana pembuat
kebijakan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kesiapan dimensi
tertentu. Petunjuk adalah informasi tentang atribut di mana intervensi kecil dapat
memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dimensi yang bersangkutan.
Merangkum apa yang telah disajikan pada bagian hasil di atas, atributnya adalah:
(i) jangkauan migrasi ikan, (ii) ukuran ikan yang ditangkap, (iii) keragaman
tangkapan dalam dimensi Ekologis; (iv) daya saing usaha, (v) peluang pasar, (vi)
distribusi hasil tangkapan ikan dalam dimensi Ekonomi; (vii) pengetahuan
masyarakat tentang lingkungan, (viii) tingkat pendidikan, (ix) partisipasi pelaku
usaha dalam dimensi sosial; (x) pengaturan hak milik, (xi) bank, (xii) lembaga
konseling pada dimensi kelembagaan; dan (xiii) infrastruktur sistem informasi,
(xiv) infrastruktur jalan, (xv) infrastruktur pelabuhan dalam dimensi Teknologi.

Uraian dalam paragraf di atas memberikan arahan kepada pembuat
kebijakan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kesiapsiagaan global.
Hal ini tentu saja tidak meniadakan pentingnya mensyaratkan agar tidak ada satu
kabupaten/kota pun yang memiliki nilai 'kurang siap', bahkan 'tidak siap’. Oleh
karena itu, detail hasil per dimensi untuk setiap kabupaten/kota juga harus menarik
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perhatian pengambil kebijakan. Selain mengutamakan peningkatan kesiapsiagaan
global, perhatian terhadap detail per kabupaten/kota untuk setiap dimensi juga
menjadi bagian utama yang harus ditingkatkan. Dalam hal ini, contohnya adalah
Dimensi Ekologis di Kota Ambon, Dimensi Kelembagaan di Kabupaten
Tanimbar, dan Dimensi Teknologi di Maluku Barat Daya.

KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyediaan sumber protein murah bagi
konsumen melalui program Maluku Lumbung lIkan Nasional merupakan ide
strategis. Dokumen perencanaan yang telah tersedia dan upaya fisik yang
berkelanjutan diharapkan dapat mendukung terwujudnya ide strategis ini. Namun
demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah
yang tidak boleh diabaikan.

Penelitian ini dengan jelas mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu
dimasukkan dalam daftar pekerjaan rumah. Masing-masing poin pekerjaan rumah
ini memiliki tantangan khusus untuk dilakukan, sesuatu yang berada di luar
cakupan penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan arahan tentang apa yang
harus diprioritaskan, dimana para pembuat kebijakan diajak untuk memilih di
antara mereka berdasarkan situasi lokal yang relevan, antara lain ketersediaan
dana, aspek teknis, aspek social, dan lain sebagainya.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara geografis, bentang wilayah Provinsi Maluku adalah kepulauan yang
mempunyai potensi sumber daya ikan (laut) yang cukup besar. Perairan laut di
wilayah Provinsi Maluku tercakup pada 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP)
yaitu WPP 714, 715 dan 718; berpotensi sebesar 4.67 juta ton/tahun atau
berkontribusi sebesar 37% terhadap potensi nasional (Haris, 2021). Dalam rangka
mengembangkan ekonomi berbasis wilayah kepulauan secara optimal, pemerintah
provinsi secara spasial membagi wilayah Provinsi Maluku menjadi 12 gugus
pulau. Pola ini didasarkan pada pengembangan berbasis gugus pulau, laut pulau
dan pintu jamak. Konsep laut pulau mengakomodasi konektivitas wilayah dalam
provinsi yang berupa kepulauan dan konektivitas dengan wilayah lainnya dengan
orientasi global dan regional. Adanya konsep pintu jamak mengembangkan
kemungkinan ekonomi dengan orientasi daya saing tinggi dan ekspor.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2014
tentang Rencana Tata Ruang Kepuluan Maluku, yang dalam pasal 5 butir a
disebutkan bahwa penataan ruang kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan
lumbung ikan berkelanjutan. Hal ini diperkuat dalam Perpres No. 18/2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang
menyatakan bahwa pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada optimasi
keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kebijakan dasar tersebut
secara eksplisit mengarahkan optimasi terbentuknya sentra produksi perikanan
bagi wilayah Maluku sebagai keunggulan daerahnya. Pengembangan ini harus
diikuti perencanaan distribusi hasil tangkapan pola dan kontribusinya pada
ekonomi wilayah asal. Konsep ini mengindikasikan perlunya sistem logistik ikan
yang efisien sehingga keunggulan komparatif wilayah Maluku dengan potensi
sumber daya ikannya bisa diwujudkan. Secara nasional telah dikembangkan
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konsep Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai turunan dari Perpres No.
26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
(SISLOGNAS) melalui Permen KP No. 5/2014 tentang SLIN, dan diperbaharui
dalam Permen KP Nomor 29/2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik
Ikan Nasional (STELINA). Peraturan ini menjalankan amanat dari sejumlah
peraturan pada hirarki yang lebih tinggi baik undang-undang, peraturan
pemerintah maupun peraturan presiden.

Mengingat karakteristik geografis wilayah Provinsi Maluku, pengembangan
sistem logistik ikan dilakukan untuk mendorong efisiensi proses-proses logistik
ikan di dalam wilayah provinsi, maupun antara wilayah provinsi Maluku dengan
wilayah lainnya, baik untuk kebutuhan domestik maupun bahan baku ekspor.
Implementasi SLIN ini diwujudkan dalam bentuk pembentukan 5 (lima) koridor
logistik ikan nasional berdasarkan Keputusan Dirjen PDSPKP No.115/2020, salah
satunya adalah koridor Maluku-Jawa (Surabaya/Jakarta). Namun demikian, sesuai
dengan pengalaman empiris, implementasi SLIN selalu mendapatkan tantangan
yang harus diselesaikan yang perlu disikapi seluruh pemangku kepentingan baik
pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi
tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan sistem logistik ikan dalam
mendukung M-LIN.

Metode Analisis

Analisis ini didasarkan pada analisis konsep dan data sekunder dengan
pengalaman empirik pengembangan koridor logistik ikan pada wilayah lain di
Indonesia.

Pengembangan SLIN di Maluku

Logistik Dan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

Logistik bersifat evolutif atau berkembang sesuai dengan kebutuhan
manusia (Anca, 2019), baik dalam konsep maupun prakteknya. Introduksi awal
secara konseptual belum menunjukan kesatuan konsep tentang logistik, tetapi
masih menunjukan adanya beberapa aktivitas untuk mendukung bisnis yang be
rgerak secara efisien dan fokus pada bidangnya masing-masing. Kegiatan awal
logistik dimulai dari adanya aktivitas analisis permintaan, pembelian, kebutuhan,
produksi sampai proses produksinya. Kemudian, kegiatan ini diikuti oleh
penyimpanan, penanganan, hingga pengemasan. Selanjutnya, kegiatan ini diikuti
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oleh kegiatan pengelolaan persediaan sampai transportasi atau pendistribusian dari
produsen sampai konsumen. Konsep teori dan praktek kegiatan-kegiatan tersebut
awalnya masih terpisah.

Konsep logistik tersebut awalnya dikembangkan untuk tujuan militer pada
tahun 1960-an (Ballou, 2007). Merujuk pada Coyle et al. (1999), aktivitas tersebut
terkait dengan pendugaan permintaan sampai dengan produksi dan pengelolaan
hasil produksi yang dikelompokan menjadi pengelolaan barang (material
management). Sementara itu, kegiatan pengelolaan barang yang diproduksi sampai
ke tangan konsumen adalah kegiatan distribusi barang (physical distribution)
(Song & Panayides, 2015). Secara historis, usaha menyatukan ini dimulai
dilakukan dari tahun 1960-2000 (Ballou, 2007). Konsep logistik secara utuh
dirumuskan setelah tahun 2000 (Ballou, 2007), dan kemudian menjadi bagian dari
konsep rantai pasok. Logistik merupakan aktivitas yang terkait dengan tiga aliran
utama yaitu barang, informasi dan uang (Harrison & van Hoek, 2008) yang juga
termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2012 tentang Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Konsepsi logistik dalam Perpres
N0.26/2012 menjadi rujukan bagi pengembangan konsep Sistem Logistik lkan
Nasional (SLIN) di Indonesia.

Pengembangan SLIN di Indonesia merupakan kebutuhan susbstansial
maupun legal. Karakteristik substansial terkait dengan pola produksi sampai
distribusi hasil perikanan, kondisi geografis, karakteristik industri perikanan di
Indonesia dan pola distribusi pasar hasil perikanan di Indonesia. Pola produksi
hasil perikanan di Indonesia, yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi alam,
menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi yang sangat tinggi antara musim
produksi tinggi dengan produksi rendah. Pada sisi lain, kebutuhan ikan relatif
bersifat tetap (inelastis) sebagai kebutuhan pangan. Kondisi ini juga dipengaruhi
oleh kondisi geografis kepulauan sehingga memerlukan titik konsolidasi hasil
perikanan untuk proses pengumpulan (collection center), titik distribusi
(distribution center), dan karakteristik industri perikanan (on-farm) yang
menyebar (scattered) jauh dari daerah pasar dimana pasar cenderung ke Jawa
sebagai wilayah dengan padat penduduk dan permintaan ikan tinggi. Oleh karena
itu, logistik berperan penting dalam menyeimbangkan antara pola produksi yang
tradisional dan konvensional dengan pola pasar yang cenderung industrial.

Dalam perspektif legal, pengembangan SLIN merupakan amanat dari
beberapa produk hukum seperti UU No0.32/2014 tentang Kelautan (pasal 18), UU
No0.18/2012 Tentang Pangan (khususnya pasal 10, 11 dan 45), UU No0.31/2004
Tentang Perikanan (pasal 25), UU No0.7/2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam (pasal 26).
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Produk hukum setingkat Peraturan Pemerintah (PP) juga menunjukan adanya
kewajiban membangun SLIN, seperti PP 57/2017 tentang Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan dan Serta Peningkatan Nilai Tambah (pasal 33)
dan PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (pasal
101). Selain itu, produk hukum setingkat Peraturan Presiden yaitu Perpres
No0.26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
(SISLOGNAS) dan Instruksi Presiden No0.5/2020 tentang Penataan Ekosistem
Logistik Nasional (Taryono, 2020a).

Peraturan operasional pengembangan SLIN tertuang dalam Permen KP
No0.14/2015 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang diperbaharui
dengan Permen KP No. 29/2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan
(STELINA). Sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional adalah sistem untuk
memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok dan produk perikanan secara
elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan,
pembudidayaan, distribusi, pengolahan dan pemasaran.

Pengembangan SLIN dimulai dari penyusunan naskah akademik, Rencana
Induk Pengembangan SLIN sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
(Permen) KP No0.5/2014 dan Permen KP N0.29/2021. Berdasarkan Permen KP
N0.29/2021, logistik ikan mencakup pengadaan, penyimpanan, transportasi dan
distribusi ikan. Pendekatan implementasi mencakup pendekatan komoditas
unggulan, wilayah/kawasan dan konektivitas. Implementasinya SLIN memerlukan
komponen penggerak utama sesuai dengan komponen penggerak utama
SISLOGNAS yaitu: (1) komoditas penentu, (2) harmonisasi pelaku, penyedia jasa,
pendukung dan pemerintah, (3) infrastruktur, (4) jasa logistik, (5) TIK, (6) SDM
dan kelembagaan, dan (7) regulasi/kebijakan.

Produksi ikan sampai menghasilkan ikan membutuhkan jeda waktu, maka
integrasi dengan proses produksi (on-farm) baik budi daya atau penangkapan harus
dilakukan. Hal ini dikarenakan, saat proses produksi dimulai tidak segera
dihentikan bila ada kelebihan produksi, sebaliknya, proses pengadaan juga
membutuhkan waktu karena adanya proses budi daya atau penangkapan. Hal ini
berbeda karakter dengan proses manufaktur. Oleh karena itu, konsep operasional
SLIN mencakup kegiatan produksi (on-farm), dan bukan hanya kegiatan pasca
produksi (off-farm). Konsep SLIN merupakan implementasi pasal 2 Perpres
No0.26/2012 pada komoditas perikanan, sesuai dengan kewenangan kementerian
bidang perikanan dan kelautan.

Implementasi sistem logistik, termasuk SLIN, harus didasarkan pada
konektivitas antara titik asal (point of origin) dan titik tujuan (point of destination)
yang utuh (Navitas et al., 2013; Rajagopal et al., 2015) yang sering disebut sebagai
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koridor (Arnold, 2005; Pokrovskaya et al., 2020). Untuk mengembangkan sistem
logistik ikan, Keputusan Dirjen PDSPKP No0.115/2020 telah menetapkan adanya
5 (lima) koridor pengembangan SLIN di Indonesia yaitu (1) Koridor Kendari-
Jawa, (2) Koridor Mimika-Jawa, (3) Koridor Ambon-Jawa, (4) Koridor Bitung-
Jawa, dan (5) Koridor Makasar-Jawa. Pada faktanya, pengembangan koridor ini
mengikuti pola praktik bisnis logistik ikan yang mengarahkan distribusi dari luar
wilayah Pulau Jawa ke wilayah Pulau Jawa (ship follow the trade).

Kebutuhan SLIN untuk M-LIN

Logistik berkontribusi secara signifikan pada pengembangan ekonomi
wilayah dalam satuan yang beragam baik pada unit analisis ekonomi kota (Ruso
& Comi, 2020), provinsi (Li & Chen, 2021), negara (Richard, 2020), blok wilayah
regional seperti blok Eurasia (Raimbekov et al., 2017), negara-negara CIS
(Sharipbekova & Raimbekov, 2018), kelompok negara seperti OECD (Sezer &
Abasiz, 2017) atau Uni Eropa (Bizoi & Sipos, 2014). Kontribusi ini bisa dalam
menggerakkan ekonomi domestik (Li & Chen, 2021: Richard, 2020) atau bahkan
ekonomi ekspor (Senquiz-Diaz, 2021; Barakat et al., 2018). Kontribusi logistik
pada ekonomi bisa melalui peningkatan performa transportasi (Sezer & Abasiz,
2017), fasilitas dan pengelolaan ekspor (Senquiz-Diaz, 2021), atau bahkan harga
komoditas. Misalnya, logistik industri secara makro berperan penting dalam
menciptakan lapangan kerja, pendapatan nasional dan investasi (Sehzes & Abasiz,
2017), tetapi secara mikro juga berperan meningkatkan daya saing industri.

Provinsi Maluku dengan karakter geografis kepulauan membutuhan
jaringan transportasi yang efisien untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal
yang berkelanjutan. Berdasarkan pada karakteristik ini, sistem transportasi laut
menjadi pilihan untuk membangun konektivitas antar wilayah, tetapi tetap perlu
mendapat dukungan konektivitas transportasi dalam satu pulau yang efisien.
Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan secara konsisten menjadi sektor basis
di Provinsi Maluku (Latuny, 2014; Kharisma & Hadiyanto, 2018) yang
menunjukan keterkaitan sektor ini pada sektor lainnya pada perekonomian lokal.
Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, ternyata masih kurang dari 1 (pada periode
yang sama) yang fenomenanya serupa secara nasional sehingga masih kurang
potensial. Perilaku sektor basis di Provinsi Maluku akan berbeda-beda di wilayah
Kabupaten/Kota (Latuny, 2014), tetapi sektor pertanian menjadi sektor basis.
Walaupun perikanan tidak menjadi sektor basis di Kota Ambon, perikanan
menjadi sektor basis di kabupaten di wilayah Maluku. Bahkan, terdapat kabupaten
yang hanya mempunyai sektor pertanian sebagai sektor basis.
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Banyak studi yang menunjukan korelasi positif antara sistem logistik
dengan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat ekonomi provinsi, negara atau
wilayah. Oleh karena itu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi basis di Provinsi
Maluku perlu dukungan sistem logistik komoditas yang efisien, salah satunya
adalah sistem logistik ikan.

Maluku telah diarahkan untuk menjadi lumbung ikan nasional sesuai dengan
Perpres No.77/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Perpres
No0.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengarahkan Maluku sebagai
Lumbung lkan Nasional (LIN). Salah satu peran LIN baik secara umum atau
khusus adalah menjamin konektivitas sehingga menjamin kelancaran distribusi
hasil perikanan, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan daya saing
(Haris, 2021). Oleh karena itu, terlihat bahwa diperlukan sistem logistik ikan yang
memadai untuk mendukung pengembangan LIN. Mengingat bahwa sektor
perikanan adalah sektor basis di Provinsi Maluku, keberhasilan sistem logistik
yang mendukung Kkonektivitas dan pertumbuhan sektor perikanan akan
berimplikasi penting bagi dinamika perekonomian Maluku.

Aktivitas logistik merupakan aktivitas lintas batas (transboundary) baik
antar wilayah maupun antar negara. Efisiensi logistik pada satu koridor akan
mempengaruhi efisiensi koridor lain yang terkoneksi dalam sistem konektivitas
dari hulu (on-farm) sampai akhir. Efisiensi logistik di wilayah Maluku akan
berkontribusi signifikan pada proses logistik di koridor yang menghubungkan
Maluku khususnya Ambon sebagai point of origin untuk Ambon-Bitung, Ambon-
Makasar, dan Ambon-Jawa. Pada akhirnya, sebagian dari komoditas tersebut
menjadi komoditas ikan untuk ekspor, dimana secara keseluruhan akan
meningkatkan performa seaborn logistics.

Pada perspektif makro wilayah, pengembangan logistik yang efisien juga
mempunyai daya ungkit dan daya dorong yang besar bagi perekonomian lokal.
Amin et al. (2021) menyatakan bahwa tarif bongkar muat dan biaya transportasi
laut berbahaya bagi PDRB/kapita di Provinsi Maluku Utara. Peningkatan biaya
bongkar muat sebesar $0.72 per ton akan menurunkan PDRB/kapita Provinsi
Maluku Utara sebesar $107, sedangkan peningkatan biaya transportasi laut sebesar
$7.2 akan menurunkan PDRB/kapita sebesar $62.35

Aktivitas bongkar-muat dan transportasi adalah bagian penting dari kegiatan
logistik laut, dan menjadi salah satu bagian terpenting dari ekonomi biru. Temuan
ini sejalan dengan Li dan Chen (2021) yang melaporkan perekonomian Provinsi
Guandong - China bahwa koefisien elastisitas pengembangan logistik pada
perekonomian sebesar 0.2590, koefisien efek langsung logistik pada ekonomi
sebesar 0.4074, dan koefisien spill-over sebesar 0.3596 yang semuanya signifikan.
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Pengembangan sistem logisik ikan menjadi salah satu keharusan untuk
mendukung pengembangan lumbung ikan nasional di Maluku. Pada kondisi pasar
lokal sebagai captive market yang terbatas, peningkatan produksi ikan yang sejalan
dengan implementasi LIN berpotensi berdampak negatif bagi nelayan karena dapat
menurunkan harga jual. Sesuai dengan tujuannya yaitu stabilisasi harga, SLIN
dapat membantu dalam membuka peluang distribusi hasil tangkapan nelayan pada
pasar domestik lainnya dalam koridor SLIN, atau bahkan mengembangkan titik
untuk pasar ekspor.

Tantangan Pengembangan SLIN Untuk Mendukung MLIN

Isu Dalam Pengembangan SLIN

Logistik harus dikembangkan dalam kerangka sistemik, tidak hanya karena
banyaknya elemen yang terlibat tetapi juga harmonisasi dan faktor potensi saling
bergantungnya masing-masing elemen satu sama lain. United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat
3 (tiga) isu utama dalam pengembangan logistik meliputi: (a) kompleksitas
regulasi, (b) isu kewajiban, dan (c) penentuan standar. Setiap isu terdapat beberapa
bagian tantangan yang perlu dipecahkan secara sistemik. Keberhasilan
menyelesaikan tantangan secara menyeluruh menjadi tantangan utama untuk
memecahkan masalah pada setiap isu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
bahwa upaya tersebut tidak meninggalkan masalah baru karena persoalan
kompleksitasnya, baik pada tataran implementasi dan regulasinya.

Konsep sistem logistik dalam perspektif SISLOGNAS (Perpres
N0.26/2012) mencakup tataran makro dan tataran mikro. Tataran mikro adalah
tataran operasional, dimana sistem logistik nasional harus mendukung terjadinya
kelancaran pada proses pengadaan, penyimpanan, distribusi dan transportasi.
Operasi proses yang efisien ini menjadi tujuan dari sistem logistik, karena akan
berdampak langsung pada keseluruhan kinerja ekonomi. Namun demikian, proses
operasional mikro tersebut faktanya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sangat
dipengaruhi oleh kondisi makro yang melingkupi kondisi mikro tersebut.

Tataran operasional (mikro) akan banyak digerakan oleh sektor privat.
Sementara itu, pada tataran makro banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang
diambil dan diimplementasikan oleh otoritas di luar sektor logistik (mikro) itu
sendiri. Tiga aliran yang terkait dengan sistem logistik, yaitu aliran informasi,
barang, dan uang, menjadi prasyarat logistik berjalan efisien. Namun, pada
faktanya, sebagian bersifat eksogen bagi pelaku pada tataran operasional. Pada
faktanya, kebijakan dan regulasi yang dapat menentukan efisiensi logistik hampir
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semua berada di luar jangkauan para pihak operasional. Jaringan dan infrastruktur
transportasi dan logistik, jaringan dan infrastruktur informasi dan komunikasi
hanya sebagian yang menjadi otoritas pelaku, sisanya menjadi otoritas publik yang
tersebar pada institusi yang berbeda. Hal ini juga sangat tercermin pada logistik
komoditas, terutama pada komoditas yang tidak menjadi preferensi nasional, atau
komoditas yang secara ekonomis tidak mampu menggerakan sistem secara
mandiri termasuk pada logistik ikan.

Isu-isu yang krusial pada logistik ikan sebagian di luar otoritas sektor
perikanan. Taryono (2020b) mengidentifikasi isu utama dalam sistem logistik ikan
nasional yang mencakup hal-hal berikut:

a. Integrasi antar komoditas untuk memenuhi keseimbangan muatan
(fronthaul dan backhaul)

Integrasi antar moda

Infrastruktur logistik

Biaya logistik

Keterlibatan antar pemerintahan (pusat dan daerah)

® 00T

Berdasarkan karakteristik isu yang dihadapi, maka perlu upaya yang sangat
besar untuk mengarahkan semua sumber daya seluruh pemangku kepentingan
untuk dapat bersinergi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk: (a) mensinergikan
kementerian dan lembaga untuk pendataan, perencanaan, perumusan kebijakan,
fasilitasi infrastruktur dan hal lain yang terkait, (b) mensinergikan kebijakan antar
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, (¢) mensinergikan aksi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Upaya untuk mengarahkan sinergi kebijakan dan aksi untuk merespon isu
di atas membutuhkan dua hal penting, yaitu: (a) data dan informasi yang mutakhir
dan bisa diakses dengan baik, dan (b) regulasi yang kuat dan mengikat semua pihak
baik pada tingkat pusat maupun daerah. Data dan informasi serta regulasi
merupakan landasan kepemimpinan yang kuat dan terarah bagi implementasi
SLIN di Indonesia. Data dan informasi, sebagai salah satu dasar pembentukan
sistem logistik, belum tersedia dengan baik. Saat ini, data dan informasi yang
terstruktur belum tersedia. Informasi dan data masih tersebar, tertutup (untuk
sebagian pihak), interval waktu yang relatif panjang (triwulan, semester dan
tahunan), tidak mudah diakses, kurang sistemis, keakuratan dan ketersediaan yang
belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan interval data yang cukup dan bisa
diakses dengan mudah oleh publik sehingga memudahkan para pemangku
kepentingan dalam melakukan perencanaan dan tindakan logistik baik pada tingkat
pengelolaan barang (material management) maupun distribusinya (physical
distribution).
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Rumusan mandat pembentukan SLIN terdapat pada beberapa undang-
undang. Namun, peraturan operasional yang mampu mengarahkan seluruh
pemangku kepentingan dalam SLIN sesuai dengan kepentingan, tugas dan
kewenangannya belum terumuskan dengan baik. Rumusan kebijakan masih
mengikat secara internal pada masing-masing lembaga publik (pusat dan daerah)
sehingga sulit untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi.

Tantangan Operasional

Operasionalisasi SLIN untuk mendukung M-LIN menghadapi sejumlah
tantangan operasional, meliputi:

a. Data Jumlah lkan

Material management menjadi dasar untuk proses physical distribution
dalam aktivitas logistik ikan. Material dalam konsepsi SLIN adalah
jumlah ikan yang telah menjadi persediaan (inventory) yang berpotensi
untuk didistribusikan, bukan sebagai stok sumber daya ikan (Taryono,
2021). Data jumlah ikan adalah data volume ikan yang bisa
didistribusikan per satuan waktu tertentu dari titik asal (point of origin)
dalam koridor logistik di wilayah Maluku, bukan hanya keseluruhan
hasil pendaratan atau stok sumber daya yang masih berada di laut. Oleh
karena itu, perlu adanya koreksi dari penyerapan lokal, volume yang
didatangkan, maupun yang dikirim ke luar wilayah dalam titik asal di
luar tujuan logistik yang dikembangkan. Karakteristik data yang lain
adalah unit interval waktu yang memadai untuk perencanaan logistik
terutama oleh penyedia jasa logistic, dengan prinsip, semakin nyata
(real time) maka semakin baik. Karakteristik data tersebut bisa
didapatkan dengan sistem pendataan dan pelaporan yang baik, akurasi
data tinggi, dan pelaporan yang mudah diakses. Sesuai dengan regulasi
yang ada sekarang ini, pengumpulan dan pelaporan data ikan menjadi
kewenangan yang terbagi pada pemerintah pusat dan daerah sesuai
dengan kewenangannya.

b. Infrastruktur Logistik

Infrastruktur logistik yang perlu dipersiapkan adalah dalam sistem
titik asal (origin) dan titik tujuan (destination) atau O-D, baik dalam
sistem pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar pada jaringan koridor
utama (hub) maupun pada koridor jaringan pengumpan (feeder).
Tujuan utama penyediaan infrastruktur logistik ini adalah
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses logistik sehingga
proses logistik ekonomis, mudah dan tidak menurunkan kualitas ikan.
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Secara global dinyatakan bahwa peningkatan infrastruktur logistik
akan meningkatkan PDB (Raimbekov et al., 2016).

Tantangan penyediaan infrastruktur logistik adalah kewenangan
pemerintahan yang berjenjang dari permerintah kabupaten/kota,
provinsi dan nasional. Penyediaan infrastruktur jaringan pengumpan
seringkali menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga perlu
alokasi program dari pemerintah daerah. Manfaat dari penyediaan
infrastruktur ini juga secara langsung diterima oleh masyarakat lokal.
Seperti terlihat dalam tabel diatas, efisiensi secara keseluruhan tidak
akan tercapai bila efisiensi biaya distribusi pada jaringan pengumpan
tidak ditingkatkan.

Data Kebutuhan Logistik

Salah satu isu penting dalam logistik terutama logistik berbasis laut
(maritime logistic) adalah keseimbangan muatan backhaul dan
fronthaul. Isu muatan balik kosong (empty backhaul problem) masih
sering terjadi pada komoditas termasuk ikan. Hal tersebut
mempengaruhi biaya angkut, ketersediaan kontainer berpendingin
(refrigerated container) dan waktu muat dan waktu bongkar.
Rendahnya backhaul rate menyebabkan penyediaan kontainer
berbasis on-call demand, sehingga pemilik ikan harus membayar
kontainer kosong, biaya angkut kontainer yang didatangkan, dan
meningkatkan biaya angkut ikan.

Data jenis dan jumlah komoditas beku yang bisa diangkut ke wilayah
Maluku diperlukan untuk mengurangi rendahnya kasus ini sehingga
kontainer berpendingin tersebut dapat digunakan untuk mengangkut
ikan dari wilayah Maluku. Kerjasama antar pemangku kepentingan
baik pusat maupun daerah diperlukan untuk memetakan kebutuhan
dan sinkronisasi data pasokan dan permintaan komoditas yang terkait
jumlah, kualitas, waktu dan wilayah. Integrasi komoditas, menjadi
salah satu kunci mengurangi biaya distribusi disamping integrasi
moda.

Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup air bersih, energi dan
aksesibilitas (komunikasi dan jalan). Pengembangan sistem logistik
ikan yang efisien, membutuhkan infrastruktur logistik yang memadai
dan dukungan infrastruktur dasar yang cukup. Pengembangan
pelabuhan sebagai collection center membutuhkan air bersih, energi
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(listrik) dan aksesibilitas yang memadai. Kondisi geograsi Maluku
yang berbentuk kepulauan menyebabkan potensi titik-titik
pengumpulan ikan juga akan menyebar pada pulau-pulau yang
berbeda. Fungsi-fungsi logistik ikan yang baik perlu didukung, setiap
titik-titik tersebut perlu menyediakan fasilitas sistem rantai dingin
yang memadai (Talib, 2018) dan memerlukan ketersediaan
infrastruktur dasar yang cukup. Ketersediaan infrastruktur dasar
menjadi salah satu insentif bagi penyedia jasa logistik untuk
mengembangkan infrastruktur logistik komersial seperti depo
kontainer atau armada kapal. Infrastruktur dasar ini menjadi
kewenangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai
dengan lokasinya.

Biaya Transportasi

Isu efisiensi biaya logistik, seringkali tidak hanya menjadi isu
jaringan pada koridor utama sebagai jaringan utama (hub) tetapi juga
menjadi persoalan jaringan pengumpan (feeder). Dalam sistem
logistik yang menyeluruh, jaringan pengumpan ini menjadi penting
untuk diperhatikan mengingat sistem jaringan O-D dimulai dari titik
ikan didaratkan sampai dengan di tangan konsumen. Karena
keterbatasan infrastruktur, seringkali biaya pengiriman ikan dari titik
lokasi pengumpulan ikan (collection point), misal lokasi pendaratan,
sampai dengan pelabuhan muat sebagai pusat pengumpulan
(collection center), menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan
biaya pengiriman dari pelabuhan muat sampai dengan pelabuhan
bongkar, seperti terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Kasus ini juga terjadi pada logistik berbasis angkutan laut (maritime
logistic), dimana biaya angkut antar pelabuhan domestik di Indonesia lebih tinggi
dibandingkan biaya angkut dari pelabuhan ekspor sampai dengan pelabuhan
bongkar di negara tujuan ekspor. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kinerja
logisik secara keseluruhan sehingga menyebabkan inefisiensi proses logistik dan
mempengaruhi daya saing. Oleh karena itu, bukanlah koordinasi yang diperlukan,
melainkan sinergi pembangunan dalam kewenangan pusat dan daerah untuk
mengembangkan infrastruktur logistik.

Tabel 1. Perbandingan Biaya Angkut Ikan dari Beberapa Wilayah dari dan
Menuju Pelabuhan Kendari.

Rute Biaya (Rp/kg) Prosentase (%0)

Kendari-Surabaya 1.250,0 100,00
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No. Rute Biaya (Rp/kg) Prosentase (%0)

2. Kendari-Jakarta 2.330,0 186,00

3. Raha (Muna)-Kendari 1.175,0 94,00

4.  Langgara (Kab. Kep Konawe)- 1.125,5 90,04
Kendari

5. Unaha (Konawe)-Kendari 162,5 13,00

6 Buton Utara-Kendari 1.400,0 112,00

Sumber: Taryono dan Oktariza, 2014.

Tantangan Pengelolaan dan Kebijakan

Logistik ikan terkait dengan aktivitas operasional berdasarkan pada praktek
bisnis yang dilakukan oleh sektor privat dan BUMN, dan kebijakan-kebijakan
pemerintah terkait dengan logistik. Praktek bisnis dan kebijakan dalam
pengembangan logistik menjadi satu sistem logistik. Dengan demikian, dapat
dinyatakan secara eksplisit bahwa pengembangan sistem logistik ikan merupakan
tugas dari pemerintah (government led issues), sedangkan praktek logistik
merupakan domain privat (private/business led issues) yang menjadi bagian dari
sistem logistik. Oleh karena itu, tantangan pengembangan untuk mendukung M-
LIN dan tantangan pengelolaan dan kebijakan sebagai berikut.

a.

Komitmen Seluruh Pemangku Kepentingan

Pengembangan SLIN untuk mendukung M-LIN membutuhkan
dukungan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pada
tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Hal ini mengingat kepentingan dan kewenangan terkait dengan
logistik berada pada level yang berbeda baik unsur masyarakat,
pemerintah maupun swasta. Tidak hanya perikanan dan kelautan,
pengembangan SLIN juga memerlukan dukungan lintas sektoral,
seperti sektor perhubungan, infrastruktur, energi, perdagangan
maupun komoditas yang bisa diintegrasikan. Dengan demikian,
pengembangan SLIN di Maluku membutuhkan komitmen dari semua
pihak (multikomitmen) yang bersinergi untuk mendorong efisiensi
dan efektivitasnya.

Saling percaya dan saling menguntungkan

Sistem logistik ikan merupakan konstruksi sistemik, bukan parsial,
dan diharapkan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
secara adil baik bagi nelayan, pelaku kegiatan pasca panen, pelaku
usaha logistic, penyedia jasa logistik, serta usaha pendukung lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan untuk mendorong rasa
saling percaya (reciprocal trust) antar pemangku kepentingan baik
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pada wilayah-wilayah dalam Provinsi Maluku, maupun antara
wilayah Maluku dengan wilayah lain yang menjadi destinasi logistik
ikan. Hal ini juga menjadi temuan dari Fizzanty dan Kusnandar
(2012) yang menekankan adanya hubungan yang berdasar
kepercayaan dalam mengembangkan logistik pangan.

Berdasarkan pada persediaan (inventory stock)

Konsep MLIN mengarahkan pada potensi Maluku sebagai daerah
penghasil ikan yang bermanfaat bagi industri perikanan di Indonesia.
Konsep sebagai penghasil adalah ikan sudah didaratkan, bukan hanya
berstatus sebagai potensi sumber daya. Oleh karena itu, tantangan
kebijakannya adalah mendorong transformasi dari potensi sumber
daya di laut menjadi persediaan ikan (inventory stock) yang siap
menjadi komoditas dalam logistik ikan. Kebijakan diperlukan untuk
mendorong proses penangkapan yang efisien dan terukur agar
berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya fasilitasi kegiatan pasca panen
untuk menjamin hasil tangkapan yang sampai ke tangan konsumen
tetap berkualitas melalui proses-proses logistik. Kebijakan ini harus
diformulasikan menjadi kebijakan sinergis baik pusat maupun daerah
sesuai kewenangannya.

Distribusi manfaat yang seimbang

Perlu diperhatikan bahwa sistem logistik ikan yang baik akan
membawa distribusi manfaat yang seimbang baik antar pelaku usaha
dalam sistem logistik ikan maupun antar wilayah, baik sebagai daerah
asal (origin) maupun daerah tujuan (destination). Kebijakan harus
mendorong distribusi manfaat secara adil bagi wilayah-wilayah di
Provinsi Maluku sebagai daerah asal maupun wilayah lain sebagai
tujuan. Efisiensi SLIN diharapkan meningkatkan rente sumber daya
dan berdampak ganda pada ekonomi lokal. Amin et al. (2021)
menyatakan peningkatan biaya bongkar-muat dan biaya transportasi
laut akan menurunkan PDRB/kapita di Provinsi Maluku Utara.

Berbagi peran (role sharing)

Pengembangan sistem logistik merupakan domain kebijakan publik
yang perannya dilakukan oleh pemerintah (government led issues).
Sebaliknya, praktek logistik memerlukan peran dominan dari pelaku
usaha (business led issues). Jhawar et al. (2017) menyatakan
pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur
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pembangunan dan Kkebijakan, sementara sektor bisnis akan
berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja dan
pengembangan teknologi informasi.

Pembagian peran ini menjadi penting agar masing-masing pihak
dapat mengoptimal peran mereka dalam membangun sistem logistik
ikan yang efisien di Provinsi Maluku. Sistem logistik yang baik juga
dapat membagi peran dalam penanggungan risiko dalam proses-
proses logistik sehingga tanggungan risiko ini menjadi lebih ringan
dan adil bagi para pihak dalam praktek logistik. Pada prakteknya,
logistik pemerintah dan industri perlu bekerja bersama untuk
meningkatkan Kinerja logistik (Powel, 2001).

f.  Komitmen pemerintah keseluruhan

Pengembangan SLIN untuk mendukung M-LIN perlu menjadi
komitmen pemerintah secara keseluruhan, baik antar pemerintahan,
sektor, kementerian dan lembaga. Komitmen ini harus tertuang dalam
program-program lembaga pemerintahan yang terkait dan
implementasinya bersifat sinergis sehingga bersifat saling
mendukung bukan menegasikan. Kepastian kebijakan pemerintah
tidak hanya menjadi prasyarat untuk menciptakan MLIN (Oesman,
2020), tetapi sekaligus juga menjadi basis kuat untuk
mengimplementasikan SLIN baik dalam wilayah Maluku maupun
dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, Kkarakteristik sistem logistik ikan adalah
pemangku kepentingan yang beragam (multi-stakeholders), komoditas beragam,
perlu integrasi (multicommodity), multi-moda, dan melibatkan antar pemerintahan
(multi-governmental). Dengan demikian, kebijakan pengembangan SLIN untuk
mendukung MLIN harus diarahkan pada proses koordinasi dan integrasi
implementasi kebijakan antar para pengambil kebijakan yang berdaya guna. Proses
ini perlu dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan.
Kebijakan perlu inklusif dan mengarahkan adanya kepemimpinan yang kuat agar
legitimatif untuk mendorong implementasi SLIN dalam mendukung M-LIN. Oleh
karena itu, perlu otorisasi yang kuat secara kelembagaan dengan basis regulasi
yang konsisten, rasional, dan berkeadilan.

Strategi Implementasi SLIN

Untuk mendukung M-LIN, maka diperlukan 5 (lima) strategi implementasi
SLIN, sebagai berikut:
1.Pembangunan Basis Data dan Sistem Informasi (Temporal dan Spasial)
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a. Persediaan ikan
b. Integrasi komoditas
c. Integrasi antar Moda
d. Pola agregasi nasional (National Platform Aggregator)
2. Konsolidasi Birokrasi, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik (misal Kaukus
Logistik)
3. Penyiapan SDM
4. Penyediaan infrastruktur logistik
5. Inklusivitas dan Konsistensi Kebijakan Pemerintah Daerah-Pusat

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, tantangan pengembangan SLIN untuk
mendukung MLIN mencakup pada tantangan operasional dan kebijakan. Oleh
karena itu, diperlukan penajaman konsep MLIN sehingga bersifat operasional.
Kejelasan konsep MLIN akan memudahkan implementasi SLIN yang mempunyai
tantangan baik secara operasioanal maupun pada tataran manajemen dan
kebijakan.

Tantangan pengembangan SLIN seperti di atas perlu dijawab dengan
komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta
kebutuhan kepemimpinan yang legitimatif kuat baik secara normatif, legal maupun
rasional. Strategi utama pengembangan SLIN untuk mendukung MLIN harus
berbasis data yang akurat, terkini dan interval waktu yang singkat. Hal ini
dimaksudkan agar kebijakan efektif dapat dilaksanakan dan harapan terhadap
SLIN dan MLIN bisa diwujudkan.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara penghasil produk sea food yang diekspor
ke berbagai negara dalam bentuk beku dan siap saji. Produk perikanan ekspor
Indonesia ke Amerika Serikat (USA) adalah udang, tuna, produk ikan dan daging
rajungan pasteurisasi. Pada tahun 2020, jumlah impor udang beku Indonesia ke
USA adalah 354.375.000 Ibs, Jumlah tersebut mencapai 21.5% dari total impor
udang beku dari berbagai negara eksportir yang masuk ke USA (1.644.616.000
Ibs). Harga udang tahun 2020 adalah $2.30/lb (size 41-50, HSLO) naik di
Desember $2.75/1b (size 21-25 HSLO), harga tersebut dibawah harga Tahun 2018
dan 2019. Pada tahun 2020, impor fillet tuna beku USA dari Indonesia 32.270.827
Ibs. Jumlah tersebut 44% dari total impor fillet tuna beku yang di impor USA
(73.322,103 Ibs). Harga pasar tuna tersebut di USA pada bulan Juni 2020 adalah
$4,40/ Ibs, harga tersebur di bawah harga tahun 2018 dan 2019. Pada sisi lain,
impor daging rajungan USA dari Indonesia 27.076.699 Ibs tahun 2020 (52,21%
dari total ekspor daging rajunagan yang masuk ke USA (51.865.727 Ibs). Impor
daging rajungan USA dari seluruh ekportir turun Tahun 2020 dibandingkan Tahun
2018 dan 2019. Harga pasar Tahun 2020 di bawah harga pasar Tahun 2018 dan
2019. Harga pasar terendah $ 8,10/ Ibs di Bulan Agustus 2020. Urner Barry report
February 2021 (https://www.foreigntradedata.com/).

Menurut Gordon et al. (2020) pemerintah USA memberikan kewenangan
kepada Food & Drug Administration (FDA) sebagai otoritas penegakan keamanan
pangan (food safety) untuk menahan pangan impor mengikuti standar produk
makanan domestik. Bila ditemukan bahaya cemaran fisik (misal: serpihan kayu,
plastik, rambut), cemaran kimia (antibiotic, bahan kimia berbahaya) atau cemaran
mikrobiologi (bakteri Salmonella, Coliform dll) pada produk impor tersebut (misal
tuna, gurita, kakap, kerapu, dll) maka hal tersebut akan dicatat oleh pihak otoritas
FDA dalam website FDA sebagai Refusal FDA atau dengan istilah terkena
“Detention”. Data refusal produk sea food dari Indonesia tahun 2019 dan 2020

“SERTIFIKASI PRODUK SEAFOOD TUJUAN

EKSPOR DAN KENDALANYA DI INDONESIA"



mailto:kuncoro@kmlseafood.com
https://www.foreigntradedata.com/

menunjukkan bahwa produk udang beku ditemukan Salmonella dan Vet drug atau
residu antibiotic dan Tuna Beku ditemukan Filthy, Histamine dan bakteri
Salmonella.

Standar keamanan pangan yang dihadapi Indonesia bervariasi di setiap
negara karena terkait dengan perubahan pola makan, tingkat pendapatan,
perbedaan selera, dan selera konsumen. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengatasi
hambatan ini dan mengembangkan kemampuan untuk menjamin keamanan
produk makanan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dengan
memperbaiki manajemen keamanan pangan agar dapat dipercaya pasar global
(Rahmat et al., 2016; Tajerin & Wardono, 2017). Oleh sebab itu, berbagai jenis
sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir Indonesia seperti SKP, HACCP,
BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat membutuhkan biaya yang
mahal dengan jangka waktu berlaku 1-2 tahun.

Apabila tidak dibantu oleh pemerintah pusat, permasalahan sertifikasi mutu
akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha
pengolahan tuna dan udang di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan
eksportir harus bersinergi membentuk lembaga sertifikasi untuk pelayanan
sertifikasi ekspor satu pintu. Rachmawati et al. (2017) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa dalam pemenuhan ISO 22000 perlu adanya penyusunan
prosedur yang belum ada dan perlunya mendorong konsistensi penerapan
prosedur yang ada. Kendala umum sertifikasi tersebut adalah belum tersedianya
dokumen sistem yang dipersyaratkan oleh 1SO 22000 karena implementasi yang
belum konsisten. Eksportir seafood Indonesia harus memiliki Sertifikat Kelayakan
Proses (SKP) atau Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sertifikat Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP). Kedua sertifikat tersebut ditetapkan dan
diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Pembeli dari mancanegara pada umumnya adalah sebagai wholesaler,
sehingga produk yang dibeli akan dijual kembali kepada customer di negara
tujuan. Perusahaan eksportir diminta oleh beberapa pembelinya (buyers) agar
eksportir tersebut mempunyai sertifikat Food Safety Management Systems
diantaranya ISO 22000, BRC Global Food Standard, Social Audit, Best
Aquaculture Practices atau Chain of Custodian Marine Stewardship Council
(CoC MSC). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, perusahaan eksportir harus
mempersiapkan personel, manual dan dokumen persyaratan lainnya. Biaya
sertifikasi dibebankan pada eksportir, dan sertifikasi ini dilakukan setiap tahun.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mempelajari
permasalahan sertifikasi terhadap produk perikanan di Indonesia.
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Permasalahan Sertifikasi dan Hasil Penelitian Sertifikasi

Perusahaan eksportir seafood Indonesia menghadapi permasalahan apabila
terjadi penyimpangan (rejected) mutu saat aturan food safety diterapkan negara
eksportir. Dengan demikian, perusahaan harus mengambil strategi bertahan
dengan melakukan efisiensi biaya di berbagai bagian produksi serta upaya
peningkatan kontrol mutu dan kualitas bahan baku dan produk jadi. Pedoman yang
harus ditingkatkan adalah Food Safety Management Systems (FSMS) berupa
sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) yang dibina oleh KKP dan tanpa biaya. Sementara itu,
pihak pembeli (negara importir) mensyaratkan sertifikasi berupa I1SO 22000,
British Retail Consortium (BRC) Global Food Standard, Best Aquaculture
Practices (BAP), Social Audit dan Chain of Custody Marine Stewardship Council
(CoC MSC). Sertifikasi bersifat sukarela, namun pembeli dari negara importir
tidak melanjutkan permintaan jika perusahaan di negara eksportir tidak
mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Sertifikasi ini memerlukan berbagai
biaya termasuk biaya audit, dan biaya-biaya lain untuk memenuhi persyaratan
yang diminta oleh pemberi sertifikasi tersebut. Hal ini mengakibatkan sertifikasi
membutuhkan biaya yang cukup besar.

Penelitian sertifikasi dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner
kepada kelompok khusus manager dari delapan perusahaan ekspor seafood yang
sudah berpengalaman lebih dari lima tahun. Semua perusahaan telah meraih
sertifikasi GMP, HACCP, dan BRC. Tiga diantara perusahaan tersebut sudah
meraih sertifikasi ISO 22000 dan CoC MSC, dan satu perusahaan meraih sertifikat
BAP. Total sampel sebanyak 58 responden dengan lokasi perusahaan di Banten,
Bogor, Gresik, Sidoarjo, Makassar, dan Ambon. Menurut Hair et al. (2010),
penelitian umumnya tidak menganalisis faktor sampel yang kurang dari 50. Daftar
pertanyaan diberikan pilihan dengan skala Likert 1 hingga 5.

Data penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, uji kuesioner, uji
validitas menggunakan rumus korelasi Rank-Pearman (r-Spearman) berdasarkan
tabel kritis r, dan uji reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha yang diukur
berdasarkan skala Cronbach’s Alpha 0 — 1. Pernyataan-pernyataan pada kuesioner
dinyatakan valid jika memiliki nilai r-Spearman > rubel (o, df = n-2). SEMeENtara itu,
reliabilitas kuesioner dinyatakan baik jika memiliki nilai 4/pha Cronbach’s lebih
dari 0.60. Uji lanjutan menggunakan uji kecocokan model Confirmation Factor
Analysis (CFA), koefisien Determinasi, Uji Parsial Least Square (PLS), dan
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) menggunakan SPSS versi 16.
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Penelitian ini mempelajari empat kriteria utama yaitu: 1) Manfaat
sertifikasi bagi pembeli (buyer); 2) Manfaat sertifikasi bagi perusahaan; 3)
Kendala spesifik sertifikasi, dan 4) Kendala persyaratan sertifikasi. Untuk
mengetahui manfaat dan kendala sertifikasi, keempat kriteria tersebut dianalisis ke
dalam masing-masing sertifikasi yang dimaksud yaitu sertifikasi GMP, sertifikasi
HACCP, sertifikasi ISO 22000, sertifikasi BRC, sertifikasi Social Audit, sertifikasi
BAP, dan sertifikasi CoC MSC.

Sertifikasi GMP

Penelitian menunjukkan hasil bahwa karyawan di seluruh unit kerja
memandang pentingnya sertifikasi GMP baik bagi pembeli (buyer) termasuk
perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading factor yang tertinggi (sebesar
0.808) di antara keempat variabel penelitian. Sementara itu, kaitan antara GMP
dengan kendala spesifikasi memiliki loading factor terkecil di antara variabel yang
lain. Dengan kata lain, karyawan tidak begitu memiliki kendala yang terlalu
spesifik dari sertifikasi GMP. Namun, nilai loading factor kaitan antara GMP
dengan kendala persyaratan sertifikasi melebihi kendala spesifikasi. Hal ini perlu
ditelusuri lebih detail untuk mengetahui item yang mendukung hal tersebut.

Signifikansi kaitan antara sertifikasi GMP dengan manfaat yang didapatkan
bagi pembeli (buyer) sangat didukung dengan adanya kewajiban pemenuhan
sertifikat GMP atas permintaan customer. Hal ini terbukti dengan nilai loading
factor pada item tersebut merupakan yang tertinggi di antara item lainnya.
Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, sertifikasi GMP
merupakan hal penting untuk membangun budaya kerja yang lebih baik.

Tabel 1. Hasil Sertifikasi GMP pada Perusahaan.

o Loading t- p- Keterangan
il factor statistics  value
GMP -> Manfaat bagi pembeli signifikan
(buyer) 0.799 14038  0.000
GMP -> Manfaat bagi Perusahaan 0.808 17.266  0.000  Signifikan
GMP -> Kendala spesifikasi 0.338 1.937 0029  Signifikan
GMP -> Kendala persyaratan 0.639 6.946 0000  Signifikan

Hal ini dibuktikan dengan nilai loading factor tertinggi pada syarat tersebut
sebesar 0.785. Karyawan di perusahaan mempersepsikan bahwa tidak terdapat
kendala yang berarti atas sertifikasi GMP secara spesifikasi, yang dibuktikan
dengan tidak signifikannya seluruh syarat pada variabel tersebut. Pemenuhan
training eksternal akan menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk menjadi
fokus utama bagi perusahaan, dikarenakan loading factor tersebut merupakan yang
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tertinggi pada variabel kendala persyaratan. Sebagian besar karyawan terkendala
dalam pemenuhan training eksternal sertifikasi GMP.

Tabel 2. Syarat Dominan dari Manfaat Sertifikasi GMP.

Kriteria Syarat Dominan Loading t- p-value  Keterangan
factor statistics
Manfaat bagi  Wajib Atas 0.859 20.451 0.000 Signifikan
pembeli Permintaan
(Buyer) Customer [GMP]
Manfaat bagi Membangun 0.785 8.067 0.000 Signifikan
Perusahaan Budaya kerja lebih
baik [GMP]
Kendala Tidak ada item - - - -
spesifikasi yang signifikan
Kendala Pemenuhan training 0.824 14.939 0.000 Signifikan

persyaratan  eksternal

Penelitian ini didukung atas penelitian Evans et al. (2020) bahwa sertifikasi
keamanan pangan sangat penting bagi produsen pangan di Inggris. Hambatan
untuk memperoleh sertifikasi yaitu pengetahuan, keterampilan, waktu, biaya dan
sumber daya dan komunikasi dan akses ke informasi. Bantuan tersebut akan
mendukung tiga area kritis. Temuan dapat menginformasikan pengembangan
mekanisme dukungan untuk meningkatkan penyerapan sertifikasi keamanan
pangan dan mempercepat pertumbuhan sektor makanan.

Pipatprapa et al. (2017) meneliti 178 manajer industri makanan di Thailand.
Hasilnya bahwa orientasi pasar (MO=Market Orientation), kualitas manajemen
(QM=Quality Management) dan inovasi (IN) secara positif dan signifikan
mempengaruhi langsung atau tidak langsung kepada kinerja hijau (Green
Performance). Manajemen kualitas dan inovasi berperan pada efek parsial
mediator pada orientasi pasar dan kinerja hijau. Bahwa Industri makanan Thailand
dapat mencapai kinerja hijau dengan mengembangkan berbasis pasar, kapasitas
manajemen mutu dan pengembangan inovasi. Tidak menemukan hubungan antara
QM dan IN. Pengembangan dimensi QM penting bagi perusahaan untuk
meningkatkan manufaktur berkelanjutan dalam konteks GP dan meningkatkan
daya saing dan keuntungan.

Wahidin dan Purnhagen (2018) meneliti permasalahan ekspor produk
pertanian udang dan pala dari Indonesia ke EU yang dibatasi. Metode riset
perbandingan hukum dan kerangka FSO/ALOP (Food Safety Objective/
Appropriate Level of Protection) sebagai pilihan strategi bergantung sifat bahaya,
sistem pengendalian pangan nasional dan ketersediaan standar internasional yang
relevan. Pendekatan top-down lebih tepat untuk mengatasi kasus kloramfenikol
pada udang. Kloramfenikol berperan sebagai kontaminan antropogenik, kontrol
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sistem pangan yang relatif mapan, dan standar internasional yang ada melarang
penggunaan kloramfenikol pada hewan penghasil makanan. Terbukti menjadi
strategi sukses agar Indonesia memiliki lebih banyak akses pasar untuk
mengekspor udang tidak hanya ke UE tetapi juga ke pasar ekspor potensial lainnya.

Sertifikasi HACCP

Temuan riset ini menyatakan bahwa karyawan di seluruh unit kerja
memandang pentingnya sertifikasi HACCP terlebih bagi pembeli (buyer). Nilai
loading factor yang tertinggi (sebesar 0.825) di antara keempat variabel penelitian.
Sementara itu, kaitan antara HACCP dengan kendala spesifikasi memiliki loading
factor terkecil di antara variabel yang lain. Dengan kata lain, karyawan tidak begitu
memiliki kendala yang terlalu spesifik dari sertifikasi HACCP. Namun jika
melihat nilai loading factor kaitan antara HACCP dengan kendala persyaratan
sertifikasi, nilai loading factor-nya melebihi kendala spesifikasi. Hal ini perlu
ditelusuri lebih detail untuk mengetahui item yang mendukung hal tersebut.

Tabel 3. Hasil Sertifikasi HACCP pada Perusahaan.

Loading t-

Kriteria factor  statistics

HACCP -> Manfaat bagi

p-value Keterangan

. 0.825 14.665 0.000 signifikan
pembeli (buyer)
HACCP -> Manfaat bagi 0770 11252  0.000 signifikan
Perusahaan
HACCP -> Kendala 0307 2196 0016 signifikan
spesifikasi
HACCP -> Kendala 0679 616  0.000 signifikan
persyaratan
Tabel 4. Syarat Dominan dari Manfaat Sertifikasi HACCP.
Kriteria Syarat Dominan Loading t- p- Keteranga
factor statistics  value n
Manfaat bagi  Wajib Atas 0.850 27.413 0.000 signifikan
pembeli Permintaan
(buyer) Customer [HACCP]

Manfaat bagi Membangun Budaya 0.883 22.190 0.000 signifikan
Perusahaan kerja lebih baik

[HACCP]
Kendala Tidak ada item yang - - - -
spesifikasi signifikan
Kendala Sertifikasi HACCP - 0.856 11.527 0.000 signifikan

persyaratan BKIPM KKP
[Kalibrasi Peralatan
banyak]
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Uji Statistik menunjukkan bahwa signifikannya kaitan antara sertifikasi
HACCP dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat didukung dengan adanya
kewajiban pemenuhan sertifikat HACCP atas permintaan customer.

Terbukti dengan nilai loading factor pada item tersebut merupakan yang
tertinggi (0.850) di antara lainnya. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang
perusahaan, perusahaan memandang pentingnya sertifikasi HACCP untuk
membangun budaya kerja yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai loading
factor tertinggi pada item tersebut sebesar 0.883. Karyawan di perusahaan
mempersepsikan bahwa tidak terdapat kendala yang berarti atas sertifikasi
HACCP secara spesifikasi, yang dibuktikan dengan tidak signifikannya seluruh
item pada variabel tersebut. Kalibrasi peralatan yang banyak akan menjadi hal
yang patut dipertimbangkan untuk menjadi fokus utama bagi Perusahaan,
dikarenakan loading factor tersebut merupakan yang tertinggi pada variabel
kendala persyaratan sertifikasi HACCP. Hal ini membuktikan bahwa sebagian
besar karyawan terkendala dalam hal kalibrasi peralatan yang banyak pada
sertifikasi HACCP.

Dzwolak (2019) meneliti penerapan HACCP di 47 industri kecil dan
menengah di Polandia. OPRP dan alat penilaian bahaya terstruktur atau tingkat
keparahan bahaya, adalah yang paling area bermasalah dalam mengembangkan
HACCP Plan. Masalah tertinggi ketidakpatuhan dokumentasi, identifikasi bahaya
dan penilaian bahaya, diagram alur proses dan verifikasi sistem. Pengetahuan ini
penting untuk peningkatan HACCP plan atau dalam FSMS standar, seperti ISO
22000, BRC dan IFS.

Sertifikasi 1SO 22000

Karyawan di seluruh unit kerja memandang pentingnya sertifikasi 1SO
22000 bagi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading factor yang
tertinggi (sebesar 0.819) di antara keempat variabel penelitian. Sementara itu,
kaitan antara ISO 22000 dengan manfaat sertifikasi bagi pembeli (buyer) memiliki
loading factor terkecil di antara variabel yang lain namun masih berada di rentang
rata-rata. Namun demikian, jika melihat nilai loading factor kaitan antara 1SO
22000 dengan kendala persyaratan sertifikasi, nilai loading factor-nya melebihi
kendala spesifikasi. Hal ini perlu ditelusuri lebih detail untuk mengetahui item
yang mendukung hal tersebut.
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Tabel 5. Hasil Sertifikasi ISO 22000 pada Perusahaan.

Loading

Kriteria P

1SO22000 -> Manfaat

t-statistics p-value Keterangan

bagi pembeli (buyer) 0.790 6.715 0.000 signifikan
15022000 -> Manfaat 0.819 8.869 0.000 signifikan
bagi Perusahaan

15022000 -> Kendala 0.797 14.09 0.000 signifikan
spesifikasi

15022000 -> Kendala 0.806 11.475 0.000 signifikan
persyaratan

Uji statistik menunjukkan secara detail bahwa signifikansi kaitan antara
sertifikasi 1ISO 22000 dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat didukung
dengan adanya kewajiban pemenuhan sertifikat 1ISO 22000 atas permintaan
customer.

Tabel 6. Syarat Dominan dari Manfaat Sertifikasi 1SO 22000.

o Syarat Loading t-

Rriena Dominan factor statistics LD RSN
Manfaat bagi Wajib Atas 0.956 56.863 0.000 signifikan
pembeli Permintaan
(buyer) Customer

[1S022000]
Manfaat bagi Permasalahan 0.928 16.795 0.000 signifikan
Perusahaan dapat diketahui
[1SO22000]
Membangun 0.928 11.741 0.000 signifikan
Kerja Team Work
[1S022000]
Kendala Apakah kendala 0.954 47.163 0.000 signifikan
spesifikasi 1ISO 220007

[Auditor sering

menyulitkan]
Kendala Sertifkasi 1ISO- 0.972 108.116 0.000 signifikan
persyaratan 22000 (SAI

Global) [Audit

Supplier

Menyeluruh]

Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, perusahaan
memandang pentingnya sertifikasi 1SO 22000 karena perusahaan dapat
mengetahui permasalahan yang timbul serta dapat membangun teamwork. Hal ini
dibuktikan dengan nilai loading factor tertinggi pada kedua item tersebut sebesar
0.928. Karyawan perusahaan mempersepsikan bahwa terdapat kendala 1ISO 22000
secara spesifikasi terutama dalam hal proses audit yang menyulitkan. Hal ini
didukung dengan adanya kendala persyaratan sertifikasi terutama dengan adanya
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audit supplier secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar
karyawan terkendala dalam hal rumitnya proses audit pada sertifikasi 1ISO 22000
tersebut.

Riset ini didukung oleh temuan Escanciano dan Santos-Vijande (2014) yang
meneliti perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menerapkan
ISO 22000 di Spanyol dan dua atau lebih sistem manajemen. Tujuan utama
penerapan sertifikasi ini adalah untuk memperkuat keunggulan kompetitif
perusahaan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas. Kendala
utama penerapan ISO 22000 ini bukanlah standar yang terkenal, melainkan
perusahaan belum menyadari potensi yang dimiliki dan tingginya biaya
implementasi sistem tersebut.

Selanjutnya, Escanciano dan Santos-Vijande (2014) meneliti dan
menganalisis status penerapan ISO 22000 di industri makanan di Spanyol.
Sertifikasi I1ISO 22000 digunakan oleh perusahaan eksportir. Perusahaan
mengalami kesulitan selama proses implementasi. Manfaat yang paling
berkontribusi terhadap kepuasan perusahaan adalah peningkatan efisiensi dan
keamanan makanan. Apabila perusahaan telah menerapkan ISO 9001, perusahaan
akan lebih mudah dalam menerapkan 1SO 22000. Sertifikasi ISO 22000 sebagai
paspor untuk masuk ke pasar manapun. Implementasi dan sertifikasi swasta ini
diakui oleh GFSI — seperti BRC, IFS, SQF menghasilkan reputasi dan keunggulan
kompetitif. Pelanggan menuntut agar pemasok menerapkan FSMS. Sebagian besar
perusahaan di Spanyol bersertifikat ISO 22000.

Casolani et al. (2018) menganalisis manfaat yang diperoleh dan hambatan
yang dihadapi oleh perusahaan Italia ketika menerapkan standar ISO 22000
dengan sampel sebanyak 180 perusahaan makanan Italia yang bersertifikat
minimal 2 tahun. Manfaat utama sertifikasi yang diperoleh adalah peningkatan
peluang komersial dan prosedur internal. Kendala utama perusahaan mikro-kecil
pada tahap awal sertifikasi adalah perubahan organisasi internal dan biaya
sertifikasi. Bentuk jaminan keamanan pangan pada saluran distribusi di Italia
berupa sertifikasi ISO 22000 yang merupakan bentuk jaminan keamanan pangan
yang dirasakan oleh pembeli (Gawron & Theuvsen, 2009). Implementasi FSMS
menjadi masalah wajib di beberapa saluran komersial. Faktanya, hanya 20% Usaha
Mikro Kecil yang menyatakan tidak puas dengan aplikasi 1ISO 22000. Menurut
Aggelogiannopoulos et al. (2007) dan Karipidis et al. (2009), dibutuhkan alat
bantu untuk membantu perusahaan, khususnya Usaha Kecil dan Menengah, untuk
meningkatkan FSMS keterampilan dan sumber daya yang diperlukan.
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Sertifikasi BRC

Hasil temuan riset terkait sertifikasi BRC menunjukkan bahwa karyawan di
seluruh unit kerja memandang pentingnya sertifikasi BRC bagi perusahaan. Hal
ini ditunjukkan dengan nilai loading factor yang tertinggi (sebesar 0.735) di antara
keempat variabel penelitian. Sementara itu, kaitan antara BRC dengan kendala
spesifikasi dan persyaratan memiliki loading factor yang kecil di antara variabel
yang lain. Dengan kata lain, karyawan tidak begitu memiliki kendala yang terlalu
spesifik dari sertifikasi BRC. Namun, hal tersebut perlu ditelusuri lebih detail
untuk mengetahui item yang mendukung.

Tabel 7. Hasil Sertifikasi BRC pada Perusahaan.

Loading t-

Kriteria factor statistics

BRC -> Manfaat bagi

p-value  Keterangan

. 0.608 5.225 0.000 signifikan
pembeli (buyer)
BRC -> Manfaat bagi 0.735 8.326 0.000 signifikan
Perusahaan
BRC -> Kendala spesifikasi 0.486 2.214 0.016 signifikan
BRC -> Kendala persyaratan 0.596 3.66 0.000 signifikan

Analisis statistik menunjukkan secara detail bahwa signifikansi kaitan
antara sertifikasi BRC dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat didukung
dengan adanya kewajiban pemenuhan sertifikat BRC atas permintaan customer.

Tabel 8. Item Dominan dari Manfaat Sertifikasi BRC.

Kriteria Item Dominan  Loading t- p- Keterangan
factor  statistics  value

Manfaat Wajib Atas 0.826 2.858 0.003 signifikan

bagi Permintaan

pembeli Customer [BRC]

(buyer)

Manfaat Membangun 0.889 4.938 0.000 signifikan

bagi Budaya kerja

Perusahaan  lebih baik [BRC]
Kendala Apakah kendala 0.867 1.707 0.047 signifikan
spesifikasi BRC? [Rumit]
Kendala Sertifikasi BRC - 0.927 1.901 0.032 signifikan
persyaratan BV Certification

Body [Audit

Supplier

Menyeluruh]

“Nugroho" |




B

Hal ini terbukti dengan nilai loading factor pada item tersebut merupakan
yang tertinggi (0.826) di antara lainnya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut
pandang perusahaan, sertifikasi BRC merupakan hal penting untuk membangun
budaya kerja yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai loading factor
tertinggi pada item tersebut sebesar 0.889. Karyawan di perusahaan
mempersepsikan bahwa terdapat kendala yang berarti atas sertifikasi BRC secara
spesifikasi, yaitu rumitnya item sertifikasi BRC. Selain itu, dari segi persyaratan,
rumitnya sertifikasi BRC didukung dengan adanya proses audit supplier secara
menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar karyawan terkendala baik
secara spesifikasi maupun persyaratan atas sertifikasi BRC.

Kendala yang sama juga dialami oleh perusahaan di Thailand, sebagaimana
yang telah diteliti oleh Chaoniruthisai et al. (2018) terhadap perusahaan
bersertifikat BRC Thailand. Responden penelitian adalah 217 manajer kualitas
yang didominasi oleh perusahaan besar yang menunjukkan hasil yang signifikan
dan lebih efektif di perusahaan yang sudah menerapkan sistem ISO 9001 dan
HACCP. Kesulitan atau kendala yang dialami adalah kapasitas organisasi, kendala
karyawan, tersediannya dana dan anggaran, karakteristik manusia, dan persyaratan
sistem. Solusi relevan yang dapat diimplementasikan meliputi memperkuat Pre-
Rrequisite  Program (PRP); pemenuhan prasarana dan sarana dengan
merestrukturisasi yang baru; memberikan penghargaan berupa insentif atau bonus;
denda; mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan; meningkatkan
keterampilan dan keahlian karyawan dengan pedoman yang lebih komprehensif;
serta meningkatkan anggaran pelatihan. Hasil penelitian tidak dapat
digeneralisasikan untuk perusahaan yang disertifikasi untuk FSMS lainnya karena
memiliki indikator yang berbeda dan bergantung pada subsektor pangan, sehingga
kondisi tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Menurut Pop et al. (2018), sistem manajemen keamanan pangan (FSMS)
adalah jaringan elemen yang saling berhubungan untuk memastikan bahwa
produk, proses dan makanan tidak mengakibatkan efek buruk pada kesehatan
manusia. Elemen-elemen ini meliputi program, rencana, kebijakan, prosedur,
praktik, proses, tujuan, tujuan, metode, tindakan pengendalian, tanggung jawab,
hubungan, dokumen, catatan dan sumber daya.

Sistem manajemen keamanan pangan bersertifikat menunjukkan komitmen
organisasi untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan dengan memenuhi
standar kualitas pada saat dikonsumsi manusia. Sertifikasi sistem manajemen
keselamatan organisasi yang beroperasi di pasar Eropa seringkali dilakukan secara
sukarela, namun dapat membawa kinerja dan keamanan yang diinginkan di Pasar
Eropa.
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Rincon-Ballesteros et al. (2019) meneliti tentang sistem manajemen
keamanan pangan (FSMS) pada perusahaan makanan Amerika Latin yang
menerapkan FSMS British Retail Consortium (BRC). Penelitian menunjukkan
bahwa sistem manajemen keamanan pangan tersebut tidak digunakan secara luas
di Amerika Latin. Semua perusahaan yang menerapkan BRC adalah eksportir.
Motivasi utama penerapan BRC ini adalah untuk menjamin keamanan produk dan
kesejahteraan dalam menjangkau konsumen luar negeri yang meliputi aspek etika,
efisiensi, legitimasi dan komersial. Hambatan yang dialami bersifat finansial,
faktor yang terkait lingkungan bisnis, dan kondisi khusus suatu negara. Pemerintah
dapat memberikan kebijakan publik dengan persyaratan yang lebih ketat dan
pendekatan pengaturan bersama untuk meningkatkan ekspor pangan.

Doddema et al. (2020) meneliti ketertelusuran produk dari perusahaan
pengolahan tuna di Indonesia sebagai tanggapan terhadap Sertifikasi BRC dan
peraturan IUU UE. Tanggapan ditentukan oleh kinerja dan keterikatan praktik
sosial yang membentuk rantai nilai tuna. Adanya respon adaptif jangka pendek
bertujuan untuk praktek kontrol pengolahan di perusahaan. Praktek di luar kendali
perusahaan pengolahan, dilakukan oleh perantara dan pejabat pemerintah yang
lebih kaku. Tuntutan negara AS, Jepang, dan China akan ketelusuran produk
seafood bergantung pada kinerja dan keterikatan praktik dalam pengaturan
masyarakat yang kompleks.

Sertifikasi Social Audit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan di seluruh unit kerja
memandang pentingnya sertifikasi Social Audit terutama bagi perusahaan. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai loading factor yang tertinggi (sebesar 0.765) di antara
keempat variabel lainnya. Sementara itu, kaitan antara Social Audit dengan
kendala spesifikasi memiliki loading factor terkecil namun masih berada pada
rentang rata-rata variabel lainnya. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih detail
untuk mengetahui item yang dominan.

Tabel 9. Hasil Sertifikasi Social Audit pada Perusahaan.

Loading t-
factor statistics

0.717 6.549 0.000 signifikan

Kriteria

SOC.AUDIT -> Manfaat bagi
pembeli (buyer)
SOC.AUDIT -> Manfaat bagi

p-value  Keterangan

0.765 10.471 0.000 signifikan

Perusahaan
SOC.AUDIT -> Kendala 0676 7279 0000 signifikan
spesifikasi
SOC.AUDIT -> Kendala 0745 10112 0000 signifikan
persyaratan
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Analisa statistik menunjukkan secara detail bahwa signifikansi kaitan antara
sertifikasi Social Audit dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat didukung
dengan adanya kewajiban pemenuhan sertifikat Social Audit atas permintaan
customer.

Hal ini terbukti dengan nilai loading factor pada item tersebut merupakan
yang tertinggi (0.917) di antara lainnya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut
pandang perusahaan, perusahaan memandang pentingnya sertifikasi social audit
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai
loading factor tertinggi pada item tersebut sebesar 0.852. Karyawan di perusahaan
mempersepsikan bahwa terdapat kendala yang berarti atas sertifikasi social audit
secara spesifikasi terutama berkaitan dengan kurangnya team support dan kendala
persyaratan terutama dalam hal pemenuhan training eksternal. Hal ini
membuktikan bahwa sebagian besar karyawan mengalami kendala baik secara
spesifikasi maupun persyaratan pada sertifikasi social audit.

Tabel 10. Syarat Dominan dari Manfaat Sertifikasi Social Audit.

Kriteria Syarat Loading t- p- Keterangan
Dominan factor statistics  value
Manfaat bagi Wajib Atas 0.917 27.675  0.000 signifikan
pembeli (buyer) Permintaan
Customer
[Social Audit]
Manfaat bagi Permasalahan 0.852 8.915 0.000 signifikan
Perusahaan dapat
diketahui
[Social Audit]
Kendala Apakah 0.907 32.945  0.000 signifikan
spesifikasi kendala Sosial
Audit [Tim
kurang
Suportif]
Kendala Sertifikasi 0.944 57.74 0.000 signifikan
persyaratan Social Audit
(Smeta)
[Pemenuhan
Training
Eksternal]

Menurut Gurzawska (2020), rantai pasokan sebagai ekonomi global
menciptakan beban sosial dan lingkungan serta harus bertanggung jawab dan
berkelanjutan baik ekonomi, politik, sosial, hukum, hak asasi manusia, etika dan
lingkungan. Studi kasus Sedex, kolaborasi antara pembeli dan pemasok
mengusulkan tiga solusi yaitu: 1) rantai pasokan harus didukung oleh riset dan
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inovasi; 2) rantai pasokan harus didasarkan pada upaya multi-stakeholder industri,
organisasi pemerintah dan nonpemerintah; 3) tanggung jawab pada individu
perusahaan, karyawan dan organisasi perusahaan secara keseluruhan. Model ini
berdasarkan pertimbangan dimensi keberlanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan
sosial.

Menurut Alsamawi et al. (2017), sektor seafood Thailand sangat kompleks
dan mendorong tekanan bagi industri untuk melakukan reformasi. Dalam
menganalisis dampak sosial dalam rantai pasokan global, kasus seafood Thailand
mengajarkan bahwa kita perlu mengandalkan statistik, penelitian kualitatif dan
memperkuat praktik yang baik. Solusi rantai pasokan melibatkan konsumen,
masyarakat sipil, pengecer, merek dan produsen tentang prioritas dan harga yang
kita berikan pada kesetaraan.

Perusahaan seafood Indonesia mendapat perhatian dari para pembeli yang
mengharapkan eksportir atau pemasok memperhatikan etika dan hak asasi manusia
(HAM) dalam memasok seafood yang mereka peroleh. Oleh karena itu,
perusahaan mengambil sertifikasi Social Audit pihak ketiga yang salah satunya
adalah standar audit SMETA (Sedex, 2021 dalam https://www.sedex.com/our-
services/smeta-audit/).

Sertifikasi BAP

Hasil temuan sertifikasi BAP diketahui bahwa karyawan di seluruh unit
kerja memandang pentingnya sertifikasi BAP terutama bagi perusahaan. Rata-rata
nilai loading factor pada masing-masing hubungan secara merata hampir
mendekati. Namun demikan, perlu ditelusuri lebih detail untuk mengetahui item-
item yang dominan.

Tabel 11. Hasil Sertifikasi BAP pada Perusahaan.

Loading

Kriteria —

BAP -> Manfaat bagi

t-statistics p-value Keterangan

; 0.838 18.719 0.000 signifikan
pembeli (buyer)
BAP -> Manfaat bagi o
Perusahaan 0.883 33.226 0.000 signifikan
BAP -> Kendala o
spesifikasi 0.842 32.494 0.000 signifikan
BAP -> Kendala 0.866 21,013 0.000 signifikn
persyaratan
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Analisis statistik menunjukkan secara detail bahwa signifikansi kaitan
antara sertifikasi BAP dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat didukung
dengan adanya kewajiban pemenuhan sertifikat BAP atas permintaan customer.

Tabel 12. Item Dominan dari Manfaat Sertifikasi BAP.

Kriteria Item Dominan Loading t- p- Keterangan
factor statistics  value
Manfaat bagi  Wajib Atas 0.931 23.795  0.000 signifikan
pembeli Permintaan
(buyer) Customer [BAP]
Manfaat bagi Membangun 0.957 41.44 0.000 signifikan

Perusahaan Budaya kerja
lebih baik [BAP]

Kendala Apakah kendala 0.966 71.286  0.000 signifikan
spesifikasi BAP [Auditor

sering

menyulitkan]
Kendala Sertifikasi Best 0.991 282.239  0.000 signifikan
persyaratan  Aquaculture

Practices (BAP)

[Kalibrasi

Peralatan banyak]

Hal ini terbukti dengan nilai loading factor pada item tersebut merupakan
yang tertinggi (0.931) bila ditinjau dari manfaat pembeli dibandingkan variabel
lainnya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, sertifikasi
BAP merupakan hal penting dalam membangun budaya kerja yang lebih baik. Hal
ini dibuktikan dengan nilai loading factor tertinggi pada item tersebut sebesar
0.957. Karyawan di perusahaan mempersepsikan bahwa terdapat kendala atas
sertifikasi BAP secara spesifikasi yaitu auditor yang menyulitkan. Kalibrasi
peralatan yang banyak menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk menjadi
fokus utama bagi perusahaan, dikarenakan loading factor tersebut merupakan yang
tertinggi pada variabel kendala persyaratan sertifikasi BAP. Hal ini membuktikan
bahwa sebagian besar karyawan terkendala dalam hal spesifikasi BAP dengan
auditor yang menyulitkan dan kalibrasi peralatan yang banyak dari segi
persyaratan pada sertifikasi BAP.

Hal yang sama terjadi di Thailand. Penelitian Booncharoen dan Anal (2021)
mengevaluasi persepsi dan sikap yang berkaitan dengan Good Aquaculture
Practices (GAP) oleh kelompok petambak udang bersertifikat GAP Thailand.
Semua petambak bersedia mengadopsi GAP untuk menciptakan pertanian
bersertifikat yang lebih aman, mengurangi penggunaan bahan kimia secara ketat,
pelaporan wabah penyakit, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas produk.
Kekhawatiran utama mereka adalah biaya yang diperlukan untuk mengubah
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praktek, dan sertifikasi keamanan tambak untuk peningkatan petani udang, pasar
volatilitas, dan fluktuasi harga.

Petani kurang menyadari tentang antimikroba dan residu obat hewan lainnya
yang dapat mencemari produk perairan. Tidak ada variasi harga aktual udang baik
yang diproduksi di bawah GAP atau nonpertanian GAP. Sebagian besar petani,
terutama usaha kecil dan menengah (UKM) kurang memiliki motivasi untuk
mendaftar di sertifikasi GAP. Pemilik tambak memiliki beberapa kesalahpahaman
tentang GAP yang mempengaruhi adopsi pengukuran. Perbedaan keteraturan
praktik terlihat jelas antara kelompok pengadopsi GAP dan bukan pengadopsi.
Selanjutnya, langkah-langkah insentif dapat membantu untuk mengurangi kendala
petani untuk adopsi GAP. Pemerintah dapat membantu dengan menghasilkan dan
mendukung alat pasar untuk menciptakan perbedaan harga antara produk GAP dan
produk nonGAP, termasuk mendorong konsumen untuk membeli produk GAP
dengan harga yang wajar untuk kesejahteraan petani dan standar yang lebih baik.
Hal ini akan membantu meringankan beberapa kendala biaya yang diidentifikasi
sebagai masalah penting dalam penelitian ini.

Soley et al. (2019) meneliti tentang preferensi konsumen untuk udang di
Kentucky dan Carolina Selatan USA. Penelitian tersebut menunjukkan adanya
preferensi yang kuat dalam hal kesediaan membayar (WTP) untuk udang segar dan
“lokal” serta Best Aquaculture Practices. Bentuk udang “Segar/Tidak Pernah
Beku” atau “Sebelumnya Beku” memberikan penilaian kualitas terhadap rasa,
penglihatan, dan bau produk produk. Produk segar menunjukkan bentuk segar
yang memberikan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang
sebelumnya beku. Pada label negara bagian “lokal” menghasilkan premi tertinggi
kedua yang menyiratkan dukungan untuk udang yang bersumber dalam negara
sangat dihargai sehingga menjadi lebih penting dari atribut sertifikasi lingkungan.
Label BAP menghasilkan premi signifikan kedua negara, meskipun tidak sekuat
bentuk produk dan atribut lokal.

Sertifikasi CoC MSC

Tanggapan persepsi responden tentang sertifikasi CoC MSC menunjukkan
bahwa karyawan di seluruh unit kerja memandang pentingnya sertifikasi CoC
MSC terlebih bagi perusahaan. Rata-rata nilai loading factor dari keempat
hubungan pada tabel di berikut memiliki nilai yang berdekatan. Namun, perlu
ditelusuri lebih detail untuk mengetahui item-item yang dominan.

Analisis statistik menunjukkan secara detail bahwa signifikansi kaitan
antara sertifikasi CoC MSC dengan manfaatnya bagi pembeli (buyer) sangat
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didukung dengan adanya kewajiban pemenuhan sertifikat CoC MSC atas
permintaan customer.

Tabel 13. Hasil Sertifikasi CoC MSC pada Perusahaan.

Loading t- p-
factor  statistics value
MSC -> Manfaat bagi pembeli (buyer)  0.863 23.111  0.000 signifikan

Kriteria

Keterangan

MSC -> Manfaat bagi Perusahaan 0.876 22.873  0.000  signifikan
MSC -> Kendala spesifikasi 0.847 22.794  0.000 signifikan
MSC -> Kendala persyaratan 0.856 17.807  0.000 signifikan

Hal ini terbukti dengan nilai loading factor manfaat bagi pembeli pada item
tersebut merupakan yang tertinggi (0.944) di antara kriteria lainnya. Sementara itu,
jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, perusahaan memandang pentingnya
sertifikasi CoC MSC untuk menemukan permasalahan dan membangun budaya
kerja yang lebih baik. loading factor tertinggi pada item tersebut sebesar 0.945.
Komitmen manajemen yang kurang dan tim yang kurang support menjadi kendala
secara spesifik bagi karyawan selama proses sertifikasi CoC MSC, sedangkan
yang menjadi kendala persyaratan yaitu pemenuhan BPJS Kesehatan sebagai
syarat dalam sertifikasi CoC MSC.

Tabel 14. Syarat Dominan dari Manfaat Sertifikasi CoC MSC.

Kriteria Syarat Dominan  Loading t- p- Keterangan

factor statistics  value

Manfaat bagi Wajib Atas 0.944 44.439  0.000 signifikan
pembeli Permintaan
(buyer) Customer [CoC

MSC]
Manfaat bagi Permasalahan 0.945 41.400  0.000 signifikan
Perusahaan dapat diketahui

[CoC MSC]

Membangun 0.945 45127  0.000 signifikan

Budaya kerja

lebih baik [CoC

MSC]
Kendala Apakah kendala 0.956 90.011  0.000 signifikan
spesifikasi MSC/ASC CoC

[Komitmen

Manajamen

kurang]

Apakah kendala 0.956 82.167  0.000 signifikan

MSC/ASC CoC

[Tim kurang

Support]
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Kriteria Syarat Dominan  Loading t- p- Keterangan
factor statistics  value
Kendala Sertifikasi MSC/ 0.956 88.581  0.000 signifikan
persyaratan ASC atau CoC-
MSC [Pemenuhan
BPJS Kesehatan]

Piira et al. (2021) mengemukakan bahwa sistem manajemen keamanan
pangan bersertifikat (FSMS), seperti ISO 22000 dan BRC, bersama dengan
pengawasan makanan resmi, fokus pada keamanan pangan. Peraturan Uni Eropa
2017/625 mengharuskan FSMS dan auditnya diperhitungkan dalam pengawasan
makanan resmi. Hasil inspeksi resmi 1.484 dari 110 perusahaan makanan
Finlandia dalam pengolahan makanan periode 2016-2018. Perbedaan
perbandingan skor antara perusahaan makanan dengan dan tanpa FSMS
bersertifikat perbedaannya tidak mengganggu keamanan pangan. Upaya
penurunan frekuensi pemeriksaan pengawasan pangan resmi hanya berdasarkan
keberadaan FSMS bersertifikat yang tidak relevan.

Turku et al. (2018) melakukan riset pada perusahaan yang bersertifikat
FSMS di Finlandia. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil temuan ketidakpatuhan
oleh inspektur pemerintah dan auditor swasta ada perbedaan yang signifikan.
Inspeksi resmi dan audit swasta tumpang tindih dan mayoritas setuju audit FSMS
bersertifikat dapat dilakukan dalam keadaan tertentu akan mengurangi inspeksi
resmi. Kesimpulan dari hasil riset 356 responden anggota Federasi Industri
Makanan dan Minuman Finlandia, menyatakan bahwa inspeksi dan audit resmi
tumpang tindih, dan baik inspektur maupun FBO (Food Business Operator) setuju
bahwa audit FSMS bersertifikat dapat mengurangi kontrol resmi. Ada perbedaan
mencolok pengamatan inspeksi dan audit resmi.

Rafeeque dan Sekharan (2018) dalam studi kasus pabrik seafood berlokasi
di Maladewa yang telah menerapkan FSMS, motivasi utama penerapan MFSMS
adalah komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan,
kepatuhan terhadap peraturan, persyaratan pasar, persyaratan pelanggan,
pendanaan eksternal, alat pemasaran, citra merek, persyaratan pengecer dan
permintaan komersial. Konsekuensi utama dari penerapan Multi Food Safety
Management Systems (MFSMS) adalah adanya duplikasi dan kompleksitas dalam
sistem dokumen dan catatan manajemen, kebutuhan akan sumber daya tambahan,
pengembangan baru departemen untuk menerapkan dan memelihara sistem
manajemen, ketidakmampuan untuk fokus pada standar yang diterapkan, tidak
efektifnya audit internal dan tinjauan manajemen, waktu tambahan yang
dibutuhkan untuk aktivitas sistem manajemen, peningkatan alokasi hari kerja
untuk audit eksternal dan biaya yang lebih tinggi dari proses sertifikasi. Responden

“Nugroho" |




7]

studi kasus ini mengadopsi 7 standar FSMS, seperti HACCP berdasarkan
persyaratan CODEX, ISO 22000, Kode Praktik dua pengecer, satu Makanan
pengecer Standar Manufaktur, Standar Global BRC untuk Makanan Keamanan
dan Makanan IFS. Faktor motivasi penting untuk adopsi MFSMS adalah
komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, untuk
mematuhi peraturan kebutuhan, kebutuhan pasar, pelanggan kebutuhan, untuk
mendapatkan pendanaan eksternal, untuk digunakan sebagai alat pemasaran dan
citra merek, untuk memenuhi kebutuhan pengecer, kebutuhan regional dan
tekanan komersial. Hal ini membuat audit internal berjalan tidak efektif, perlunya
tinjauan manajemen, memungkinkan waktu tambahan untuk aktivitas sistem
manajemen, mengalokasikan lebih banyak hari kerja untuk audit eksternal dan
menghadapi peningkatan biaya sertifikasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan
perlu adanya peninjauan kembali terhadap proses pengembangan standar
keamanan pangan. Standar internasional harus dirumuskan sedemikian rupa
sehingga dapat diikuti oleh industri makanan manapun dan dapat diterima oleh
semua pelanggan dan pasar.

KESIMPULAN

Sertifikasi GMP, HACCP, I1SO 22000, BRC, Social Audit, BAP, dan CoC
MSC masing-masing memiliki manfaat dan kendala. Ketujuh jenis sertifikasi
tersebut memberikan manfaat bagi pembeli (buyer) karena wajib sesuai dengan
permintaan customer. Sementara bagi perusahaan, ketujuh sertifikasi tersebut
diperkirakan dapat membangun budaya kerja yang lebih baik, membangun
teamwork, serta membuat perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang ada.
Dari sisi kendala, sertifikasi GMP tidak memiliki kendala spesifik dan hanya
memiliki kendala persyaratan yakni terkait dengan pemenuhan training eksternal.
Selain itu, sertifikasi HACCP tidak memiliki kendala spesifik dan hanya memiliki
kendala persyaratan berupa kalibrasi peralatan yang banyak. 1SO 22000 memiliki
kendala spesifik berupa auditor yang sering menyulitkan dan kendala persyaratan
yakni audit supplier menyeluruh, sedangkan BRC memiliki kendala spesifik
berupa prosesnya yang rumit dan audit supplier yang menyeluruh. Social Audit
memiliki kendala spesifik berupa tim yang kurang mendukung dan kendala
persyaratan yakni pemenuhan training eksternal. BAP memiliki kendala spesifik
yaitu auditor yang sering menyulitkan dan kendala persyaratan berupa kalibrasi
peralatan yang banyak. Sertifikasi CoC MSC memiliki kendala spesifik meliputi
kurangnya komitmen manajemen dan kurangnya dukungan dari tim , sedangkan
kendala persyaratan terletak pada pemenuhan BPJS Kesehatan.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumber daya laut dan pesisir
yang sangat potensial, yaitu terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang
81.000 km dan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Konsekuensi dari
kondisi objektif sebagai negara maritim terebut, maka sudah semestinya jika
konsep pembangunan dunia kemaritiman beserta masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil ditempatkan pada posisi sentral dengan keberpihakan yang jelas dari
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Dahuri, 2003). Kondisi yang
sangat kontradiktif justru terjadi pada masa orde baru. Pada tahun 1974 Pemerintah
Indonesia membuat kebijakan pembangunan kelautan yang disebut dengan istilah
”blue revolution”, namun kebijakan itu baru melahirkan program aksi sebatas
motorisasi kapal dan alat tangkap yang diawali dengan bantuan kapal Purseine dan
kapal Longline untuk ikan tuna di perairan ZEE Samudra Hindia
(Rochwulaningsih et al., 2019).

Sektor garam merupakan salah satu bagian integral dari ekonomi
kemaritiman, namun belum ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan
pelaku usaha khususnya pada bagian hulu dimana para petambak garam sebagai
produsen garam bahan baku. Kebijakan yang terkait garam beryodium dan impor
garam justru menyebabkan terjadinya marjinalisasi usaha garam rakyat
(Rochwulaningsih, 2012). United Nation Commercial Trade Statistical Database
(1989) merilis data impor garam di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1989
sejumlah 175.767 ton. Seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut semakin besar.
Pada tahun 2021 tercatat impor garam sejumlah 3.077.901 ton. Gambar 1
menjelaskan alokasi peruntukkan impor garam pada tahun 2021.

Beberapa inovasi telah dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan
kualitas garam. Inovasi tersebut menekankan pada aplikasi yang mudah dan murah
diimplementasikan dengan mempertimbangkan petambak garam sebagai
subjeknya. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan secara umum menggunakan
metode evaporasi terbuka dan evaporasi tertutup, tergantung kondisi lahan dan
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wilayah tempat inovasi tersebut diimplementasikan. Inovasi tersebut antara lain
adalah: (1) penerapan geomembran yang bertujuan mengurangi bercampurnya
kristal garam dengan tanah secara langsung yang menyebabkan kotor; dan
(2) aplikasi rumah garam, baik berupa prisma maupun tunnel, yang bertujuan
untuk produksi yang berkelanjutan meski di musim hujan.

Industri

Pengeboran _
Minyak Industri Aneka

1% Pangan
20%

Industri
Farmasi dan
Kosmetik
0%
Industri Chlor
Alkali Plan
(CAP) IMPOR GARAM 2021
79%

Gambar 1. Persentase Peruntukkan Impor Garam Tahun 2021.

Penerapan geomembran ini telah menghasilkan produktivitas yang
meningkat dan kualitas garam yang lebih baik. Peningkatan produktivitas garam
dengan model inovasi ini belum mencukupi untuk kebutuhan garam nasional.
Selain itu, meski rumah garam tetap dapat berproduksi pada musim penghujan,
namun biaya produksi rumah garam cukup tinggi. Hal ini menjadikan harga jual
garam menjadi kurang kompetitif. Oleh karena itu diperlukan inovasi produksi
garam yang dapat menjawab permasalahan saat ini, yaitu kenaikan produktivitas
yang tinggi dan biaya produksi yang murah.

Kesesuaian Iklim Untuk Produksi Garam

Faktor curah hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi
garam di Indonesia. Lahan yang digunakan untuk produksi garam harus berada di
wilayah dengan curah hujan tidak lebih dari 60 mm per bulan. Jumlah curah hujan
rata-rata di wilayah Indonesia dalam setahun berkisar antara 500 mm sampai lebih
dari 5.000 mm. Curah hujan ini juga dipengaruhi oleh letak dan ketinggian suatu
tempat, yakni tempat-tempat yang letaknya di pantai barat atau selatan, yang

"Mahasin”

|




]

langsung menghadapi angin barat memiliki curah hujan yang besar. Ada beberapa
daerah yang memiliki curah hujan sangat rendah dan ada pula daerah yang
memiliki curah hujan tinggi:

1. Daerah yang memiliki curah hujan rata-rata per tahun kurang dari 1.000
mm, meliputi 0,6% dari luas wilayah Indonesia, di antaranya Nusa
Tenggara, dan 2 daerah di Sulawesi (lembah Palu dan Luwuk).

2. Daerah yang memiliki curah hujan antara 1.000-2.000 mm per tahun di
antaranya sebagian Nusa Tenggara, daerah sempit di Merauke,
Kepulauan Aru, dan Tanimbar.

3. Daerah yang memiliki curah hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun,
meliputi Sumatra bagian timur, Kalimantan Selatan dan Timur, sebagian
besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian Papua, Kepulauan Maluku,
dan sebagian besar Sulawesi.

4. Daerah yang memiliki curah hujan tertinggi lebih dari 3.000 mm per
tahun meliputi dataran tinggi di Sumatra Barat, Kalimantan Tengah,
dataran tinggi papua bagian tengah, dan beberapa daerah di Jawa, Bali,
Lombok, dan Sumba.

Curah hujan terbanyak di Indonesia terdapat di Baturaden Jawa Tengah,
yaitu mencapai 7.069 mm/tahun, sedangkan yang paling sedikit di Palu Sulawesi
Tengah, merupakan daerah yang paling kering dengan curah hujan sekitar 547
mm/tahun (Pamungkas, 2006).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya hujan di
wilayah Indonesia, di antaranya adalah: posisi lintang, pola angin (angin pasat dan
monsun), keberadaan lautan dan permukaan air lainnya, serta pegunungan dan
gunung-gunung yang tinggi. Dari pengaruh faktor-faktor fisik tersebut, setidaknya
terdapat 3 (tiga) tipe pola curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia, yakni tipe
ekuatorial, monsun dan tipe lokal (Tukidi, 2010). Tipe ekuatorial, pola ini
berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke utara dan selatan mengikuti
pergeraan semu matahari, dicirikan oleh dua kali maksimum curah hujan bulanan
dalam setahun. Tipe curah hujan ini memiliki bentuk bimodial (dua puncak hujan)
yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi
ekinoks. Wilayah Indonesia yang mengikuti pola ini adalah sebagian wilayah
Sumatra dan Kalimantan. Tipe monsunal, pola monsun dipengaruhi oleh angin laut
dalam skala yang sangat luas. Tipe hujan ini dicirikan oleh adanya perbedaan yang
jelas antara periode musim hujan dan kemarau dalam setahun, dan hanya terjadi
satu kali maksimum curah hujan bulanan dalam setahun. Monsun dicirikan oleh
tipe curah hujan yang bersifat unimodial (satu puncak musim hujan) dimana pada
bulan Juni, Juli dan Agustus terjadi musim kering, sedangkan untuk bulan
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Desember, Januari dan Februari merupakan bulan basah, sedangkan enam bulan
sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Sebaran tipe curah hujan ini
adalah di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Tipe lokal, pola curah hujan tipe
lokal dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi lingkungan fisis setempat,
misalnya bentang perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi, serta pemanasan
lokal yang intensif. Pola lokal hanya terjadi satu kali maksimum curah hujan
bulanan dalam waktu satu tahun, dan tampak adanya beberapa bulan kering yang
bertepatan dengan bertiupnya angin Muson Barat. Tipe ini dicirikan oleh bentuk
pola hujan unimodial (satu puncak hujan), namun bentuknya berlawanan dengan
tipe hujan monsun. Lokasi sebarannya meliputi Papua, Maluku dan sebagian
Sulawesi (Hermawan 2010).

Produksi garam di kawasan pesisir Indonesia memiliki beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi. Hal ini tidak berarti di sepanjang kawasan pesisir Indonesia
dapat digunakan untuk produksi garam. Persyaratan ini yaitu: a) curah hujan; b)
tekstur tanah; c) kontur tanah; d) akses air laut. Apabila keempat faktor tersebut
tidak terpenuhi, maka produksi garam tidak dapat dilakukan atau paling tidak sulit
menghasilkan garam dengan produktivitas, kualitas dan biaya produksi yang
diinginkan (Mahasin et al., 2020).

Curah hujan yang dipersyaratkan di kawasan pesisir tidak boleh lebih dari
60 mm per bulan pada musim kemarau. Curah hujan seperti ini tidak dijumpai di
seluruh wilayah pesisir Indonesia. Pola curah hujan hendaknya tidak terjadi dua
kali dalam setahun sebagaimana terjadi di wilayah ekuatorial, seperti Sumatra dan
Kalimantan. Sebagaimana diketahui, di dua pulau besar tersebut sampai saat tidak
dijumpai produksi lahan garam dengan sistem evaporasi sebagaimana yang
berjalan di Pulau Jawa, Madura dan Nusa Tenggara yang secara umum memiliki
tipe curah hujan monsunal. Hal ini disebabkan masih adanya curah hujan yang
cukup tinggi pada musim kemarau di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Demikian
juga yang terjadi di wilayah pesisir yang memiliki pola curah hujan lokal yang
dipengaruhi oleh bentang alam lokal seperti pegunungan. Pola curah hujan seperti
ini terjadi di Pulau Maluku dan Papua. Di kedua pulau ini juga tidak dapat
dilakukan produksi garam dengan sistem evaporasi.

Tekstur tanah berperan penting dalam usaha pegaraman, bukan hanya
karena pengaruh terhadap produktivitas maupun kualitas air yang berada di
atasnya, namun juga karena faktor kesesuaiannya untuk konstruksi tambak garam
dan pematangnya. Tekstur adalah perbandingan antara fraksi pasir, debu dan liat,
yaitu partikel tanah yang diameter efektifnya kurang atau sama dengan 2 mm. Di
dalam analisis tekstur fraksi bahan organik tidak diperhitungkan. Tanah dengan
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berbagai perbandingan pasir, debu dan liat dikelompokkan atas berbagai kelas
tekstur seperti digambarkan pada segitiga tekstur di bawah ini (Agus et al., 2006).

% Pasir

Gambar 2. Segitiga Tekstur Tanah (Agus et al., 2006).

Segitiga tekstur ini menunjukkan bahwa komposisi pasir, liat dan debu akan
selalu terikat dalam suatu tekstur tanah. Secara umum, tekstur tanah yang cocok
digunakan untuk lahan produksi garam adalah lempung liat berpasir dengan
komposisi yang terbaca pada segitiga di atas yaitu mengandung 50% pasir, 20%
debu, dan 30% liat.

Pemilihan tekstur tanah sangat penting untuk mendapatkan hasil produksi
garam yang optimal. Tekstur tanah seperti ini banyak terdapat di lahan-lahan
pantai utara Pulau Jawa dan Madura. Berbeda halnya dengan pantai selatan Pulau
Jawa yang memiliki kandungan pasir yang lebih banyak sehingga tidak dapat
digunakan sebagai lahan produksi garam. Hal ini dikarenakan sifat dominan pasir
yang porous.

Kontur tanah dalam hal ini adalah kemiringan lahan yang digunakan sebagai
petakan kolam tambak garam. Kemiringan ideal dalam petak lahan garam tidak
lebih 2%. Kemiringan petak lahan ini berfungsi untuk mengalirkan air laut secara
perlahan ke petak berikutnya dengan tetap mengoptimalkan proses evaporasi air
laut sebelum masuk ke petak/meja kristalisasi. Kontur tanah ini dapat dibentuk
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pada saat masuk musim produksi garam yaitu menjelang musim kemarau. Petak-
petak lahan garam dibentuk sesuai proporsinya, yaitu meliputi kolam air laut
permulaan, kemudian petak evaporasi yang dibagi menjadi beberapa petak dan
terakhir petak/meja kristalisasi. Kontur tanah ini penting selain untuk mengelola
air laut melalui pemindahan air laut secara gravitasi sehingga meminimalkan biaya
produksi. Produksi garam pada tanah dengan kontur bebatuan akan sulit dilakukan,
seperti yang ada di sebagian pulau-pulau kecil dan pantai selatan Jawa.

Akses air laut menuju lahan juga sangat menentukan dalam produksi garam.
Akses air laut yang ideal adalah dengan memanfaatkan pasang surut air laut
sehingga tidak memerlukan mesin untuk memompa air laut ke daratan menuju
lahan pegaraman. Semakin jauh jarak dari sumber air laut, maka biaya yang
dikeluarkan akan semakin tinggi. Demikian halnya apabila sumber air laut diambil
dari saluran air laut. Semakin jauh jarak sumber air laut maka kadar keasinannya
akan semakin berkurang sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk produksi
garam. Kadar keasinan ini merupakan indikatornya adanya kandungan natrium
klorida atau garam.

Produksi garam ini sulit dilakukan di kawasan pesisir yang memiliki tebing
yang curam, seperti di pesisir pantai selatan Kabupaten Gunungkidul. Di daerah
tersebut meski sumber air lautnya bagus karena rendahnya tingkat cemaran laut,
produksi garam dengan metode evaporasi terbuka tidak dapat dilakukan karena
akses air laut yang sulit.

Inovasi Teknik Produksi Garam

Produksi garam di Indonesia secara umum dilakukan dengan metode
penguapan atau evaporasi air laut. Metode ini diterapkan dengan
mempertimbangkan kondisi geografis dan iklim di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak
semua wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lahan produksi
garam. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi suatu wilayah dapat dijadikan
sebagai lahan produksi garam antara lain adalah curah hujan, tekstur tanah, kontur
tanah dan akses terhadap sumber air laut sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Pada umumnya, model produksi garam di Indonesia menggunakan
evaporasi, yaitu penguapan air laut dalam kolam-kolam yang dangkal dengan
memperhatikan kadar kekentalan air laut dalam kolam-kolam tersebut. Hal ini
sudah diterapkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda pada komoditas garam
di Madura dalam proses produksi menekankan metode evaporasi terbuka dalam
kolam-kolam air yang dangkal untuk mempercepat proses penguapan (Alenezi,
2012).
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Upaya mengembangkan inovasi produksi garam terus diupayakan untuk
meningkatkan produksi, kualitas dan efisiensi biaya produksi. Peningkatan
produksi garam dapat dilakukan dengan menambah luasan meja kristalisasi yang
dapat berakibat pada pergeseran kolam-kolam proses sebelumnya, seperti kolam
penampungan awal (boezem), kolam evaporasi dan kolam konsentrasi.

Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun bendungan kolam laut atau
yang disebut dengan Brine Pond Seawall. Dalam sejarahnya, pembangunan
bendungan ini pernah diinisiasi pada tahun 1975 dalam proyek modernisasi PN
Garam (De Jonge, 2011). Namun demikian, proyek ini tidak bisa dilanjutkan
karena ada kendala biaya. Pada tahun 2021, ada keinginan kembali untuk
membangun bendungan ini untuk peruntukkan lain, yaitu sebagai tempat
pangkalan TNI AL, Republik Indonesia. Pembangunan bendungan ini dilakukan
di laut yang semestinya memperhatikan kondisi fisik laut, eksosistem sekitar
pantai, kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Kondisi fisik yang
dimaksud dalam pembangunan bendungan laut ini adalah kondisi yang tenang
sehingga memudahkan dalam proses pembangunannya maupun dalam
pemeliharaannya. Syarat kondisi tersebut pada umumnya terdapat di wilayah
pesisir teluk.

Teknik Produksi Garam Saat Ini

Produksi garam di Indonesia menggunakan metode penguapan dengan
bantuan sinar matahari (solar evaporation) dan iklim/cuaca menjadi faktor
penentu tingkat produktivitasnya. Berdasarkan penggunaan lahannya, produksi
garam di Indonesia meliputi dua cara, yaitu: tambak dan nontambak. Produksi
garam sistem tambak yaitu rangkaian proses produksi garam yang memanfaatkan
secara langsung hamparan tambak untuk menampung air, menguapkan air,
mengkristalkan garam serta memanen. Pada umumnya, hamparan tambak garam
skala kecil yang digunakan untuk produksi garam memiliki luas minimal 0,5Ha.
Sementara itu, produksi garam nontambak adalah rangkaian produksi garam yang
tidak memanfaatkan secara langsung hamparan tambak untuk menampung air,
menguapkan air, mengkristalkan garam, dan memanen. Sebagai contoh, perebusan
dan salt house tunnel.

Produksi garam di Madura dan Pantai Utara Jawa secara umum
menggunakan metode evaporasi dengan melalui proses di 4 (empat) kolam yang
digunakan selama musim kemarau (Gozan et al., 2021). Susanto et al. (2015)
membagi kolam tersebut menjadi kolam: (1) stabilisasi; (2) evaporasi; (3)
konsentrasi (pemekatan); dan (4) kristalisasi. Secara detil, Soewahjo, yang saat itu
menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Regie Tjandu dan Garam di Jawa Timur
(Cahyaningsih, 2018), menjelaskan proses produksi garam dengan metode
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penjemuran di lahan tambak garam menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut
(Soewahjo 1953):

1.

Air laut dengan kandungan garam atau derajat baume (°Be) sebesar 2,5%
dipompa ke kolam besar (buitenboezem);

Air dari kolam besar dialirkan ke dalam kolam lebar serta dangkal (binnen
boezem). Di kolam ini, konsentrasi air laut naik sampai baume 15° Be;

Air laut dengan baume 15° Be kemudian dipindahkan ke dalam kolam air tua
(reservoirs). Kepekatan air atau kadar baume diatur sedemikian rupa agar
tidak melebihi 25° Be, karena pada baume 15-25° Be terjadi pengendapan
senyawa gipsum (CaS0.) bukan senyawa garam (sodium klorida);

Air laut berusia 1,5 bulan tidak banyak mengandung gipsum. Pada kolam ini
harus dijaga konsentrasi air laut tidak boleh lebih dari 29° Be karena pada
konsentrasi ini senyawa MgCl, (magnesium klorida) dan MgSQO,4 (magnesium
sulfat) mulai mengendap yang berakibat kualitas garam menjadi kurang baik,
karena memberikan rasa pahit.

Garam yang mengendap pada kolam pada tahapan 4 didiamkan selama satu
bulan, kemudian dijadikan sebagai lantai garam setebal 2,5 sentimeter.
Kemudian lantai garam ini diratakan permukaannya dengan alat sorkot;
Setelah proses perataan permukaan selesai, proses kristalisasi diteruskan
selama setengah bulan. Setelah itu, garam yang mengkristal dapat mulai
dipanen. Panenan pertama dapat dilakukan sesudah lewat 3 bulan pada
permulaan musim;

Pasca pemanenan garam, kemudian diisi lagi dengan air tua dan setelah 10
hari dapat dilakukan pemanenan. Demikian dilakukan seterusnya selama 2-3
bulan berikutnya sampai musim penghujan tiba;

Hasil panenan garam ditimbun di galengan pinggir lahan tambak garam
selama 10-15 hari agar menjadi kering;

Garam tersebut kemudian diangkut menggunakan gerobak dorong, dipikul
dan/atau menggunakan perahu yang kemudian dipindahkan ke tempat
penyimpanan yang disebut OLO (openlucht opschuringen), gunungan garam,
panjang 30-40 meter, lebar 15-20 meter, tinggi 8-10 meter, berdiri di atas
lantai dan pagar bambu dengan bertutup terpal.

Teknik Produksi Garam Model Bendungan Kolam Laut

Teknik produksi garam saat ini menggunakan metode konvensional,

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan menguapkan air laut pada kolam-
kolam di darat, yaitu kolam penampungan awal (boezem), kolam evaporasi, kolam
konsentrasi, dan kolam kristalisasi. Komposisi masing-masing kolam ini adalah
30:30:30:10. Khusus luas komposisi 10% biasanya disebut meja kristalisasi.
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Metode ini menghasilkan produktivitas sekitar 100 ton/Ha/musim. Guna
meningkatkan produktivitas secara signifikan perlu menambah luasan meja
kristalisasi yang semula hanya 10%. Menurut Efendy et al. (2012), penataan lahan
yang efektif yaitu bila perbandingan meja kristalisasi (crystalyser) dengan
peminihan (evaporator) adalah 1:4 sampai dengan 8. Hal ini berarti, apabila luas
meja kristalisasi 1 (satu) bagian, maka luas evaporasi adalah 4 (empat) sampai
dengan 8 (delapan) bagian, sedangkan kolam penampungan awal (boezem)
disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Penambahan luasan meja kristalisasi harus memperhatikan proses
“pengentalan” air laut. Proses pengentalan air laut ini menggunakan satuan baume
(Be). Semakin tinggi angka baumenya, semakin kental kadar air lautnya. Semula
pada kolam penampungan awal (boezem) memiliki baume 3-100Be, kemudian
dipindah ke kolam evaporasi pada baume 10-160Be. Setelah itu, air dipindah ke
kolam konsentrasi pada baume 16-250Be, baru kemudian air dipindahkan ke meja
kristalisasi. Upaya penambahan luasan meja kristalisasi akan berdampak pada
pengurangan luasan kolam proses sebelumnya, yaitu kolam penampungan awal
(boezem). Pada teknik produksi garam metode bendungan kolam laut ini, kolam
penampungan awal (boezem) direlokasi ke laut dengan cara membendung bagian
laut yang berdampingan dengan pantai. Metode ini pada prinsipnya mengadopsi
model bendungan laut pada produksi garam di Shark Bay, Dampier, Australia
Barat dengan beberapa modifikasi. Guna memudahkan pekerjaan bendungan,
maka dipilih lokasi laut yang memiliki gelombang tidak besar atau laut dengan
ombak yang relatif tenang, seperti di wilayah teluk dan laut pedalaman (bukan laut
terbuka).

DARA LAUT
kristalis evaporasi T
( 13?:/0) konsentrasi (30%) boezem
309 0,
(30%) endapan (30%) W
e
endapa endapan CaCO; & endapan
n NacCl CaSO CaSo,
baume baume 16- baume 10- baume 3-
25-28,5 L ke
. T T
Endapan MgSO, & MgCl, Komposisi 3:3:3:1

Gambar 3. llustrasi Model Produksi Metode Konvesional.

"INOVASI PRODUKSI| GARAM:

MODEL BENDUNGAN KOLAM LAUT (BRINE POND SEAWALL)"



| pompa
. -I— -Loutlet -Loutlet -Loutl t
inlet o - —— T ——
baume 3-5 baume 5-7 baume 7-10|
inlet . Lendapan
T inlet =I_ Fe,0,
I ALIT
NARAT
L
kristalisasi (40%0) konsentrasi (30%0) evaporasi (30%)
endapan NaCl endapan CaSO, endapan CaCO, &
CaSO,
baume 25-28,5 baume 16-25 baume 10-16
ﬁ l
| endapan MgSO, &
MgCl,

Gambar 4. llustrasi Model Produksi Metode Bendungan Kolam Laut.

Teknik produksi ini mengubah komposisi lahan garam di darat yang semula
30:30:30:10 menjadi 30:30:40, yaitu kolam evaporasi sebesar 30%, kolam
konsentrasi 30% dan meja kristalisasi sebesar 40% sehingga diharapkan
produksinya akan meningkatkan hingga 4 (empat) kali lipat dari model produksi
yang sebelumnya.

Produksi garam dengan model bendungan kolam laut lebih mudah
diterapkan di wilayah teluk yang berdampingan dengan lahan garam eksisting.
Ada dua lokasi potensial sebagai lokasi penerapan model bendungan kolam laut
ini, yaitu di wilayah teluk Bima, Nusa Tenggara Barat dan Sumenep, Jawa Timur.
Dua lokasi tersebut memiliki karakter teluk yang memenuhi persyaratan
implementasi model ini. Hal ini dikarenakan secara fisik tidak ada gelombang laut
yang besar dan di sekitar teluk tersebut telah terdapat lahan garam eksisting yang
dikelola, baik oleh petambak garam lokal maupun oleh PT Garam, satu-satunya
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani bidang usaha pergaraman.
Secara rinci, lokasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) ketersediaan air
baku yang cukup; (2) menghemat biaya pembangunan bendungan karena berada
di wilayah teluk; (3) menghemat biaya infrastruktur lahan garam; dan (4)
memanfaatkan tenaga kerja yang telah tersedia di wilayah tersebut.
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Tabel 1. Parameter Pemilihan Lokasi Penerapan Model Bendungan Kolam

Laut.
No Parameter Sumenep Bima Rote Ndao
1 Iklim 1 1 1
2 Jenistanah 1 1 0
(berbatu)
3 Kontur tanah 1 1 0
(tidak rata)
4 Akses pasar 1 1 0
5 Kondisi Demografi 0 0 1
(padat (padat
penduduk) penduduk)
6 Biaya logistik 1 1 0
7 Biaya sosial 1 1 0
8  Status lahan 1 1 1
Jumlah Skor 7 7 3

Keterangan: skor 1 sesuai, skor 0 tidak sesuai

Beberapa parameter yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi
dibandingkan lokasi Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur berdasarkan skoring
dapat dilihat pada Tabel 1.

Ada delapan parameter yang digunakan untuk membandingkan 3 lokasi
terpilih, yaitu Sumenep, Bima dan Rote Ndao. Mengacu pada delapan parameter
tersebut, Sumenep dan Bima mendapatan skor 7, sedangkan Rote Ndao hanya 3.
Ada beberapa parameter yang tidak dapat dipenuhi di lokasi Rote Ndao, yaitu jenis
tanah yang sebagian berbatu, kontur tanah yang tidak rata sebagian berbukit, akses
pasar yang jauh, biaya logistik yang tinggi dan biaya sosial yang besar, yaitu terkait
rekayasa sosial (social engineering) untuk menciptakan petambak rakyat yang
berbudaya usaha korporasi.

Skema kerjasama dapat dilakukan oleh beberapa stakeholder yang terlibat,
antara lain petambak garam yang berbentuk korporasi kolektif, investor dan
BUMN. Skema ini secara umum memposisikan sistem kerjasama para pelaku
bisnis garam yang dibagi sesuai dengan spesifikasi, kepemilikan modal, investasi
teknologi serta akses pasar. Bahkan, dampak sosial dari penerapan model ini juga
perlu diperhatikan seperti para penggarap yang selama ini telah lama menggeluti
usaha garam di masing-masing lokasi tersebut. Hal ini diperlukan guna menjamin
keberlangsungan bisnis garam dengan model bendungan kolam laut ini dalam
jangka panjang. Skema kerjasama ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
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Tabel 2. Skema Kerjasama Stakeholder.

No Sumenep Bima

1 Stakeholder: Investor, PT Stakeholder: Investor dan Korporasi
Garam  dan Korporasi Petambak Garam

Petambak Garam
2 Para petambak pemilik lahan Para  petambak  pemilik Ilahan
membentuk korporasi membentuk korporasi

3 Capital share oleh BUMN Capital share oleh korporasi petambak
dan  korporasi petambak dalam bentuk lahan
dalam bentuk lahan

4 Penggarap tetap dilibatkan Penggarap tetap dilibatkan sebagai
sebagai pekerja lepas pekerja lepas ataupun bagi hasil dan
ataupun bagi hasil dan  tersertifikasi kompetensi  produksi
tersertifikasi kompetensi garam
produksi garam

Kerjasama usaha dari beberapa stakeholder tersebut harus dilakukan dari
kegiatan hulu, yaitu produksi garam, sampai dengan hilirnya, yaitu pengolahan dan
pemasaran. Hal ini ditujukan untuk efisiensi biaya produksi sehingga harga garam
yang dihasilkan dapat berkompetisi di pasar, terutama untuk bersaing dengan
garam impor. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari integrasi bisnis ini antara
lain adalah: (1) berdaya saing; (2) berkerakyatan; (3) berkelanjutan; dan (4)
terdesentralisasi (Syaukat & Yusman, 2009).

Gambar 5. Penerapan Model Bedungan Kolam Laut di
Kabupaten Sumenep.

Khusus pada korporasi petambak garam, skema kerjasama ini dilakukan
dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain eksistensi pembentukan
lembaga sejenis pada komoditas lain. Pada umumnya, lembaga-lembaga tersebut
secara formal telah ada, namun belum banyak memberi manfaat bagi
pengembangan usaha. Selain itu, pola usaha individu sangat kurang sesuai untuk
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diandalkan sebagai basis kelembagaan usaha garam yang produktif dan berdaya
saing tinggi. Gagasan mentransformasikan kelembagaan usaha individu menjadi
kelembagaan usaha korporasi (kolektif) diharapkan dapat mengatasi stagnasi
pengembangan usaha garam di sentra garam setempat (Mahasin, 2021).

Simulasi Lokasi Model Bendungan Kolam Laut

Berdasarkan Tabel 1 Parameter Pemilihan Lokasi, lokasi terpilih adalah
Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bima. Kedua kabupaten tersebut memiliki
persyaratan utama untuk aplikasi model bendungan kolam laut ini, antara lain teluk
dan lahan garam yang sudah eksisting. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi
yang sesuai dengan penerapan model ini adalah di Kabupaten Sumenep.

Penerapan model di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membendung
teluk di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura dengan komposisi luasan masing-
masing adalah: (1) bendungan seluas 354 Ha; (2) kolam evaporasi seluas 185 Ha,
(3) kolam konsentrasi seluas 204 Ha; dan (4) meja kristalisasi seluas 260 Ha. Total
luasan lahan garam adalah 649 Ha dengan kepemilikan oleh rakyat dan BUMN
PT Garam, sedangkan panjang bendungan adalah 147 meter yang akan dipasang
di mulut teluk tersebut.

Gambar 6. Penerapan Model Bedungan Kolam Laut di Kabupaten Bima.

Penerapan model bendungan kolam laut di Kabupaten Bima meliputi lahan
yang lebih luas, yaitu 1.400 Ha. Model ini dilakukan di teluk Bima, Desa Belo,
Kecamatan Palibelo dengan komposisi luasan masing-masing bagian adalah
sebagai berikut: (1) bendungan seluas 394 Ha; (2) kolam evaporasi seluas 355 Ha,
(3) kolam konsentrasi seluas 321 Ha; dan (4) meja kristalisasi seluas 460 Ha.
Panjang bendungan adalah 563 meter.
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Penerapan inovasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu (1)
keunggulan relatif (relative advantage); (2) kompatibilitas (compatibility); (3)
kerumitan (complexity); (4) kemampuan diujicobakan (trialability); dan (5)
kemampuan diamati (observability) (Rogers 2003). Selain itu, pembentukan
korporasi bisnis bagi petambak garam dilakukan untuk mentransformasikan pola
usaha individu, karena pola usaha individu kurang sesuai untuk diandalkan sebagai
basis kelembagaan usaha garam yang produktif dan berdaya saing tinggi. Gagasan
mentransformasikan kelembagaan usaha individu menjadi kelembagaan usaha
korporasi (kolektif) diharapkan dapat mengatasi stagnasi pengembangan usaha
garam di sentra garam setempat.

Pada kasus penerapan sistem usaha korporasi pada peternak domba di
Semarang, Jawa Tengah, pada awalnya mereka sangat antusias menyambutnya.
Hanya saja, gagasan sistem usaha korporasi ini perlu dimotori dahulu oleh
investasi dari luar, misalnya melalui pilot project. Peternak setempat bisa
memahami sepenuhnya gagasan sistem usaha korporasi. Namun demikian, risiko
pengembangan usaha yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya
menyebabkan mereka ragu-ragu (Pranadi dan Sudaryanto 1999). Untuk mengatasi
hal tersebut, diperlukan pendekatan social engineering secara intensif.

KESIMPULAN

Beberapa inovasi telah dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan
kualitas garam. Inovasi tersebut menekankan pada aplikasi yang mudah dan murah
diimplementasikan dengan mempertimbangkan petambak garam sebagai
subjeknya, dengan metode evaporasi tertutup maupun terbuka.

Upaya mengembangkan inovasi produksi garam terus dilakukan untuk
meningkatkan produksi, kualitas dan efisiensi biaya produksi. Peningkatan
produksi garam dapat dilakukan dengan menambah luasan meja kristalisasi yang
berakibat pada pergeseran kolam-kolam proses sebelumnya, seperti kolam
penampungan awal (boezem), kolam evaporasi dan kolam konsentrasi. Upaya ini
antara lain dilakukan dengan membangun bendungan kolam laut atau yang disebut
dengan Brine Pond Seawall.

Produksi garam dengan model bendungan kolam laut lebih mudah
diterapkan di wilayah teluk yang berdampingan dengan lahan garam eksisting.
Penulis mengajukan dua wilayah teluk sebagai lokasi penerapan model bendungan
kolam laut ini, yaitu di wilayah teluk Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Sumenep,
Jawa Timur. Lokasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) ketersediaan air
baku yang cukup; (2) menghemat biaya pembangunan bendungan karena di
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wilayah teluk; (3) menghemat biaya infrastruktur lahan garam; dan
(4) memanfaatkan tenaga kerja yang telah tersedia di wilayah tersebut.

Selain upaya teknis dengan inovasi model bendungan kolam tersebut, upaya
lain yang tidak kalah penting adalah membentuk korporasi petambak garam. Hal
ini disebabkan pola usaha individu sangat kurang sesuai untuk diandalkan sebagai
basis kelembagaan usaha garam yang produktif dan berdaya saing tinggi. Gagasan
mentransformasikan kelembagaan usaha individu menjadi kelembagaan usaha
korporasi (kolektif) diharapkan dapat mengatasi stagnasi pengembangan usaha
garam di sentra garam setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F., Yusrial, & Sutono. (2006). Penetapan tekstur tanah (pp. 43—62). Balai
Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Departemen Pertanian.

Alenezi, 1. (2012). Salinity Gradient Solar Ponds: Theoretical Modelling and
Integration with Desalination [A Thesis Submitted for the degree of Doctor of
Philosophy, Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Physical
Sciences, University of Surrey].

Cahyaningsih, Ratna, “Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga
Perusahaan Garam dan Soda Negeri (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957”,
Jurnal Prodi limu Sejarah Vol. 3 No. 3 (Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta, 2018), him. 317-330.

Dahuri, R. (2003). Paradigma baru pembangunan indonesia berbasis kelautan [Orasi
limiah Guru Besar Tetap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor].

De Jonge, H. (2011). Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi. LKIiS.

Efendy, M., Firman, F. M., Rahmad, F. S., & Ahmad H. (2012). Garam rakyat: Potensi
& permasalahan. UTM Press.

Gozan, M., Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., Efendy, M., Intan, N., Harahap,
A. F. P, Suhairi, H., Ramadhan, M. Y. A, Hidayat, N., Rahman, S. F., Utama,
M. P., Masruroh, N. N., Budiyanto, S., Sahlan, M., & Kumazawa, S. (2021).
High-Productivity traditional Bali Palung Salt Method for small production
fields.” Journal of Hunan University (Natural Sciences), 48(6), 25—32.

Hermawan, E. (2010). Pengelompokkan pola curah hujan yang terjadi di beberapa
kawasan P. Sumatera berbasis hasil analisis teknik spektral. Jurnal Meteorologi
dan Geofisika, 11(2).

"INOVASI PRODUKSI| GARAM:

MODEL BENDUNGAN KOLAM LAUT (BRINE POND SEAWALL)"



Pamungkas, P. (2006). http://klastik.wordpress.com/2006/12/03/pola-umum-curah-
hujan-di-indonesia.

Mahasin, M. Z., Rochwulaningsih, Yety, Sulistiyono, & Singgih. (2020). Coastal
ecosystem as salt production centre in Indonesia. E3S Web of Conferences.
202. 07042. 10.1051/e3sconf/202020207042

Mahasin, M.Z. (2021). Pengelolaan komoditas garam berkelanjutan: Sebuah tinjauan
historiografis, dalam pengelolaan perikanan era new normal pasca pandemi
covid-19 gagasan inovasi masa depan. Insan Cendekia Mandiri.

Pranadi, T., dan Sudaryanto, B. (1999). Kajian terhadap persepsi petani dan
kelembagaan korporasi untuk pengembangan usaha ternak domba di pedesaan:
Studi kasus pada desa-desa di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Jurnal
llmu Ternak dan Veteriner, 4(2), 71—99.

Rochwulaningsih, dan Yety. (2012). Marjinalisasi garam rakyat. Madina Semarang.

Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., Masruroh, N. N., Maulany, N. N. (2019).
Marine policy basis of indonesia as a maritime state: The importance of
integrated economy. Dalam Journal of Marine Policy, 108, 103602.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation (5'[h Edition). Free Press.

Soewahjo, R. (1953). Uraian singkat tentang perusahaan garam negeri. Journal
Economics and Finance in Indonesia, 373—378.

Susanto, H., Nur R., dan Gunawan W.S. “Development of Traditional Salt Production
Process for Improving Product Quantity and Quality in Jepara District, Central
Java, Indonesia”. Jurnal Procedia Environmental Sciences, 23 (2015), him. 175
—178.

Syaukat, & Yusman. (2009). Pengembangan agribisnis dalam rangka pembangunan
ekonomi lokal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jurnal Manajemen
Pembangunan Daerah, 1(1).

United Nation Commercial Trade Statistical Database. (1989. https://comtrade.un.org

Tukidi. (2010). Karakter curah hujan di Indonesia. Jurnal Geografi, 7(2). 136—145.

"Mahasin”

|



https://comtrade.un.org/

MENUJU KORPORASI PETANI GARAM
(PENDAMPINGAN KOPERASI DAGANG PUGAR
RONGGOLAWE MAKMUR, TUBAN)

Tjandra lIrawan

Agriterra
Grha Indosurya, JI. Asia Afrika No.129, Kb. Pisang, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: tjandra@agriterra.org

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong usaha garam rakyat
adalah melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam
serta mendukung swasembada garam. Selama ini, distribusi dan pemasaran garam
kurang efisien sehingga diperlukan kebijakan yang terintegrasi mulai dari produksi
serta tata niaganya. Mengantisipasi hal tersebut, telah dibentuk Pemberdaayaan
Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sejak tahun 2011 untuk menumbuhkan kapasitas
dan kapabilitas petambak garam dalam meningkatkan nilai tawar sehingga dapat
meningkatkan keuntungan dari usahanya (Arnawa et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian dari Arnawa et al. (2021), pemberdayaan
masyarakat petambak garam di Kabupaten Buleleng melalui pembentukan
koperasi produksi/produsen berbadan hukum dapat meningkatkan motivasi
pengelolaan usaha serta pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan
berkaitan dengan pembukuan dan partisipasi dalam kegiatan berorganinsasi.

Garam merupakan komoditas yang strategis untuk bahan baku industri dan
bahan pangan, namun sampai saat ini pemenuhan kebutuhan garam tersebut masih
diimpor. Permasalahan yang krusial terkait industri garam nasional adalah
menyangkut produktivitas, kualitas dan tata niaga garam. Kualitas garam di dalam
negeri dianggap belum dapat memenuhi beberapa standar industri. Di samping itu,
harga garam di tingkat petambak juga relatif rendah sehingga mengakibatkan
rendahnya tingkat kesejahteraan petambak garam (Kusmiati et al., 2018).

Agriterra adalah badan pengembangan pertanian (agri-development agency)
yang didirikan oleh organisasi petani, organisasi perempuan desa, dan koperasi
pertanian Belanda untuk melaksanakan kerja sama pembangunan pertanian
internasional yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda. Di

| “MENUJU KORPORASI PETANI GARAM (PENDAMPINGAN

KOPERASI DAGANG PUGAR RONGGOLAWE MAKMUR, TUBAN)"



Indonesia, Agriterra terdaftar sebagai salah satu OINP (Organisasi Internasional
Non Pemerintah) dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai mitra kerja
sama dalam bidang pengembangan korporasi petani model koperasi untuk
hilirisasi sektor pertanian. Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Agriterra
dan Kemenkop dan UKM berlaku dari 27 November 2018 sampai dengan 26
November 2021 dengan wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan NTT.

Awal Pendampingan

Pendampingan Agriterra kepada Koperasi Dagang PUGAR Ronggolawe
Makmur, Tuban, yang dikenal dengan sebutan “Ronggolawe”, dimulai dengan
pengisian formulir scoping (penjajakan awal) oleh Ketua Koperasi pada 9 Juli
2019. Pengisian formulir scoping dimaksudkan untuk menunjukkan kesediaan
koperasi dengan memberikan gambaran kondisi faktual koperasi kepada
Agriterra. Setelah Agriterra yakin untuk mendampingi Ronggolawe, selanjutnya
Agriterra melakukan penilaian terhadap koperasi (Cooperative Assessment)
dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman kondisi koperasi secara
menyeluruh.

Berdasarkan penilaian, kondisi Koperasi Ronggolawe memiliki 26 anggota
dengan modal sebesar Rp37.000.000 juta dan pinjaman berasal dari Rabo
Foundation sebesar Rp1 milyar untuk program resi gudang. Laporan keuangan
belum diaudit. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendampingan yang
dilakukan adalah pelatihan pembukuan, pelatihan tata kelola koperasi, pelatihan
dasar manajemen keuangan, audit laporan keuangan 2019, penyusunan Rencana
Usaha Perdagangan Garam, dan pendampingan (coaching) sebulan atau dua bulan
sekali untuk membahas tantangan Rongolawe, terutama dalam pengembangan
usaha.

Pencapaian

Capaian hasil yang dilakukan adalah: (1) Pelatihan-pelatihan untuk
Pengurus, Pengelola, dan karyawan dengan topik Tata Kelola Koperasi,
Manajemen Keuangan Dasar, Akuntansi Dasar. (2) Laporan keuangan 2019 dan
2020 diaudit. (3) Fasilitasi Penjualan garam ke KAN Jabung; (4) Penyusunan
Rencana Usaha Pabrik Garam dengan kapasitas input 30,000 ton garam per tahun
(output +/- 20 ribu ton garam olahan) dengan investasi Rp40 milyar;
(5) Pemahaman Pengurus dan beberapa anggota koperasi terkait:
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a. Koperasi garam adalah perusahaan yang dimiliki oleh petani pemasok
garam yang mau ikut berinvestasi dalam Simpanan Wajib berbentuk
warkat, yang disebut Sertifikat Hak dan Kewajiban Jual Garam (SHKJG)
senilai Rp25 juta untuk hak dan kewajiban jual garam grosok 50 ton/tahun;

b. Modal disetor anggota (dalam bentuk Simpanan Wajib) minimum Rp10
milyar (400 SHKJG), 25% dari total investasi Rp40 milyar.

c. Petani garam adalah pengusaha yang memiliki hak jual atas garam, tidak
harus pemilik lahan, di masa mendatang wajib memiliki NIB.

d. Pabrik bisa distruktur sebagai anak perusahaan koperasi dengan badan
hukum Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan untuk dapat melibatkan
profesional (bukan anggota) dalam pengelolaan usaha, dan pengurusan
perusahaan.

e. Tidak mengandalkan hibah, usaha harus dapat berjalan dengan pinjaman
dengan tingkat bunga komersial.

Hibah dapat menimbulkan citra buruk

Hibah aset pada perusahaan petani yang tidak didukung dengan Rencana
Usaha yang layak justru menjadi beban bagi para petani pemilik dan menimbulkan
citra yang buruk bagi perusahaan petani.

Perusahaan yang memiliki aset (harta tetap) harus menanggung beban
penyusutan

Beban penyusutan ini besarnya tetap selama masa penyusutan yang
ditetapkan. Oleh karena itu, sejak awal harus dihitung seberapa besar nilai tambah
yang dapat dihasilkan dengan kepemilikan aset tersebut, berapa besar tingkat
pemanfaatan (utilization rate) yang dapat dicapai dengan menjalankan usaha
seperti yang direncanakan. siapa saja yang akan bertanggung jawab atas
keberlanjutan usaha dengan memanfaatkan secara optimal aset hibah tersebut.

Perusahaan petani yang hanya usaha dagang (off-taker model) tidak berjalan
secara berkelanjutan

Tidak ada kontrak harga antara pembeli dan petani. Transaksi menggunakan
harga pasar komoditi yang tidak stabil, sehingga salah satu pihak dirugikan karena
transaksinya bukan win-win. Nilai tambah usaha perdagangan komoditi terlalu
kecil untuk menutup beban operasional. Perusahaan tidak mampu membayar
karyawan profesional sehingga pengelolaan usaha dilakukan sendiri oleh para
petani yang tidak memahami bahasa dan ketentuan usaha, terlebih soal perpajakan.
Periode waktu untuk produksi garam tidak sepanjang tahun. Produksi garam
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dengan solar evaporation hanya dilakukan selama empat bulan per tahun
(musiman). Perusahaan petani tidak dalam posisi berspekulasi untuk menimbun
persediaan agar dapat dijual sepanjang tahun karena tidak mampu memberi nilai
tambah yang memadai untuk menutup kerugian yang timbul akibat spekulasi
penimbunan persediaan, serta tidak memiliki modal disetor sendiri.

Resi Gudang Menambah Beban

Resi Gudang produk garam tidak mudah dijalankan, karena pasar komoditi
garam rakyat (bukan produk turunan garam) tidak sempurna. Tidak ada standar
produk dan penyerahan (delivery). Pelaksana Resi Gudang bukan pihak yang
membeli garam sebagai bahan baku sehingga model resi gudang akan
menimbulkan biaya transport berganda. Pertama, petani harus mengangkut garam
ke gudang penyelenggara Resi Gudang saat menggadaikan. Kedua, perlu
pengakutan garam dari gudang penyelenggara Resi Gudang ke lokasi yang diminta
oleh pembeli ketika menebus. Garam adalah produk yang harganya murah namun
berbiaya logistik yang jauh lebih mahal. Proses penambahan nilai harus dilakukan
di lokasi terdekat dengan lokasi produksi garam sebagai bahan baku.

Panen Raya Merugikan

Program peningkatan produksi (on-farm) lebih mudah dilaksanakan tetapi
hasilnya menghancurkan harga. Sejak zaman dahulu hukum ekonomi pasokan dan
permintaan (supply and demand) tetap sama. Produksi meningkat artinya
penawaran meningkat, karena semua petani menjual garam hasil produksinya pada
saat yang sama, yaitu musim produksi yang hanya empat bulan. Sementara
pembeli, baik pengepul maupun pabrikan, memiliki gudang dan modal kerja yang
terbatas dan menanggung biaya dana. Dalam situasi seperti itu, petani akan
menerima berapa pun harga yang dapat mereka terima.

Kriteria Partisipasi, Harus Selektif

Petani/pengusaha garam mau ikut berinvestasi dalam perusahaan
pengolahan garam yang memberi nilai tambah yang memadai atas garam yang
diproduksi dan dijual ke perusahaan petani. Oleh karena itu, perlu kriteria petani
yang dilibatkan dalam program; petani yang memiliki dan mau mengambil risiko
usaha produksi garam, petani yang memiliki NIB dan NPWP (PP No. 7/2021), dan
bukan pengusaha garam musiman. Program pembangunan industri garam
seharusnya tidak melibatkan semua “jenis” petani, terlebih yang tidak mau ikut
investasi dalam perusahaan pengolahan.
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Korporasi Petani Garam

Jargon “Korporasi Petani” dilontarkan Presiden Joko Widodo pada
1 September 2017 ketika beliau mengunjungi pabrik beras PT BUMR Pangan
Sukabumi. Dalam wawancara dengan wartawan, Presiden menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan korporasi petani adalah perusahaan berskala ekonomi
(investasi Rp250 milyar):
1. Dimiliki mayoritas petani pemasok (petani investasi)
2. Mengelola usaha dari hulu ke hilir (on-farm dan off-farm terintegrasi
dalam satu manajemen)
3. Dikelola/manajemen secara modern
4. Jika produknya beras: konsolidasi minimum 5,000 hektar sawah
(kapasitas input GKP 200 ton/hari)

Dalam sambutannya saat membuka Asian Agriculture & Food Forum
(ASAFF), di Istana Negara, Jakarta, 28 Juni 2018, Presiden Joko Widodo
mengatakan, “Tanpa kita masuk ke urusan bisnisnya, urusan pemasarannya,
urusan pasca panennya, lupakan yang namanya loncatan kenaikan kesejahteraan
petani akan ada.” Hal ini ditegaskan Kembali oleh Presiden ketika membuka
Rapat Terbatas mengenai Akselerasi Penguatan Ekonomi Sektor Pertanian dan
Perikanan, 10 Desember 2019, di Kantor Presiden:

“Pertama, selama ini perhatian kita hanya fokus pada upaya peningkatan
produksi pertanian dan perikanan di on farm. Kita tidak pernah menyentuh off
farm-nya, terutama pascaproduksi. Petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas
on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani
dan perikanannya, melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun
pengembangan usaha berbasis pertanian dan perikanan.

Kedua, untuk masuk ke off farm, para petani dan nelayan perlu skema
pembiayaan dan juga mendapatkan pendampingan. Dari sisi pembiayaan kita
sudah memiliki skema KUR yang plafon anggaranya untuk tahun 2020 akan
menjadi Rp190 triliun dengan bunga hanya enam persen. Saya sudah perintahkan,
KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per klaster sehingga bisa sesuai
dengan kebutuhan grace period produksi klaster pertanian maupun perikanan.
Tapi pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan-pendampingan baik dalam
pengelolaan keuangan, membuat kemasan yang baik, packaging yang baik,
branding yang baik, dan juga marketing yang baik.

Ketiga, kita mulai mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,
petani, nelayan yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil untuk
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bergabung, berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau dalam korporasi besar
sehingga memiliki nilai economic scale yang besar atau skala ekonomi yang besar
sehingga petani dan nelayan bisa lebih efektif mendapatkan bahan baku,
mengakses modal kerja dan investasi, dan memasarkan produk agar bisa masuk ke
supply chain nasional maupun global.”

Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menetapkan bahwa indikasi target Program
Penguatan Jaminan Usaha 350 Korporasi Petani dan Nelayan adalah : peningkatan
produktivitas komoditas sebesar 5%; nilai tambah per tenaga kerja pertanian:
Rp49,2-59,8 juta/tenaga kerja/tahun; peningkatan pendapatan nelayan sebesar
Rp45-67 juta/nelayan/tahun. Oleh karena itu, program korporasi petani bukan
sekadar pendirian perusahaan yang dimiliki oleh para petani.

Pendampingan kepada Ronggolawe sejak awal dimaksudkan untuk
membantu mereka menjadi model Korporasi Petani Garam. Korporasi Petani
adalah mengajak petani untuk ikut investasi dalam usaha off-farm yang merupakan
usaha lanjutan dari usaha budi daya pertaniannya (on-farm). Perusahaan on-farm
memang dapat dimiliki dan dikelola oleh masing-masing petani. Namun demikian,
usaha off-farm yang memberi nilai tambah pada produk hasil usaha on-farm
memang harus dilakukan dalam skala ekonomi yang besar agar dapat
menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Usaha off-farm yang
memberi nilai tambah tinggi biasanya memerlukan investasi yang besar sehingga
tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing petani. Para petani harus
berkooperasi agar usaha tersebut dapat didanai, diurus dan dikelola bersama.

Dalam berkooperasi, salah satu instrumen keuangan yang mengaitkan antara
kepemilikan dengan hak dan kewajiban jual hasil produksi pertanian adalah
Simpanan Wajib Koperasi dalam bentuk warkat yang disebut Sertifikat Hak dan
Kewajiban Jual Garam (SHKJG). Sertifikat Hak dan Kewajiban Jual Garam
(SKHJG) ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi perusahaan
pegolahan. Ronggolawe telah memutuskan bahwa setiap anggota wajib memiliki
sekurangnya 1 (satu) lembar SHKJG senilai Rp25 juta dengan hak dan kewajiban
jual garam sebanyak 50 ton per tahun.

Hak jual yang dimaksud adalah hak jual dengan harga khusus yang
ditetapkan oleh Ronggolawe. Selain jumlah yang dimiliki sebagai hak jual,
Ronggolawe tidak berkewajiban membeli garam produksi petani tersebut dan
harga adalah harga pasar. Dikarenakan anggota ikut investasi, maka mereka
memperoleh manfaat berupa harga khusus, yang ditargetkan di atas harga pasar.
Harga garam yang optimal menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan dari
perusahaan off-farm milik para petani. Perusahaan harus menyusun rencana usaha
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untuk ditawarkan kepada para petani karena menyangkut penawaran investasi.
Dalam hal ini, Agriterra membantu penyusunan sekaligus secara sistematis
mendampingi Ronggolawe untuk merealisasikan rencana usaha tersebut.

Selain investasi, program korporasi petani mencakup mengorganisasi atau
mengkonsolidasi petani untuk berusaha bersama. Perusahaan off-farm hanya akan
beroperasi dengan lancar dan menguntungkan apabila ada integrasi pengelolaan
dengan usaha on-farm yang dimiliki dan dijalankan oleh masing-masing petani
anggota. Terkait usaha garam, rencana usaha harus diperhitungkan dengan cermat,
karena produksi garam dengan metode solar evaporator hanya dapat dilakukan
secara musiman selama empat bulan per tahun. Konsekuensi logis dari kondisi ini
adalah perlunya perusahaan menyimpan bahan baku selama delapan bulan ketika
para anggota tidak berproduksi. Persediaan ini artinya adalah modal kerja usaha
yang jelas ada biaya uangnya sehingga para petani juga perlu melakukan investasi
teknologi produksi dalam usaha on-farmnya untuk dapat memasok perusahaan
secara kontinu sepanjang tahun. Hal ini akan terjadi dengan sendirinya apabila
perusahaan mereka dapat membeli garamnya dengan harga optimal yang stabil.

KESIMPULAN

Saat ini sedang dilakukan upaya mencari pihak yang bersedia mendanai
proyek pembangunan pabrik pengolahan garam untuk menghasilkan garam yang
memenuhi standar garam industri. Pabrik pengolahan garam ini adalah
infrastruktur dan lokomotif ekonomi di daerah produksi garam yang akan dapat
menarik para petani untuk berkooperasi dalam perusahaan garam. Hibah pabrik
sangat tidak disarankan, karena hibah akan menghilangkan tegangan antara hak
dan kewajiban dari para anggota, khususnya kewajiban untuk ikut investasis
sehingga, seperti banyak terjadi dalam kasus Koperasi Unit Desa, yang terjadi
justru perebutan hak pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan dan diharapkan
pinjaman untuk mendanai proyek pendirian perusahaan pabrik garam tersebut
seratus persen, di mana 30-50% pinjaman adalah menjadi tanggung jawab para
petani anggota secara individual, dan 50-70% pinjaman menjadi tanggungan
perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai instrumen
keuangan modern, namun tetap diperlukan adanya pemihakan (affirmative action)
untuk mewujudkannya. Dengan demikian, kepentingan negara dan pemerintahan
juga dapat terealisasi, seperti mengurangi ketergantungan terhadap impor garam,
meningkatkan pendapatan petani garam yang mau berinvestasi, dan menciptakan
lapangan pekerjaan di wilayah produksi garam. Harapannya, pemerintah periode
saat ini dapat mewujudkan Pidato Radio Bung Hatta pada Hari Koperasi VI tahun
1958 yang berjudul Koperasi dalam semangat dan perbuatan, berikut ini:
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Sebab itu pula, induk-induk perusahaan yang didirikan berangsur-angsur
oleh pemerintah untuk mendorong dan mempertinggi mutu perekonomian rakyat
sedapat-dapatnya diserahkan kepada koperasi untuk meneruskannya. Pada
dasarnya induk-induk itu tidak dijual kepada perseorangan yang besar modalnya
yang sanggup membayar harganya dengan tunai. Koperasi diutamakan dan
koperasi dapat membelinya dengan kredit yang angsurannya ditetapkan kemudian
berdasarkan kemungkinan dan kesanggupan.
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PENDAHULUAN

Garam mempunyai arti strategis di dalam perekonomian Indonesia. Struktur
kebutuhan garam nasional, terdiri dari 19% untuk garam konsumsi dan 81%
digunakan untuk kebutuhan industri. Total kebutuhan garam di Indonesia sebesar
4,1 juta ton per tahun (Kemenperin et al., 2020), sementara produksi garam pada
tahun 2020 sekitar 1,3 juta ton. Produksi garam nasional tersebut hanya
berkontribusi sebesar 33% dari kebutuhan garam nasional.

Permasalahan garam nasional terletak pada masalah eksternal dan internal
petambak garam. Permasalahan eksternal petambak garam yang sulit untuk
dipecahkan seperti cuaca, tata kelola, impor dan harga garam itu sendiri.
Permasalahan internal petambak garam seperti kapasitas petambak, jaringan
kerjasama, dan adopsi teknologi dapat diperbaiki melalui berbagai kebijakan yang
inovatif. Tulisan ini diarahkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek produksi
garam yang mengunakan berbagai jenis teknologi pada petambak garam, agar
produksi garam nasional dapat memenuhi permintaan garam.

Pemerintah telah mengintervensi inovasi teknologi pada masyarakat untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam agar pendapatan petambak
garam meningkat. Teknologi yang di intervensi terdiri dari dua kategori yaitu:
untuk tujuan keamanan pengguna menggunakan kincir vertikal dan teknologi
produksi garam dengan inovasi lahan terintegrasi. Teknologi tersebut mampu
meningkatkan kualitas garam dari yang semula KW3 dan tanpa kualitas menjadi
KW1 dan KW2. Beberapa teknologi yang pernah diujicobakan yaitu Teknologi
Ulir Filter (Kurniawan & Erlina, 2012; Pranowo & Muhajir, 2015b), penataan
lahan (Kurniawan & Manadiyanto, 2012), serta lahan terintegrasi.

Teknologi produksi garam yang ada pada saat ini masih mengandalkan sinar
matahari, tanpa matahari, produksi garam tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu,
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pada musim hujan, petambak garam tidak dapat berproduksi sama sekali. Hal ini
dikarenakan produksi garam masih menggunakan teknologi tradisional yang
sangat tergantung pada cuaca (Adiraga & Setiawan, 2014; Bramawanto & Abida,
2017; Kurniawan & Azizi, 2012).

Adopsi teknologi garam oleh masyarakat dibatasi oleh kemampuan finansial
masing-masing petambak atau pemilik lahan, dan pembiayannya dapat bersumber
dari petambak maupun pemilik lahan. Jika tanpa bantuan dari pemerintah,
petambak garam akan memilih teknologi berdasarkan kemampuan pembiayaan,
manfaat dalam proses produksi, keuntungan bagi petambak, serta kemudahan dan
rendahnya biaya perbaikan alat. Kemampuan finansial inilah yang menjadi dasar
pertimbangan petambak apakah mereka akan menggunakan teknologi tersebut
atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik petambak
garam di dalam penerapan teknologi, menganalisis ketepatgunaan teknologi
berdasarkan persepsi dan kesiapan petambak garam dalam mengadopsi teknologi,
serta merekomendasikan peningkatan kapasitas petambak garam untuk
mendukung kebijakan ekonomi garam yang berkeadilan.

Tabel 1. Sebaran Responden Petambak Garam di Kabupaten Pamekasan

2021.
No Teknologi Desa Jumlah
1 Gamic Dasok 1
2  Rekristal Bunder, Pademawu Barat 2
3 Geoisolator+kincir Padelengan, Bunder,
vertikal Pademawu Timur, Dasok 5
4 Tunnel Padelengan 2
5 Terpal Pademawu Timur, Dasok,
Padelengan 3
6 Portugis Pademawu Timur 1
7 Maduris Tanjung, Dasok, Majungan 8
8 Geomembran Dasok 5
9 Geomembran Pegagan, Majungan, Jarin,
+Integrasi Pademawu Barat 15
10 Geoisolator Bunder, Dasok 3
11 Geoisolator+corporate Dasok 2
Total 47

Sumber: data primer diolah, 2021.
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Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga akhir Juni 2021 di Kawasan
tambak garam di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur Lokasi ini dipilih karena
produksi garam telah dilakukan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda
dengan berbagai teknologi produksi. Pada lokasi ini dilakukan intervensi teknologi
olen Loka Riset Garam Pamekasan sebagai sumber teknologi baru untuk
pegaraman.

Pengumpulan data dilakukan melalui FGD dengan peserta: petambak
garam; koperasi pegaraman; akademisi; dan Badan Usaha Milik Desa yang
bergerak di bidang garam. Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan
oleh penyuluh Kabupaten Pamekasan pada petambak garam di lokasi penelitian.
Sebaran jumlah responden petambak garam yang diwawancara menurut teknologi
dapat dilihat pada Tabel 1.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis
ketepatgunaan teknologi (Kurniawan & Erlina, 2016) dan dijelaskan secara
deskriptif (Agung, 2011; Marshall & Rossman, 2014; Patton, 2006; Rahmat, 2005)
agar dapat menjelaskan kondisi yang ada.

Karakteristik Sosial Petambak Garam

Petambak garam di Kabupaten Pamekasan berusia rata-rata 43 tahun,
dengan usia terendah 18 tahun dan yang tertinggi 62 tahun. Kondisi tersebut
memperlihatkan adanya regenerasi petambak garam kepada yang masyarakat
petambak yang lebih muda. Petambak garam rata-rata memiliki latar belakang
pendidikan SD, dengan pendidikan terendah kelas 2 SD dan yang tertinggi adalah
S2. Adanya keterlibatan sebagian petambak garam yang berpendidikan tinggi
dapat mendorong perubahan pola pikir di antara petambak garam. Selain itu,
petambak rata-rata memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun, dengan
pengalaman terendah kurang dari 3 tahun dan pengalaman tertinggi lebih dari 40
tahun. Hal ini mengindikasikan adanya regenerasi pada petambak garam yang
dapat mendukung keberlanjutan usaha garam. Berdasarkan status kepemilikan
lahan, hanya sebanyak 40% responden yang memiliki lahan, dan sebanyak 60%
merupakan pekerja. Kendala terjadi pada penerapan teknologi pegaraman karena
pemilik lahan tidak memberikan kepercayaan penuh atas penggunaan lahannya.
Oleh sebab itu, pengaruh pemilik lahan atas keputusan penerapan teknologi dapat
menghambat proses adopsi teknologi tambak terpadu atau corporate farming.

Produksi garam di Madura sudah dilakukan secara turun menurun sejak
zaman kolonial Belanda (Rochwulaningsih, 2013), sehingga garam memiliki nilai
sosial yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Hal ini menjadikan
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garam sebagai ciri khas dan mata pencaharian utama masyarakat di pulau ini. Pada
zaman tersebut, garam merupakan mata pencarian yang paling menguntungkan
dibandingkan dengan mata pencarian lainnya karena memiliki penghasilan yang
lebih tinggi dan biaya produksi yang rendah (Parwoto et al., 2018). Sebelum garam
menjadi mata pencaharian, mata pencarian masyarakat adalah sawah tadah hujan,
nelayan, dan tembakau (Susilowati, 2015). Hingga saat ini, masyarakat masih
melakukan produksi garam. Namun demikian, apabila usaha produksi garam
dianggap sudah tidak menguntungkan, ada kemungkinan masyarakat akan beralih
ke usaha lainnya dengan menggunakan lahan tambak yang ada (Syafi’i, 2013).

Kepemilikan lahan garam pada awalnya bersifat turun temurun. Namun
demikian, pemilik lahan menganggap keuntungan produksi garam terlalu kecil
yang mengakibatkan banyak pemilik lahan menjual lahannya di kabupaten ini.
Kepemilikan lahan yang turun temurun mengakibatkan banyak tokoh pegaraman
di Madura sudah berusia lanjut. Kendati demikian, regenerasi sudah terlihat
meskipun jumlahnya masih sedikit dan memiliki pengalaman kurang dari 3 tahun.
Regenerasi ini sudah menghasilkan jawara lokal atau local champion. Jawara lokal
inilah yang bisa mengajak masyarakat untuk membangun daerah seperti yang
berlokasi di BUMDES Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, yang merupakan
lokasi Eduwisata Garam.

Sebagian besar profesi petambak garam di Kabupaten Pamekasan bersifat
turun temurun sehingga informasi teknologi serta pengalaman pegaraman juga
diajarkan secara turun temurun. Informasi teknologi yang digunakan untuk
berproduksi didapatkan dari sesama petambak. Padahal, introduksi teknologi
melalui pelatihan dan pendidikan juga diperlukan sebagai salah satu upaya agar
petambak bisa mendapatkan teknologi baru. Petambak yang memahami teknologi
dan intensif dalam kegiatan produksi dianggap sebagai seseorang yang ahli dalam
pegaraman. Namun demikian, petambak ahli tersebut cenderung memiliki
resistensi terhadap teknologi baru walaupun terdapat prosedur standar
pengoperasian atau standard operational procedure (SOP) yang benar. Oleh
karena itu, perlu adanya peran para tokoh dan jawara lokal atau local champion
sebagai kunci keberhasilan adopsi teknologi pegaraman di kabupaten ini.

Saat panen, petambak garam dibantu oleh pengepak karung, pemikul,
penata Gudang, yang merupakan orang-orang di sekitar lokasi pegaraman. Hal ini
mengindikasikan kehidupan petambak sudah berkelompok. Petambak garam juga
memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat dengan petambak lainnya di daerah
tambak garam. Hal ini menjadikan keuntungan yang dihasilkan dari bisnis
pegaraman cenderung sangat kecil, bahkan petambak seringkali tidak menghitung
besar keuntungan yang didapatkan dari produksi garam.
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Dalam penjualan garam, petambak garam memiliki ikatan dengan pengepul
atau tengkulak yang disebut patron-klien (patron client). Ikatan ini bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan secara mutualisme bagi kedua belah pihak dengan
adanya garam yang dijual oleh petambak dan garam yang didapatkan oleh
pengepul. Hal ini berdampak pada timbulnya biaya transaksi (transaction cost)
apabila perusahaan melakukan pembelian dari petambak maupun pengepul. Biaya
transaksi ini timbul karena terdapat biaya yang dikeluarkan diluar biaya produksi
saat melakukan transaksi. Namun demikian, keuntungan yang diterima oleh
petambak terkadang tidak sesuai dengan keuntungan yang seharusnya diterima.

Koperasi khusus pegaraman sudah didirikan oleh Direktorat Jasa Kelautan,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Namun pada kenyataannya, koperasi yang didirikan dari sistem
kelembagaan tengkulak menjadi koperasi sering mengalami kendala operasional.
Koperasi ini tidak dapat memenubhi syarat berdirinya suatu koperasi dan cenderung
mendapatkan pembinaan yang minim. Hal ini mengakibatkan banyak tengkulak
yang tidak lolos seleksi kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan
karena tidak mampu memenuhi persyaratan. Selain itu, koperasi yang lolos seleksi
juga harus mendapatkan pembinaan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Persepsi Responden Tentang Ketepatgunaan Teknologi

Indeks kesiapan teknologi pegaraman didapatkan dari hasil analisis persepsi
petambak garam terhadap introduksi teknologi. Terdapat tiga poin yang perlu
diperbaiki dalam indeks ini, yaitu pembatas, tingkat keselarasan dan keuntungan
relatif. Pembatas dan tingkat keselarasan bertujuan untuk meningkatkan
keberlanjutan produksi garam. Pembatas terkait dengan peningkatan kualitas
garam, kemampuan produksi pada saat musim hujan, dan kemampuan penyediaan
air tua, sedangkan tingkat keselarasan terkait dengan keselarasan peningkatan
kualitas dan kuantitas produksi, sedangkan keberlanjutan produksi garam
merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan industri,
misalnya dalam pengolahan garam beryodium, pengasinan ikan, pembuatan
pupuk, pakan ternak. Produksi garam yang tidak stabil mengakibatkan sektor
industri harus mencari pasokan bahan baku produksinya. Namun demikian, saat
ini belum ada sistem keterikatan di antara sentra produksi, sehingga kendala akan
terjadi terutama apabila distributor belum dapat memenuhi kebutuhan pasokan.
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Gambar 1. Indeks Persepsi Petambak Garam terhadap Teknologi Pegaraman.
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil analisis, poin ketiga adalah keuntungan relatif yang
menunjukkan hasil bahwa teknologi belum memberikan keuntungan yang optimal,
dan dampak penerapan teknologi belum optimal. Hal ini menimbulkan
permasalahan lain yaitu keuntungan usaha pembuatan garam yang belum optimal
bagi petambak garam. Apabila penerapan teknologi tidak memberikan keuntungan
bagi petambak, petambak lebih memilih untuk tidak menerapkan teknologi,
terutama jika terjadi peningkatan biaya produksi atas penggunaan teknologi
tersebut. Apabila biaya produksi tinggi, harga produksi dapat lebih tinggi daripada
harga pasaran sehingga produk tidak dapat terjual. Hal ini mengakibatkan
petambak garam tidak mendapatkan keuntungan jika biaya yang dikeluarkan untuk
penerapan teknologi terlalu tinggi (Kurniawan et al., 2011). Oleh karena itu, perlu
adanya teknologi yang terjangkau bagi para petambak dan mampu menghasilkan
produk yang berdaya saing tinggi.

Pemilihan Teknologi Terapan

Dari segi introduksi teknologi, petambak garam dapat mengadopsi teknologi
yang sudah teruji keberhasilannya. Menurut persepsi petambak garam, penerapan
teknologi ini dilihat dari segi performa, yaitu performa terhadap investasi,
perbaikan, kemudahan aplikasi, dan harga jual. Petambak garam memiliki
keterbatasan dalam hal pembiayaan sehingga petambak mengharapkan cashflow
mereka lancar. Kebutuhan finansial ini membuat petambak garam harus segera
menjual hasil produksinya sehingga berdampak pada posisi tawar pegaram yang
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rendah (Pranowo & Muhajir, 2015a). Kebutuhan pembiayaan petambak dapat
bersumber dari pedagang pengumpul. Harga jual garam secara HPP diatur dalam
Keputusan Menperindag No. 360/MPP/Kep/5/2004 dengan harga minimum garam
impor yaitu Rp70/kg untuk K3, Rp100/kg untuk K2 dan Rp145/kg untuk K1.
Kemudian, pada tahun 2011 harga garam menjadi Rp550/kg untuk KP2 dan
Rp750/kg untuk KP1 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri No.02/DAGLU/PER/5/2011. Dengan demikian, total
biaya operasional yang mencakup biaya perbaikan dan biaya penyusutan alat tidak
boleh melebihi harga tersebut.

Biaya transportasi dan perbaikan menjadi faktor lain yang menentukan
keputusan penerapan teknologi oleh para petambak. Petambak garam tidak dapat
menginvestasikan teknologi yang berbiaya tinggi, sulit ditemukan, dan jauh dari
lokasi tambak sebagaimana diungkapkan oleh 80% responden. Biaya transportasi
adalah salah satu komponen yang akan membuat biaya penggunaan teknologi
menjadi sangat tinggi. Sebanyak 87% responden menyatakan bahwa biaya
perbaikan harus sangat terjangkau atau tidak memerlukan biaya sama sekali.
Selain itu, sebanyak 91% responden sangat membutuhkan kemudahan
pengaplikasian dan perbaikan tekenologi.

Saat ini sebagian besar petambak garam hanya menghitung biaya
operasional tanpa mempertimbangkan biaya tenaga kerja. Keuntungan bagi
petambak sangat minim. Oleh karena itu, apabila biaya tenaga kerja
diperhitungkan, nilai keuntungan akan minus. Selain itu, keuntungan juga belum
memperhitungkan biaya penyusutan alat teknologi. Kendala terjadi apabila alat
mengalami kerusakan yang mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan atau
pembelian alat baru. Di sisi lain, investasi terhadap suatu teknologi juga
memerlukan biaya. Petambak garam berharap teknologi yang digunakan dapat
meringankan biaya operasional agar keuntungan yang didapatkan bisa maksimal.
Keuntungan ini akan dialokasikan untuk pembelian teknologi baru jika teknologi
tersebut harus diganti. Dalam hal ini, terdapat 71% responden yang menyatakan
bahwa teknologi saat ini masih mengantisipasi hal tersebut.

Persepsi Petambak Garam Tentang Teknologi Pegaraman

Berdasarkan persepsi petambak garam terhadap teknologi yang ada pada
saat ini, sebanyak 89% responden menyatakan bahwa teknologi sudah sesuai
dengan kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Hal ini
mengindikasikan bahwa teknologi sudah berhasil meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksi dibandingkan teknologi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan
pernyataan (Kurniawan, 2013; Kurniawan & Bramawanto, 2018). Terdapat
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sebanyak 87% responden menyatakan bahwa teknologi saat ini mampu mengatasi
permasalahan produksi. Dampak dari teknologi tersebut sangat menguntungkan
masyarakat karena membantu pekerjaan mereka. Hal ini sebagaimana tergambar
pada gambar 2.

Berdasarkan persepsi responden, teknologi yang masih kurang sesuai adalah
teknologi maduris yang dikombinasi dengan kincir vertikal (7%) dan teknologi
geomembran yang dikombinasi dengan tunnel (2%). Selain itu, sebanyak dua
persen responden berpendapat bahwa teknologi geomembran yang dikombinasi
dengan lahan integrasi kurang optimal. Teknologi ini masih membutuhkan
perbaikan agar penggunaannya bisa lebih optimal. Selain itu, perlu adanya
standard operational procedure (SOP) serta petunjuk penggunaan dan perbaikan
alat sebagai panduan bagi petambak garam apabila terjadi kerusakan dan
permasalahan pada alat.

Berdasarkan persepsi responden, terdapat 100% responden masih
mendayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang tersedia meskipun beberapa komponen harus diimpor seperti geoisolator dan
geomembrane yang pemasangannya menggunakan tenaga setempat yang sudah
terlatih. Aktifitas produksi masih menggunakan air laut setempat. Muatan lokal
pada pembuatan garam rakyat lebih banyak dari pada muatan impornya.

Dalam hal investasi, terdapat 80% responden menyatakan siap
menginvestasikan teknologi yang sedang digunakan. Namun demikian, kesiapan
investasi ini bergantung pada ketersediaan finansial yang mereka miliki ataupun
dari pedagang pengumpul. Apabila kemampuan finansial ini tidak ada, ada
kecenderungan petambak garam untuk bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh
karena itu, perlu adanya edukasi bagi petambak garam untuk memiliki manajemen
usaha yang baik.

Selain itu, terdapat 87% responden menyatakan siap secara finansial untuk
perbaikan teknologi yang mereka gunakan. Namun demikian, kesiapan ini
bergantung pada ketersediaan alat perbaikan dan suku cadang agar perbaikan alat
dapat dilakukan secara mandiri oleh petambak garam maupun oleh tenaga
setempat. Biaya perbaikan ini juga bergantung pada kemampuan finansial
petambak garam. Apabila petambak tidak mampu mengeluarkan biaya perbaikan,
alat yang rusak tidak dapat digunakan kembali dan terbengkalai.

Teknologi yang baik dapat mengantisipasi keterbatasan penggunanya, dan
memiliki masa pakai yang relatif lama. Keterbatasan petambak garam adalah
ketersediaan air tua dan musim hujan. Air tua merupakan air laut yang diuapkan
sehingga air tersebut memiliki kekentalan untuk dijadikan garam. Proses
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penguapan air laut hingga menjadi air tua membutuhkan waktu yang cukup lama
sekitar satu bulan, dan membutuhkan lahan yang cukup luas. Berdasarkan hasil
survei, hanya 46% responden merasa teknologi yang mereka gunakan sudah dapat
mengantisipasi hal tersebut, dan terdapat 54% responden menyatakan bahwa
teknologi tidak dapat membantu proses pembuatan air tua menjadi lebih cepat dan
mudah.

Dampak Teknologi terhadap
oroduksi

H pekerjaan lebih ringan

| air lebih banyak tersedia

M cepat berproduksi

meningkatkan kualitas
produksi

H meningkatkan kuantitas
produksi

Gambar 2. Persepsi Dampak Teknologi terhadap Produksi Pegaraman.
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.

Teknologi yang mampu berproduksi pada saat musim hujan adalah tunnel,
sedangkan teknologi lainnya hanya mempercepat proses produksi garam. Hal ini
diindikasikan dari 76% responden yang menyebutkan bahwa teknologi yang ada
saat ini belum bisa mengantisipasi musim hujan, sehingga perlu adanya
pengembangan teknologi untuk mengantisipasi hal tersebut.

Di sisi lain, investor akan menggunakan teknologi yang memiliki umur atau
masa pakai yang paling panjang. Hal ini disebabkan karena faktor biaya setting,
tenaga kerja, dan waktu yang diperlukan untuk proses setting alat agar sesuai
dengan waktu penggunaan alat dalam kegiatan produksi. Berdasarkan hasil
persepsi, 54% responden menyatakan bahwa teknologi yang mereka gunakan
mempunyai umur ekonomis atau umur pakai rata-rata hingga 5 tahun. Umur
teknologi ini mengharuskan peralatan untuk dilakukan proses kalibrasi, dan hal ini
bisa berdampak pada kualitas hasil produksi. Selain itu, terdapat 32% responden
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yang memiliki umur teknologi yang tahan lama (5-10 tahun), dan hanya 14%
responden yang mengemukakan umur teknologi lebih dari 10 tahun.

Dalam hal persepsi tentang kemudahan teknologi, terdapat 91% responden
menyatakan bahwa teknologi yang ada pada saat ini mudah digunakan, sehingga
petambak garam dengan pendidikan terbatas dapat menggunakan teknologi
tersebut. Terdapat 96% responden menyatakan bahwa mereka mudah mengamati
teknologi tersebut. Teknologi yang mudah diamati memberi kemudahan bagi
petambak garam untuk menerapkan teknologi dengan baik tanpa buku manual
sekalipun. Terdapat 93% responden menyatakan bahwa teknologi tersebut mudah
untuk ditiru sehingga dapat dipelajari secara mandiri. Selain itu, terdapat 92%
responden masih menggunakan teknologi lama yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Umur Teknologi

H <5 tahun
M5 -10tahun

m > 10 tahun

Gambar 3. Persepsi Umur Teknologi Produksi Pegaraman.
Sumber: Data Primer Diolah, 2021.
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KESIMPULAN

Penerapan teknologi produksi di masyarakat perlu memperhatikan beberapa
hal. Pertama, keberhasilan introduksi teknologi ke masyarakat memerlukan
percontohan teknologi yang sudah teruji keberhasilannya. Kedua, pemberdayaan
jawara lokal atau local champion seperti tokoh yang dituakan/tokoh yang
dihormati/tokoh agama, dan perlu adanya regenerasi para tokoh tersebut untuk
keberlanjutan produksi. Ketiga, performa teknologi yang tinggi yang mampu
meningkatkan keuntungan dan memiliki keberlanjutan produksi. Kelima, adanya
pelatihan, pembinaan dan pendampingan agar penerapan teknologi sesuai dengan
SOP.

Rekomendasi yang disarankan dalam penerapan teknologi adalah
pemberdayaan jawara lokal (local champion) beserta regenerasinya untuk
keberlanjutan peran dalam proses introduksi teknologi. Regenerasi ini harus
didukung oleh kelompok petambak dan pemerintah daerah. Selain itu, teknologi
percontohan yang ada perlu mendapatkan penyempurnaan dari BRIN, BPPT dan
PT Garam dengan sistem biaya investasi murah and terjangkau. Kemudian, perlu
adanya kemudahan penggunaan dan perbaikan teknologi, pemanfaatan teknologi
yang menjamin harga produksi sesuai harga pasar, dan adanya pelatihan yang
diselenggarakan secara kontinyu oleh KKP sebagai media transfer knowledge
penerapan teknologi yang sesuai dengan SOP. Selain itu, perlu adanya quality
control standar produksi garam oleh Sucofindo dan PT Garam serta Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
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EPILOG

KERAGAAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI KEBIJAKAN
SEBAGAI SOLUSI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Risna Yusuf dan Achmad Zamroni

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara,
Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

PENDAHULUAN

Arah pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan RPJPN 2005-
2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan melalui pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, dan pembangunan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah Indonesia; mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari melalui
membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya
dukung dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan terbangunnya jaringan
sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
Dengan arahan tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan Kelautan dan
Perikanan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan nilai
tambah dan memelihara keberlanjutan pembangunan.

Namun di sisi lain, pengelolaan pembangunan Kelautan dan Perikanan
mengalami berbagai permasalahan dari sisi hulu sampai hilir, baik di perikanan
tangkap, perikanan budidaya, garam, sampai pada pemasaran dan daya saing
sehingga berdampak pada kinerja sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk itu
diperlukan suatu upaya alternatif inovasi kebijakan yang ada dengan melalui
kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun atau memperbaiki permasalahan
yang ada baik dari aspek teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif tersebut
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan suatu terobosan penting sebagai
suatu upaya peningkatan kinerja sektor Kelautan dan Perikanan yaitu dengan
melalui inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan dalam kebijakan public adalah
sebagai bentuk dorongan yang lebih luas yaitu berupa ekspansi dan modifikasi
kebijakan yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi,
proses maupun evaluasi kebijakan.
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Oleh sebab itu dalam konteks memahami kebijakan publik yang mampu
memberikan impact dan benefit, maka diperlukan inovasi kebijakan publik sebagai
bentuk doronganyang lebih luas yaitu berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan
yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi, proses
maupun evaluasi kebijakan. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan
inovasi juga mutlak diperlukan(Firdausy, 2017)menekankan pentingnya peran
pemerintah  tidak hanya sebatas penyediaan dana, institusi pendidikan dan
penelitian serta laboratorium untuk inovasi maupun fasilitas fisik lainnya,
melainkan juga dalam penetapan atau perubahan peraturan, dan kebijakan
investasi dan perdagangan. Tugas pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan
ini dalam mendukung kegiatan inovasi kebijakan tersebut di atas memang perlu,
walaupun dalam penerapannya tidak mudah dilakukan. Inovasi kebijakan harus
memilikiimpact factor (faktor dampak). Dalam konteks tersebut, inovasi kebijakan
bertujuan meningkatkan daya saing, dampak dan manfaat bagi kepentingan publik.
Oleh sebab itu pola sinergi kebijakan baik dari konsep formulasi, implementasi
dan evaluasi antarapemerintah pusat dan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Bentuk konkrit sinergi itu salah satunya dengan merombak regulasi
yang dianggap penghambat (Sayekti, 2016). Inovasi kebijakan menjadi tidak
bersifat inovatif apabila kebijakan tersebut tidak mendorong dampak daya saing
dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Salah satu prasyarat penting
untuk mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan (Sururi, 2016). Tulisan ini
bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan inovai kebijakan di sektor
Kelautan dan Perikanan yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam
menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan pembangunan sektor Kelautdan
dan Perikanan.

Inovasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Pengelolaan perikanan di wilayah Negara Rl memerlukan berbagai inovasi
kebijakan agar pengelolaan perikanan tangkap di wilayah negara Rl berjalan
dengan baik. Ada beberapa inovasi kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan
perikanan tangkap Yyaitu inovasi kebijakan terkait kelembagaan pengelolaan
wilayah perikanan RI, konsep CBFM, open closed season, model hubungan antar
aktor. Implementasi dari Permen No.4 Tahun 2015 mengenai pelarangan
penangkapan ikan tuna sirip kuning di Laut Banda, dan Pemberdayaan komunitas
pesisir.

Inovasi kebijakan dalam perikanan tangkap agar pengelolaan perikanan di
wilayah Negara RI vyaitu (a) inovasi kebijakan terkait kelembagaan
pengelolaan wilayah perikanan RI. Inovasi kebijakan kelembagaan pengelolaan
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kelautan dan perikanan berbasis WPP-NRI, yaitu dengan membangun Multi-
Stakeholders Platform di dua skala pengambilan keputusan penting yaitu tingkat
nasional dan tingkat WPP-NRI (Adriyanto, et al., 2021). MSP ini perlu ditetapkan
dalam kerangka regulasi sebagai basis legal dari operasioanlisasi kelembagaaan
WPP-NRI; dan membangun kerangka pembiayaan yang bersifat inklusif dan
multi-donor terkait dengan operasionalisasi kelembagaan WPP-NRI dengan tujuan
utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan WPP-NRI berbasis pada
target-target nasional (RPJIMN 2020-2024) dan t arget global (SDG-14); (b)
inovasi kebijakan terkait konsep CBFM. Inovasi kebijakan melalui konsep
CBFM. Konsep CBFM ini mencoba mengkritisi model pengelolaan sumber daya
konvensional atau model konservasi global yang diadopsi dari negara maju
(western conservation) dengan berdalih mengedepankan global community’s
environmental will (Yuliaty, et al., 2021). Dengan konsep pengelolaan ini nantinya
memberikan manfaat kepada komunitas pendukung atau masyarakat lokal.
Pastikan komunitas lokal secara nyata mendapatkan manfaat dan keuntungan dari
sebuah sistem pengelolaan dan bukan dengan melempar komunitas lokal dari akar
dan tempat hidup mereka; (c) Inovasi kebijakan melalui open closed season,
Konsep model sosial ekonomi ini menggunakan pendekatan open closed season
yang digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola penangkapan rajungan
(Zamroni, et al., 2021), tetapi memerlukan kondisi tertentu, yaitu jika: (1)
implementasi aturan pengelolaan yang ada; (2) penegakan hukum dari aturan
existing; (3) open closed season harus disertai dengan pengendalian pasar (demand
side) sebagai key driven dari pendekatan open closed season yang dasarnya adalah
supply side management; (4) prototipe dilanjutkan ke tahap desain detil dan
implementasi; (5) mempersiapkan 4 (empat) kelembagaan pendukung
keberhasilan pendekatan OCS tersebut, vaitu; Kelembagaan produksi,
kelembagaan pengawasan, kelembagaan keuangan, dan kelembagaan pemasaran.
Kelembagaan tersebut harus mempunyai fungsi yang jelas dan indikator
keberhasilan yang terukur; (6) Model OCS ini akan dapat mencapat target, jika
dilaksanakan dengan melibatkan banyak stakeholder baik internal KKP,
pemerintah daerah, perbankkan, swasta, asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya;
(d) Inovasi Kebijakan dengan melibatkan hubungan antar aktor. Dengan
melibatkan hubungan antar aktor dalam pemberlakuan kebijakan pelarangan
penangkapan Tuna Sirip Kuning Di Laut Banda. Aktor KKP diwakili oleh
Direktorat Sumber Daya lkan DJPT, Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Sjahrir,
Yayasan LINI Bali dan Masyarakat merupakan influence stakeholder dengan
tingkat pengaruh paling tinggi. Keempatnya memiliki pengaruh yang tinggi dan
ketergantungan yang rendah terhadap aktor lain. Keempat aktor tersebut mewakili
unsur pemangku kepentingan yang beragam, yaitu pemerintah pusat, akademisi,
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dan masyarakat (Suryawati et al., 2021). Oleh karenanya, keempatnya menjadi
aktor kunci untuk melakukan perbaikan pada sebagian besar variabel-variabel
penting di atas agar dapat mendorong pelaksanaan kebijakan pelarangan
penangkapan tuna sirip kuning di laut Banda. Upaya tersebut akan semakin kuat
jika keempat aktor tersebut membangun aliansi atau kerja sama yang efektif
dengan aktor penting lainnya, yaitu PSDKP Ambon, DKP Propinsi, Stasiun
PSDKP Banda dan PPP Banda yang bergerak pada pengawasandan penegakan
hukum. Variabel yang paling efektif untuk memobilitasi para aktor untuk
membangun aliansi tersebut adalah penguatan peran dalam melakukan
pengawasan dan penentuan kebijakan pengelolaan sumbedaya ikan tuna di Laut
Banda. Strategi yang dapat diterapkan adalah mendorong terjalinnya hubungan
antar aktor kunci bekerja sama membangun koordinasi dan sinergi pengelolaan
sumber daya ikan tuna yang efektif. Selain itu, para aktor kunci juga harus secara
berkala melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan
tersebut apabila telah ditetapkan; (e) Inovasi kebijakan terkait pelarangan
penangkapan ikan tuna sirip kuning di Laut Banda, implementasinya dalam
Permen No.4 Tahun 2015 yang berdampak pada kinerja usaha perikanan tangkap
di Kecamatan Banda. Danpak tersebut dilihat dari indicator jumlah unit handline,
produksi, harga, bentuk produk dan nilai tambah (Mira et al., 2021); (f) Inovasi
kebijakan lainnya yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan
dari sisi industri. Inovasi kebijakan ini menurut Djuariah et al. (2021) bahwa
dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dari sisi industri adalah
dengan melakukan (a) management measures: untuk mencapai tujuan
pengelolaan, upaya penangkapan berkelanjutan (sustainable harvest) dari
perikanan tradisional dan terbukti menangkap secara selektif seharusnya masih
bisa ditoleransi; (b) sustainable harvest yang ditoleransi harus mampu
menyediakan evidence based operasi seperti hasil dari tracking device, observer
dan lainnya; (c) sustainable harvest perlu mendukung riset pemerintah dengan
adanya scientific data collection; (d) sustainable harvest dapat membantu
enforcement and surveillance di lapangan seperti melaporkan tindakan
pelanggaran yang terjadi di laut; (g) Inovasi kebijakan terkait pemberdayaan
komunitas pesisir. Inovasi kebijakan ini memerlukan beberapa pendekatan
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring, evaluasi
dan pengawasannya, serta diperlukan paparan yang menguraikan dengan jelas
siapa mengerjakan apa, dimana dan bagaimana dalam upaya penanggulangan
kemiskinan. Disamping itu, diperlukan kebijakan strategis tentang perluasan
kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan
peningkatan perlindungan dan jaminan sosial; pemberdayaan dilakukan tidak
sebagai program derma (charity), melainkan sebagai upaya memperkuat potensi
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dan kapasitas komunitas pesisir dan nelayan; menjamin agar peningkatan
pendapatan rumah tangga nelayan dan pembudidaya/pegaram dimanfaatkan untuk
memenuhi standar kehidupan layak bagi seluruh anggota keluarga (Hilyana et al.,
2021). Selain itu dilihat dari aspek fasilitas, diperlukan pengembangan
infrastruktur lokal seperti kelembagaan masyarakat lokal, struktur pendidikan dan
pelatihan lokal, struktur sumber-sumber permodalan.

Beberapa inovasi kebijakan dalam pengelolaan perikanan budidaya yaitu
(@) inovasi kebijakan EAA. Inovasi kebijakan Ecosystem Approach to
Aguaculture (EAA) merupakan sebuah kebijakan inovasi untuk membangun
perikanan budi daya dengan tujuan tercapai keseimbangan antara aspek
lingkungan dengan aspek sosial ekonomi dalam menghasilkan inovasi produksi.
Penerapan EAA dapat mengurangi resiko lingkungan, sosial, dan ekonomi disuatu
daerah (Desyana, 2021). Pemerintah bersama lembaga riset perlu melakukan
penilaian awal (pre-assessment) sebagai acuan untuk melakukan
perbaikan/peningkatan status penerapan EAA, yang diikuti dengan koordinasi
dalam menetapkan rencana upaya penerapan ADPE. Pemerintah perlu
mendeklarasikan kawasan EAA yang sudah dinilai baik untuk upaya pencapaian
tujuan manfaat yang diinginkan. Peran aktif pemerintah selaku koordinator
merupakan kunci sukses dalam melibatkan/menggerakkan para pembudidaya ikan
dan anggota masyarakat lainnya untuk mewujudkan kawasan akuakultur yang
ADPE; (b) Inovasi kebijakan dengan pendekatan ekosistem. Inovasi kebijakan
dengan pendekatan ekosistem pada tambak udang, Pengelolaan perikanan
budidaya melalui pendekatan ekosistem ini relatif baru berkembang. Pendekatan
tersebut potensial diterapkan untuk menjawab permasalahan usaha budidaya di
Indonesia. Meskipun demikian dalam penelitian Wijaya et al. (2021) terdapat
upaya dalam mengimplementasikan pendekatan ekosistem, diantaranya
(1) Diperlukan peningkatan pemahaman tentang konsep dan penerapan
pengelolaan budidaya dengan pendekatan ekosistem kepada pemerintah daerah
sebagai regulator; (2) diperlukan sosialisasi pelaksanaan konsep pengelolaan
perikanan budidaya “tambak udang” berbasis ekosistem (EAA) tidak hanya
kepada pembudidaya tetapi juga kepada pelaku pada semua level usaha;
(3) diperlukan pemahaman yang utuh terhadap karakteristik sosial ekonomi pada
setiap daerah yang akan diterapkan implementasi EAA; (4) diperlukan
pendampingan dan monitoring pelaku usaha perikanan tambak udang secara
regular; (c) Inovasi kebijakan terkait kemitraan bisnis. Inovasi kebijakan
melalui Kemitraan Bisnis Perikanan Budidaya dalam Era Ekonomi Digital.
Perkembangan teknologi menuntut antar pihak yang bermitra beradaptasi dengan
penggunan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalin kemitraan bisnis
budi daya ikan secara terintegrasi (Shafitri et al., 2021). Hal ini dimaksudkan agar
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pembudidaya mampu memproduksi hasil perikanan sesuai dengan kebutuhan
pasar, memperluas jaringan pasar dan akses permodalan. Alih teknologi dapat
berjalan dari pemilik teknologi ke pembudi daya dan dapat merubah dari budaya
tidak tertulis menjadi budi daya tulis atau terdokumentasi. Literasi pembudi daya
terhadap TIK masih rendah yang disebabkan terbatasnya kondisi sosial ekonomi
pembudi daya. Pengembangan literasi digital dilakukan melalui peningkatan
kapasitas sumber daya pembudi daya dengan metode pelatihan interaktif dan
disesuaikan dengan perilaku pembudi daya. Peningkatan infrastruktur jaringan
komunikasi diperlukan untuk mengaktifkan penggunaan internet dalam
mengakses informasi tentang kemitraan bisnis perikanan budi daya. Kemitraan
bisnis perikanan budi daya melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta,
masyarakat dan lembaga pendidikan/penelitian; (d) Inovasi kebijakan terkait
pakan mandiri berbahan baku lokal. Inovasi kebijakan melalui pakan mandiri
berbahan baku lokal dengan penetapan Kampung budi daya ikan yang telah
dicanangkan KKP di beberapa lokasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarno dan
Syamsunarno, (2021) pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal ini
dimana lokasi penetapan kampung budi daya ikan air tawar disesuaikan dengan
ketersediaan pakan mandiri di sekitarnya; Pendirian sentra-sentra gudang bahan
baku untuk menjaga kualitas dan kesinambungan pasokan bahan baku, terutama
bahan baku utama di beberapa titik yang strategis. Penentuan titik-titik gudang
bahan baku ini membutuhkan kajian khusus; Pengelola pakan mandiri dipisahkan
dengan kelompok budidaya ikan untuk peningkatan kinerja pakan mandiri;
Kerjasama dengan laboratorium uji dan lembaga riset atau perguruan tinggi untuk
penilaian bahan baku dan pembuatan formula pakan; Dukungan pemerintah pusat
dan daerah secara sinergis untuk penyediaan sentra gudang bahan baku,
penyediaan workshop mesin pakan dan kemudahan akses modal usaha dengan
modal terjangkau; Penerapan model bisnis pada usaha pabrik pakan mandiri yang
mampu meningkatkan kinerja pabrik pakan. Penerapan Model Bisnis ini perlu
disertai dengan perbaikan identifikasi yang lebih spesifik terkait dengan:
karakteristik ekosistem usaha, SDM (ahli mesin dan formula) dan manajemen
pengelolaan (Wardono, 2021).

Berbagai inovasi kebijakan pemasaran dan daya saing diterapkan agar
produk perikanan Indonesia dapat dipasarkan di pasar domestik dan ekspor dan
memiliki daya saing tinggi. Inovasi kebijakan tersebut yaitu (a) Inovasi kebijakan
melalui program MLIN. Upaya penyediaan sumber protein murah bagi
konsumen melalui program Maluku Lumbung lkan Nasional merupakan ide
strategis. Dokumen perencanaan yang telah tersedia dan upaya fisik yang
berkelanjutan diharapkan dapat mendukung terwujudnya ide strategis ini
(Purnomo, 2021). Tantangan pengembangan SLIN untuk mendukung MLIN
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mencakup pada tantangan operasional dan kebijakan (Taryono, 2021). sehingga
diperlukan penajaman konsep MLIN sehingga bersifat operasional. Kejelasan
konsep MLIN akan memudahkan implementasi SLIN yang mempunyai tantangan
baik secara operasioanal maupun pada tataran manajemen dan kebijakan dan perlu
dijawab dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun
daerah serta kebutuhan kepemimpinan yang legitimatif kuat baik secara normatif,
legal maupun rasional. (b) Inovasi kebijakan terkait sertifikasi. Inovasi
kebijakan melalui sertifikasi agar produk perikanan dapat diterima dan bersaing di
pasar ekspor. Sertifikasi tersebut diantaraya sertifikasi GMP, HACCP, I1SO 22000,
BRC, Social Audit, BAP, dan CoC MSC masing-masing memiliki manfaat dan
kendala. Ketujuh jenis sertifikasi tersebut memberikan manfaat bagi pembeli
(buyer) karena wajib sesuai dengan permintaan customer. Bagi perusahaan,
ketujuh sertifikasi tersebut diperkirakan dapat membangun budaya kerja lebih
baik, membangun teamwork, serta membuat perusahaan dapat mengetahui
permasalahan yang ada (Nugroho, 2021).

Inovasi kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pergaraman Nasional
dan dapat meningkatkan produktitas dan kualitas garam yaitu Inovasi kebijakan
Produksi garam dengan model bendungan kolam laut atau yang disebut
dengan Brine Pond Seawall. Model ini untuk meningkatkan produktivitas dan
kualitas garam. Inovasi tersebut menekankan pada aplikasi yang mudah dan murah
diimplementasikan dengan mempertimbangkan petambak garam sebagai
subjeknya, dengan metode evaporasi tertutup maupun terbuka. Upaya ini antara
lain dilakukan dengan membangun bendungan kolam laut Produksi garam dengan
model bendungan kolam laut lebih mudah diterapkan di wilayah teluk yang
berdampingan dengan lahan garam eksisting (Mahasin, 2021). Dalam penelitian
yang dilakukan Mahasin bahwa terdapat dua wilayah teluk sebagai lokasi
penerapan model bendungan kolam laut ini, yaitu di wilayah teluk Bima, Nusa
Tenggara Barat dan Sumenep, Jawa Timur. Lokasi ini memiliki beberapa
keuntungan, yaitu: (1) ketersediaan air baku yang cukup; (2) menghemat biaya
pembangunan bendungan karena di wilayah teluk; (3) menghemat biaya
infrastruktur lahan garam; dan (4) memanfaatkan tenaga kerja yang telah tersedia
di wilayah tersebut. Selain upaya teknis dengan inovasi model bendungan kolam
tersebut, yang tidak kalah penting adalah membentuk korporasi petambak garam
(Irawan, 2021). Hal ini disebabkan pola usaha individu sangat kurang sesuai untuk
diandalkan sebagai basis kelembagaan usaha garam yang produktif dan berdaya
saing tinggi. Gagasan mentransformasikan kelembagaan usaha individu menjadi
kelembagaan usaha korporasi (kolektif) diharapkan dapat mengatasi stagnasi
pengembangan usaha garam di sentra garam setempat.
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PENUTUP

Pengelolaan pembangunan Kelautan dan Perikanan mengalami berbagai
permasalahan dari sisi hulu sampai hilir, baik di perikanan tangkap, perikanan
budidaya, garam, sampai pada pemasaran dan daya saing sehingga berdampak
pada kinerja sektor Kelautan dan Perikanan, sehingga diperlukan suatu inovasi
kebijakan yang bersifat membangun atau memperbaiki permasalahan di sektor
Kelautan dan Perikanan. Inovasi kebijakan ini sebagai suatu upaya peningkatan
kinerja sektor Kelautan dan Perikanan. Berbagai keragaan inovasi kebijakan dalam
pengelolaan pembangunan Kelautan dan Perikanan diterapkan di perikanan
tangkap, budi daya, pemasaran dan daya saing, dan pergaraman nasional.

Dengan kebijakan inovasi yang efektif dapat menjadi kunci keberhasilan
pembangunan dalam Sektor Kelautan dan Perikanan. Dengan pengembangan
inovasi kebijakan pada perikanan tangkap laut yaitu dengan membangun Multi-
Stakeholders Platform (MSP) di dua skala pengambilan keputusan penting yaitu
tingkat nasional dan tingkat WPP-NRTI’ Inovasi kebijakan melalui konsep CBFM
mengkritisi model pengelolaan sumber daya konvensional, Konsep model sosial
ekonomi menggunakan pendekatan open closed season yang digunakan sebagai
salah satu alat untuk mengelola penangkapan rajungan; Inovasi Kebijakan dengan
melibatkan hubungan antar aktor dalam pemberlakuan kebijakan pelarangan
penangkapan Tuna Sirip Kuning Di Laut Banda; inovasi kebijakan dengan
pemberdayaan komunitas pesisir. Pengembangan inovasi kebijakan perikanan
budi daya yaitu inovasi kebijakan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA)
dapat mengurangi resiko lingkungan, sosial, dan ekonomi disuatu daerah;
Pengelolaan perikanan budidaya melalui pendekatan ekosistem ini relatif baru
berkembang; inovasi kebijakan kemitraan bisnis; Inovasi kebijakan melalui pakan
mandiri berbahan baku lokal dengan penetapan Kampung budidaya ikan;
pemasaran dan daya saing perikanan yaitu inovasi kebijakan MLIN yang
merupakan upaya penyediaan sumber protein murah bagi konsumen dan inovasi
kebijakan melalui sertifikasi agar produk perikanan dapat diterima dan bersaing di
pasar ekspor; dan pergaraman Yyaitu Inovasi kebjakan produksi garam dengan
model bendungan kolam laut atau yang disebut dengan Brine Pond Seawall untuk
meningkatkan produktivitas dan kualitas garam dan upaya lainnya adalah
membentuk korporasi petambak garam. Dengan inovasi kebijakan tersebut
diharapkan pengelolaan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan arah pembangunan nasional, sehinga pada gilirannya
akan berdampak pada peningkatan kinerja sektor Kelautan dan Perikanan.
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